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KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena atas karunia dan rahmat-Nya kegiatan Konferensi Nasional Pembangunan
Rendah Karbon (KNPRK) dapat terselenggara dengan lancar dan baik. Konferensi
nasional ini merupakan puncak dari rangkaian kegaiatan Call for Paper dengan tema
“Mencari Skema Pembiayaan Jangka Panjang Program Transisi Energi yang Rendah
Emisi Karbon”. Prosiding ini merupakan kumpulan paper akademis yang berisi ru-
musan pemikiran dari para peserta Call for Paper.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen
untuk berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam
Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai tindak lanjut Paris
Agreement yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Untuk mewujudkan komitmen NDC tersebut, sejak tahun 2020, Pemerintah Indo-
nesia telah merumuskan dokumen kebijakan Long-term Strategy on Low Carbon
and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emission dengan
tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim dan
berkeadilan. Karenanya terkait agenda skenario transisi energi dari energi fosil ke
energi bersih (rendah emisi) maka dalam implementasinya perlu dukungan strategi
kebijakan pengembangan sektor energi terbarukan yang efektif.

Pelaksanaan Konferensi Nasional ini merupakan kerjasama Traction Energy
Asia dengan FEB Undip dan FE Unnes, Semarang. Materi dalam prosiding ini dihara-
pkan menjadi referensi terbaru sekaligus menjadi media kerjasama bagi para aka-
demisi, para peneliti, dan mahasiswa dalam rangka merumuskan strategi kebijakan
transisi energi rendah karbon di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada FEB Undip dan FE Unnes terkhusus
kepada Dekan FEB Undip dan Plt Dekan FE Unnes yang telah memberikan dukungan
dan memfasilitasi penyelenggaraan Konferensi Nasional ini. Kami berharap kerjasa-
ma ini bisa terus berlanjut pada seri Konferensi Nasional yang mendatang. Kami
juga mengucapkan terima kasih kepada tim Editor dan seluruh panitia yang telah
bekerja keras dalam penyelenggaraan Call for Paper dan Konferensi Nasional. Se-
moga Konferensi Nasional Pembangunan Rendah Karbon mendatang dapat kembali
dilaksanakan dengan isu yang semakin selaras dengan agenda transisi energi.

Terima Kasih.
Tommy A. Pratama

Direktur Eksekutif
Traction Energy Asia
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Konferensi Nasional Pembangunan Rendah Karbon
Call for Paper

“Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia”

VALUASI EKONOMI JASA MANGROVE NYAMPLUNG SEBAGAI
UPAYA PEMENUHAN ENERGI NASIONAL

Abdhy Walid Siagian™, Muhammad Syammakh Daffa?
'Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi (PSHKE), Universitas Andalas, Padang

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan akan energi sejatinya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
di suatu negara. Peningkatan ini sejatinya memberikan dampak, terlebih kepada isu
perubahan iklim dan lingkungan. Berbagai upaya yang dihadirkan, salah satunya dengan
merumuskan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan salah satunya di bidang energi.
Energi merupakan salah satu sumber daya alam yang mana negara memiliki kewenangan
untuk mengaturnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, konsumsi energi
termasuk di Indonesia sangat bergantung kepada bahan bakar fosil yang mana keterse-
diaannya terbatas. Atas hal tersebut, muncullah Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai
solusi dari bahan bakar fosil yang terbatas. Pemenuhan terhadap kebutuhan energi nasional
telah menjadi hal yang urgensi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, yang mana
kebijakan energi nasional hadir sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional.
Indonesia kaya akan sumber daya energi tak terbarukan. Namun, potensi sumber daya
energi terbarukan ini belum optimal untuk mencapai ketahanan energi nasional. Adapun
salah satu EBT yang potensial namun belum optimal pemanfaatannya adalah minyak dari
biji nyamplung sebagai bahan bakar nabati (BBN). Pemanfaatan nyamplung sebagai salah
satu sumber biodiesel memiliki masa depan yang cerah bilamana melihat dari kebutuhan
akan energi, ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat budidaya, serta
nyamplung itu sendiri yang mempunyai rendemen yang tinggi dibandingkan sumber BBN
lainnya.

Kata Kunci: Valuasi Ekonomi, Mangrove Nyamplung, Energi Nasional.

Abstract
The increasing need for energy is influenced by economic development in a country. This
increase actually has an impact, especially on the issue of climate change and the environment.
Various efforts were presented, one of which was by formulating environmentally friendly

= Corresponding author: Abdhy Walid Siagian
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policies, especially in the energy sector. Energy is the natural resources which the state has
the authority to regulate for the greatest prosperity of the people. Energy consumption in
Indonesia is highly dependent on fossil fuels, which are limited in availability. New Renewable
Energy (EBT) emerged as a solution for limited fossil fuels. The fulfillment of national energy
needs has become an urgency in realizing national energy security, in which the national
energy policy is present as a guideline in national energy management. Indonesia is rich in
non-renewable energy resources. But not yet optimal to achieve national energy security. One
of the potential renewable energy sources but not yet optimally utilized is oil from nyamplung
as biofuel (BBN). The use of nyamplung as a source of biodiesel has a bright future, thus the
availability of land that can be used as a place for cultivation, and nyamplung itself which has

a high yield compared to other BBN sources.

Keywords: Economic Valuation, Nyamplung Mangrove, National Energy.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan akan energi
sejatinya dipengaruhi atas pesatnya indus-
trialisasi dan perkembangan ekonomi di
berbagai negara. Hadirnya peningkatan ini
sejatinya memberikan dampak, terlebih
kepada isu perubahan iklim dan lingkun-
gan. Terhadap hal tersebut, berbagai upaya
yang dihadirkan untuk mengatasi berbagai
perubahan dengan merumuskan kebija-
kan-kebijakan yang ramah lingkungan
(Goldthau dan Witte, 2010, h. 12). Indonesia
hadir sebagai negara yang merumuskan
kebijakan lingkungan dan iklim sebagaima-
na dengan hadirnya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan
Paris Agreement to the United Nations
Framework Convention on Climate Change.
Hadirnya kebijakan ini memberikan amanat
bagi Indonesia untuk mengupayakan
transisi energi terbarukan dalam bentuk
pengurangan emisi karbon.

Energi merupakan sumber daya
alam yang penting dan strategis, terlebih
kepada menguasai hajat hidup orang
banyak. Negara memiliki kewenangan
untuk menguasai dan mempergunakan
untuk  sebesar-besarnya = kemakmuran
rakyat, sebagaimana yang tertuang didalam
Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945). Disisi lain, Pasal 33 ayat (2) UUD NRI
1945 menyatakan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Dari sinilah pijakan
atas makna kedaulatan energi di bangun,
hal ini diperkuat dengan hadirnya agenda
pembangunan yang dijelaskan di dalam
Dokumen Pembangunan Hukum Nasional
Tahun 2016 yang mengusung selaras dengan
bidang pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup terkhusus yang men-
yangkut isu sektor energi salah satunya
penguatan pasokan, bauran dan efisiensi
konsumsi energi (Badan Pembangunan
Hukum Nasional, 2016).

Konsumsi energi termasuk di
Indonesia sangat bergantung kepada
bahan bakar fosil terkhusus kepada minyak
bumi dan batu bara (Azhar, 2018, h. 86).
Terhadap hal ini, ketersediaan akan energi
fosil semakin berkurang yang menyebabkan
suatu masalah agar untuk mencari suatu
energi alternatif baru sebagai pengganti
energi fosil. Jawaban atas hal tersebut
kemudian memunculkan suatu energi al-
ternatif yakni Energi Baru dan Terbarukan
(EBT) (Biro Komunikasi, 2016). Penggunaan
EBT harus menjadi perhatian utama pe-
merintah Indonesia, bukan hanya untuk
mengurangi pemakaian energi fosil saja,
akan tetapi sebagai perwujudan atas energi
bersih dan berwawasan lingkungan (Jaelani,
2017, h. 193). Perwujudan atas energi bersih
dan berwawasan lingkungan, sejatinya telah
di dukung oleh Energy Trilemma (tiga pilar
prinsip pengelolaan energi) yang menjelas-
kan bahwa untuk menghasilkan energi yang
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berkelanjutan berdasarkan 3 (tiga) dimensi
penilaian indeks, yaitu: dimensi energy
security, energy equity (accessibility and af-
fordability) dan environmental sustainabili-
ty (Dewan Energi Nasional, 2020, h. 83).

Indonesia sebagai negara yang
memiliki sumber daya alam yang berlimpah
dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta KM>dan
jumlah penduduk saat ini mencapai 278 juta
jiwa (Kompas, 2022) dengan pertumbuhan
ekonomi rata-rata 5% per tahun dengan
dihadapkan pada kecenderungan peningka-
tan kebutuhan dan konsumsi energi. Energi
fosil yang merupakan tumpuan utama
dalam konsumsi energi, namun disisi lain
telah memberikan dampak yang signifikan
berupa terkurasnya sumber daya alam yang
tak terbarukan dan semakin tingginya
dampak kerusakan lingkungan. Hal
tersebut mendorong munculnya berbagai
upaya untuk mengurangi dan membatasi
pemanfaatan energi fosil serta menggantin-
ya dengan EBT. Pemanfaatan EBT atau yang
dikenal sebagai energi bersih (clean energy)
sudah menjadi program aksi bersama dari
berbagai di dunia termasuk Indonesia
(Dewan Energi Nasional, 2020, h. 1).

Aksi bersama tersebut sebagaimana
tertuang di dalam Conference of the parties
(COP) ke-21 di Paris pada tanggal 30-13
Desember 2015 yang bertujuan untuk meng-
hentikan pemanasan suhu bumi dibawah 2°
C. Konferensi ini merupakan implementasi
dari kerangka kerja PBB untuk perubahan
iklim (UNFCCC). Pertemuan ini merupakan
pertemuan bersejarah dengan kesepaka-
tan yang mengikat (Legally binding) yang
pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir
pada pertemuan COP ke-3 pada tahun 1997.
Dasar ini merupakan sebagai pedoman,
agar negara-negara di dunia berkomitmen
dengan menghadirkan kebijakan untuk
menekan emisi karbon dunia (Dewan
Energi Nasional, 2020, h. 1).

Berbagai kebijakan hadir di Indonesia
dalam upaya mengoptimalkan sumber
energi melalui Undang-undang Nomor 30
Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi),

—
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di dalam peraturan tersebut menjelaskan
definisi energi terbarukan adalah sumber
energi yang dihasilkan dari sumber daya
energi yang berkelanjutan jika dikelola
dengan baik, antara lain panas bumi,
angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan
terjunan air, serta gerakan dan perbedaan
suhu lapisan laut. Upaya transisi energi di
Indonesia mengamanatkan untuk berupaya
terwujudnya pengelolaan energi yang
berkeadilan, berkelanjutan, dan berwa-
wasan lingkungan dalam rangka mewu-
judkan kemandirian energi nasional dan
ketahanan energi nasional yang berlandas-
kan kedaulatan energi dan nilai ekonomi
yang berkeadilan. Sejalan dengan hal
tersebut, secara langsung mengamanatkan
Indonesia untuk mengurangi pemakaian
energi fosil dengan memprioritaskan pe-
menuhannya kepada energi baru dan ter-
barukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan
paling sedikit 31% pada tahun 2050 (Grita
Anindarini Widyaningsih, 2017, h. 141).

UU Energi juga mengamanatkan pe-
merintah untuk menyusun Kebijakan Energi
Nasional (KEN) sebagai pedoman dalam
pengelolaan energi nasional. Produk hukum
turunan atas UU Energi ini kemudian die-
jawantahkan melalui Peraturan Pemerintah
No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional (PP KEN) yang membagi atas
kebijakan utama dan kebijakan pendukung
yang pelaksanaanya dari tahun 2014 sampai
tahun 2050, yang meliputi: ketersediaan
energi untuk kebutuhan nasional, prioritas
pengembangan  energi, pemanfaatan
sumber daya energi nasional, cadangan
energi nasional. Disamping PP KEN, pe-
merintah juga mengeluarkan kebijakan
melalui Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi
Nasional (Perpres RUEN) yang mana akan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Umum Energi Daerah (RUED) untuk dapat
memenuhi kebutuhan energi di daerah
masing-masing  secara  berkelanjutan.
Hadirnya kebijakan hukum ini membuk-
tikan bahwa, konsistensi Indonesia demi
memenuhi energi nasional dengan prioritas
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akhir untuk mencapai tujuan utama yakni
kebijakan energi nasional 2050 guna ke-
mandirian dan ketahanan energi.

Pemenuhan terhadap kebutuhan
energi nasional telah menjadi hal yang
urgensi dalam mewujudkan ketahanan
energi nasional (Gde Pradnyana, 2016, h.
46). Namun terdapat Konsekuensi dalam
mewujudkan ketahanan nasional memer-
lukan pengelolaan energi yang meliputi atas
penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan
yang dalam pelaksanaanya harus secara
berkelanjutan (Agus Sugiyono, 2014, h. 120).
Pengelolaan energi nasional dengan atas
prinsip berkelanjutan, telah diakomodir di
dalam Pasal 2 PP KEN, yang menyatakan
bahwa kebijakan energi nasional adalah
kebijakan pengelolaan energi didasarkan
atas prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan untuk mencapai
kemandirian energi dan ketahanan energi
nasional. Upaya pengelolaan energi yang
dimaksud merupakan penyelenggaraan
kegiatan penyediaan, pengusahaan, pe-
manfaatan energi, penyediaan cadangan
strategis, dan konservasi sumber daya energi
(Savira Ayu Arsita et all, 2021, h. 1780).

Seiring dengan kemajuan pem-
bangunan dan peningkatan industrial-
isasi, kebutuhan akan energi Indonesia
meningkat seiring berjalannya waktu. Ini
dibuktikan persentase konsumsi energi
Indonesia meningkat dengan rata-rata 3%
per tahun dari kurang lebih 99 Mtoe pada
tahun 1990 meningkat menjadi 237 Mtoe
pada tahun 2019. Konsumsi energi perkapita
Indonesia juga mengalami peningkatan dari
0,71 Tonnes Oil Equivalent (toe)/kapita pada
tahun 2010 menjadi 0,76 toe/kapita pada
tahun 2015 atau tumbuh 1,5% per tahun.
Peningkatan kebutuhan konsumsi energi
tersebut selama ini lebih banyak dipenuhi
dari sumber-sumber energi fosil, seperti
minyak bumi, gas alam dan batubara yang
mencapai  91,45% (Kementerian ESDM,
2018, h. 18). Ketergantungan ini sejatinya
menghadirkan tantangan tersendiri bagi
Indonesia, salah satunya mengingat ket-

ersediaan akan cadangan energi fosil yang
semakin berkurang. Terhadap ini, diperlu-
kan suatu transisi menuju energi baru dan
terbarukan yang bisa menggantikan peng-
gunaan energi fosil melalui EBT.

Indonesia kaya akan sumber daya
energi tak terbarukan seperti, panas bumi,
biodiesel, matahari, angin dan air. Namun,
potensi sumber daya energi terbarukan
ini belum optimal untuk memenuhi dari
kebutuhan energi nasional. Bentuk upaya
untuk memenuhi pasokan energi nasional
melalui bauran energi nasional dengan
memfokuskan kepada pemanfaatan biofuel
atau bahan bakar nabati (BBN). Kebijakan
pengembangan BBN di Indonesia telah
digulirkan sejak tahun 2006 sebagaimana
diamanatkan melalui Peraturan Presiden
No 5 Tahun 2006 yang menetapkan bauran
energi bagi terpenuhinya peran BBN sebesar
17% pada tahun 2025, yang dijabarkan secara
operasional melalui Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan
dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
sebagai Bahan Bakar Lain, dan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan,
Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar
Nabati sebagai Bahan Bakar Lain.

Kebijakan BBN ini menjadi salah satu
upaya pemerintah untuk memaksimalkan
pemenuhan energi nasional demi mengatasi
ketahanan energi nasional. BBN sebagai
campuran BBM merupakan program pe-
merintah dalam upaya pengembangan EBT
yang mana perlu dilanjutkan dan ditingkat-
kan perihal pencampurannya. Pemanfaatan
BBN berupa biodiesel, bioetanol dan bio
avtur merupakan bagian dari pemanfaatan
langsung energi yang diharapkan dapat
memenuhi 23 MTOE atau 25% dari target
kontribusi EBT pada tahun 2025. Pada tahun
2018 produksi atas biodiesel mengalami
peningkatan sebesar 36% dibandingkan
produksi tahun 2017 sebagai dampak positif
dari adanya Peraturan Menteri ESDM
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan
dan Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dalam
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rangka pembiayaan oleh BPDKS dan
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018
tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang per-
himpunan dan penggunaan dana perkebu-
nan kelapa sawit.

Selama ini pemanfaatan biofuel
sebagai substitusi BBM adalah biodiesel
yang diperoleh dari esterifikasi minyak
kelapa sawit (crude palm oil) atau minyak
jarak. Selama ini kelapa sawit menghadapi
kritik yang tajam terkhusus kepada ke-
berlanjutan dan ketahanan pangan (sheil
dkk, 2009). Pada tahun 2019, pentahapan
biodiesel telah mencapai 20% (B20) untuk
semua sektor dengan capaian yang melebihi
target dari RUEN. Pencampuran biodiesel
ditingkatkan dengan kadar 30% (B30)
pada BBM jenis diesel yang dimulai pada
tahun 2020. Program B2o dapat berjalan
dengan baik karena adanya dana perkebu-
nan sawit yang salah satu fungsinya untuk
penyediaan dan pemanfaatan biodiesel.
Namun jika terdapat perbedaan harga CPO
dengan harga minyak bumi semakin tinggi,
maka dana untuk kegiatan lainnya terkait
pengembangan perkebunan dan industri
sawit terganggu.

Terhadap tersebut, peneliti ingin
menganalisis upaya Indonesia dalam
pemenuhan energi nasional melalui bauran
energi yang terfokus kepada EBT. Berbagai
kebijakan hadir dalam mendukung bauran
EBT, namun disatu sisi terdapat upaya yang
harus dikuatkan terlebih kepada subtitusi
BBM yang masih masif menggunakan CPO
yang memiliki dampak terkhusus kelang-
kaan pada kebutuhan masyarakat akan
minyak goreng yang bahan bakunya adalah
CPO. CPO yang digunakan untuk subtitusi
BBM terdapat dalam pemenuhan pasokan
energi listrik nasional melalui Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel.

Tulisan ini hadir dalam member-
ikan solusi kepada khalayak umum,
bahwa terdapat upaya yang dilakukan
terlebih kepada subtitusi BBM tersebut
dengan menghadirkan energi alternat-

—

if pengganti CPO dengan mensubstitusi
kepada mangrove nyamplung. Mangrove
nyamplung menghasilkan biodiesel yang
cukup untuk mensubstitusi terhadap
BBM, hal ini memunculkan pertambahan
nilai yang dihasilkan Indonesia terlebih
Indonesia memiliki hutan mangrove yang
luas. Tulisan ini akan terfokus kepada
dua permasalahan, pertama, komitmen
Indonesia dalam wupaya mengakselerasi
transisi energi baru dan terbarukan melalui
biofuel demi memenuhi pasokan listrik
nasional. Kedua, bagaimana perhitungan
ekonomi jasa mangrove nyamplung (calo-
phyllum inophyllum) sebagai energi alter-
natif biofuel pada sektor pembangkit listrik
tenaga diesel.

METODE PENELITIAN

Guna menjawab pertanyaan dalam
rumusan masalah di atas, maka proses pe-
nelitian ini akan menggunakan metode pe-
nelitian yuridis normatif. Menurut Hartono
(1994, h. 12) mengatakan, dalam penelitian
hukum normatif dapat mencari asas hukum,
teori hukum dan pembentukan asas hukum
baru. Sedangkan menurut Bagir (2001, h.
13) penelitian normatif adalah penelitian
terhadap kaedah dan asas hukum yang ada,
dan menitikberatkan penelitian terhadap
data kepustakaan atau disebut dengan data
sekunder.

Metode pendekatan yuridis normatif
dalam penelitian ini digunakan dengan
maksud untuk membahas ketentuan
peraturan perundang-undangan nasional
berkaitan dengan pengawasan penge-
lolaan keuangan negara. sementara itu,
akan dilakukan pula pendekatan empiris
guna mencari fakta-fakta hukum yang ada
melalui data sekunder guna melihat imple-
mentasi peraturan perundang-undangan
yang ada berkaitan dengan pemenuhan
energi nasional. Metode penelitian nor-
matif-empiris akan menitik beratkan pada
implementasi (fakta) dan ketentuan hukum
normatif (undang-undang) pemenuhan
energi nasional dalam mempercepat transisi
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energi baru dan terbarukan.

Penelitian ini menggunakan bahan
hukum sebagai data utama yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier yang akan dijadikan
dasar dalam penelitian ini didapat melalui
studi kepustakaan baik berupa fisik dengan
melakukan kunjungan ke perpustakaan
maupun melalui pencarian dalam jaringan.
Untuk menganalisis data dan menarik kesi-
mpulan dari hasil penelitian, bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier akan dianalisis dengan teknik
deskriptif dan evaluasi peraturan.

HASIL DAN DISKUSI

Komitmen Indonesia Dalam Upaya
Mengakselerasi Transisi Energi Baru
dan Terbarukan Melalui Biofuel demi
Memenuhi Pasokan Listrik Nasional

Transisi energi menuju Energi Baru
dan Terbarukan (EBT) sejatinya dilakukan
guna mengantisipasi berbagai kegiatanyang
menimbulkan terhadap peningkatan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan emisi
GRK yang semakin masif memicu suatu
gagasan dan program untuk menurunkan
emisi GRK secara internasional. Gagasan
dan program ini sendiri sudah dimulai sejak
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia
(United Nations Conference on the Human
Environment) yang mana ini diselengga-
rakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni
Tahun 1972. Bentuk implementasi atas
gagasan ini kemudian dituangkan dalam
bentuk perjanjian internasional, yakni
Konvensi Perubahan Iklim (United Nations
Framework Convention on Climate Change).
Bentuk pengejawantahan dari United
Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC,) Indonesia melakukan
ratifikasi melalui Undang-Undang 16 Tahun
2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to
the United Nations Framework Convention
on Climate Change (Persetujuan Paris atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Dengan telah diratifikasinya UNFCCC,
secara langsung memberikan suatu
komitmen bagi Indonesia untuk menguran-
gi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri
dan menjadi 41% jika ada kerja sama inter-
nasional hingga tahun 2030 (Winyswara,
2019, h. 1421). Salah satu bentuk komitmen
Indonesia ini dituangkan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) dan
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017
tentang Rencana Umum Energi Nasional
(RUEN). Di dalam PP KEN menegaskan
pada strategi untuk memastikan keberlan-
jutan, keamanan pasokan dan pemanfaatan
energi yang efisien serta realisasi campuran
energi optimal pada tahun 2050. Lebih
lanjut kebijakan ini menjelaskan tujuan
negara salah satunya untuk pengurangan
intensitas energi akhir sebesar 1% per tahun
sampai tahun 2025 dan meningkatan bagian
EBT dalam campuran energi setidaknya 23%
pada tahun 2025 dan setidaknya 31% pada
tahun 2050 (Lauranti & Djambhari, 2017, h.

5).

Kebijakan energi Indonesia sudah
mengarah ke dalam perumusan energi
nasional sebagaimana dijelaskan menurut
Pasal 12 ayat (2) UU Energi mengamanat-
kan pembentukan Dewan Energi Nasional
(DEN) yang bertugas menetapkan kebijakan
energi nasional. DEN dalam menjalankan
kebijakan energi nasional memerlukan
peraturan salah satunya melalui PP KEN.
Didalam PP KEN memuat aspek-aspek
kebijakan utama dalam pengelolaan energi
nasional, yakni: “melalui ketersediaan energi
dalam memenuhi kebutuhan nasional; dan
kewajiban menyediakan cadangan energi
nasional” (Widyaningsih, 2017, h. 141).
Kemudian berbagai aspek hadir dengan
didukung oleh diversifikasi, konservasi
energi, dan kajian energi terhadap dampak
lingkungan hidup yang akan dicapai pada
tahun 2025 dan diakhiri pada tahun 2050.

Faktor penting pencapaian energi
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merupakan salah satu faktor penting dalam
pembangunan berkelanjutan (Khan, H,
2020, h. 860). Indonesia sebagai negara
yang dikategorikan sebagai emerging
market memiliki sebuah tantang untuk
memenuhi  konsumsi energi dalam
negerinya (Winanti, dkk., 2019, h. 13).
Seiring berjalannya kemajuan pembangu-
nan dan proses industrialisasi, kebutuhan
akan energi Indonesia meningkat dengan
pesat dan ini diproyeksikan akan terus
meningkat. Peningkatan persentase dari
konsumsi energi Indonesia yang mengalami
peningkatan sebesar 2,6% per tahun yang
mana kurang lebih 99 Million Tons of Oil
Equivalent (Mtoe) pada tahun 1990 dan
pada tahun 2017 menjadi 240 Mtoe. Hal
ini juga diperkuat dengan konsumsi energi
primer per kapita Indonesia meningkat
dari o,71 Tonnes Oil Equivalent (toe)/kapita
pada tahun 2010 menjadi 0,76 toe/kapita
pada tahun 2015 atau tumbuh 1,5% per
tahun. Peningkatan yang terjadi terhadap
kebutuhan konsumsi energi yang mana
selama ini lebih banyak dipenuhi dari sum-
ber-sumber energi fosil, mulai dari minyak
bumi, gasalam dan batu barayang mencapai
91,45% (Diplomasi Energi Indonesia, 2020
dikutip dalam Kementerian ESDM, 2018, h.
13).

Ketergantungan energi fosil mengh-
adirkan tantangan tersendiri bagi Indonesia,
salah satunya mengingat ketersediaan akan
cadangan energi fosil seperti minyak bumi
semakin berkurang. Terhadap ini, diper-
lukan suatu transisi menuju energi baru
dan terbarukan yang bisa menggantikan
penggunaan energi fosil terhadap hal ini
minyak bumi. Indonesia kaya akan sumber
daya energi yang terbarukan seperti, panas
bumi, biodiesel, matahari, angin dan air.
Namun, potensi sumber daya energi terba-
rukan ini belum optimal untuk memenuhi
dari kebutuhan energi nasional. Terhadap
hal ini yang harus di fokuskan bagi pe-
merintah Indonesia dalam mengeluarkan
berbagai kebijakan guna transisi energi dari
fosil menuju energi baru dan terbarukan
(EBT). Salah satu bentuk energi alternatif

—

7

yang menjadi titik fokus pada penelitian
ini adalah energi biofuel atau Bahan Bakar
Nabati.

Diantara sekian banyaknya sumber
energi baru dan terbarukan, biofuel atau
Bahan Bakar Nabati (BBN) merupakan
sumber energi yang memiliki peluang untuk
melakukan substitusi Bahan Bakar Minyak
(BBM) fosil (Wijaya, 2017, h. 18). Oleh
karena itu, “biofuel disebut sebagai energi
hijau yang asal-usul dan emisinya memiliki
sifat yang ramah lingkungan dan tidak
menyebabkan peningkatan pemanasan
global yang secara signifikan” (Wijaya,
2017, h. 18). Berbagai kebijakan dikeluarkan
Indonesia demi mendukung pengemban-
gan BBN, salah satunya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU
Energi). Dalam peraturan UU Energi men-
jelaskan definisi energi terbarukan adalah
sumber energi yang dihasilkan dari sumber
daya energi yang berkelanjutan jika dikelola
dengan baik, antara lain panas bumi,
angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan
terjunan air, serta gerakan dan perbedaan
suhu lapisan laut.

Komitmen global dan Indonesia
untuk mengurangi GRK, mendorong pe-
merintah Indonesia untuk meningkatkan
peran EBT dalam menjaga ketahanan dan
energi nasional. Contohnya Tabel 1 potensi
Indonesia dalam pemanfaatan EBT demi
mencapai ketahanan energi nasional.

Tabel 1. Potensi Energi baru dan Terbarukan

Jenis Energi Potensi
Tenaga Air 94,3 GW
Panas Bumi 28,5 GW
Bioenergi PLT Bio: 32,6 GW dan

BBN: 200 Ribu Bph

Surya 207,8 GWp
Angin 60,6 GW
Energi Laut 17,9 GW

Sumber: Ditjen EBTKE, 2018
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Dari data yang telah disajikan diatas,
menjelaskan total dari potensi energi ter-
barukan ekuivalen 44 GW yang digunakan
untuk pembangkit listrik, sedangkan Bahan
Bakar Nabati (BBN) dan Biogas sebesar
200 ribu Bph yang digunakan hanya untuk
keperluan industri. Pemanfaatan EBT untuk
pembangkit listrik baik itu fosil dan nonfosil
sebesar 64,5 GW (Abdurrahman, S., Pertiwi,
M. & Walyjanto, 2019, h. 6). Minimnya pe-
manfaatan EBT pada sektor ketenagalis-
trikan disebabkan beberapa faktor salah
satunya tingginya harga pokok produksi dari
pemabangkit tenaga listrik berbasis EBT,
ini membuat persaingan lebih kompleks
terhadap energi fosil seperti batubara.
Kemudian atas permasalahan tersebut, salah
satu upaya yang dihadirkan pemerintah
melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2016 tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang men-
gamanatkan bahwa pelaksanaan percepatan
infrastruktur ketenagalistrikan menguta-
makan pemanfaatan energi baru dan terba-
rukan salah satunya melalui energi biofuel.

Pengembangan energi biofuel di
Indonesia mendapat kejelasan dengan
hadirnya Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun
2008 tentang penyediaan, Pemanfaatan Dan
Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Sebagai Bahan Bakar Lain (Permen ESDM
No. 32 Tahun 2008). Menurut Pasal 1 angka
(2) BBN Biofuel sebagai bahan bakar lain
adalah bahan bakar yang berasal dari bah-
an-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari
bahan-bahan organik lain, yang ditatani-
agakan sebagai bahan bakar lain. Prioritas
dari pemanfaatan BBN ini membagi atas
tiga jenis yakni: biodiesel (B10o); bioetanol
(E100); dan minyak nabati murni (O100).
Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl
Ester (FAME) atau Mono Alkyl Ester yang
dihasilkan dari bahan baku hayati dan
biomassa lainnya yang diproses secara es-
terifikasi, bioetanol adalah produk etanol
yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan
biomassa lainya yang diproses secara biote-
knologi dan minyak nabati murni adalah

produk yang dihasilkan dari bahan baku
nabati yang diproses secara mekanik dan
fermentasi (Pasal 1 angka (3, 4, 5, Permen
ESDM 32 Tahun 2008).

Biodiesel dapat dijadikan sebagai
bahan bakar pengganti solar apabila telah
memenuhi standar dari karakteristik
biodiesel itu sendiri dan sesuai dengan SNI
7182:2015 tentang karakteristik biodiesel
(Sarwono, E., dkk, 2017, h. 34). Wijaya
(2017, h. 5) mengungkapkan “Biodiesel
banyak dibuat dari minyak kelapa sawit,
kelapa, jarak pagar, kapok, dan nyamplung.
Nyamplung dikenal sebagai Bintangur
tersebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai
dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat hingga Papua (Budi, Eritrina
dan Trimaria, 2016, h. 529). Rendemen
minyak yang terdapat pada nyamplung
memiliki persentase 40-70% lebih tinggi
dibandingkan dengan tanaman lain, seperti
sawit yang persentasenya hanya 46-54%
(Leksono, dkk, 2012, h. Terhadap hal
tersebut, membuktikan bahwa nyamplung
memiliki potensi untuk memberikan
subtitusi atas campuran pada solar, yang
sejatinya bisa memberikan pengurangan
atas pemakaian energi fosil.

Peran biodiesel telah memberikan
dampak, terutama terhadap permasalah-
an krisis energi di Indonesia, dikarenakan
biodiesel dapat dicampur dengan solar
untuk menghasilkan campuran biodiesel
yang ber-cetane lebih tinggi dan ini dapat
mengurangi ketergantungan impor solar
sebesar 39% (Wijaya, 2017, h. 5). Campuran
biodiesel dan solar telah berhasil dijalankan
dengan mandatori B-20 dimana pemakaian
bahan bakar terdiri dari campuran 20%
biodiesel dan 80% solar (Dharmawan, dkk.,
2018, h. 242). Hal ini, sebagaimana yang
telah dijelaskan di dalam Instruksi Presiden
NomoriTahun 2006 tentang Penyediaandan
Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Sebagai Bahan Bakar Lain. Penjabaran
lebih lanjut atas Instruksi Presiden hadir
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dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Mandatori
Penggunaan Bahan Bakar Nabati (biofuel)
yang menyebutkan bahwa pada sektor
pembangkit listrik sejak tahun 2016 sudah
harus menggunakan B3o untuk mesin-me-
sin PLTD yang menggunakan bahan bakar
solar/minyak diesel.

Bagaimana Perhitungan Ekonomi Jasa
Mangrove Nyamplung (Callophylum
Inophyllum) Sebagai Energi Alternatif
Biofuel pada sektor Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel.

Dalam hal pembangunan bangsa
dan negara, hutan memerankan peranan
yang sangat penting, karena hutan dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarn-
ya bagi kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Hal ini sebagaimana termaktub
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945, “bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan diper-
gunakan untuk sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat”. Pasal tersebut mengisyarat-
kan tugas pemerintah untuk melindungi
bangsa Indonesia, dalam konteks pasal ini
menyebutkan secara tegas menyebutkan
adanya kontrak antara hak negara dan hak
warga negara dalam memanfaatkan sum-
berdaya alam dan lingkungan. Penguasaan
oleh negara adalah bagaimana mengatur
pemanfaatan sumber daya alam agar dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarn-
ya bagi kemakmuran rakyat. Salah satu
bentuk dari pemanfaatan sumber daya alam
adalah pemanfaatan hutan.

Hutan merupakan salah satu
kekayaan sumber daya alam Indonesia yang
telah memberikan kemanfaatan yang besar
bagi berbagai kebutuhan negara maupun
sumber kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya. Hutan merupakan sumber
penyedia pangan, papan, obat-obatan,
sebagai habitat makhluk hidup yang ada
di dalamnya, memiliki kegunaan sebagai
penyimpan air, penahan banjir, penguat
tanah. (Sumintarsih, 2011, h. 664).

Sumber daya alam di Indonesia

—

memiliki keberagaman, tidak terkecuali
sumber daya alam hutan. Abdhy Walid
Siagian (2022) Hutan di Indonesia memiliki
ekosistem yang beragam mulai dari hutan
tropis dataran rendah dan dataran tinggi
sampai dengan hutan rawa gambut, rawa
air tawar, dan hutan bakau (mangrove).
Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat (1)
dan (2), membagi hutan menurut fungsi
pokoknya menjadi (1) hutan konservasi,
(2) hutan lindung dan (3) hutan produksi.
Hutan bakau (mangrove) termasuk kedalam
kategori hutan lindung sebagaimana dijelas-
kan di dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa
ekosistem mangrove termasuk Kawasan
Lindung Lainnya, yaitu kawasan pesisir
berhutan bakau berupa kawasan pesisir laut
yang merupakan habitat alami hutan bakau
bakau (mangrove) yang berfungsi memberi
perlindungan kepada perikehidupan pantai
dan lautan.

Ekosistem mangrove merupakan
ekosistem perairan dengan sejumlah jasa
lingkungan, fungsi, dan kondisi ekologi
yang spesifik (Haruni Krisnawati, 2017).
Mangrove sendiri mempunyai nilai ekonomi
dan ekologis yang tinggi namun rentan
terhadap kerusakan jika kurang bijaksana
dalam memanfaatkannya. Berdasarkan
penuturan Antung Deddy Radiansyah,
yang saat itu menjabat sebagai Direktur
Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem
Esensial, Indonesia memiliki ekosistem
mangrove terluas di dunia serta memiliki
keanekaragaman hayati yang paling tinggi.
Dengan panjang garis pantai sebesar 95,181
km2 (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2017), berdasarkan data
dari Kementerian Lingkungan Hidup pada
tahun 2021 Indonesia memiliki hutan
mangrove dengan luas 3.364.080Ha.27.
Luas ini mengisi sekitar 24% luas hutan
mangrove yang ada di dunia (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Dari luas mangrove di Indonesia,
diketahui seluas 1.671.140,75 Ha dalam
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kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas
1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi rusak
(Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2017). Apabila cakupan data
diperkecil, di Asia keberadaan ekosistem
mangrove hampir 50% terdapat di Indonesia
yang sebagian besar terdapat di Provinsi
Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Riau, dan Sumatera Selatan
(Purnobasuki, 20m1). Serta di Asia Tenggara
sendiri sekitar 75% persen hutan mangrove
terdapat di Indonesia (Hery Purnobasuki,
2012, h. 2).

Adapun dari luas persebaran
mangrove di Indonesia, salah satu jenis
mangrove tersebut adalah Calophyllum
Inophyllum L atau yang dalam bahasa
Indonesia disebut sebagai Nyamplung.
Indikasi luasan lahan potensial untuk
budidaya nyamplung di Indonesia sendiri
terbagi adalah sebanyak 480.000 Ha yang
tersebar di berbagai Provinsi, dari barat
hingga timur Indonesia (Bustomi et al,
2008). Nyamplung sendiri adalah salah
satu dari 6 (enam) jenis Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) prioritas di Indonesia,
merupakan salah satu jenis tanaman hutan
yang mempunyai rendemen tinggi sebagai
bahan baku biofuel yaitu dalam bentuk
biokerosin sebagai pengganti minyak tanah
dan biodiesel sebagai pencampur solar
dengan komposisi tertentu, bahkan dapat
digunakan 100 % apabila teknologi pengo-
lahannya tepat (Budi Leksono, 2014, h. 302).
Rendemen sendiri adalah adalah perband-
ingan berat kering produk yang dihasil-
kan dengan berat bahan baku (Yuniarifin,
Bintoro, dan Suwarastuti, 2006, h. s55).
Rendemen minyak yang terdapat pada
nyamplung memiliki persentase 40-70%
lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman
lain, seperti sawit yang persentasenya hanya
46-54% (Leksono, dkk, 2012) Hal ini men-
gartikan bahwa minyak yang dihasilkan
dari biji nyamplung mempunyai potensi
menjadi alternatif sumber bahan bakar
nabati sebagai campuran pada solar, yang
mana mendukung program pengurangan
pemakaian energi yang bersumber dari fosil.

Tabel 2. Perbandingan Produksi Nyamplung
dengan Biodiesel lain

Produksi
Sumber .
Enerei Minyak | Keterangan
erg (Liter/ha)
Jagung 172 Bahan Pakan
Pokok
Soybean 446 Bahan Pakan
Pokok
Biji Bunga |1190 Bahan Pakan
Matahari Pokok
(Canola)
Jarak (Jatro- | 1892 Bahan Pakan
pha) Pokok
Kelapa (Co- | 2689 Bahan Pakan
conut) Pokok
Kelapa sawit | 5950 Bahan Pakan
(Oil palm) Pokok
Mikroalga |136.900 Proses Pro-
(lipid 70%, duksi Sulit
in biomass)
Mikroalga |58.700 Proses Pro-
(lipid 30 %, duksi Sulit
in biomass)
Nyamplung | 4.500.000 | Proses Pro-
(Calophyl- duksi Mudahv
[um inophyl-
lumL)

Sumber: Chisti, 2007; Leksono. et al, 2012;
Suyono, 2017

Berdasarkan data dari Ketua Harian
Asosiasi  Produsen Biofuel Indonesia,
Paulus Tjakrawan, Indonesia masih bergan-
tung kepada minyak kelapa sawit sebagai
campuran BBN untuk membuat biofuel.
Hal tersebut sebagaimana terlihat pada data
yang menunjukan kebutuhan minyak sawit
untuk biodiesel pada tahun ini sebesar 8,4
juta ton. Jumlah ini hanya sekitar 16% dari
total produksi minyak sawit nasional pada
2022 diproyeksikan mencapai 52 juta ton.
(Wilda Asmarini, 2022).

Sejauh ini Indonesia masih men-
gandalkan minyak kelapa sawit atau crude

10
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palm oil (CPO) sebagai BBN campuran
sebagai bahan campuran biofuel (Direktorat
Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi, 2019). Bila mana melihat
Indikasi luasan lahan potensial untuk
budidaya nyamplung di Indonesia yang
mana diperkirakan sebanyak 480.000 Ha
yang tersebar di berbagai Provinsi, dari
barat hingga timur Indonesia (Bustomi et al,
2008. h). Pemanfaatan nyamplung sebagai
salah satu sumber biodiesel memiliki masa
depan yang cerah bilamana melihat dari
kebutuhan akan energi, ketersediaan lahan
yang dapat digunakan sebagai tempat
budidaya, serta nyamplung itu sendiri yang
mempunyai rendemen yang tinggi.

Abdul Muis Hasibuan (2019, h. 82.),
dengan asumsi 1 liter biodiesel diperlukan
2,5 kg biji nyamplung, maka akan diperoleh
biodiesel sebanyak 2.691.920 liter. Bilamana
melihat pada PP KEN dimana menargetkan
pada tahun 2025 penggunaan biodiesel
sebesar 10,22 kilo liter, maka nyamplung
dapat berkontribusi setidaknya 25% dari
target tersebut. Apabila kebijakan yang
diambil secara tepat, maka bukan hal
mustahil bilamana nyamplung menjadi
pilar dalam mengejawantahkan kebijakan
energi nasional. Bilamana melihat kalkulasi
antara rendemen nyamplung yang tinggi
serta lahan budidaya yang masih belum
dimanfaatkan secara optimal, maka
nyamplung dapat digunakan sebagai BBN
alternatif untuk campuran biodiesel yang
menjanjikan bagi Indonesia.

Sebagai nilai tambah, dalam pe-
manfaatan biji nyamplung untuk biofuel
tidak akan berkompetisi dengan kepent-
ingan pangan, ini berbeda halnya dengan
penggunaan CPO sebagai biofuel (Abdul
Muis Hasibuan 2019, h. 82.). Selain itu
budidaya jenis tanaman ini mudah dan
sudah ditanam sebagai tanaman windbreak-
er sejak setengah abad yang lalu di daerah
marginal tepi pantai dan lahan-lahan kritis
lainnya. Limbah yang dihasilkan dari proses
pembuatan biofuel nyamplung cukup
banyak dan mempunyai nilai ekonomi

Sebagai Upaya Pemenuhan Energi Nasional

sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.
Pengembangan utama tanaman nyamplung
pada saat ini adalah sebagai sumber bahan
baku bioenergi (biofuel), namun juga
memiliki nilai tambah yang sangat pros-
pektif (Budi Leksono, 2014, h. 303). Melalui
teknik yang tepat, pengolahan nyamplung
menjadi biofuel dapat dikatakan ‘zero waste’
(tanpa limbah). (Dr. Ir. Budi Leksono, M.P.
et al, 2014, h. 41)

Adapun minyak dari nyamplung
mempunyai potensiyang menjanjikan untuk
konversi bioenergi. Minyak dari nyamplung
dapat menjadi sumber biodiesel yang bersih
serta netral karbon, dengan hasil 95%
pada kondisi optimal. Minyak nyamplung
menawarkan potensi besar untuk konversi
bioenergi, dengan karakteristik yang mirip
dengan bahan bakar diesel. Spesies ini
merupakan sumber biodiesel yang bersih
dan netral karbon, dengan hasil 95% pada
kondisi optimal. Biodiesel Calophyllum in-
ophyllum sendiri telah memenuhi standar
American Society for Testing and Materials
(ASTM) (Center for International Forestry
Research, 2022).

Penggunaan  biodiesel dengan
campuran BBN sudah dimandatorikan
lewat Permen ESDM no. 12 tahun 2015.
Terutama untuk sektor pembangkit listrik,
mulai tahun 2016 harus sudah menggu-
nakan B3o untuk PLTD. Kenyataannya
baru penjualan biosolar di SPBU (sebagian
dari sektor transportasi PSO) yang sudah
menjalankan mandatori tersebut. Dalam
rancangan kebijakannya, mulai dari Januari
2016 sampai dengan Januari 2025 pemer-
intah menetapkan bahwasannya PLTD
harus menggunakan 30% dari kebutuhan
total. Di Indonesia biosolar tidak hanya
digunakan untuk kendaraan bermotor,
namun juga sebagai sumber energi PLTD.
PLTD adalah pembangkit listrik yang
menggunakan mesin diesel berbahan bakar
High Speed Diesel (HSD) atau solar sebagai
penggerak mula (prime mover). Prime mover
merupakan peralatan yang berfungsi meng-
hasilkan energi mekanis untuk memutar
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rotor generator sehingga energi listrik
dapat diproduksi. Keuntungan utama peng-
gunaan pembangkit listrik tenaga diesel
adalah praktis untuk dibangun pada kondisi
geografis kepulauan dan dapat beroperasi
sepanjang waktu selama masih tersedianya
bahan bakar. Dengan digunakannya bahan
bakar konvensional maka adanya kemungk-
inan pembangkit ini akan sulit dioperasikan
di masa depan karena persediaan minyak
bumi dunia yang semakin menipis. Harga
minyak yang terus meningkat menjadi
pertimbangan utama dalam menggunakan
pembangkit ini.

Secara keseluruhan, Indonesia
mempunyai 5.258 unit PLTD (Reza Pahlevi,
2022). Yang mana PLTD tersebut mampu
memproduksi 4,99 GigaWatt listrik atau
memenuhi 7% produksi energi listrik
nasional (Viva Budy Kusnandar, 2022). Guna
mengoperasikan PLTD, sampai dengan
saat ini membutuhkan Hal tersebut se-
bagaimana terlihat pada data yang menun-
jukan kebutuhan minyak sawit untuk
biodiesel pada tahun ini sebesar 8,4 juta
ton. Jumlah ini hanya sekitar 16% dari total
produksi minyak sawit nasional pada 2022
diproyeksikan mencapai 52 juta ton. (Wilda
Asmarini, 2022). Bio Solar merupakan bahan
bakar alternatif bersifat renewable energy
yang diformulasikan khusus untuk mesin
diesel. Bio Solar terbuat dari pengolahan
minyak nabati. Untuk saat ini, Keuntungan
penggunaan bahan bakar Bio Solar antara
lain merupakan energi baru-terbarukan
(renewable energy), ramah lingkungan,
proses pembakaran lebih sempurna, harga
pokok produksi lebih rendah dari bahan
bakar solar, mengurangi subsidi pemerin-
tah untuk pembiayaan energi listrik (Billy J.
Camerling et al, 2021, h. 46).

Meskipun segala kelebihan serta
potensi dari nyamplung sebagai salah satu
sumber dari biofuel. Namun dalam pe-
manfaatannya nyamplung masih memiliki
tantangan dalam pengolahannya sebagai
bahan baku energi. Tantangan yang cukup
besar mengingat diperlukannya peneli-

Karbon di Indonesia

tian integratif hulu-hilir antar bidang ilmu
terkait yang dapat menunjang efisiensi dan
efektifitas pengolahan industri agar produk
yang dihasilkan dapat diimplementasikan
dalam skala produksi. (Budi Leksono, 2014,
h. 303). Masih diperlukannya pengemban-
gan dan riset lebih lanjut agar pemanfaatan
nyamplung dapat efektif dan efisien. Hal
tersebut salah satunya adalah dengan
dikeluarkannya kebijakan  pemerintah
yang berpihak, mengingat pemanfaatan
nyamplung sebagai biofuel adalah salah satu
dari tujuan dari kebijakan energi nasional.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki misi untuk men-
gurangi emisi karbon sebesar 29% dengan
usaha sendiri dan 41% dengan kerja sama
internasional. Berbagai kebijakan hadir
sebagai bentuk dukungan untuk mengop-
timalkan dalam mendukung pengurangan
emisi melalui Pasal 1 angka 26 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi. Bentuk pengejawantahan Pasal
ini adalah menghadirkan suatu lembaga
yang bertanggung jawab atas kebijakan
energi nasional yang bernama Dewan
Energi Nasional (DEN). Adapun tujuan
DEN hadir untuk melaksanakan kebijakan
energi nasional terutama dalam menjaga
kemandirian dan ketahanan energi yang
terfokus kepada transisi energi menuju EBT.
Optimalisasi EBT di Indonesia masih jauh
dari kata maksimal, hal ini dikarenakan
Indonesia masih bergantung kepada energi
fosil seperti minyak bumi. Bentuk upaya
pemerintah Indonesia adalah dengan men-
goptimalkan EBT semaksimal mungkin,
sebagaimana menghadirkan suatu bentuk
turunan dari EBT yakni biofuel atau yang
sering disebut dengan bahan bakar nabati.

Hadirnya energi biofuel telah diako-
modir di dalam Pasal 1 angka (2) Permen
ESDM tahun 2008 yang mendefinisikan
biofuel sebagai bahan bakar yang berasal
dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasil-
kan dari bahan-bahan organik lain, yang
ditataniagakan sebagai bahan bakar lain.
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BBN mendapat klasifikasi atas 3 jenis bahan
bakar lain yakni: biodiesel (B1oo); bioetanol
(E100); dan minyak nabati murni (O100).
Biodiesel memiliki karakteristik sebagai
bahan bakar yang bisa disubtitusikan untuk
solar. Hal ini memberikan peluang atas
krisis energi di indonesia terkhusus kepada
pemenuhan pasokan energi listrik yang
menggunakan energi solar seperti pada
PLTD. Bentuk fokus ini kemudian diperkuat
oleh Permen ESDM nomor 12 Tahun 2015
yang menyatakan bahwa sektor pembangkit
listrik, mulai tahun 2016 harus menggunakan
B3o untuk PLTD. Hadirnya energi biodiesel
sebagai bentuk EBT merupakan jawaban
atas permasalahan kebijakan pemenuhan
energi di Indonesia. Dikarenakan, biodiesel
merupakan jawaban atas krisis energi yang
terjadi pada pembangkit listrik yang meng-
gunakan biodiesel sebagai bahan bakunya.
Disisi lain biodiesel hadir sebagai upaya
indonesia untuk memenuhi kebijakan
dalam upaya transisi energi menuju EBT
dalam mendukung mitigasi untuk mengu-
rangi emisi gas rumah kaca secara interna-
sional.

Kementerian Lingkungan Hidup
pada tahun 2021 Indonesia memiliki hutan
mangrove dengan luas 3.364.080Ha.27
Luas ini mengisi sekitar 24% luas hutan
mangrove yang ada di dunia Adapun dari
luas persebaran mangrove di Indonesia,
salah satu jenis mangrove tersebut adalah
Calophyllum Inophyllum L atau yang
dalam bahasa Indonesia disebut sebagai
Nyamplung. Indikasi luasan lahan potensial
untuk budidaya nyamplung di Indonesia
sendiri terbagi adalah sebanyak 480.000
Ha yang tersebar di berbagai Provinsi, dari
barat hingga timur Indonesia. Nyamplung
sendiri adalah salah satu dari 6 (enam)
jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
prioritas di Indonesia, merupakan salah
satu jenis tanaman hutan yang mempunyai
rendemen tinggi sebagai bahan baku biofuel
yaitu dalam bentuk biokerosin sebagai
pengganti minyak tanah dan biodiesel
sebagai pencampur solar dengan komposisi
tertentu, bahkan dapat digunakan 100 %

apabila teknologi pengolahannya tepat.

Pemanfaatan biji nyamplung untuk
biofuel tidak akan berkompetisi dengan
kepentingan pangan, ini berbeda halnya
dengan penggunaan CPO sebagai biofuel.
Selain itu budidaya jenis tanaman ini
mudah dan sudah ditanam sebagai tanaman
windbreaker sejak setengah abad yang lalu
di daerah marginal tepi pantai dan lahan-la-
han kritis lainnya. Limbah yang dihasilkan
dari proses pembuatan biofuel nyamplung
cukup banyakdan mempunyai nilai ekonomi
sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.
Pengembangan utama tanaman nyamplung
pada saat ini adalah sebagai sumber bahan
baku bioenergi (biofuel), namun juga
memiliki nilai tambah yang sangat prospek-
tif. Melalui teknik yang tepat, pengolahan
nyamplung menjadi biofuel dapat dikatakan
‘zero waste’ (tanpa limbah).

Adapun minyak dari nyamplung
mempunyai potensi yang menjanjikan
untuk konversi bioenergi. Minyak dari
nyamplung dapat menjadi sumber biodiesel
yang bersih serta netral karbon, dengan
hasil 95% pada kondisi optimal. Minyak
nyamplung menawarkan potensi besar
untuk konversi bioenergi, dengan karakter-
istik yang mirip dengan bahan bakar diesel.
Penggunaan biodiesel dengan campuran
BBN sudah dimandatorikan lewat Permen
ESDM no. 12 tahun 2015. Terutama untuk
sektor pembangkit listrik, mulai tahun 2016
harus sudah menggunakan B3o untuk PLTD.
Kenyataannya baru penjualan biosolar di
SPBU (sebagian dari sektor transportasi
PSO) yang sudah menjalankan mandatori
tersebut.

Meskipun segala kelebihan serta
potensi dari nyamplung sebagai salah satu
sumber dari biofuel. Namun dalam pe-
manfaatannya nyamplung masih memiliki
tantangan dalam pengolahannya sebagai
bahan baku energi. Tantangan yang cukup
besar mengingat diperlukannya peneli-
tian integratif hulu-hilir antar bidang ilmu
terkait yang dapat menunjang efisiensi dan
efektifitas pengolahan industri agar produk
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yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerin-
dalam skala produksi. Masih diperlukannya tah yang berpihak, mengingat pemanfaatan
pengembangan dan riset lebih lanjut agar nyamplung sebagai biofuel adalah salah satu
pemanfaatan nyamplung dapat efektif dan dari tujuan dari kebijakan energi nasional.
efisien. Hal tersebut salah satunya adalah
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Abstrak

Artikel ini berupaya untuk menjawab tantangan pengelolaan energi baru dan terbarukan,
khususnya dari aspek pengumpulan bahan baku jelantah dari perspektif hukum. Untuk
mendiskusikan isu tersebut, ada dua pertanyaan yang akan dijawab; pertama, bagaimana
pengaturan tata kelola penghasilan dan pengumpulan minyak jelantah pada status quo
di Indonesia? Kemudian, bagaimana alternatif reformulasi mekanisme penghasilan dan
pengumpulan minyak jelantah di Indonesia berdasarkan komparasi terhadap pengatur-
an di Amerika Serikat dan Republik Rakyat China? Artikel ini menggunakan penelitian
hukum normatif dengan melakukan kajian kepustakaan terhadap data sekunder. Dalam
analisisnya, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual di-
gunakan untuk mengetahui status quo tata kelola penghasilan dan pengumpulan minyak
jelantah di Indonesia dan komparasinya dengan pengelolaan Amerika Serikat dan Republik
Rakyat China. Artikel ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan minyak jelantah
di Indonesia dimulai dengan skema penghasilan; pengumpulan; hingga pengolahan. Hal
ini tidak jauh berbeda dengan skema yang digunakan di kedua negara lainnya. Adapun
Penulis mencatat terdapat kelemahan terhadap mekanisme yang diatur dalam Pergub DKI
167/2016 yang perlu dievaluasi dengan 5 bentuk pembenahan kebijakan, yaitu i) pembena-
han kebijakan perencanaan pengelolaan minyak jelantah; (ii) pembenahan kebijakan tata
ruang untuk optimalisasi pengumpulan minyak jelantah; (iii) pembenahan aspek penga-
wasan; (iv) pembenahan aspek pemberian sanksi; dan (v) pembenahan aspek kebijakan
insentif ekonomi.

Kata Kunci: EBT, minyak jelantah, tata kelola, Indonesia.
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Abstract

This article aims to address the challenges of managing renewable energy, particularly from
the perspective of legal in collecting used cooking oil as raw material. To discuss this issue,
two questions will be answered; first, how is the production and collecting of used cooking
oil governed in Indonesia at present? Second, what are the alternative reformulations of the
mechanisms of production and collection of used cooking oil in Indonesia based on a com-
parison with regulations in the United States of America and the People’s Republic of China?.
This article uses normative legal research by conducting a literature review of secondary
data. In its analysis, requlatory and conceptual approaches are used to determine the current
governance status of collection of used cooking oil in Indonesia and its comparison with the
management in the United States and the People’s Republic of China. This article shows that
the mechanism of managing used cooking oil in Indonesia starts with production strategies,
collection, and processing. This is comparable to the systems utilized in both other countries.
The author identifies flaws in the mechanism outlined in DKI Governor Regulation 167/2016,
which must be evaluated using five policy improvement forms: i) improving policy planning
for managing used cooking oil; ii) improving spatial policies for optimizing the collection of
used cooking oil; iii) improving supervisory aspects; iv) improving sanction aspects; and v)
improving economic incentive policy aspects.

Keywords: renewable energy, used cooking oil, governance, Indonesia.

PENDAHULUAN target produksi sebesar 17,4 juta kilo liter
- . pada tahun 2024.> Langkah tersebut selaras
Pelaksanaan  kewajiban ~ Pemerin- dengan kebijakan energi nasional yang

tah dalam kontribusi pengurangan emisi
gas rumah kaca telah mendorong adanya
pembangunan rendah karbon melalui
transisi sumber Energi Baru dan Terbarukan
(EBT).* Agenda tersebut mengambil strategi

menargetkan 23% penggunaan EBT dalam
bauran energi nasional 2030.3

Rangkaian kebijakan di atas telah
mendorong terjadinya upaya percepatan

berupa peningkatan pasokan Bahan Bakar
Nabati (BBN) untuk mengurangi konsumsi
Bahan Bakar Minyak (BBM) (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Dalam konteks kebijakan negara,
strategi tersebut coba diwujudkan melalui
kegiatan prioritas pemanfaatan BBN untuk
domestik (kebutuhan dalam negeri) dengan

produksi biofuel demi memenuhi target
kontribusi yang ditetapkan secara nasional
(Nationally  Determined  Contribution,
NDC).* Dalam hal ini, seperempat dari porsi
EBT ditentukan bersumber dari biofuel
(Traction Energy Asia, 2019). Disisi lain,
untuk memenuhi besaran target yang telah
ditentukan, negara membutuhkan pasokan
bahan baku yang dapat digunakan untuk

1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024, hlm. VII.20. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mendefinisikan Kontribusi yang
Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC sebagai komitmen
nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention
on Climate Change).

2 Lihat Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm. A.1.2.

3 Lihat Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm. I.44.

4 Lihat Konsiderans Menimbang huruf d Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah
Kaca dalam Pembangunan Nasional.
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memproduksi biofuel.

Salah satu bahan baku yang dapat
digunakan untuk diolah menjadi biofuel
adalah minyak jelantah. Minyak jelantah
memenuhi kriteria dengan signifikan-
si tinggi baik kesiapan secara teknologi
maupun stok ketersediaannya secara
komersial (Kristiana et al., 2022). Dalam
hal ini, ketersediaan minyak jelantah di
indonesia pada status quo ditunjukkan
dengan besaran jumlah pengumpulan saat
ini dan potensi pengumpulannya dalam
tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi, Pengumpulan Saat Ini,

Ekspor-Impor, dan Penggunaan Minyak
Jelantah (Kiloton Per Tahun) di Indonesia
(Rilis Tahun 2022)

Estimasi Potensi Pengum- 715
pulan
Estimasi Pengumpulan Saat 182 - 266

Ini
Persentase Pengumpulan  25% - 37%

saat ini terhadap Potensi
Pengumpulan

Total Estimasi Pengumpu-
lan Saat ini + Impor 2019

191 - 275

Total Ekspor 2019 + Esti-
masi Penggunaan Biofuel
Saat Ini

Total Bersih

149

42 - 126

Sumber: The International Council on Clean
Transportation (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui
bahwa Indonesia berpotensi mengum-

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
pulkan 715 kiloton minyak jelantah setiap
tahun. Angka tersebut menempatkan
Indonesia pada posisi ketiga dari 6 (enam)
negara Asia yang saat ini mengekspor
paling banyak minyak jelantah ke Eropa
dan Amerika Serikat (AS).> Adapun potensi
dan pengumpulan saat ini yang diambil
dari sektor rumah tangga urban, restoran
urban,® dan pengolahan makanan pada
setiap negara tersebut ditunjukkan dalam
tabel berikut:

Tabel 2. Estimasi Potensi Pengumpulan

Minyak Jelantah dalam Kiloton per
Tahun (Rilis Tahun 2022)

R I I J M K
R N N P A O
C D A N L R

RTU, 84 17 255 54 88 7

50%

RU, 4,461 1164 332 217 54 78

100%

PM, 586 416 128 60 16 3

100%

PT 5131 1,697 715 331 158 16

Potensi Biofuel

BD 4,669 1,544 651 301 144 106

RD 4,361 1,442 608 281 134 99

Keterangan

RTU :Rumah Tangga Urban

RU  :Restoran Urban

PM  :Pengolahan Makanan

PT  :Potensi Total

BD :Biodiesel

RD :Renewable Diesel

RRC : Republik Rakyat China

5  Enam negara yang dimaksud adalah China, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Republik Korea. Pemeringkatan
tersebut dilakukan berdasarkan literatur review terhadap penghasilan minyak jelantah melalui restoran (wilayah urban),
rumah tangga (wilayah urban), dan proses produksi industri makanan (data nasional). Komparasi dilakukan pula terhadap
ekspor, impor, dan penggunaan biofuel saat ini di enam negara tersebut. Op. Cit. Kristiana et. al. hlm. 1.

6  Data potensi pengumpulan minyak jelantah pada sektor rumah tangga dan restoran hanya diambil dari wilayah urban
(perkotaan) dengan asumsi pengumpulan pada wilayah rural (pedesaan) akan terlalu sulit untuk dilakukan. Ibid.
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IND :India
INA :Indonesia
JPN  :Jepang
MAL : Malaysia
KOR :Korea

Sumber: The International Council on Clean
Transportation (diolah)

Dari potensi yang disajikan dalam
Tabel 2 di atas, diketahui bahwa setiap
tahun Indonesia dapat menghasilkan 615
kiloton biodiesel atau 608 kiloton renewable
diesel. Sayangnya, potensi produksi tersebut
belum dioptimalkan dalam tahap produksi
yang sebenarnya sebab kurang dari 1 kiloton
minyak jelantah diubah menjadi biofuel di
Indonesia setiap tahunnya (Kristiana et al.,
2022). Angka produksi tersebut tentu sangat
jauh dibandingkan dengan potensi peng-
umpulan sekaligus potensi produksi minyak
jelantah di Indonesia. Padahal, apabila
tidak dikelola dengan baik, minyak jelantah
mampu memberikan efek negatif dalam 3
(tiga) aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan
lingkungan (Zhang et al., 2012).

Pertama, aspek ekonomi. Minyak
jelantah yang tidak dimanfaatkan dapat
menimbulkan kondisi berupa hilangnya
potensi ekonomi (potential economic loss)
sebab minyak jelantah yang dikumpulkan
untuk biofuel dapat diuangkan (Kementeri-
an Energi dan Sumberdaya Mineral, 2020).
Berikut Penulis sajikan tabel terkait kisaran
harga dan jenis pembeli minyak jelantah di
beberapa daerah di Indonesia (Kharina et
al., 2018):

Tabel 3. Harga Minyak Jelantah di

Beberapa Daerah di Indonesia (Rilis Tahun
2018)

Daerah Pembeli = Harga (IDR/
Liter)
Jakarta Pengumpul  3.000 - 4.700
Pengekspor  7.000

Bogor Produsen 3.500 - 4.250

Biodiesel
Jawa Produsen 3.500 - 7.000

Timur Biodiesel
Produsen 2.500
Biodiesel

Bali
Pengekspor  5.000
Produsen Pa- 6.000 - 7.000
kan Ternak

Makassar  Produsen 3.500
Biodiesel

Sumber: The International Council on Clean
Transportation (diolah)

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa
produsen yang mengumpulkan dan menjual
minyak jelantah dapat memperoleh keun-
tungan. Dalam hal ini, negara selaku
produsen biofuel juga akan diuntungkan
sebab harga dan ketersediaan minyak
jelantah secara nasional tergolong murah
dan mudah didapat (Kharina et al., 2018).
Hal ini salah satunya dibuktikan dengan
Harga Indeks Produksi (HIP) tertinggi
biodiesel minyak jelantah periode 2015-2020
sebesar IDR 6.000/liter dengan HIP
tertinggi biodiesel Crude Palm Oil (CPO),
yang dalam perkembangannya menjadi
bahan baku biofuel yang populer, dengan
harga lebih mahal sebesar IDR 9.539/liter
(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil
Presiden Indonesia & Traction Energy Asia,
2020).

Kedua, aspek kesehatan. Penggu-
naan minyak jelantah secara berulang dapat
menyebabkan berbagai jenis gangguan
kesehatan pada manusia (Megawati &
Muhartono, 2019). Merujuk pada hasil survei
yang dilakukan oleh Caritas Switzerland di
Bali, sebanyak 50%-60% minyak jelantah
yang diproduksi oleh hotel dan restoran
digunakan kembali untuk memasak
makanan (Kharina et al., 2018). Sementara
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itu, penelitian yang dilakukan oleh Fuyjita.,
dkk dan Sudaryadi., dkk, di berbagai kota
di Indonesia, yaitu Jakarta, Depok, dan
Bogor, minyak jelantah sebanyak 10%-15%
dari rumah tangga dan 5%-6% dari restoran
kecil dan mikro kebanyakan diberikan
kepada orang lain, seperti Pekerja Rumah
Tangga (PRT) untuk digunakan kembali
sebagai minyak goreng (Haruhiro et al.,
2015; Sudaryadi et al., 2021). Padahal, peng-
gunaan kembali minyak jelantah pada
makanan dapat menyebabkan rusaknya
beberapa organ tubuh seperti usus halus,
pembuluh darah, jantung, dan hati, yang
dapat memicu penyakit stroke, jantung,
hipertensi dan risiko kardiovaskuler lainnya
(Megawati & Muhartono, 2019).

Konsumsi

MINYAK JELANTAH
Menimbulkan Efek Buruk Bagi Kesehatan

@ Do

Jantung Alzheimer Liver Hipertensi

Gambar 1. Efek Buruk Konsumsi Minyak
Jelantah Bagi Kesehatan

Ketiga, aspek lingkungan. Pada
umumnya, minyak jelantah yang tidak
diolah justru dibuang di saluran air, tanah,
atau tempat pembuangan sampah (Kharina
et al., 2018). Minyak jelantah yang dibuang
di saluran air, dapat menyebabkan penyum-
batan pada pipa. Adapun minyak jelantah
yang berakhir di permukaan air dapat
meningkatkan kadar Chemical Oxygen
Demand (COD) dan Biological Oxygen
Demand (BOD). Akibatnya, permukaan air
akan tertutup lapisan minyak yang menye-
babkan sinar matahari tidak dapat masuk ke
perairan. Puncaknya, kondisi tersebut dapat
menyebabkan matinya biota perairan (Ke-
menterian Energi dan Sumberdaya Mineral,
2020). Sedangkan minyak jelantah yang
dibuang langsung ke tanah dapat membawa

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
dampak buruk bagi kelangsungan hidup
vegetasi dan hewan di sekitarnya (Kharina
etal., 2018).

Berdasarkan fakta dari ketiga aspek
tersebut, jelas bahwa minyak jelantah perlu
dikelola. Dalam hal ini, terdapat 6 (enam)
tahap pengolahan minyak jelantah sebagai
berikut:

e

Pemakaian

Produksi
Pengumpulan . Biodiesel Minyak
Jelantah

Distribusi Blending

Gambar 2. Proses Pengolahan Minyak

Jelantah Menjadi Biodiesel Minyak Jelantah
(Joko Tri Haryanto, 2018)

Gambear 1 di atas menunjukkan bahwa
tahap awal yang menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan produksi biodiesel
minyak jelantah adalah tahap produksi
(penghasilan) dan pengumpulan minyak
jelantah. Kedua tahap tersebut krusial
sebab menjadi pintu pertama dari serang-
kaian proses pengolahan biodiesel minyak
jelantah.

Sayangnya, tahap pengumpulan
minyakjelantah padastatus quo di Indonesia
dihadapkan pada 2 (dua) masalah utama,
yaitu: (i) minyak jelantah yang diproduksi
dibuang begitu saja tanpa pengolahan; atau
(i) minyak jelantah yang dikumpulkan
justru diekspor ke luar negeri (Kristiana et
al, 2022).

Merujuk pada Tabel 1, dari 715 kiloton
potensi pengumpulan minyak jelantah,
hanya sekitar 182-266 kiloton yang berhasil
dikumpulkan di Indonesia. Dari jumlah
pengumpulan tersebut, sebesar 149 kiloton
minyak jelantah Indonesia diekspor ke luar
negeri dengan pasar utama adalah Eropa
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dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh
Vanessa & Bouta di Tangerang, menemukan
bahwa 51% minyak jelantah dari rumah
tangga dibuang di tempat pengumpu-
lan sampah wilayah kota, 39% dibuang
di selokan, dan 4% dibuang langsung ke
tanah (Vanessa, 2017). Di Bogor, studi yang
dilakukan Fujita., dkk., melaporkan bahwa
sebesar 51% rumah tangga membuang
minyak jelantah di selokan dan 17% lainnya
dibuang di tanah (Haruhiro et al., 2015).

Oleh karena itu, menjadi menarik
untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana
hukum di Indonesia mengatur dan menga-
komodasi pengelolaan minyak jelantah, baik
di tingkat nasional maupun daerah. Untuk
membedah hal tersebut, Penulis melakukan
preliminary research pada peraturan perun-
dang-undangan di tingkat nasional dan
daerah. Dalam hal ini, ditemukan bahwa
di tingkat nasional belum ada peraturan
yang mengatur terkait pengelolaan minyak
jelantah.”

Sementara itu, di tingkat daerah
provinsi, ditemukan bahwa DKI Jakarta
menjadi satu-satunya daerah yang memiliki
peraturan yang mengatur secara rinci
terkait pengelolaan minyak jelantah, yaitu
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 167
Tahun 2016 (Pergub DKI Jakarta 167/2016)
tentang Pengelolaan Limbah Minyak
Goreng. Lebih lanjut, pertanyaan besarnya
adalah apakah Pergub DKI Jakarta 167/2016
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai best
practice atau tidak? Bagaimana jika diband-
ingkan dengan pengaturan di negara lain?

Oleh karena itu, Penulis dalam pene-
litian ini berfokus membandingkan Pergub
DKI Jakarta a quo dengan peraturan yang
ada di 2 (dua) negara, yaitu Amerika Serikat

(AS) dan Republik Rakyat China (RRC).
Penentuan negara-negara tersebut didasar-
kan pada peringkat internasional yang
menyatakan bahwa negara-negara tersebut
menduduki posisi 2 (dua) besar penghasil
minyak jelantah terbesar di dunia (Azahar
etal., 2016).

Penelitian ini diperlukan untuk
mengetahui efektivitas Pergub DKI Jakarta
167/2016 dalam mengatur pengelolaan
minyak jelantah. Dengan mengetahui hal
tersebut, hasil dari penelitian ini diharapkan
mampu mendorong Pemerintah Nasional
untuk melakukan intervensi hukum dengan
menerbitkan kebijakan atau peraturan pen-
gelolaan minyak jelantah sebagai bahan
baku biodiesel. Berangkat dari ketentuan
di tingkat nasional tersebut, daerah-daerah
lain di Indonesia, khususnya daerah dengan
tingkat produksi minyak jelantah tinggi,
dapat menerbitkan kebijakan atau penga-
turannya sendiri. Dengan demikian, upaya
prioritas pemanfaatan BBN dari minyak
jelantah untuk mendukung pemenuhan
NDC tidak hanya ditopang oleh DKI Jakarta
sebagai ibukota, tetapi juga ditopang dari
daerah-daerah lain yang potensial.

Literatur dan penelitian sebelumn-
ya yang membahas mengenai pengatur-
an pengelolaan minyak jelantah menjadi
biofuel di berbagai negara, mayoritas
menyoroti terkait potensi minyak jelantah
dan bagaimana negara-negara di dunia
mengelola potensi tersebut. Literatur dan
penelitian yang dimaksud diantaranya
adalah: (i) Kertas kerja oleh Traction Energy
Asia, yang berjudul Pemanfaatan dan Pen-
gelolaan Biofuel (Biodiesel): Pembelajaran
dan Praktik Baik dari Berbagai Negara
(2020); dan (ii) Kertas Kerja oleh Tenny
Kristina., dkk., (The International Council
on Clean Transportation), yang berjudul An

7 Kesimpulan Penulis didasari oleh hasil penelusuran pada situs resmi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menunjukkan belum ada pengaturan di level nasional yang mengatur
mengenai pengelolaan minyak jelantah. Temuan Penulis dikuatkan oleh penelitian The International Council of Clean Trans-
portation yang berjudul “The Potential Economic, Health and Greenhouse Gas Benefits of Incorporating Used Cooking Oil Into

Indonesia’s Biodiesel.”
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Estimate of Current Collection and Potential
Collection of Used Cooking Oil from Major
Asian Exporting Countries (2022).

Dalam hal ini, kertas kerja Traction
Energy Asia berfokus pada analisis terkait
pembelajaran dan praktik atas pengala-
man tata kelola biofuel di sejumlah negara.
Adapun kertas kerja The International
Council on Clean Transportation berfokus
pada studi penggunaan saat ini dan potensi
produksi biodiesel dari minyak jelantah di
beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Tentu penelitian ini memiliki fokus
yang berbeda dengan kedua penelitian di
atas, khususnya bila dilihat dari aspek fokus
kajian. Penelitian ini memusatkan perhatian
pada pengaturan tata kelola biofuel minyak
jelantah hanya pada tahap penghasilan dan
pengumpulan berdasarkan Pergub DKI
Jakarta 167/2016 dengan pengaturan dari AS
dan RRC. Alasan penggunaan kedua negara
ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pem-
bahasan rumusan masalah kedua.

Dalam rangka melengkapi kajian
sebelumnya, Penulis menentukan 2 (dua)
rumusan masalah dalam penelitian ini,
sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tata kelola
penghasilan dan pengumpulan minyak
jelantah pada status quo di Indonesia?

2. Bagaimana alternatif  reformulasi
mekanisme penghasilan dan pengum-
pulan minyak jelantah di Indonesia
berdasarkan komparasi terhadap penga-
turan di Amerika Serikat dan Republik
Rakyat China?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum (legal research) yang tergolong
dalam penelitian hukum normatif dengan
melakukan kajian kepustakaan terhadap
data sekunder (Soekanto, 2007). Peneli-

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
tian hukum ini menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan, pendekat-
an komparatif, dan pendekatan konseptual
yang terkait dengan tata kelola penghasi-
lan dan pengumpulan minyak jelantah di
Indonesia dan komparasinya dengan negara
yang ditentukan sebagai benchmark, yaitu
AS dan RRC.

Bahan penelitian ini berupa data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer dalam penelitian ini adalah
peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pengelolaan minyak
jelantah, baik di Indonesia dan di negara
lain, khususnya AS dan RRC. Adapun bahan
hukum sekunder sebagai penjelas dari
bahan hukum primer ditelusuri dari buku,
artikel jurnal, kertas kerja, dan hasil peneli-
tian sebelumnya yang relevan dengan objek
penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam pe-
nelitian ini diawali dengan analisis terhadap
peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai pengelolaan minyak
jelantah di Indonesia, AS, dan RRC. Setelah
mengetahui substansi pengaturan tersebut,
selanjutnya dilakukan penilaian efektivitas
regulasi di Indonesia berdasarkan analisis
terhadap bahan hukum sekunder mengenai
types of environmental regulatory instru-
ments yang digunakan dalam masing-mas-
ing peraturan yang dianalisis sebelumn-
ya. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) jenis
pendekatan dalam instrumen tersebut,
yaitu: (i) command and control regulation;
(ii) economic instruments; dan (iii) infor-
mation based approaches (Steward, 2021).
Pengertian dari ketiga pendekatan tersebut
adalah sebagai berikut.

Pertama, command and control.
Pendekatan ini mengatur tindakan yang di-
wajibkan ataudilarang untuk dilakukan oleh
aktor terkait dalam suatu kebijakan dengan
tujuan untuk secara tegas membatasi, baik
secara langsung maupun tidak langsung,
berkaitan dengan jumlah polusi, limbah,
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zat, atau konsumsi sumber daya oleh mas-
ing-masing aktor terkait.

Kedua, economic instruments.
Pendekatan ini menggunakan instrumen
yang membebankan biaya pada setiap unit
polusi, limbah, zat, atau konsumsi sumber
daya oleh aktor yang diatur dalam suatu
kebijakan. Berbeda dengan pendekatan
command and control yang mensyaratkan
atau melarang tindakan tertentu, pendeka-
tan ini menggunakan sistem “harga” untuk
mengarahkan aktor melakukan tindakan
tertentu. Karena aktor terkait menanggung
biayauntuk menjalankankegiatanusahanya,
maka mereka membutuhkan insentif yang
berkelanjutan untuk membatasi dampak
buruk yang mereka hasilkan.

Ketiga, information based
approach. Pendekatan ini dirancang untuk
menghasilkan dan memberikan informasi
kepada konsumen, investor, pemerintah,
dan masyarakat pada umumnya berkaitan
dengan kegiatan usaha yang dilakukan
oleh aktor terkait. Instrumen ini berperan
sebagai evaluator atas kegiatan usaha yang
dilakukan oleh aktor terkait dengan mem-
berikan kebebasan kepada mereka untuk

menentukan pencapaian perlindungan
lingkungan yang diinginkan.
Instrumen  penilaian  tersebut

merupakan sarana yang dirancang untuk
mengimplementasikan norma-norma per-
lindungan lingkungan dalam kebijakan
publik yang berkaitan dengan penyeleng-
garaan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Dalam hal ini, instrumen
tersebut dapat dievaluasi dengan tujuan
untuk mengetahui sejauh mana pengatur-
annya dapat meningkatkan perlindungan
lingkungan yang optimal dengan biaya
sosial terendah (Steward, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan types of environmental regu-
latory instruments sebagai indikator untuk
melakukan penilaian terhadap peraturan
perundang-undangan mengenai pengelo-

Karbon di Indonesia

laan minyak jelantah di Indonesia, AS, dan
RRC. Selain itu, Penulis juga menggunakan
instrumen tersebut sebagai tolok ukuruntuk
melakukan penelusuran terhadap Ilesson
learned yang dapat diambil dari pengatur-
an penghasilan dan pengumpulan minyak
jelantah pada regulasi negara penghasil
minyak jelantah terbesar di dunia, yaitu AS
dan RRC.

Data yang diperoleh dari teknik
tersebut selanjutnya dianalisis secara
deskriptif kualitatif untuk menjawab per-
masalahan penelitian yang telah ditentu-
kan.

HASIL DAN DISKUSI

A. Pengaturan Tata Kelola Penghasilan
dan Pengumpulan Minyak Jelantah
Pada Status Quo di Indonesia

Penelusuran terhadap tata kelola
penghasilan dan pengumpulan minyak
jelantah pada pembahasan ini, dilakukan
dengan mencermati Pergub DKI Jakarta

167/2016 sebagai pengaturan yang pertama

kali mengatur secara khusus mengenai

pengelolaan minyak jelantah di Indonesia.

Penelusuran ini ditujukan sebagai dasar

analisis terhadap perbandingan pengaturan

tata kelola minyak jelantah di AS dan RRC
yang akan lebih lanjut dikaji pada pembaha-
san kedua. Hasil dari penelusuran ini tidak
hanya ditujukan untuk efektivitas Pergub
DKI Jakarta 167/2016 saja, tetapi dapat
pula menjadi bahan rekomendasi untuk
pembentukan kebijakan atau peraturan
serupa di Indonesia baik di tingkat nasional
atau di tingkat daerah untuk mendukung
komitmen Indonesia dalam mencapai target
NDC melalui optimalisasi penggunaan BBN.

Untuk memberikan gambaran yang
mendalam terkait pengaturan tata kelola
penghasilan dan pengumpulan minyak
jelantah, pengkajian dalam bagian ini di-
fokuskan pada pola analisis sebagai berikut.
Pertama, analisis pengaturan pengelolaan
minyak jelantah. Kedua, analisis aktor-ak-
tor yang terlibat dalam proses penghasilan
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dan pengumpulan minyak jelantah. Ketiga,
klasifikasi alternatif-alternatif mekanisme
penghasilan dan pengumpulan minyak
jelantah.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta
167/2016, pengelolaan minyak jelantah
didefinisikan sebagai kegiatan penanganan
limbah minyak goreng sejak dihasilkan, di-
kumpulkan dan disalurkan sampai diman-
faatkan sesuai mekanismeyangdiaturdalam
Pergub.® Adapun, hal yang diatur dalam
Pergub ini terdiri dari: (i) proses penghasi-
lan minyak jelantah, (ii) proses pengumpu-
lan dan penyaluran minyak jelantah, serta
(iii) proses pemanfaatan minyak jelantah.
Selanjutnya, Penulis menyajikan perbedaan
antara ketiga proses tersebut pada tabel
berikut:

Tabel 4. Penjelasan Proses Ruang Lingkup

Pengaturan Pengelolaan Minyak Jelantah
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta 167/2016

Ruang Lingk- Penjelasan
up Proses
Penghasilan  Penghasilan adalah ke-
giatan  memproduksi
dan menyimpan minyak
jelantah.
Pengumpulan Pengumpulan dan Pen-
dan Penyal-  yaluran adalah kegiatan
uran Minyak mengumpulkan  hasil
Jelantah produksi minyak jelan-
tah sebelum diolah men-
jadi produk non pangan.
Pemanfaatan Pemanfaatan adalah ke-
Minyak Jelan- giatan penggunaan dan/
tah atau pengolahan minyak
jelantah untuk produk
non pangan.
Sumber: Pergub DKI Jakarta 167/2016
(diolah)

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
Dalam penelitian ini, Penulis
berfokus melakukan analisis pengelolaan
minyak jelantah hanya pada tahap peng-
hasilan dan pengumpulan saja. Sebagaima-
na telah disinggung dalam latar belakang
tulisanini, tahap krusial pengelolaan minyak
jelantah ada pada proses penghasilan dan
pengumpulan sebagai tahap awal yang me-
nentukan dapat atau tidaknya dilakukan
produksi biodiesel minyak jelantah.

Oleh karena itu, Penulis ber-
pendapat bahwa langkah pertama yang
paling efektif dalam strategi optimalisasi
pengembangan biofuel adalah dengan
memperbaiki tata kelola paling awal dalam
pengelolaan bahan baku, yaitu tahap peng-
hasilan dan pengumpulan. Lebih lanjut,
aktor-aktor yang terlibat dalam tahap peng-
hasilan dan pengumpulan minyak jelantah
berdasarkan Pergub DKI Jakarta 167/2016
adalah sebagai berikut.

8  Lihat Pasal 1 angka 12 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng. Dalam hal ini Pergub DKI Jakarta 167/2016 menggunakan frasa “limbah minyak

goreng” untuk menyebut minyak jelantah.

9  Lihat Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Limbah Minyak Goreng.
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Tabel 5. Pemetaan Keterlibatan Aktor dalam Pengelolaan Minyak Jelantah Berdasarkan
Pergub DKI Jakarta 167/2016

Aktor Terkait

Bentuk Keterlibatan

Usaha restoran

Usaha perhotelan

. Mengelola minyak jelantah;
. Menyusun dokumen rencana pengelolaan

limbah minyak jelantah untuk mendapatkan

Penghasil Industri makanan izin usaha dari BPTSP;
. Menyimpan minyak jelantah pada tempat
penyimpanan sesuai syarat;
Urrsl?ga II)engguna . Melakukan pemanfaatan minyak jelantah se-
yak goreng . .
lainnya cara sendiri dan/atau bekerja sama dengan
pengumpul dan/atau pemanfaat; dan
. Menyampaikan laporan kepada BPLHD.
Pengumpul = Badan usahayang . Mengajukan permohonan tertulis kepada
dan Peny- berkedudukan di Kepala BPTSP untuk memperoleh izin peng-
alur DKI Jakarta umpul minyak jelantah;
. Melakukan kegiatan usaha pengumpulan dan
penyaluran minyak jelantah; dan
. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepa-
da BPLHD setiap 6 (enam) bulan.
Pemanfaat Badan usaha yang . Mengajukan permohonan tertulis kepada
melakukan kegia- Kepala BPTSP untuk memperoleh izin usaha.
tan penggunaan . Memanfaatkan secara langsung minyak jelan-
dan/atau pengelo- tah untuk tambahan minyak diesel bakar
laan minyak jelan- dan/atau mengolah minyak jelantah menjadi
tah untuk produk biodiesel atau untuk kepentingan lain yang
non-pangan diperbolehkan;
. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepa-
da BPLHD setiap 6 (enam) bulan
Keterangan BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah)
Sumber: Pergub DKI Jakarta 167/2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat
dilihat bahwa penghasil minyak jelantah
terdiri dari: (i) usaha restoran, (ii) usaha
perhotelan; (iii) industri makanan; dan (iv)
usaha pengguna minyak goreng lainnya.”

Golongan  penghasil  tersebut

berkewajiban  melakukan pengelolaan
minyak jelantah." Dalam hal ini, rencana
pemenuhan kewajiban tersebut sekaligus
menjadi bagian dari syarat kelengka-
pan dokumen lingkungan hidup dalam
pengajuan izin usaha ke BPTSP.»

10 Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

11 Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

12 Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang
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Artinya, tanpa dilengkapi dokumen
rencana pengelolaan minyak jelantah,
orang perorang dan/atau badan usaha
yang tergolong dalam penghasil minyak
jelantah tidak akan memperoleh izin usaha.
Ketentuan ini selaras dengan maksud dan
tujuan Pergub DKI Jakarta 167/2016 untuk
mewajibkan badan usaha mengelola minyak
jelantah yang dihasilkan sebagai biodiesel
untuk sektor transportasi dan/atau industri
lain di daerah.n

Lebih lanjut, keterlibatan penghasil
dalam memenuhi kewajiban pengelolaan
minyak jelantah tidak hanya terbatas pada
kegiatan menghasilkan dan menyimpan
minyak jelantah saja, tetapi penghasil juga
dapat bertindak sebagai pemanfaat minyak
jelantah, baik secara sendiri dan/atau
bekerja sama dengan pengumpul dan/atau
pemanfaat.* Dalam hal ini, untuk mewu-
judkan maksud dan tujuan Pergub DKI
Jakarta 167/2016, penghasil sebagai aktor
yang berperan dalam tahap awal produksi
biodiesel minyak jelantah dilarang untuk:
(i) menggunakan kembali atau mendistri-
busikan minyak jelantah untuk kegiatan
konsumsi dan/atau sebagai bahan baku atau
bahan bantu pengolahan pangan manusia
dan/atau hewan; serta (ii) membuang
minyak jelantah ke dalam media lingkun-
gan hidup.s

Adapun yang dimaksud dengan
pengumpul adalah badan wusaha yang
berkedudukan di wilayah DKI Jakarta yang
telah memperoleh Izin Pengumpul Limbah
Minyak Goreng dari BPTSP."® Dalam hal ini,

Dan Terbarukan Di Indonesia:

Quo Vadis?

Pergub DKI Jakarta 167/2016 memang me-
wajibkan badan usaha mengelola minyak
jelantahyang dihasilkan.” Namun demikian,
Pergub tersebut tidak mengatur kewajiban
bagi badan usaha untuk mengambil peran
sebagai pengumpul minyak jelantah.
Artinya, dalam skema pengumpulan, hanya
badan usaha yang mengajukan dan mem-
peroleh Izin Pengumpul Limbah Minyak
Goreng saja yang dapat bertindak sebagai
pengumpul minyak jelantah.

Penulis menilai ketentuan tersebut
memang diperlukan sebab dalam skema
pengumpulan, pemenuhan atas kebutuhan
teknis tertentu seperti lokasi dan konstruk-
si bangunan penyimpanan minyak jelantah
harus disesuaikan dengan standar yang
ditetapkan.® Oleh karena itu, mekanisme
izin diperlukan sebagai instrumen pencega-
han pencemaran dan kerusakan lingkungan
yang dapat ditimbulkan dari kegiatan peng-
umpulan minyak jelantah.?

Dalam penelusuran Penulis se-
lanjutnya, berkaitan dengan alternatif
mekanisme penghasilan dan pengumpulan
minyak jelantah berdasarkan Pergub DKI
Jakarta 167/2016, ditemukan 4 (empat)
model alternatif mekanisme penghasilan
minyak jelantah sebagai berikut:

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

13 Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

14 Lihat Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

15 Lihat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

16 Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

17 Lihat Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Limbah Minyak Goreng.

18 Lihat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

19 Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Gambar 6. Mekanisme Penghasilan Minyak
Jelantah Model Keempat

Berdasarkan gambar-gambardi atas,
diketahui bahwa perbedaan dari keempat
model penghasilan minyak jelantah ada
pada tahap pertama, yaitu: (i) penghasil
mengelola minyak jelantah sendiri; (ii)
penghasil bekerja sama dengan pengumpul;
(iii) penghasil bekerja sama dengan
pemanfaat; atau (iv) penghasil bekerja sama
dengan pengumpul dan pemanfaat.

Di sisi lain, mekanisme pengum-
pulan minyak jelantah yang diatur dalam
Pergub DKI Jakarta 167/2016 ditunjukkan
dengan gambar berikut:

»

Rekapitulasi, evaluasi &
tindak lanjut hasil laporan

Gambar 1. Mekanisme
Minyak Jelantah

Pengumpulan

Gambar7diatas menunjukkan tidak
terdapat banyak perbedaan dari tahapan
yang diatur untuk mekanisme penghasilan
minyak jelantah. Dalam hal pengumpu-
lan, pengumpul harus sudah memiliki Izin
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Pengumpul Limbah Minyak Goreng untuk
dapat melaksanakan serangkaian proses
pengumpulan minyak jelantah. Puncaknya,
mekanisme pasca tahap pengumpulan,
seperti laporan dan evaluasi memiliki proses
yang sama dengan tahap penghasilan.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat
disimpulkan bahwa Pergub DKI Jakarta
167/2016 mengatur 3 (tiga) proses pengelo-
laan minyak jelantah, mulai dari tahap (i)
penghasilan, (ii) pengumpulan dan pen-
yaluran, serta (iii) pemanfaatan. Regulasi
tersebut, mewajibkan aktor penghasil
minyak jelantah untuk melakukan penge-
lolaan minyak jelantah sebagai prasyarat
diperolehnya izin usaha. Dalam hal ini,
penghasil memiliki opsi untuk melakukan
pemanfaatan sendiri atau bekerja sama
dengan aktor pengumpul dan/atau
pemanfaat. Dalam hal penghasil melakukan
pengelolaan secara sendiri, maka untuk
melaksanakan tahap pengumpulan dan pe-
manfaatan, penghasil selain wajib memiliki
izin usaha, juga harus memiliki izin peng-
umpulan dan izin pemanfaatan dari BPTSP.

B. Alternatif Reformulasi Mekanisme
Penghasilan dan Pengumpulan
Minyak Jelantah di Indonesia Ber-
dasarkan Komparasi Terhadap Pen-
gaturan di Amerika Serikat (AS) dan
Republik Rakyat Cina (RRC)

Menanggapi pembahasan sebel-
umnya, hal yang menjadi pertanyaan lebih
lanjut adalah apakah pengaturan Pergub
DKI Jakarta 167/2016 sudah ideal? Apakah
pengaturan tersebut dapat dioptimalisasi
lebih jauh? Bagaimana negara-negara lain
memberikan alternatif proses mekanisme
pengumpulan Minyak Jelantah yang
mungkin lebih efektif?

Untuk menjawab pertanyaan-per-
tanyaan tersebut, Penulis melakukan
serangkaian pola analisis sebagai berikut.
Pertama, mengklasifikasi 2 (dua) negara
penghasil minyak jelantah terbesar sebagai
penentuan benchmark negara. Asumsinya,

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
negara penghasil minyak jelantah terbesar
memiliki sistem pengumpulan yang baik,
sehingga dapat dijadikan sebagai acuan
best practice. Kedua, menginventarisasi
dan membandingkan pengaturan di neg-
ara-negara tersebut terhadap Pergub DKI
Jakarta 167/2016 untuk menemukan best
practice lain. Ketiga, memberikan penilaian
atas types of environmental regulatory
instruments dari masing-masing negara.
Keempat, memberikan penilaian terhadap
alternatif-alternatif tersebut dalam aspek;
(i) kemudahan pembiayaan usaha; (ii)
perlindungan lingkungan; dan (iii) perlind-
ungan kesehatan. Kelima, merumuskan
skema pembiayaan alternatif terbaik dari
pengaturan-pengaturan yang ada dalam
ketiga aspek tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Wan
Nur Aifa., dkk. menunjukkan bahwa AS
dan RRC adalah penghasil minyak jelantah
terbesar di dunia (Azahar et al., 2016).
Menurut catatan Paris Agreement, kedua
negara ini juga merupakan penyumbang
emisi karbon terbesar di dunia (Perserika-
tan Bangsa-Bangsa, 2015). Hal ini mengim-
plikasikan bahwa kebijakan pengelolaan
minyak jelantah di kedua negara ini patut
untuk dianalisis lebih jauh.

Production of Waste Cooking Oil
3% _ 3% 1%
99 mus
4% ‘ B China
Q B Europe
B England
B Malaysia
25%

N Japan

Ireland

Gambar 8. Negara Penghasil Minyak

Jelantah Terbesar di Dunia
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Penulis memuat regulasi dari kedua
negara tersebut beserta Indonesia sebagai
berikut.>

Tabel 6. Inventarisasi Regulasi Pengumpu-
lan

Minyak Jelantah di AS dan RRC
(2023) (Zhang et al., 2012).

Negara

INA

Regulasi

Pergub DKI 167/2016 tentang
Pengelolaan Minyak Jelantah

[1] Regulations on the Waste
R Cooking Oil Management for
the Food Production and Busi-
ness Operation Entities (2002)
R [2] Emergency Notification
of Preventing Entry of Waste
Cooking Oil Entering Food &
C Beverage Services (2010)
[3] Opinions on Strengthening
Management of Kitchen Waste
and Drainage Oil (2010)

AS [1] Resources Conservation &
Recovery Act
[2] The Tax Relief, Unemploy-
ment Insurance Reauthoriza-
tion, and Job Creation Act of
2010

Sumber: Zhang H. (diolah)

Hasil penelitian  menunjukkan
bahwa berdasarkan beberapa regulasi di
atas, mekanisme alternatif pengumpulan
minyak jelantah dapat dibagi ke dalam
2 (dua) tipe, yaitu Biodiesel Enterprise
Take-back (BET) dan Third Party Take-back
(TPT). Persamaan di antara keduanyaadalah
melibatkan aktor yang sama, yaitu; (i) pe-
merintah; (ii) pabrik pengolah biodiesel
legal; (iii) pabrik pengolah biodiesel ilegal;
(iv) pihak ketiga sebagai pengepul; dan (v)
restoran.

Perbedaan kedua mekanisme ini
terletak pada keterlibatan pihak ketiga
pada alur pengumpulan minyak jelantah.
Dalam mekanisme BET, restoran penghasil
minyak jelantah langsung mengumpul-
kan dan menjual minyak tersebut kepada
pabrik pengolah biodiesel (Zhang et al.,
2014). Hal ini berbeda dengan mekanisme
TPT di mana minyak jelantah dihasilkan
oleh restoran, lalu dikumpulkan terlebih
dahulu oleh pengumpul sebagai pihak
ketiga, kemudian baru dijual kepada pabrik
pengolah biodiesel.

Apabila  dibandingkan  dengan
Pergub DKI Jakarta 167/2016, terdapat
beberapa perbedaan mengenai alur

mekanisme penghasilan dan pengumpu-
lan minyak jelantah. Perbedaan tersebut
Penulis muat dalam tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Alur Mekanisme
Penghasilan dan Pengumpulan Minyak
Jelantah

20  Inventarisasi regulasi dilaksanakan dengan studi bahan hukum sekunder (studi penelitian terdahulu) yang menyebut-
kan dasar hukum proses pengelolaan minyak jelantah. Hal ini dikarenakan Penulis tidak dapat menemukan dan mengakses
bahan hukum primer (naskah hukum asli) berbahasa asing (Cina dan Inggris) untuk dianalisis.
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Negara Mekanisme Penghasilan Negara Mekanisme Penghasilan
dan Pengumpulan Minyak dan Pengumpulan Minyak
Jelantah Jelantah
Model Campuran BET dan A Model TPT
TPT M Restoran penghasil minyak
I E jelantah terlebih dahulu men-
N [1] Restoran, Hotel, Industri R gelola izin sanitasi. Kemudian,
D Makanan, dan Pengusaha Min- I restoran tersebut diharuskan
0] yak goreng lainnya memiliki K bekerja sama dengan pihak ke-
N opsi untuk langsung meman- A tiga sebagai pengumpul min-
E faatkan minyak jelantah sendi- yak jelantah, kemudian baru
S ri atau bekerja sama dengan pi- SERI  dijual kepada pabrik pengelola
I hak ketiga sebagai pengumpul KAT  biofuel.
A dan/atau pemanfaat. [2] Apa-  gymper: Zhang et al (diolah)
2 bila dilakukan sendiri, maka
diperlukan izin pengumpulan Berdasarkan tabel di atas, terlihat
dan izin pemanfaatan. [3] Pel- bahwa mekanisme yang digunakan di
aporan rutin kepada dinas ter- Indonesia dan RRC rnerupakan mekanisme
kait (BPLHD). [4] Rekapitulasi, —campuran BET dan TPT. Hal ini berbeda
evaluasi, dan tindak lanjut per- ~ dengan mekanisme yang digunakan di AS,
lu tidaknya pencabutan izinus- ~ Yaitu TPT. Hal yang menjadi pertanyaan
aha berdasarkan hasil laporan. lebih lanjut adalah apa saja yang menjadi
keunggulan dan kelemahan dari Pergub
[A] Suzhou Case: Model BET  pK Jakarta 167/2016 dibanding regulasi di
R Restoran penghasil minyak  AS dan RRC?
E jelantah langsung menjual
P minyak kepada pabrik Biodiesel Untuk  menjawab  pertanyaan
P legal. Pemerintah melakukan tersebut, Penulis memuat tabel berikut
U serangkaian upaya pengawasan ~ Yang berisi analisis terhadap penggunaan
B dan subsidi dalam proses trans-  instrumen hukum  lingkungan Richard
L portasi minyak jelantah dibawa ~ Stewart = sebagaimana telah disinggung
I ke pabrik. dalam bagian metode penelitian. Analisis
K - instrumen ini penting dilakukan dalam
[B] Ningbo Case: Model memprediksi seberapa efektif pengaturan
R Campuran BET d‘an TPT saat ini, spesifiknya Pergub DKI Jakarta
A Restoran besar diperbolehkan  167/2016 dalam pengelolaan  minyak
K untuk mengelolapengumpulan  jelantah. Analisis instrumen ini Penulis bagi
v dan penjualan minyak jelantah  menjadi 3 (tiga), yaitu analisis terhadap
ke pabrik biofuel mandiri, se-  instrumen (i) Command and Control (CC);
A dangkan restoran lainnya di- (ii) Economic Incentive Approach (EIA);
T haruskan untuk menggunakan dan (iii) Information Based Approach (IBA)
CINA jasa instansi pemerintah terkait ~ dalam ketiga tabel berikut.

dan membayar biaya transpor-
tasi sesuai harga yang disepa-
kati.

21 Lihat Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng
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Tabel 8. Ruang Lingkup Command Control

di Tiea N Mekanisme INA RRC AS
1 11ga Negara Command and Con-
trol
Mekanisme INA RRC AS T oo d
Command and Con- isensi Sanitasi dan
trol Sistem Evaluasi Rating 9§ \/ \/

Restoran

Penetapan Target
Persentase Pengumpu-
lan Minyak Jelantah

Sanksi Pencabutan
Izin Usaha

v v X X

Sanksi Likuidasi Peru-
sahaan Penghasil atau
Pengumpul Minyak
Jelantah Ilegal

Perintah kewajiban
Pemanfaatan Minyak
Jelantah

X v X

Mekanisme izin
terhadap Pengumpul
Minyak Jelantah

Sanksi Penyitaan
Kendaraan Penjualan

X v X
Ilegal

Sumber: Zhang et al (diolah)

Kewajiban Penye-
suaian Adopsi Metode
dan Teknologi / Infras-

Tabel 9. Ruang Lingkup Economic Incentive
truktur Terbarukan

Approach di Tiga Negara

Kebijakan Tata Ruang
Penetapan titik-titik Mekanisme INA RRC AS
pengumpulan (collec- Economic Incentive
tion points) sebanyak Subsidi Kenda-
mungkirll d? wilayah X X X raan Transportasi % ‘/ %
kota, prioritasnya Pengumpul Minyak
wilayah industri Jelantah

k d -
Zw wanan dan peruma Subsidi terhadap

an. . )
Biaya Pemeliharaan

Larangan Pembuangan dari Minyak Jelantah x \/ x
/Penggunaan Kembali yang Telah Dikum-
Minyak Jelantah pulkan

Pelaporan Rutin
Inspeksi

Pengawasan Berkala Daerah terhadap Pe- X \/
rusahaan Pengumpul
Pengawasan melalui Minyak Jelantah

Pembebasan Pajak
dan/atau Retribusi

GPS pada Sistem Potensi Penjualan
Transportasi Minyak Jelantah terh- X X X
Instalasi Sistem Tim- adap Perdagangan

Karbon

bangan pada Trans-
portasi

X | X [XIS] S
S S ISIXS
X | X |ISIX] S

Sumber: Tulis nama sumber (diolah)
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Tabel 10. Ruang Lingkup Regulasi Informa-
tion Based Approach di Tiga Negara

Mekanisme Infor- INA RRC AS

mation Based

Pemberian Pemer-
intah Sertifikasi
Simbol /Penanda
Eco-label pada Pe-
rusahaan Pengum-
pul Minyak Jelantah

X X X

Kewajiban Pelapo-
ran Berkala kepada
Instansi Pemerin-
tah

Publikasi Hasil
Laporan Pengelo-
laan Minyak Jelan-
tah kepada Mas-
yarakat

v X

v X

Pemberian Peng-
hargaan Non Fiskal

v X

Sumber: Tulis nama sumber (diolah)

X

Berdasarkan ketiga tabel di atas,
dapatdisimpulkan bahwaterdapat keunggu-
lan dan kelemahan dari Pergub DKI Jakarta
167/2016 jika dibandingkan dengan regulasi
di RRC dan AS. Perlu ditekankan bahwa
kelemahan dari Pergub ini dapat menjadi
bahan evaluasi efektivitas Pergub (lesson
to be learned) dari regulasi yang berlaku
di RRC dan AS. Selain itu, sebagai bahan
evaluasi ini juga dapat menjadi referensi
dalam pembentukan regulasi pengelolaan
minyak jelantah di tingkat nasional.

Dalam aspek keunggulan, Penulis
mencatat setidaknya terdapat 6 (enam)
keunggulan dalam segi (i) ruang lingkup

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
aktor; (ii) adanya izin pengumpulan; (iii)
mekanisme pelaporan rutin mandiri; (iv)
sanksi pencabutan izin usaha; (v) publikasi
hasil pengelolaan kepada masyarakat; dan
(vi) adanya mekanisme pemberian penghar-
gaan yang akan dijelaskan detailnya sebagai
berikut.

Pertama, dalam segi aktor, ruang
lingkup regulasi di Indonesia cenderung
lebih luas mengatur siapa saja penghasil
minyak jelantah yang wajib melakukan
pemanfaatan, yaitu a) restoran, b) usaha
perhotelan, ¢) industri makanan, d) usaha
pengguna minyak goreng lainnya.>> Hal ini
kontras dengan regulasi di RRC dan AS yang
hanya spesifik mewajibkan restoran saja.
(Zhang et al., 2014)

Kedua, terdapat mekanisme izin-
terhadap pengumpul minyak jelantah.»
Sebagaimana telah disinggung dalam pem-
bahasan RM 1, mekanisme perizinan bagi
pengumpulan minyak jelantah memberi-
kan perintah bahwa pengumpulan minyak
jelantah tidak dapat dilakukan sembaran-
gan. Merujuk pada Pergub DKI Jakarta
167/2016, terdapat alat-alat khusus seperti
tangki dan tanggul yang disusun dari bahan
dan volume teknis tertentu.* Ketentuan
ini mencegah adanya pengumpulan ilegal
yang berpotensi menimbulkan pencemaran
terhadap lingkungan dikarenakan alat-alat
yang tidak memenuhi standar teknis ilmiah
yang telah diperintahkan regulasi.

Ketiga, terdapat  mekanisme
pelaporan rutin kepada BPLHD selaku dinas
pengawas terkait dalam proses pengumpu-
lan dan pemanfaatan minyak jelantah.>
Mekanisme ini tidak ditemui di regulasi AS
dan RRC di mana tidak terdapat pelaporan
aktif oleh pengumpul minyak jelantah

22 Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

23 Lihat Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

24 Lihat Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

25 Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.
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yang berpotensi kurangnya pengawasan
terhadap pemanfaatan atau bahkan potensi
dijualnya minyak jelantah kepada perusa-
haan penghasil biodiesel ilegal.

Keempat, adanya ketentuan sanksi
pencabutan izin usaha.>® Ketentuan ini tidak
ditemukan di AS maupun RRC, padahal
menurut Penulis ketentuan ini penting
karena sesuai tujuan hukum pidana klasik
dalam memberikan efek jera terhadap pe-
rusahaan pengumpul dan pengolah minyak
jelantah ilegal (Hiariej, 2015).

Kelima, adanya kewajiban akunt-
abilitas untuk melaporkan dan mempub-
likasikan hasil pengelolaan minyak jelantah
kepada masyarakat.”” Ketentuan ini mem-
berikan keuntungan bagi masyarakat,
khususnya penghasil minyak jelantah untuk
dapat mengetahui detail potensi peman-
faatan minyak dan berpartisipasi dalam
mendapatkan  keuntungan  penjualan,
mencegah penyakit berbahaya, sekaligus
melindungi lingkungan.

Keenam, adanya mekanisme
pemberian penghargaan non fiskal yang
tidak diatur dalam regulasi di AS dan RRC.*®
Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk
pemberian insentif yang ditujukan kepada
pengelola minyak jelantah untuk terus
mempertahankan dan mengoptimalisasi
bisnis ini.

Di sisi lain, Penulis mencatat
terdapat 15 kelemahan dari Pergub DKI
167/2016 yang masih perlu ditinjau ulang
jika dibandingkan dengan regulasi di RRC
dan AS. Kelemahan tersebut terdiri atas:

A. Klasifikasi Command and Control:

jibkan adopsi metode (best practice)
dan adopsi teknologi terbarukan (best
technology) dalam proses teknis pen-
gelolaan minyak jelantah; (iii) belum
adanya kebijakan tata ruang penetapan
titik pengumpulan strategis (collection
points) dalam pengumpulan minyak
jelantah; (iv) belum adanya ketentuan
yang mewajibkan inspeksi pengawasan
berkala oleh BPLHD; (v) belum adanya
pengawasan melalui sistem GPS

pada sistem transportasi; (vi) belum
adanya instalasi sistem timbangan
pada sistem transportasi; (vii) belum
adanya lisensi sanitasi dan sistem
evaluasi rating restoran yang menye-
diakan mekanisme; (viii) ketiadaan
sanksi likuidasi perusahaan ilegal; (ix)
penyitaan kendaraan penjualan ilegal;

Klasifikasi Economic Incentive
Approach:

(x) ketiadaan subsidi kendaraan trans-
portasi, pengumpul minyak jelantah;
(xi) ketiadaan subsidi terhadap biaya
pemeliharaan minyak jelantah yang
telah dikumpulkan; (xii) ketiadaan
pembebasan pajak dan/atau retribusi
daerah sebagai insentif terhadap peru-
sahaan pengumpul minyak jelantah;
(xiv) belum adanya mekanisme untuk
menjual minyak jelantah dalam skema
perdagangan karbon,

. Klasifikasi Information Based

Approach:

(xv) tidak adanya pemberian insentif
eco-label pada perusahaan pengumpul
minyak jelantah.

(i) Ketiadaan penetapan target persen-
tase pengumpulan minyak jelantah; (ii)
belum adanya ketentuan yang mewa-

Kesamaan pola dari kelemah-
an-kelemahan tersebut adalah terdapat ke-
kosongan pengaturan terhadap perbuatan

26 Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

27 Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.

28  Lihat Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Limbah Minyak Goreng.
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yang seharusnya dilarang, diberikan
insentif, atau perbuatan yang seharusnya
diatur secara detail. Kelemahan-kelemahan
ini akan langsung Penulis bahas dengan
mencantumkan bagaimana solusi yang
dapat mengatasi hal tersebut berdasarkan
best practice dari AS dan RRC.*

Untuk mengatasi 15 kelemahan pen-
gaturan tersebut, Penulis memuat 5 (lima)
aspek solusi yang perlu dibenahi. Lima
bentuk pembenahan tersebut terdiri atas
(i) aspek kebijakan perencanaan; (ii) aspek
kebijakan tata ruang; (iii) aspek kebijakan
pengawasan; (iv) aspek pemberian sanksi;
dan (v) aspek pembenahan insentif
ekonomi.

Pertama, pembenahan kebijakan
perencanaan. Penulis berpendapat bahwa
terdapat kelemahan dalam aspek peren-
canaan pengelolaan minyak jelantah yang
masih belum memuat ketentuan vital
seperti penetapan target recycling, master-
plan teknis, hingga perencanaan evaluasi
rutin.

Untuk mengatasi hal tersebut,
Penulis merekomendasikan untuk merevisi
Pergub DKI Jakarta167/2016 dengan memuat
pengaturan berisi penetapan target persen-
tase pengumpulan minyak jelantah yang
harus dimanfaatkan sebulan sekali di setiap
kota/kabupaten. Selain itu, juga diperlukan
perintah untuk adanya pembaruan terus
menerus dalam proses pengelolaan minyak
jelantah dengan mengadopsi alih fungsi
teknologi dan pembaruan mekanisme
terbaru (Adopsi Best Alternative Technology
& Best Practice).

Diaturnya kedua hal ini merupakan
solusi penting agar terjadinya pemetaan
aktif efektivitas kebijakan pemanfaatan
minyak jelantah yang dilakukan oleh pe-

Dan Terbarukan Di Indonesia:

Quo Vadis?

merintah dari masa ke masa. Harapannya,
pemerintah dapat melakukan evaluasi
terus menerus terhadap kebijakan yang
dilakukannya sehingga tercapai target pe-
manfaatan minyak jelantah 100% seperti di
Amerika Serikat (Zhang et al., 2014).

Kedua, pembenahan kebijakan
tata ruang. Penulis mencatat bahwa belum
ada pengaturan mengenai Masterplan atau
dokumen serupa yang berisi penetapan
titik-titik strategis dalam pengumpulan
minyak jelantah. Padahal, proses pengum-
pulan minyak jelantah dalam praktiknya
membutuhkan biaya transportasi dari satu
tempat ke tempat lain. Tanpa adanya titik
kumpul, proses pengumpulan minyak
jelantah justru berpotensi menimbulkan
biaya tinggi bagi perusahaan pengumpul
dan kontribusi polusi udara berlebih. Penulis
menyarankan untuk membentuk kebijakan
tata ruang yang berisi strategic collection
points sebanyak mungkin sesuai Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah
ditetapkan. Spesifiknya dapat diletakan di
area industri makanan, perumahan, dan
fasilitas umum seperti supermarket. Dalam
sistem tersebut, harapannya disediakan
fasilitas berupa kontainer minyak jelantah,
user card, hingga compensation rewards
kepada pengumpul minyak jelantah.

Ketiga, pembenahan terdapat
aspek pengawasan. Hal ini ditandai dengan
terdapat beberapa kekosongan regulasi
terhadap instrumen pengawasan yang seha-
rusnya diatur seperti inspeksi pengawasan
berkala. Ketentuan pada saat ini hanya
berfokus pada pelaporan saja selama 6 bulan
sekali.>** Selain itu, regulasi di Indonesia
belum semaju RRC yang telah menerapkan
pengawasan melalui pemasangan sistem
GPS pada kendaraan pengumpul minyak
jelantah untuk mencegah dijualnya minyak
kembali tanpa proses pengolahan atau

29 Dikarenakan permasalahan-permasalahan yang Penulis catat cukup banyak (terdapat 15 kelemahan Pergub DKI
167/2016) dan menurut analisis Penulis, satu solusi dapat menjawab beberapa permasalahan, maka Penulis membuat klaster-
isasi analisis dan solusi berdasarkan pendekatan legal instrument Richard Stewart.

30 Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng.
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dijualnya kepada perusahaan biodiesel
ilegal (Zhang et al., 2015). Lalu, belum ada
ketentuan juga mengenai lisensi sanitasi
dan sistem evaluasi penilaian restoran yang
eco-friendly berkontribusi terhadap penge-
lolaan minyak jelantah yang baik.

Keempat, pembenahan terhadap
aspek pemberian sanksi. Apabila ditinjau
berdasarkan sanksi yang diberikan, Pergub
DKI Jakarta 167/2016 hanya memberikan
sanksi berupa; (a) penghentian sementara
kegiatan usaha; dan (b) pencabutan izin
usaha saja. Belum ada sanksi tegas terhadap
perusahaan ilegal seperti likuidasi pe-
rusahaan maupun penyitaan terhadap
kendaraan yang digunakan untuk mengan-
tarkan minyak jelantah ilegal. Menurut Liu,
kewajiban yang tegas beserta sanksi cukup
berpengaruh terhadap kemauan restoran
untuk mengumpulkan minyak jelantah
(Liu et al., 2018). Penulis juga berpendapat
bahwa dengan adanya penegasan terhadap
sanksi yang diberikan akan meningkatkan
recycling rate pemanfaatan minyak jelantah
sehingga mencapai potensi optimal, yaitu
750 kiloton.>

Kelima, pembenahan kebijakan
insentif ekonomi. Jika dibandingkan meng-
gunakan instrumen ekonomi Richard
Stewart, nampak bahwa Pergub DKI Jakarta
167/2016 memiliki permasalahan paling fun-
damental. Hal ini dikarenakan belum ada
insentif ekonomi yang diberikan pemerin-
tah kepada perusahaan pengumpul minyak
jelantah. Mulai dari tidak diaturnya subsidi
terhadap pengadaan kendaraan pengumpul
maupun biaya transportasi pengumpulan
minyak jelantah, belum diaturnya subsidi
terhadap biaya pemeliharaan kualitas
minyak jelantah sebelum diolah, belum
diaturnya pembebasan objek pajak dan/
atau retribusi daerah terhadap perusahaan
pengumpul minyak jelantah, belum adanya

Karbon di Indonesia

pengaturan terhadap mekanisme klaim
kredit karbon, hingga belum adanya insentif
berupa eco-label pada perusahaan/restoran
yang berkontribusi pada proses pengumpu-
lan minyak jelantah.

Menurut penelitian Liu, kebijakan
insentif ekonomi berupa subsidi berhasil
dalam mendorong restoran penghasil
minyak jelantah untuk mengumpulkan
dan memanfaatkan minyak tersebut (Liu et
al., 2018). Menurut penelitian sebelumnya,
kebijakan tersebut efektif bila dibandingkan
dengan kebijakan sebelumnya di Beijing
yang menggunakan prinsip polluters pays
principle.®

Kelima solusi alternatif kebijakan
di atas sebaiknya dikaji lebih jauh memper-
hitungkan cost-benefit analysis kebijakan
yang ditimbulkan dari perspektif mas-
yarakat, perspektif perusahaan/restoran
yang terlibat dalam proses pengelolaan
minyak jelantah, dan pemerintah sendiri.

Penulis perlu menekankan bahwa
solusi-solusi yang dibawa oleh penelitian
ini memiliki tantangan dikarenakan meng-
gunakan pendekatan komparasi. Solusi
perubahan kebijakan yang berasal dari satu
negara ke negara lain dikenal dengan konsep
legal transplant (Watson, 1993). Menurut
Eka Cakra, kondisi di negara A berbeda
dengan negara B sehingga kebijakan di
negara A yang dianggap efektif adalah
belum tentu akan efektif di negara B (Cakra
& Sulistyawan, 2020).

Menanggapi tantangan tersebut,
diperlukan penyesuaian-penyesuaian
terhadap persoalan teknis seperti sarana
prasarana, energi, biaya yang dianggar-
kan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan
untuk mengadopsi mekanisme di RRC dan
AS, Menurut Penulis, untuk menjawab

31  Lihat Tabel 1. Penelitian. Potensi, Pengumpulan Saat Ini, Ekspor-Impor, dan Penggunaan Minyak Jelantah (Kiloton Per
Tahun) di Indonesia (Rilis Tahun 2022). Berdasarkan penelitian Tenny Kristiana, dkk. Loc. Cit.

32 Polluters pay principle merupakan prinsip perlindungan terhadap lingkungan di mana pelaku pencemar/perusak
lingkungan bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan ganti rugi yang ditimbulkannya. Lihat penjelasan Pasal
2 hurufj Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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tantangan ini secara detail tentunya dapat
dijawab di penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi, pembahasan,
dan analisis di atas, penelitian ini dapat di-
simpulkan sebagai berikut:

Pertama, Pergub DKI Jakarta
167/2016 sebagai satu-satunya peraturan
yang mengatur secara rinci mengenai tata
kelola minyak jelantah di Indonesia saat ini,
mengklasifikasikan 3 (tiga) tahap pengelo-
laan minyak jelantah, yaitu; (i) penghasilan;
(ii) pengumpulan dan penyaluran; serta (iii)
pemanfaatan. Dari rangkaian tahap tersebut
diketahui bahwa di Indonesia, terdapat 2
(dua) permasalahan utama pengelolaan
minyak jelantah, yaitu; (i) minyak jelantah
yang diproduksi di buang begitu saja tanpa
pengolahan; atau (ii) minyak jelantah yang
dikumpulkan justru diekspor ke luar negeri.
Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan
minyak jelantah di Indonesia penting untuk
dimulai dari perbaikan sistem pada tahap
penghasilan dan pengumpulan.

Pada tahap penghasilan, aktor yang
terlibat adalah; (i) usaha restoran; (ii) usaha
perhotelan; (iii) industri makanan; dan (iv)
usaha pengguna minyak goreng lainnya.
Dalam tahap ini, Pergub DKI Jakarta
167/2016 mewajibkan golongan penghasil
tersebut untuk melakukan pengelolaan
minyak jelantah sebagai bagian dari syarat
pengajuan izin usaha. Regulasi tersebut
selanjutnya mengatur 4 (empat) alternatif
pengelolaan minyak jelantah bagi penghasil,
yaitu; (i) penghasil mengelola sendiri; (ii)
bekerja sama dengan pengumpul saja; (iii)
bekerja sama dengan pemanfaat saja; atau
(iv) bekerja sama dengan pengumpul dan
pemanfaat.

Adapun pada tahap pengumpulan,
aktor yang terlibat adalah badan usaha
yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta
yang telah memperoleh Izin Pengumpul
Limbah Minyak Goreng. Terdapat 2 (dua)

Dan Terbarukan Di Indonesia: Quo Vadis?
mekanisme pada tahap ini yang saling
terhubung dengan tahap penghasilan,
yaitu; (i) apabila penghasil mengelola
minyak jelantah sendiri, maka untuk
dapat melaksanakan proses pengumpulan,
selain memiliki izin usaha, penghasil juga
harus memiliki izin pengumpulan; atau
(ii) apabila penghasil bekerja sama dengan
pengumpul atau pengelola atau keduanya,
maka izin pengumpulan tidak diperlukan.

Kedua, untuk mengetahui efektivitas
pengaturan Pergub DKI Jakarta 167/2016
dan memetakan pembelajaran yang dapat
diambil dari pengaturan pengelolaan
minyak jelantah di negara lain, dapat disim-
pulkan 4 (empat) hal sebagai berikut.

Pertama, AS dan RRC sebagai negara
penghasil minyak jelantah terbesar di dunia,
ditentukan sebagai benchmark dalam pe-
nelitian ini dengan melakukan analisis
terhadap pengaturan pengelolaan minyak
jelantah pada kedua negara tersebut.

Kedua, diketahui terdapat perbedaan
pengaturan dalam hal alternatif mekanisme
pengelolaan minyak jelantah. Dalam hal ini,
Indonesia mengadopsi mekanisme Third
Party Take-back (TPT) yang melibatkan
pihak ketiga, yaitu pengumpul, sebelum
menjual minyak jelantah dari penghasil
untuk diolah oleh pemanfaat. Sedangkan AS
dan RRC mengadopsi mekanisme Biodiesel
Enterprise Take-back (BET). Penghasil
minyak jelantah dalam mekanisme ini
langsung melakukan pengumpulan dan
menjual minyak jelantah mereka kepada
pemanfaat tanpa melalui perantara pihak
ketiga, yaitu pengumpul.

Ketiga, berdasarkan penilaian mas-
ing-masing  pengaturan  pengelolaan
minyak jelantah, baik di Indonesia, AS,
maupun RRC menggunakan indikator
types of environmental regulatory instru-
ments, diketahui terdapat keunggulan
dan kelemahan dari Pergub DKI Jakarta
167/2016. Keunggulan pengaturan tersebut
ada pada segi; (i) ruang lingkup aktor yang
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lebih luas dan bervariasi; (ii) terdapat
mekanisme izin sebagai instrumen pence-
gahan pencemaran dan kerusakan lingkun-
gan; (iii) adanya mekanisme pelaporan rutin
kepada instansi yang berwenang sebagai
wujud pengawasan; (iv) terdapat ketentuan
sanksi pencabutan izin usaha bagi aktor
yang tidak mematuhi standar pengelolaan
yang ditetapkan; (v) adanya kewajiban
akuntabilitas pelaporan dan publikasi hasil
pengelolaan kepada masyarakat; dan (vi)
adanya pemberian penghargaan bagi aktor
yang dianggap optimal dalam pengelo-
laan minyak jelantah. Adapun kelemahan
yang dapat dijadikan pembelajaran di
Indonesia secara sederhana ada pada; (i)
optimalisasi infrastruktur teknis pengelo-
laan minyak jelantah yang lebih aman dan
ramah lingkungan; (ii) variasi pemberian
insentif dan subsidi dalam aspek ekonomi;
dan (iii) pemberian insentif dalam aspek
pemenuhan label ramah lingkungan bagi
aktor pengelola minyak jelantah.

Keempat, Penulis memberikan 5
(lima) rekomendasi untuk mengatasi
kelemahan Pergub DKI Jakarta 167/2016,
yaitu; (i) pembenahan kebijakan peren-
canaan pengelolaan minyak jelantah; (ii)
pembenahan kebijakan tata ruang untuk
optimalisasi pengumpulan minyak jelantah;
(iii) pembenahan aspek pengawasan; (iv)
pembenahan aspek pemberian sanksi; dan
(v) pembenahan aspek kebijakan insentif
ekonomi.

Adapun ide-ide baru yang dapat
Penulis rekomendasikan untuk peneli-
tian lebih lanjut di masa depan adalah
sebagai berikut; (i) Kajian empiris terhadap
pemetaan permasalahan lanjutan dari
penelitian ini di DKI Jakarta, Bali, dan
Makassar sebagai daerah yang dalam prakti-
knya sudah melakukan pengelolaan minyak
jelantah; dan (ii) Kajian terhadap evaluasi
Cost-benefit Analysis (CbA) dan pemetaan
lanjutan terhadap opsi-opsi rekomen-

dasi solusi dalam penelitian ini. Adapun
untuk mendalami kedua kajian tersebut,
peneliti dapat menggunakan pendekatan
instrument choice oleh Richard Stewart se-
bagaimana dilakukan dalam penelitian ini,
pendekatan Lawrence M. Friedman, atau
pendekatan lainnya.»

Penelitian ini berkontribusi secara
akademis terhadap kajian analisis kebijakan
pengaturan hukum pengelolaan minyak
jelantah di DKI Jakarta yang diketahui perlu
dilakukan optimalisasi dan bahkan perlu
diatur lebih jauh di tingkat nasional serta
diadopsi di daerah-daerah lain di Indonesia.
Dalam aspek praktis, penelitian ini berkon-
tribusi sebagai evaluasi atas pengaturan
pengelolaan minyak jelantah yang ada di
Indonesia, sekaligus memberikan rekomen-
dasi pembenahan kebijakan yang dapat
dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan
dalam mengatur pengelolaan minyak
jelantah di Indonesia.

33 Menurut Lawrence Friedman, analisis terhadap efektivitas hukum dapat ditinjau dari 3 (tiga) indikator, yaitu i) legal
culture, ii) legal substance, dan iii) legal structure. Sumber Buku Pengantar Filsafat Hukum Universitas Islam Indonesia.
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Abstrak

Tren pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi mendorong transportasi online menjadi
transportasi modern pilihan masyarakat perkotaan. Disatu sisi permasalahan lingkungan
di Jakarta tidak terlepas dari permasalahan pencemaran udara yang salah satunya disebab-
kan oleh sektor transportasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran dan
partisipasi pengguna transportasi online dalam mendukung implementasi bahan bakar
rendah emisi dari perjalanan yang dilakukan menggunakan transportasi online terhadap
kesediaan membayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jum-
lah responden sebanyak 954 dari pengguna transportasi online aktif yang beraktivitas di
Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 633 responden atau 62,51% respon-
den bersedia untuk membayar (WTP) dengan rata-rata rupiah yang dibayarkan sebesar
Rp. 2.042 dan faktor yang signifikan berpengaruh dalam menentukan besaran nominal
(WTP) pengguna transportasi online adalah Faktor Demografi meliputi jenis pekerjaan
dan Pendapatan, faktor karakteristik perjalanan meliputi frekuensi perjalanan, waktu tem-
puh dan jarak tempuh selanjutnya sikap peduli terhadap udara bersih menjadi variabel
tunggal yang berpengaruh dalam faktor pengetahuan dan sikap.

Kata Kunci: Kesediaan membayar, Transportasi online, Penyeimbangan Karbon.

Abstract

The trend of increasing numbers of application users is driving online transportation to be-
come the modern transportation of choice for urban communities. On the other hand, envi-

= Corresponding author: Budi Aji Purwoko

Address: Salemba Raya Road number 4 Jakarta postcode 10430
E-mail: budiajipurwoko@gmail.com

Cell Phone Number: +62 81290988789

45

—



Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia

ronmental problems in Jakarta are closely related to air pollution, which is partly caused by
the transportation sector. This research was conducted to determine the awareness and par-
ticipation of online transportation users in supporting the implementation of low-emission
fuel for online transportation trips and their willingness to pay. This study used a quantita-
tive approach with 954 active online transportation users in Jakarta as respondents. The re-
sults show that 633 respondents or 62.51% are willing to pay (WTP) with an average payment
of IDR 2,042, and the significant factors affecting the WTP amount are demographic factors,
including job type and income, travel characteristics such as travel frequency, travel time,
and distance, and attitude towards clean air as a single variable that influences knowledge

and attitude factors.

Keyword: Willingness to pay, Online transportation, Carbon offsetting.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, ben-
cana alam akibat dari perubahan iklim sep-
erti kekeringan, tanah longsor, bencana
banjir, angin badai, serta kebakaran hutan
telah berakibat terhadap penghancuran in-
frastruktur, penurunan laju perekonomian
dan sosial, punahnya nyawa makhluk hid-
up serta mata pencaharian manusia, serta
secara umum mengakibatkan kerusakan
teradap lingkungan (Rizqi, Noor and Pra-
dana, 2019). Pada Juni 2022 tercatat bahwa
Jakarta menduduki kota dengan kualitas
udara paling rendah nomer satu jika sand-
ingkan dengan kota-kota lainnya di berb-
agai negara (Arfiansyah, 2022). Terlebih
menurunnya kondisi kualitas udara yang
ditinjau berdasarkan Air Quality Index
(AQI) telah mencapai nilai 185, yang artinya
kualitas udara di DKI Jakarta sudah terma-
suk tidak sehat (Nelfira, 2022).

Di area Jabodetabek, (Vital Strategies,
2020) sekitar 34 juta liter per hari dihasilkan
dari pengguna kendaraan pribadi. Bahan ba-
kar yang digunakan memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap kontaminasi parti-
kulat dan SO2 dan mempunyai kandungan
sulfur yang tinggi (500ppm). Kendaraan
(Rachman and Barus, 2019) pribadi mer-
upakan moda (Fullerton, Gan and Hattori,
2004) transportasi yang tidak efisien (Vital
Strategies, 2020) dalam hal penggunaan ba-
han bakar maupun pemanfaatan kapasitas
jalan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
memperkiraan, sepeda motor roda dua dan

mobil pribadi dapat mengonsumsi bahan
bakar rata-rata 25,8 juta liter setiap hari atau
kurang lebih 9,46 miliar liter (Environment
Agency of DKI Jakarta and Vital Strategies,
2019) per tahun.

Transportasi online menjadi trans-
portasi modern dimana pertumbuhan peng-
guna menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat
dilihat pada gambar diatas yang menyebut-
kan bahwa prosentase pengguna transpor-
tasi online di Jakarta sebagai moda utama
sebesar 8% dari total moda transportasi
yang digunakan untuk melakukan perjala-
nan komuter. Data dari Dinas Perhubungan
tahun 2020, Sebanyak 12.208 kendaraan dari
86.663 unit total transportasi umum di DKI
Jakarta atau dengan proporsi sebanyak 14%
penggunaan transportasi online berdasar-
kan jumlah kendaraan angkutan umum di
DKI Jakarta masih menggunakan Bahan ba-
kar fosil (BBM).

Disisi lain kehadiran transportasi
online sedikit banyak telah membuat per-
masalahan baru. Selain terkait masalah
konflik horizontal di kalangan pengemudi
tranportasi, menambah kemacetan ibu kota
dengan banyaknya pengemudi ojek yang
berhenti di sisi-sisi jalan serta ojek online
juga menimbulkan isu lingkungan karena
gas buang kendaraan yang dihasilkan. Di
dalam setiap perjalanan pengguna aplikasi
angkutan online akan menghasilkan emisi
karbon dengan jumlah yang beragam dari
jenis kendaraan hingga jarak tempuh den-
gan sistem jejak karbon secara terintegrasi,
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pengguna dapat mengetahui berapa nilai
emisi karbon yang dihasilkan pada setiap
perjalanan dan pengguna angkutan online
juga dapat mengimbangi langsung emisi
karbon tersebut dengan program program
kerja sama konservasi hutan dan lahan tan-
pa harus keluar dari aplikasi transportasi
online.

Pendekatan masyarakat dalam
pengembangan program menjaga kualitas
udara bertujuan untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat (Awirya, 2007). Ke-
sadaran aktor-aktor, terutama masyarakat,
terhadap perubahan iklim menjadi hal yang
penting untuk diperhatikan. Kota karus
menstimulasi masyarakatnya akan dampak
perubahan iklim. Ini merupakan langkah
dan sebuah cara untuk menjangkau serta
mengikutsertakan masyarakat dan seluruh
pihak terkait dalam pembangun lingkungan
yang lebih layak dalam kehidupan mere-
ka, yang dapat menunjang kemajuan se-
cara nasional. Hasil ini merupakan gerakan
yang juga mendukung program pemerintah
daerah untuk menyebarluaskan kondisi ke-
hidupan masyarakat yang lebih baik bagi
seluruh masyarakat melalui partisipasi ak-
tif serta gerakan aktif masyarakat (Nikkhah
and Redzuan, 2009).

Organization for Economic Cooper-
ation (OECD) pada tahun 1972 telah mem-
berikan rekomendasi bahwa pencemarlah
yang bertanggung jawab atas biaya pence-
gahan pencemaran serta upaya pengenda-
lian yang lebih nyata. Upaya pengendalian
akan ditetapkan oleh regulator sebagai
bentuk control dan sebagai pernyataan
kelayakan lingkungan. Pencemar karbon
bertanggung jawab terhadap biaya dalam
menjaga lingkungan hidup. Biaya tersebut
biasanya berupa biaya sistem kontrol ter-
hadap pencemaran, pengeluaran ijin batas
atas produksi karbon yang diijinkan, pen-
gawasan atas emisi karbon serta lainnya.
Melalui penjelasan tersebut, sehingga di-
eroleh isu adanya kerusakan lingkungan
hidup yang terjadi akibat dari kurangnya
perhatian terhadap dampak dari polusi kar-

bon itu sendiri. (Cordato, 2001) menyatakan
bahwa pencemar harus membayar dengan
jumlah yang setara dengan kerusakan dan
pembayaran ditujukan kepada orang yang
dirugikan. Menjadikan bentuk pertanggu-
ngjawaban akibat kerugian lingkungan hid-
up yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
diimplementasikan melalui upaya hukum
yang mana menjadi salah satu perwujudan
dari prinsip siapa yang melakukan pence-
maran itulah yang membayar.

Permasalahan dalam penelitian ini
adalah sejauh mana kesadaran dan partisipa-
si pengguna transportasi online yang secara
aktif sebagai penghasil karbon atau polutan
dari perjalanan yang dilakukan menggu-
nakan transportasi online melalui emisi gas
buang kendaraan terhadap penyeimbangan
karbon yang diterjemahkan melalui instru-
men willingness to pay (WTP).

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data
merupakan langkah penting dalam proses
penelitian karena tujuan utama penelitian
adalah untuk memperoleh data (Fullerton,
Gan and Hattori, 2004). Studi ini menggu-
nakan Data Sekunder Standar Kualitas Uda-
ra DKI Jakarta (Air Quality Index) AQI dan
Index Standar Pencemaran Udara (ISPU)
sebagai ukuran polusi udara dan faktor emi-
si gas buang kendaraan bermotor sebagai
variabel penjelasan. Penelitian ini juga
menggunakan data primer (Rizali et al,
2017) dengan obyek penelitian masyarakat
DKI Jakarta dengan dilengkapi data-da-
ta sekunder. Metode pengumpulan data
pada penelitian ini yaitu menggunakan
skala likert. Menurut Sugiyono (2013),
skala digunakan karena untuk mengukur
data berupa konsep psikologis yang dapat
diungkap secara tidak langsung melalui
dimensi perilaku yang diterjemahkan
dalam bentuk pernyataan. Skala likert
berisi pernyataan yang sistematis untuk
menunjukan sikap responden terhadap
suatu pernyataan (Breffie, Morey and Lod-
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der, 2018). Data primer diperoleh dari pengi-
sian kuisioner dengan menanyakan kepada
pengguna transportasi online di wilayah
DKI Jakarta yang menjadi bagian dan objek
analisis dalam penelitian ini.

Pendekatan teknik sampling yang
digunakan yaitu survei kesediaan menja-
ga kualitas udara memalui penyeimbangan
karbon menggunakan perancangan purpo-
sive sampling method dengan jumlah sam-
pel responden sebanyak 954 sampel yang
tersebar di wilayah DKI Jakarta dengan ter-
get responden adalah pengguna transporta-

si online. Kuesioner disebarkan kepada para
pengguna transportasi online secara acak
melalui media daring/online.

Variabel yang diuji dalam penelitian
ini adalah Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan,
Pekerjaan, Status Perkawinan, Pendapatan
per bulan, Kabupaten/Kota tempat tinggal,
Frekuensi Penggunaan Transportasi online,
Waktu tempuh perjalanan, Pengetahuan
polusi Udara, Sikap terhadap polusi Udara,
Kesediaan membayar, besaran biaya WTP.

Tabel 1. Kode, Variabel, Definisi Operasional dan Indikator

Kode Variabel Definisi Oeprasional Indikator
XI  Jenis Ke- Jenis Kelamin responden pengguna  Jika o perempuan
lamin transportasi online dan 1 laki-laki

X2  Usia Usia responden pengguna transporta- Jika o < 25 Tahun
si online dan 1= 25 tahun

X3  Pendidikan Tingkat pendidikan responden tera-  Jika o < SMA dan1
khir yang ditamatkan = Diploma I/11/111

X4  Pekerjaan  Jenis pekerjaan responden yang terb- Jika o = Informal
agi menjadi dua yakni pekerjaan in-  dan 1= formal
formal dan formal. Pekerjaan formal
meliputi kawyawan dan Polisi/TNI/
ASN. Selain itu termasuk kategori
informal.

X5  Status Per-  Status Perkawinan Responden peng- Jika o = Tidak/be-

kawinan guna transportasi online yang dibe- ~ lum kawin dan jika

dakan kedalam tidak/belum kawin 1= kawin
dan kawin.

X6  Pendapatan Besaran pendapatanresponden per  Jika o < 3 jutajika1
bulan = 3-6 juta dan Jjika

2=> 6 juta
X7  Domisili Kabupaten/Kota tempat tinggal Jika o = Bodetabek
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Kode Variabel Definisi Oeprasional Indikator
X8  Frekuensi  Banyaknya penggunaan Transportasi Jika o <12 kali dam
online dalam satu bulan jika 1= 12 Kali
X9  Waktu tem- Waktu tempuh perjalanan dinya- Jika o <7 km jika1
puh takan dalam satuan (km) >7km
X10 Pengeta- Pengetahuan polusi Udara dan Jika o = tidak men-
huan polusi dampak terhadap lingkungan serta  gerti
Udara kesehatan. dan jika 1 = men-
gerti
Xu  Sikap terh-  Sikap yang ditunjukan responden Jika o = Tidak/be-
adap polusi  pengguna transportasi online dalam  lum bersedia dan
Udara mendukung implementasi energi jika 1 = bersedia

rendah emisi di Jakarta

Y1  Kesediaan
Membayar
(WTP)

emisi di Jakarta

Y2  Besaran

Nominal

(WTP)

Kesediaan membayar (WTP) peng-
guna transportasi online dalam men-

dukung implementasi energi rendah

Besaran biaya yang ingin dibayarkan
oleh responden pengguna transpor-

tasi online yang dikategorikan men-

Jika o = Peluang Ti-
dak/Belum berse-
dia dan jika 1 = Pe-
luang bersedia

Jika 0 = Minimum
dan Jika 1 = maksi-

mum

jadi minimum dan maksimum. Nilai/

besaran biaya yang ingin dibayarkan

oleh responden, ditanyakan secara

terbuka. Dalam satuan rupiah (Rp).

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Menurut Azwar (2012), metode
analisis data adalah proses sistematis untuk
menemukan dan merencanakan semua
data yang telah dikumpulkan sehingga
mendapatkan hasil yang sesuai dengan tu-
juan penelitian. Penelitian ini akan meng-
gabungkan langkah-langkah teori ekonomi
lingkungan ke dalam studi, respon mas-
yarakat perkotaan terhadap polusi. Atas
dasar literatur tentang reaksi psikologis
terhadap polusi udara yang mengadopsi
perspektif stres lingkungan, dihipotesiskan
bahwa tingkat polusi udara yang dirasakan
akan menengahi hubungan antara tingkat

polusi lingkungan yang sebenarnya dan
reaksi negatif terhadap polusi (Zeidner and
Shechter, 1988). Willingness To Pay (WTP)
ditentukan menurut metode evaluasi ber-
syarat. Akhmad Fauzi menjelaskan dalam
bukunya “Economics of Natural Resources
and the Environment” bahwa pendekat-
an Contingent Valuation (CVM)(Rizali et
al., 2017) pertama kali diperkenalkan oleh
Davis (1963) dalam studi perilaku berburu
(hunting) di Miami. Dalam prakteknya,
pendekatan ini disebut aksidental meng-
ingat informasi yang didapatkan sangat ber-
gantung pada dugaan yang dibuat.
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Metode analisis yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah analisis deskriptif
dan analisis inferensial. Analisis deskrip-
tif pada studi ini lebih menekankan pada
analisis bivariat antara masing-masing vari-
abel bebas dan variabel terikat (WTP dan
Besaran WTP). Sedangkan untuk Analisis
inferensial digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikat secara bersama-sama dalam
satu model persamaan regresi.

HASIL DAN DISKUSI
a. Analisis Deskriptif

Hasil pengumpulan dan pengolahan
data berdasarkan jumlah sampel sebanyak
954 responden pengguna transportasi on-
line, selanjutnya data diolah berdasarkan
variabel penelitian. Data hasil penelitian di-
jelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Karakteristik umum responden yang bersedia membayar dalam mendukung
implementasi energi rendah emisi di Jakarta karbon di DKI Jakarta

Kesediaan
) Kategori responden Mean Min Mak
Variabel . n
Variabel Membayar (Rp) (Rp) (Rp)
(%)
) ) Perempuan 73.2 2.138 10 50.000 452
Jenis kelamin . )
Laki-laki 53.4 2.401 35 50.000 502
< 25 tahun 56.1 1.747 50 10.000 416
Umur
> 25 tahun 63.9 2.332 10 50.000 538
SMA kebawah 65.5 1.788 20 25.000 435
Pendidikan Diploma I/11/111 60.5 2.537 35 50.000 519
keatas
. Informal 56.0 2.115 50 20.000 414
Pekerjaan
Formal 68.0 2.222 20 50.000 540
Tidak/belum 66.7 2.030 50 45.000 418
Status kawin kawin
Kawin 59.7 2.310 20 50.000 536
< Rp. 3.000.000 69.8 2.148 20 20.000 324
Rp. 3.000.000 - 53.5 2.030 35 25.000 331
Pendapatan
Rp. 6.000.000
> Rp. 6.000.000 65.6 2.350 50 50.000 299
. Bodetabek 62.0 1.950 50 45.000 424
Tempat tinggal
DKI Jakarta 63.4 2.360 20 50.000 530
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Kesediaan
) Kategori responden Mean Min Mak
Variabel .
Variabel Membayar  (Rp) (Rp) (Rp)
(%)
Frekuensi <12 kali per- 55.3 2.120 100 50.000 474
Penggunaan jalanan
Transportasi . 70.2 2.230 20 45.000 480
. > 12 kali per-
online dalam 1 ]
jalanan
bulan
< 20 menit 631 1.990 20 20.000 16
Waktu tempuh ) 3 99 7
= 20 menit 61.8 2.750 50 50.000 238
<7km 64.9 2.150 50 45.000 613
Jarak tempuh
>7 km 58.9 2.235 20 50.000 341
Pengetahuan Belum/tidak 16.7 760 760 760 6
tentang Energi  mengetahui
rendah emisi Mengetahui 63.1 2.180 20 50.000 948
Tidak/belum o 0 0 0 2
Sikap terhadap . o
. bersedia  ber-
menciptakan L
. partisipasi
Energi rendah i
o Bersedia ber- 69.5 2.180 20 50.000 862
emisi .
partisipasi

b. Analisis Inferensial

Analisis regresi logistik dimaksudkan
untuk melakukan estimasi populasi melalui
karakteristik sampel melalui pemodelan
(Irjayanti, Sari and Rosida, 2021). Karena
variabel terikatnya terdiri atas dua pilihan
(Willingness to pay), maka analisis regresi
yang digunakan adalah Regresi Logistik Bi-
nary. Pada regresi ini, kesediaan membayar
dibedakan menjadi dua yaitu YA, bersedia
membayar yang diberi kode “1” dan penggu-
naan transportasi online yang TIDAK berse-
dia membayar (WTP) untuk upaya mencip-

takan Energi rendah emisi dengan kode “o
sebagai kategori referensi.

Pada analisis regresi logistik juga
dikemukakan hipotesis peran masing-mas-
ing variabel bebas terhadap variabel teri-
kat (Chotib, 2020). Dengan menggunakan
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tingkat signifikansi o = 5 %, maka dapat di-
tentukan titik kritis area penolakan H_ dan
area tidak menolak H . Menolak H_artinya
parameter B tidak sama dengan nol yang be-
rarti ada pengaruh signifikan suatu variabel
bebas terhadap variabel terikatnya. Selain
parameter B, ditampilkan juga OR (Odd
Ratio = Exp B) yang memperlihatkan bera-
pa kali risiko suatu kategori variabel bebas
(Chotib, 2019).

Tabel 3 Regresi binary logistik kesediaan
membayar upaya menciptakan Energi
rendah emisi

P t
Variabel drameter -
Bebas B S.E. | Sig. xp
&1 @
Jenis ke- 0,548 | 0,166 | 0,001 | 1,730
lamin
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. Parameter
Variabel .-
Bebas B S.E. | Sig. xp

& | ()
Umur 0,286 | 0,241 | 0,235 | 1,331
Pendidikn -0,275 | 0,202 | 0,174 | 0,760
Pekerjan 0,798 | 0,192 | 0,000 | 2,220
Status 0,974 | 0,236 | 0,000 | 2,648
kawin
Pendapa- -1,349 | 0,240 | 0,000 | 0,260
tani
Pendapa- -0,987 | 0,295 | 0,001 | 0,373
tan2
Tempat -0,006 | 0,176 | 0,974 | 0,994
tinggal
Frekuensi 0,516 | 0,163 | 0,002 | 1,675
Perbulan
Waktu Tem- | 0,721 | 0,221 | 0,001 | 2,057
puh
Jarak Tem- -1,250 | 0,217 | 0,000 | 0,287
puh
Pengeta- 2,153 | 1,265 | 0,089 | 8,611
huan
Sikap 4,669 | 0,611 | 0,000 | 106,556
Constant -6,093 | 1,412 | 0,000 | 0,002

*) Sign pada o 5%, **) Sign pada a1 %

Tabel diatas menunjukan hasil regresi
logistik variabel terikat dan 12 (dua belas)
variabel bebas. Dalam tabel tersebut diketa-
hu bahwa variabel jenis kelamin menunju-
kan signifikansi dengan nilai 0,001 < o 5%,
dimana jenis kelamin laki-laki lebih berpel-
uang 1,7% untuk bersedia membayar upaya
menciptakan Energi rendah emisi dari hasil
perjalanan menggunakan transportasi on-
line. Hal ini sejalan dengan penelitian (Goh
and Matthew, 2021), bahwa laki-laki lebih
bersedia membayar untuk menciptakan En-
ergi rendah emisi dari pada perempuan.

Variabel pekerjaan memperlihatkan
tingkat signifikasi dengan nilai 0,000 < 1%,
dimana pengguna transportasi online yang
bekerja di sektor formal yaitu karyawan dan
ASN/TNI/POLRI lebih bersedia membayar
(WTP) terhadap upaya menciptakan Energi
rendah emisi dengan faktor Exp (B) sebesar

2,2%. Artinya jika pengguna transportasi
online bekerja disektor formal maka akan
meningkatkan sebesar 2,2 kali kesediaan
membayar. Hal ini dikarenakan pengguna
transportasi online dengan pekerjaan for-
mal sudah memiliki pendapatan yang pas-
ti dan teratur sehingga akan mudah untuk
mengalokasikan uang untuk keperluan
kontribusi terhadap lingkungan khususnya
terkait dengan upaya menciptakan Ener-
gi rendah emisi (Tantiwat, Gan and Yang,
2021).

Variabel status perkawinan menunju-
kan koefisien B yang positif atau OR>1, be-
rarti semakin banyak pengguna transportasi
online yang sudah menikah atau berstatus
kawin maka akan berpeluang meningkat-
kan kesediaan membayar (WTP) sebesar
2,6%. Hal ini sejalan dengan penelitian
(Syahputri, Fandeli and Nasirudin, 2019),
yang mengungkapkan bahwa faktor per-
nikahan responden berpengaruh terhadap
alasan seseorang untuk mengeluarkan uang,
karena akan menjadi perdebatan yang nyata
bagi seseorang yang telah mengarungi ru-
mah tangga. Variabel pendapatan menun-
jukan tingkat signifikansi dengan nilai mas-
ing-masing sebesar 0,000 dan 0,001. Namun
variabel pendapatan memperlihatkan koe-
fisien B bernilai negatif atau OR<1, berarti
semakin besar tingkat pendapatan, pelu-
ang untuk bersedia membayar upaya upaya
menciptakan Energi rendah emisi dari hasil
perjalanan menggunakan transportasi on-
line semakin rendah. Hal ini sejalan dengan
penelitian (Breffie, Morey and Lodder, 2018)
(Tantiwat, Gan and Yang, 2021), bahwa se-
makin besar pendapatan seseoarang maka
akan lebih bersedia untuk membayar dalam
upaya untuk menjaga kualitas udara.

Variabel banyaknya frekuensi peng-
gunaan transportasi online dalam kurun
waktu 1 bulan menunjukan tingkat signifi-
kasi dengan nilai 0,002 atau lebih kecil dari
a 5%. Hal ini menunjukan bahwa sema-
kin banyak frekuensi perjalanan menggu-
nakan transportasi online akan berpeluang
meningkatkan kesediaan membayar (WTP)
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dalam upaya menciptakan Energi rendah
emisi sebanyak 1,6 kali. Hal ini sejalan den-
gan penelitian (Irjayanti, Sari and Rosida,
2021), bahwa seseorang yang telah biasa
menggunakan salah satu transportasi maka
akan cenderung menggunakannya secara
terus menerus. Dengan banyaknya frekuen-
si penggunaan transportasi online maka
akan menggerakna seseorang untuk ikut
serta berkontribusi dalam menjaga udara
bersih di Jakarta.

Variabel waktu tempuh perjalanan
menggunakan transportasi online memper-
lihatkan adanya pengaruh signifikan terha-
dap peluang membayar. Semakin lama wak-
tu tempuh seseorang dalam menggunakan
transportasi online maka akan berpeluang
sebesar 2 kali dalam mempengaruhi ses-
eorang untuk bersedia membayar dalam
upaya menciptakan Energi rendah emisi
dibandingkan pengguna transportasi online
yang memiliki waktu tempuh perjalanan

lebih sedikit/rendah.

Variabel jarak tempuh perjalanan menun-
jukan bahwa semakin pendek jarak tempuh
seseorang dalam menggunakan transportasi
online maka akan semakin berpeluang un-
tuk bersedia membayar upaya menciptakan
Energi rendah emisi. Hasil penelitian terkait
dengan jarak tempuh, sejalan dengan hasil
penelitian (Ashalatha, Manju and Zacharia,
2013), bahwa semakin pendek jarak tempuh
seseorang maka akan semakin efektif dalam
pengeluaran biaya transportasi yang dikelu-
arkan sehingga berpeluang untuk memba-
yar (Breffie, Morey and Lodder, 2018).

Variabel sikap terhadap upaya men-
ciptakan udara bersih di DKI Jakarta ditun-
jukan dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 atau < a1 %. Hal ini menunjukan bah-
wa semakin peduli dan baik sikap pengguna
transportasi online dalam upaya mencip-
takan Energi rendah emisi maka akan cend-
erung meningkatkan kesediaan membayar
sebanyak 106 kali. Hal ini sejalan dengan
penelitian (MacKerron et al., 2009), bah-
wa faktor sikap seseorang terhadap peduli

lingkungan akan lebih menunjukan partisi-
pasinya dalam menjaga udara bersih.

Tabel 4 Hasil perhitungan regresi linear

Unstandardized Sig.
Variabel Coefficients
Bebas Std.
B
Error
(Constant) -0,312 0,223 0,162
Jenis kelamin | -o0,001 0,029 0,975
Umur 0,074 0,044 0,094
Pendidikn 0,020 0,034 0,555
Pekerjan 0,094 0,032 0,003
Status kawin 0,059 0,042 0,163
Pendapatani -0,133 0,041 0,001
Pendapatan2 -0,113 0,050 0,024
Tempat ting- 0,048 0,031 0,116
gal
Frekuensi 0,086 0,029 0,003
Perbulan
Waktu Tem- 0,088 0,038 0,020
puh
Jarak Tempuh -0,132 0,038 0,001
Pengetahuan 0,255 0,218 0,242
Sikap 0,281 0,050 0,000

Dependent Variable: besaran nominal WTP
*) Sign pada o 5%, **) Sign pada a1 %

Berdasarkan tabel diatas diketahui bah-
wa variabel pekerjaan mempengaruhi peng-
guna transportasi online membayar untuk
upaya menciptakan Energi rendah emisi.
Semakin banyak pengguna transportasi on-
lineyang bekerja di sektor formal maka akan
cenderung berpengaruh terhadap besaran
kesediaan membayar. Variabel pendapatan
menunjukan adanya signifikansi, artinya se-
makin rendah tingkat pendapatan pengguna
transportasi online maka akan berpengaruh
terhadap besaran nominal yang dibayarkan
untuk upaya menciptakan Energi rendah
emisi. Variabel frekuensi perjalanan meng-
gunakan transportasi online berpengaruh
signifikan, dimana semakin banyak penggu-
na transportasi online melakukan perjala-
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nan maka akan berpengaruh terhadap besa-
ran nominal yang dibayarkan dalam upaya
menciptakan Energi rendah emisi.

Waktu tempuh perjalanan berpengaruh
positif terhadap besaran biaya upaya men-
ciptakan Energi rendah emisi, semakin lama
waktu tempuh perjalanan menggunakan
transportasi online maka akan berpengaruh
terhadap besaran WTP. Demikian juga pada
variabel jarak tempuh menunjukan nilai
signifikan, dimana semakin pendek jarak
tempuh maka akan berpengauh dalam me-
nentukan besaran nominal yang ingin diba-
yarkan oleh pengguna transportasi online
untuk menjaga udara bersih melalui upaya
menciptakan Energi rendah emisi. Sebagai
ilustrasi, apabla terjadi penurunan penggu-
naan bahan bakar pada transportasi sebesar
20%, maka akan membantu menurunkan
konsumsi bahan bakar secara nasional sebe-
sar 10% (North et al., 2019). Dalam konteks
penurunan emisi nasional dapat dikatakan
bahwa kunci keberhasilan penurunan emi-
si pada sektor transportasi adalah efsiensi;
semakin efsien sistem transportasi, semakin
berkurang emisi yang dihasilkan.

Demikian juga dengan variabel sikap
terhadap upaya menciptakan Energi rendah
emisi, dimana variabel ini menunjukan nilai
yang signifikan 0,000 atau o 1 %. Artinya
semakin baik sikap pengguna transportasi
online dalam menjaga udara bersih maka
akan berpengaruh dalam keputusan kesediaan
membayar untuk upaya menciptakan Ener-
gi rendah emisi. Sikap itu sendiri meliputi
instrumen kognitif berupa keyakinan ses-
eorang untuk melakukan sesuatu, instru-
men afektif menyangkut aspek emosional,
dan instrumen konatif yang meliputi aspek
kecenderungan bertindak sesuai dengan
sikapnya. Komponen afektif atau aspek
emosional biasanya berakar paling dalam
sebagai komponen sikap, yang paling ber-
tahan terhadap pengaruh yang mungkin
mengubah sikap (Chen and Hu, 2020). Da-
lam hal ini pengguna transportasi online
yang bersedia membayar upaya mencip-
takan Energi rendah emisi telah memenuhi

ketiga komponen sikap itu sendiri.

Tabel 4 Uji hipotesis secara simultan

Model Sumof | F Sig.
Squares
Regres- 17.037 13 7.030 | .000"
sion
Residual 175.237 940
Total 192.274 953

Selanjutnya berdasarkan uji hipotesis
secara simultan, diketahui bahwa nilai sig-
nifikansi untuk hasil analisis regrei linear
sebesar 0,000 atau o < 0,005. Artinya secara
bersama-sama variabel bebas berpengaruh
terhadap besaran nominal kesediaan mem-
bayar (WTP). Hal ini menunjukan bahwa
masyarakat pengguna transportasi online
sudah memiliki kesadaran dan kesediaan
dalam ikut serta menjaga kualitas udara da-
lam mencapai keberlanjutan lingkungan.
Karena sejatinya Keberlanjutan lingkungan
(environment sustainability) tidak dapat
terwujud hanya lewat campur tangan dari
pemerintah saja, namun akan lebih mudah
terwujud bilamana setiap manusia men-
yadari pentingnya menjaga lingkungan se-
hingga terwujudnya kualitas hidup yang
lebih baik dan keberlanjutan lingkungan
(Khoirina, Farina; Sri Opti; Ludwina, 2016).

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Std.
Adjusted | Error of
Model R R Square R Square | the Esti-
mate
1 .298¢ .089 .076 43177

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kes-
impulan bahwa diperoleh hasil koefisien
determinasi R-square sebesar 0,089, artin-
ya bahwa variabel bebas dalam penelitian
ini secara bersama-sama memberikan pen-
garuh efektif sebanyak 8,9% terhadap besa-
ran nominal kesediaan membayar upaya
penyeimbangan karbon pengguna transpor-
tasi online di DKI Jakarta, sedangkan sisan-
ya sebanyak 92,1% dipengaruhi oleh faktor
lain.
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Berdasarkan hasil perhitungan analisis re-
grei linear diketahui model persamaan pe-
nelitian ini sebagai berikut:

WTP -0,312-0,001.X +0,074.X_+0,020.

= X +0,094.X +0,059.X -0,133.X-0,113.
X7+0,048.X8+0,o86.X +0,088.X -
0,132.X +0,255.X +0,281. 5

Tindaklanjut Kesediaan membayar da-
lam implementasi menciptakan Energi
rendah emisi sebagai upaya mencip-
takan kota yang berkelanjutan

Implementasi kebijakan pemerintah
daerah dapat mengadopsi kebijakan pada
level nasional dengan menggabungkan se-
bagian atau seluruhnya saat ini (tingkat
otoritas kota dan pemerintah pusat). Secara
khusus, ke tingkat nasional tetapi juga di
tingkat lokal (misalnya, Badan Pengelolaan
Dana LH), dua kebijakan dapat diusulkan
untuk diadopsi. Pemerintah Indonesia san-
gat komit terhadap permasalahan perubah-
an iklim. Hal ini dibuktikan dengan adanya
target NDC (Nationally Determination Con-
tribution) yang telah disampaikan dalam
acara perubahan iklim secara internasional,
dimana pencapaian pengurangan emisi gas
rumah kaca Indonesia pada tahun 2030 ini
adalah sebesar 29% atas kemampuan sendi-
ri dan sampai dengan 41% dengan dukun-
gan internasional. Untuk mencapai target
tersebut. salah satu instrumen dalam nilai
ekonomi karbon ada yang disebut dengan
pajak karbon. Pajak karbon diistilahkan di
dalam undang-undang disampaikan bahwa
adapungutanataskarbon. Tujuanadanya pa-
jak karbon yaitu untuk mengubah perilaku
pelaku ekonomi, dari yang tadinya mungkin
tinggi karbon menjadi yang rendah karbon
kemudian untuk mendukung penurunan
emisi dan mendorong inovasi dan investasi.
Dengan prinsip adil, terjangkau dan diim-
plementasikan secara bertahap atau grad-
ual. Secara definisi memang luas, jika dili-
hat lagi bahwa pajak karbon dikenakan atas
emisi karbon yang memberikan dampak
negatif bagi lingkungan hidup, yakni ada
2 kegiatan besar yang dapat dikenai pajak

karbon antara lain pembelian barang yang
mengandung karbon atau aktivitas yang
menghasilkan emisi karbon.

Dapat dipahami bahwa adanya rasa
khawatir jika penerapan pajak karbon saat
ini akan mengakibatkan ketidakstabilan
negara. Seperti dalam beberapa waktu ter-
akhir adanya kenaikan harga bahan bakar
(BBM) dan sembako, bantuan pokok dan
sebagainya. Penerapan pajak karbon walau-
pun masih terbatas namun kita harus yakin
bahwa kebijakan ini merupakan cikal bakal
dari komitmen bangsa dan negara kita un-
tuk menciptakan pertumbuhan lingkun-
gan hidup yang lebih berkelanjutan. Ten-
tu dalam waktu yang masih menunggu ini
adalah kesempatan bagi pemerintah untuk
melihat sejauh mana masyarakat khusus-
nya di wilayah DKI Jakarta terbiasa untuk
peduli akan adanya penurunan tingkat emi-
si karbon. Terkait dengan hasil penelitian,
menyebutkan bahwa rata-rata dari penggu-
na transportasi online yang beraktivitas di
Jakarta, yakni sebesar 58,4% bersedia untuk
berpartisipasi dalam upaya menciptakan
Energi rendah emisi. Hal ini merupakan
sinyal yang baik bagi pemerintah dalam up-
aya implementasi kebijakan carbon pricing
dengan harapan masyarakat secara umum
akan sadar terhadap jumlah karbon yang
dihasilkan dari setiap melakukan perjala-
nan dengan menggunakan moda transpor-
tasi. Selain itu, ditinjau dari sisi kebijakan
keuangan, harmonisasi pajak dilakukan un-
tuk mendorong sektor yang fokus ke arah
energi bersih, serta baru terbarukan. Den-
gan adanya kebiajakan pajak karbon akan
menjadikan pilar yang baik dalam pengu-
rangan polusi udara akibat emisi karbon.
Jadi jangan sampai kehilangan peluang (loss
opportunity) untuk melakukan pemben-
ahan yang lebih sistematis dan lebih kuat
lagi Jadi bagaimana kita bisa membangun
sumber daya, meningkatkan kapabilitas dan
memperkuat tata kelola pengendalian emi-
si karbon dari sektor transportasi. Beberapa
elemen dari tata kelola pemerintahan yang
masih harus disiapkan lagi seperti rencana
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mekanismenya peta jalan maupun regulasi
terkait lainnya. Hal detail itulah yang ha-
rus didorong selagi masih ada waktu. Ma-
sukan-masukan bagi pemerintah agar eko-
sistem dari pajak karbon ini bisa bisa hidup
dengan berkembang dengan baik.

Penurunan kualitas lingkungan di
perkotaan antara lain disebabkan oleh
emisi karbon dari kendaraan bermotor da-
lam hal ini transportasi online. Untuk itu,
diperlukan strategi bagi kehidupan mas-
yarakat perkotaan yang berkelanjutan dan
lebih baik. Seperti yang ditampilan dalam
gambar berikut ini, dalam rangka menuju
implementasi pajak karbon di tahun 2025,
upaya menciptakan Energi rendah emisi di
sektor transportasi khususnya transportasi
online dapat menjadi system transisi atau
juga dapat memberikan kebiasaan kepa-
da masyarakat untuk dapat berpartisipasi
dalam pengurangan karbon dari segala ak-
tivitas yang menciptakan karbon sebelum
benar-benar pajak karbon di implementa-
sikan. Strategi ini bertujuan untuk mem-
bantu perbaikan kondisi masyarakat dunia
termasuk masyarakat perkotaan yang me-
liputi dua kebutuhan. Pertama, memasti-
kan komitmen dilaksanakannya etika baru
untuk kehidupan berkelanjutan dan me-
nerjemahkan prinsip-prinsipnya menjadi
kenyataan. Kedua, mengintegrasikan kon-
servasi dan pembangunan, di mana konser-
vasi (upaya penegelolaan sumberdaya alam)
adalah kegiatan untuk mempertahankan
kapasitas bumi, dan pembangunan ditun-
jukkan agar manusia di mana saja mendapa-
tkan kebahagiaan secara berkelanjutan, kes-
ehatan dan terpenuhinya kecukupan hidup.
Langkah ini menjadikan cikal bakal untuk
terciptanya lingkungan yang berkelanjutan
kedepannya.

Ratnawati (2016), mengatakan bah-
wa kota keberlanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup berkaitan erat dengan
transportasi. Transportasi yang baik mer-
upakan jantung dari kota keberlanjutan
hingga ketingkat global. Setelah keluarn-
ya peraturan terkait dengan Pajak karbon

di Indonesia, terdapat beberapa kelebihan
mekanisme dalam penerapannya yaitu me-
nerapkan prinsip Polluter pay principles jadi
siapa yang mencemari dialah yang mem-
bayar, mendukung penurunan emisi, men-
dorong investasi dan inovasi. Peningkatan
kualitas gaya hidup (lifestyle) masyarakat di
perkotaan diharapkan dapat dilakukan den-
gan mengendalikan sistem ekologi, sosial,
dan ekonomi. Kualitas kota yang baik yaitu
kota dimana dapat membuat penduduknya
menjadi senang dan nyaman dalam melaku-
kan kehidupannya di alam kota, tidak ada
permasalahan sosial, budaya, lingkungan,
serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang
baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam mewujudkan peningka-
tan kualitas kehidupan masyarakat perkota-
an harus dibutuhkan peran dari pemerintah
kota sebagai pihak yang diberi mandat oleh
masyarakat.

polluter pays principle

' Q

L o4 -

(0ECD]

Pemerintah Jakarta & BPDLH Hadir
Pengelolaan dana lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan pada
prinsip transparan, efektif, efisien, =
proporsional dan akuntabel |

Toward Sustainable city

Sumber: Internet, diolah 2022

Gambar 1 Skema kesediaan membayar kar-
bon dalam mendukung kota berkelanjutan

Menurut (Liu, 2013) Dana partisipasi
masyarakat terhadap upaya menciptakan
Energi rendah emisi harus didekatkan se-
dekat mungkin kepada pencemaran yang
akan dikontrol dalam hal ini Kota Jakarta,
jika keterhubungannya lemah, maka upaya
menciptakan Energi rendah emisi tersebut
akan gagal dalam memberikan dampak yang
seharusnya diberikan guna mengatasi upa-
ya penurunan polusi udara atau perbaikan
lingkungan. Dalam hal menciptakan Energi
rendah emisi di sektor transportasi di Jakar-
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ta dapat di impelementasikan dengan upaya
penggunaan energi biofuel. Adapun upaya
menciptakan Energi rendah emisi secara
sukarela yang dapat diimplementasikan
meliputi, langkah-langkah efisiensi energi,
produksi energi rendah karbon, penghan-
curan Gas Rumah Kaca (GRK), penanaman
pohon, kegiatan peningkatan rendah kar-
bon, dan banyak lainnya (Gillenwater et al.,
2007). Semua upaya itu dapat diakukan un-
tuk terwujudnya masyarakat dan kota jakar-
ta yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskripsi
menggunakan tabulasi silang terhadap 954
responden, diketahui bahwa seluruh varia-
bel bebas (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan,
Pekerjaan, Status Perkawinan, Pendapatan
per bulan, Kabupaten/Kota tempat tinggal,
Frekuensi Penggunaan Transportasi online,
Waktu tempuh perjalanan, Pengetahuan
polusi Udara, Sikap terhadap polusi Uda-

DAFTAR PUSTAKA

ra) menunjukan kecenderungan responden
pengguna transportasi online sadar dan
peduli terhadap upaya menjaga udara bersih
di DKI Jakarta hal ini dibuktikan dengan
hasil penelitian yang menunjukan bahwa
sebanyak 633 responden atau 62,51% re-
sponden bersedia untuk membayar (WTP)
dalam menjaga udara bersih dengan upa-
ya implementasi penggunaan bahan bakar
rendah emisi di Jakarta. Hal ini menunju-
kan adanya kesadaran dan potensi partisi-
pasi masyarakat terhadap upaya penyeim-
bangan karbon dari pengguna transportasi
online. Potensi ini harus direspon baik oleh
pemerintah DKI Jakarta dengan melakukan
koordinasi dengan pemerintah pusat dalam
hal ini Badan pendanaan lingkungan hidup
untuk dapat dilakukan monitoring, evalua-
si dan upaya tindaklanjut dari pemanfaatan
kegiatan partisipasi masyarkat dalam imple-
mentasi penggunaan bahan bakar rendah
emisi.
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Abstrak

Co-firing biomassa merupakan salah satu sumber energi terbarukan potensial ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan co-firing biomassa ini juga belum banyak
dikembangkan, sehingga bisnis ini akan memberikan keuntungan yang besar. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisa nilai keekonomisan co-firing biomassa ramah lingkun-
gan berbasis masyarakat. Metode penelitian terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan
data, analisis data, diskusi mitra dan analisis lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bah-
wa Konsumsi biomassa untuk implementasi co-firing PLTU Jeranjang semakin meningkat
dengan rencana co-firing 5% setiap tahunnya hingga mencapai 30%. Konsumsi tersebut
akan berdampak pada pemanfaatan biomassa menjadi lebih optimal. Pendapatan dan pel-
uang bisnis biomassa sebagai bahan bakar menjadi pasar yang terbuka dan memiliki pros-
pek menjanjikan.

Kata Kunci: co-firing, biomassa, energi terbarukan.

Abstract

Co-firing of biomass is a potential renewable energy source that is environmentally friendly
and sustainable. The development of co-firing biomass has also not been developed much, so
this business will provide big profits. The purpose of this research is to analyze the economic
value of community-based eco-friendly biomass co-firing. The research method consists of
four stages, namely data collection, data analysis, partner discussion and follow-up analysis.
The results of the study show that the consumption of biomass for co-firing PLTU Jeranjang
is increasing with a co-firing plan of 5% annually to reach 30%. This consumption will have
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an impact on the utilization of biomass to be more optimal. Revenue and business opportu-
nities for biomass as fuel are an open market and have promising prospects.

Keywords: co-firing, biomass, renewable energy.

PENDAHULUAN

Permintaan energi diperkirakan akan
terus tumbuh sebagai akibat dari pertumbu-
han ekonomi dan pertumbuhan penduduk.
Penggunaan energi baru dan terbarukan
bertujuan untuk menekan emisi rumah
kaca. Pertumbuhan permintaan bauran en-
ergi baru dan terbarukan pada tahun 2025
paling sedikit 23% dan 31% pada tahun
2050 (DEN, 2019). Dengan laju pertumbu-
han penduduk yang cukup tinggi dan pere-
konomian nasional yang berkembang pesat,
diperlukan pasokan energi untuk men-
dukung kegiatan ekonomi menjadi sangat
penting. Berbagai komposit biomassa dapat
diproduksi menjadi bioenergi. Kompos-
it biomassa ini, seperti produk pertanian,
sisa hasil hutan, tanaman energi, berbagai
sampah organik, senyawa organik yang di-
hasilkan dari limbah padat, dan tumbuhan
berotasi pendek (Mahidin et al. 2020).

Bahan baku dari hasil pertanian yang
melimpah dapat dihasilkan melalui berb-
agai proses. Hasil dari proses ini dapat di-
gunakan langsung untuk menghasilkan
panas dan energi listrik. Namun konsumsi
listrik di Indonesia saat ini masih bergan-
tung pada penggunaan bahan bakar fosil
atau batu bara, sehingga diperlukan bahan
subtitusi (co-firing) (Siagian et al. 2021).
Karakteristik utama bahan utama co-firing
tersebut adalah ramah lingkungan yaitu
biomassa. Co-firing biomassa sebagai sub-
titusi batubara sangat menjanjikan. Secara
umum energi primer biomassa diharapkan
dapat meminimalisir penggunaan batu
bara. Keunggulannya adalah pemerintah
mendorong pembentukan energi alternatif,
meningkatkan efisiensi PLTU, dan lebih ra-
mah lingkungan. Disisi lain pengembangan
energi biomassa berimplikasi pada pening-
katan akses masyarakat dan tetap memper-

hatikan aspek kelastarian hutan.

Konsumsi energi bruto akhir dari
semua sumber energi di seluruh dunia pada
tahun 2019 adalah 379 Exajoule, di mana
energi terbarukan menyumbang 17%, 85%
dari pasokan domestik berasal dari sumber
biomassa padat, termasuk sumber biomassa
konvensional, serpihan kayu, dan pelet kayu
(Sertolli et al. 2022). Peningkatan nilai tam-
bah terutama limbah biomassa dari hasil
pertanian dan kehutanan dapat dimanfaat-
kan sebagai energi panas, karena limbah
biomassa tersebut ramah lingkungan dan
menghasilkan emisi karbondioksida (CO,)
yang relatif lebih rendah. Biomassa sebagai
energi primer untuk implementasi co-firing
biomassa menjadi peluang bisnis besar dan
memiliki tantangan kedepannya.

Salah satu provinsi di Indonesia yang
mengalami pertumbuhan dan perkem-
bangan dibidang pertanian adalah Nusa
Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok.
Perkembangan sektor industri hasil perta-
nian dan kehutanan di NTB dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Terbukti
bahwa Kabupaten Lombok Timur, Tengah
dan Barat sebagai pelaku terbesar industri
tersebut (BPS, 2020). Output industri hasil
pertanian dan kehutanan (penggergajian
kayu) adalah limbah berupa sekam padi,
tongkol jagung dan serbuk gergaji. Jenis
limbah tersebut belum banyak dimanfaat-
kan secara komersial, hanya saja banyak
digunakan sebagai media tumbuh jamur ti-
ram dan pupuk organik.

Biomassa digunakan sebagai bahan
bakar substitusi pada bahan bakar batuba-
ra. Disisi lain biomassa ini juga direkomen-
dasikan untuk bahan bakar industri tahu
dan tempe, industri bata serta pengovenan
tembakau di Lombok guna terciptanya ek-
sistensi hutan yang berkelanjutan, baik
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ekologi, sosial dan ekonomi. Harapannya
nilai pendapatan masyarakat bertambah
dan menciptakan lapangan kerja baru. Tu-
juan dari penelitian ini adalah menganalisa
nilai keekonomisan co-firing biomassa ra-
mah lingkungan berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari em-
pat tahap yaitu pengumpulan data, analisis
data, diskusi mitra dan analisis lanjutan.
Teknik pengumpulan data melalui analisis
data sekunder, studi literatur dan survey
lapang. Survey lapang dilakukan ke loka-
si. Selama pelaksanaan survey, juga akan
dilakukan pengamatan terhadap limbah ha-
sil pertanian dan kehutanan sebagai bahan
baku co-firing PLTU dan Target pasar lainn-
ya. Kemudian dilakukan analisis data awal
dilakukan terhadap komoditas yang akan
dikembangkan berdasarkan ketersedian
bahan baku dan proses bisnis. Selanjutnya
diskusi mitra diperuntukkan untuk alterna-
tif jenis komoditas limbah biomassa yang
dapat dikembangkan menjadi co-firing
berdasarkan analisis data sebelumnya. Ber-
dasarkan jenis komoditas terpilih, kemudi-
an dilakukan analsis lanjutan.

HASIL DAN DISKUSI

Potensi Biomassa di Nusa Tenggara
Barat

Nusa Tenggara Barat sebagai salah
satu daerah penghasil jagung dan beras,
sehingga potensi biomassa dari hasil per-
tanian tersebut sangat menjanjikan. Disisi
lain pemanfaatan serbuk gergaji kayu dari
kayu bulat berpotensi juga sebagai limbah
biomassa. Berdasarkan survey lapang ketiga
jenis biomassa tersebut belum dimanfaat-
kan secara optimal oleh masyarakat. Nusa
Tenggara Barat disebut juga sebagai salah
satu penyangga pangan nasional. Berdasar-
kan data dari BPS hasil produksi jagung,
padi dan kayu bulat disajikan pada Gambar
berikut:
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Gambar 1. Luas Panen, Produksi Jagung
Tahun 2013-2015
Sumber: BPS NTB, 2015.

Berdasarkan Gambar 1 menunjuk-
kan bahwa luas panen dan produksi jagung
di Nusa Tenggara Barat semakin mening-
kat dari tahun 2012-2015. Produksi jagung
tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar
959.972,92 ton/ha/tahun, sedangkan pro-
duksi terendah terdapat pada tahun 2013
sebesar 633.773 ton/ha/tahun.

Selanjutnya adalah potensi sekam
padi sebagai limbah biomassa. Berdasarkan
data BPS tahun 2019-2020, menunjukkan
bahwa tidak terjadi secara signifikan pola
panen selama 2 tahun terakhir. Perkemban-
gan produksi padi disajikan pada Gambar
berikut:

= 200 -

Gambar 2. Produksi padi Tahun 2019-2020
Sumber: BPS NTB, 2020.

Produksi padi tertiggi terjadi pada
April tahun 2020 mencapai 386,86 ribu ton
dan produksi terendah terjadi pada bulan
Desember mencapai 21,09 ribu ton. Demiki-
an juga pada tahun 2019 peningkatan pro-
duksi padi tertinggi terjadi pada April dan
produksi padi terendah terjadi pada bulan
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Desember. Peningkatan produksi padi pada
tahun 2020 mengalami peningkatan sig-
nifikan pada tahun 2020 apabila dibanding-
kan tahun 2019.

Selanjutnya rata-rata produksi kayu
bulat dan gergajian di NTB diperoleh dari
BPS tahun 2021 disajikan pada Gambar beri-
kut:
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Gambar 3. Produksi Kayu Bulat dan Gerga-
jian Tahun 2019-2021
Sumber: DLHK NTB, 2021.

Produksi kayu bulat maupun kayu
gergajian tahun 2019-2021 dapat jelaskan
bahwa pola produksi kedua kayu tersebut
tidak mengalami perbedaan. Secara kes-
eluruhan produksi kayu bulat dan gerga-
jlan mengalami peningkatan pada tahun
2019 sampai 2020, namun pada tahun 2021
terjadi penurunan produksi kayu. Produksi
kayu bulat dan kayu gergajian tertinggi ter-
jadi pada tahun 2020 sebesar 5320,91 m3/ta-
hun untuk kayu bulat dan 3022,33 m3/tahun
untuk kayu gergajian. Sementara produksi
kayu bulat dan gergajian terendah terjadi
pada tahun 2021 sebesar 2027,54 m3/tahun
untuk kayu bulat dan 409,54 m3/tahun un-
tuk kayu gergajian.

Pemanfaatan biomassa dari produksi
jagung, padi dan kayu merupakan sumber
potensial yang menjadi sasaran utama peng-
gunaan co-firing biomassa ataupun bahan
bakar industri rumah tangga. Hasil temuan
di lapang bahwa rata-rata limbah biomassa
dari hasil pertanian atau kehutanan belum
dimanfaatkan secara optimal. Berikut ha-

sil temuan tongkol jagung dan sekam padi
disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 4. Biomassa Jagung dan Sekam
Padi

Sumber: Observasi

Umumnya penggunaan biomassa se-
bagai bahan bakar dibeberapa institusi di In-
donesia telah berkembang, walaupun tidak
sepenuhnya berjalan komersil. Sebagai con-
toh aplikasi penggunaan teknologi co-firing
biomassa pada PLTU untuk produksi listr-
ik dengan daya 3 x 25 MW PLTU Jeranjang,
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Peng-
gunaan energi terbarukan saat ini menjadi
perhatian khususnya di Indonesia. Konsep
pemanfaatan biomassa ini merujuk pada
bahan bakar ramah lingkungan dan dapat
diperbaharui.

Energi biomassa merupakan pelu-
ang untuk berkontribusi tidak hanya pada
mitigasi keseluruhan usaha, tetapi juga un-
tuk tujuan sosial ekonomi lainnya karena
manfaat ini melekat dalam produksi siklus
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energi biomassa. Pengembangan biomassa
industri, dan kebijakan untuk mendoron-
gnya, dapat membawa dampak ekonomi
dan lingkungan menjadi saling mengun-
tungkan, menyelamatkan lingkungan dari
ancaman limbah pertanian. Hal Ini dapat
memberikan pengaruh signifikan terhadap
nilai ekonomis, manfaat sosial, dan lingkun-
gan.

Analisis Calon Penerima Biomassa

Biomassa sebagai bahan alternatif
pengganti bahan bakar fosil karena lebih
terjangkau dari segi harga dan aksesbili-
tas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,
sehingga penggunaan biomassa pada skala
industri maupun rumah tangga perlu diter-
apkan. Target pasar penerima biomassa di
NTB, khususnya Pulau Lombok diantaran-

ya:
Industri Tahu dan Tempe

Penggunaan biomassa pada skala in-
dustri memiliki prospek yang cukup baik,
seperti pada industri makanan yang meng-
gunakan bahan bakar cukup besar untuk
memasak, salah satu indutri makanan terse-
but adalah pembuatan tahu dan tempe

Gambear 5. Industri Tahu dan Tempe
Sumber: Observasi

Berdasarkan survey lapang pembua-
tan tahu dan tempe sangat sesuai untuk
menggunakan bahan bakar biomassa, kare-
na memerlukan waktu pembakaran cukup
lama yaitu 12 jam sehingga perlu menggu-
nakan bahan bakar yang murah dan memi-
liki daya tahan pembakaran maksimal.

Industri Pembuatan Bata

Penggunaan biomassa sangat sesuai
pada indutri pembuatan bata karena proses
pembakaran untuk bata diperlukan waktu
sekitar 24 jam sehingga diperlukan bahan
bakar yang murah dan tahan pembakaran
cukup lama. Gambaran industri pembuatan
bata di Lombok hampir terdapat disemua
Kabupaten ataupun Kota.

Gambar 6. Industri Bata
Sumber: Observasi

Berdasarkan survei lapang, selama
proses pembakaran memerlukan sekam
padi dalam jumlah cukup banyak yaitu 20-
25 karung kwintal untuk satu kali produksi
(2000 bata/produksi).

Industri Tembakau

Industri tembakau merupakan
kegiatan musiman di Pulau Lombok.
Penggunaan bahan bakar pada industri
ini sangat besar, karena jumlah tungku
pembakaran untuk tembakau hampir
tersebar di seluruh wilayah Lombok.
Pengovenan tembakau dilakukan sela-
ma 9-10 kali. Ketika pengovenan bahan
utama yang digunakan adalah kayu da-

lam jumlah yang besar.
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Gambar 4. Industri Tembakau
Sumber: Observasi

Berdasarkan hasil survey sumber
bahar bakar berasal dari kayu hutan
dan kebun masyarakat. Namun keterse-
diaan kayu di hutan perlu di lestrarikan.
Sehingga untuk meminimalisir pen-
gambilan kayu dari hutan, penggunaan
biomassa sangat direkomendasikan.
Dengan demikian pasar target untuk
bisnis biomassa untuk bahan bakar
pengovenan tembakau di pulau Lom-
bok merupakan target pasar saat ini dan

masa mendatang.

PLTU Jeranjang

Biomassa dapat dimanfaatkan juga
untuk subtitusi bahan bakar PLTU. Pulau
Lombok memiliki 3 unit PLTU Jeranjang
dengan masing-masing setiap unit PLTU
dengan kapasitas 1 x 25 MW. Mekanismenya
adalah PLTU mengubah energi panas da-
lam bentuk uap bertekanan dan temperatur
tinggi yang diubah menjadi energi mekan-
ik, aspek pembakaran sangat diutamakan,

Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia

sehingga diperlukan bahan bakar yang tah-
an lama yang dapat menghantarkan panas
dengan baik dan memiliki harga yang mu-
rah. Penggunaan biomassa sangat dianjur-
kan, karena biomassa memiliki harga yang
terjangkau, tahan lama dan baik dalam
menghantarkan panas. Pada bisnis biomas-
sa untuk co-firing PLTU jika melihat kap-
asitas PLTU di Pulau Lombok, maka pasar
biomassa sangat relevan, mengingat mem-
butuhkan bahan bakar dalam jumlah yang
banyak.

Keunggulan Co-firing Biomassa

Co-firing pada Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) dilakukan sebagai up-
aya peningkatan penggunaan bahan bakar
terbarukan. Bisnis co-firing PLTU berpo-
tensi sangat baik untuk dikembangkan, hal
ini dikarenakan penggunaan co-firing
biomassa terutama bagi Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) terus meningkat. Selain
ramah lingkungan penggunaan hasil limbah
pertanian dan kehutanan dapat meningkat-
kan efisiensi PLTU maupun industri mas-
yarakat. Pengembangan co-firing ini juga
belum banyak dikembangkan, sehingga
bisnis ini akan memberikan keuntungan
yang besar, dan memiliki pasar yang jelas
baik untuk PLTU, industri skala menengah
ataupun kegiatan eksport (perdagangan).
Bisnis co-firing ini juga sebagai upaya untuk
mewujudkan dan mendukung kontribusi
energi terbarukan pada bauran energi na-
sional, Program ini juga berdampak positif
pada pengembangan ekonomi masyarakat
yang produktif. Dengan implementasi
co-firing biomassa, kualitas udara dalam
jangka panjang khususnya di daerah pem-
bangkit menjadi lebih bersih dan sehat.

Keberlangsungan Co-firing Biomassa

Potensi usaha energi terbarukan
bidang biomassa di Indonesia, khususnya
di Wilayah Nusa Tengga Barat, masih terbu-
ka lebar, sebagaimana telah dijelaskan pada
keunggulan. Keterkaitan manfaat program,
termasuk perolehan bahan baku yang san-
gat mudah diperoleh di wilayah Nusa Teng-
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gara Barat khususnya Lombok, dimana seti-
ap petani memiliki stok yang cukup untuk
memenuhi bahan baku setiap kali produksi,
sehingga dapat mengurangi limbah perta-
nian maupun kehutanan. Bahan baku yang
melimpah tersebut menjadikan usaha ini
menjanjikan dari segi ketersedian biomassa.

Faktor lain yang menjadikan usaha
biomassa ini menjanjikan adalah kerjasama
yang dijalin antara industri maupun rumah
tangga serta masyarakat. Disisi lain kebija-
kan dapat memperkuat kelayakan finansial
dengan sistem perusahaan besar. Instrumen
ini dapat didorong oleh empat tujuan yaitu
memastikan sumber daya biomassa digu-
nakan, merangsang penelitian, pengem-
bangan, dan demonstrasi, mendukung
diseminasi teknologi, dan mendorong in-
dustrialisasi pedesaan pengembangan en-
ergi biomassa. Harapannya pendapatan
petani dari penjualan biomassa ke pemban-
gkit listrik ataupun industri lainnya dapat
berpengaruh signifikan terhadap dampak
ekonomi, terutama di daerah pertanian
yang memiliki pendapatan relatif rendah,
namun memiliki memiliki sumber daya
biomassa yang cukup.

Analisis Co-firing Biomassa

Contoh analisa penerapan co-firing
biomassa adalah PLTU Jeranjang yang ter-
letak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa
Tenggara Barat. PLTU Jeranjang memiliki
total kapsitas 75 MW dengan masing-mas-
ing kapasitas 1 x 25 MW. Analisa penggu-
naan biomassa untuk PLTU direncanakan
secara bertahap yaitu dari 5% dari target
co-firing sebesar 30%. Perhitungan kebutu-
han biomassa sebagai bahan subtitusi batu
bara pada PLTU Jeranjang disajikan pada
Gambar berikut:
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Gambar 5. Kebutuhan Biomassa Berdasar-
kan Co-firing
Sumber: Data diolah

Konsumsi biomassa untuk imple-
mentasi co-firing PLTU Jeranjang semakin
meningkat dengan rencana co-firing 5% se-
tiap tahunnya hingga mencapai 30%. Kon-
sumsi tersebut mengindikasikan sebagai
pasar yang besar untuk meningkatkan pre-
konomian daerah. Selain itu konsumsi bio-
massa tersebut akan berdampak pada pe-
manfaatan biomassa menjadi lebih optimal.

Implementasi biomassa diperlukan
pengaturan ataupun perencanaan untuk
memastikan kebijakan ini menerima im-
plementasi dan koordinasi yang tepat di
seluruh instansi utama maupun diberbagai
tingkat pemerintahan. Kemampuan teknis
merupakan sebagai langkah awal yang perlu
diperkuat. Contohnya program pelatihan,
dan dukungan teknis untuk sistem pengem-
bangan biomassa sebagai bahan bakar yang
telah dikembangkan dan disempurnakan
selama bertahun-tahun dan cukup efektif.
Tetapi teknologi dan aplikasi biomassa lain-
nya perlu dikembangkan di tingkat nasional
dan ditransfer ke tingkat provinsi dan lokal,
sehingga biaya dalam pengelolaan biomassa
dapat dikelola dengan baik.

Manfaat Finansial Co-firing Biomassa

Asumsi manfaat finansial yang diper-
oleh apabila bisnis biomassa ini dikembang-
kan berdasarkan kebutuhan co-firing ber-
tahap sebagai contoh pada PLTU Jeranjang
dengan total kapsitas 75 MW dapat dijelas-
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kan melalui Gambar berikut:
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Gambar 5. Pendapatan Biomassa Berdasar-
kan Co-firing
Sumber: Data diolah

Estimasi nilai keekonomisan biomas-
sa berdasarkan harga jual biomassa per ton.
Harga biomassa per ton adalah Rp 626.229.
Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bah-
wa pendapatan dan peluang bisnis biomas-
sa sebagai bahan bakar menjadi pasar yang
terbuka dan memiliki prospek menjanjikan.

Pembakaran  biomassa tanaman
dengan batubara bahkan menjadi pilihan
menarik di antara teknologi pembangkit lis-
trik biomassa, dalam hal adaptasi teknolo-
gi dan manfaat ekonomi. Keuangan dan
ekonominya pengembalian secara signifikan
lebih tinggi daripada opsi lain, karena ini
adalah modifikasi teknis berbiaya rendah
yang memungkinkan pembangkit listrik
tenaga batubara yang ada untuk membakar
biomassa dan mengurangi pasokan batuba-
ra untuk output pabrik yang sama.
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Abstrak

Energi, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau(terbeli), andal, berkelanjutan dan
modern bagi semua. Adalah isu Sustainable Development Goals nomor 7. Pembangunan
berkelanjutan sendiri memiliki prinsip diantaranya pembangunan yang berpusat pada ma-
nusia, memiliki visi jangka panjang serta adanya keterlibatan Pemerintah. Salah satu yang
mampu direalisasikan dalam pembangunan berkelanjutan adalah pengembangan energi
biogas. Bahan baku biogas diantaranya adalah kotoran hewan(sapi). Di Kota Batu Jawa
Timur pengembangan energi biogas mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah dan pi-
hak pihak lain yang peduli terhadap isu energi terbarukan. Penelitian ini adalah analisis
deskriptif dari tradisi pandangan dunia Konstruktivisme dengan menggunakan teori Ap-
propriate Communication for Development of Communities (ACDC). Penelitian ini ber-
tujuan mengetahui interpretasi energi terbarukan pembangunan berkelanjutan melalui
Appropriate Communication for Development of Communities (ACDC) dalam mengem-
bangkan energi biogas di Kota Batu. Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu
Kota Batu Jawa Timur sebagai salah satu wilayah peternak sapi perah di Kota Batu yang
memanfaatkan Limbah Kotoran sapi sebagai energi terbarukan. Periset dalam pengum-
pulkan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam
dilakukan periset kepada Kabid Perencanaan Pembangunan Perekonomian Sumber Daya
Alam Infrastruktur dan Kewilayahan Dinas Bapelitbangda Kota Batu, Pengendali Dampak
lingkungan Ahli Muda Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkun-
gan Hidup Kota Batu, Kepala Dusun Toyomerto Desa Pesanggarahan Kecamatan Batu Kota
Batu, dan Gapoktan Peternak Sapi Perah Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan
Batu Kota Batu. Hasil dari penelitian ini adalah energi biogas limbah kotoran hewan mer-
upakan bahan alami yang ada dilingkungan sebagai salah satu energi terbarukan, mampu
sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan yang ekonomis dan ramah lingkungan.
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Kata Kunci: Pembangunan berkelanjutan, Pengembangan energi biogas, Appro-
priate Communication for Development of Communities (ACDC).

Abstract

Energy, ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all is
the issue of Sustainable Development Goals number 7. Sustainable development itself has
principles including human-centered development, a long-term vision, and the involvement
of the Government. Biogas energy is one of the projects on sustainable development. The raw
material for biogas is animal dung (cow). In Batu City, East Java, biogas energy development
has received good attention from the Government and other parties concerned with renew-
able energy issues. This research descriprive based on the Constructivism worldview tradi-
tion using the theory of Appropriate Communication for the Development of Communities
(ACDC). This study aims to determine the interpretation of renewable energy for sustain-
able development through Appropriate Communication for Development of Communities
(ACDC) in developing biogas energy in Batu City. Toyomerto Hamlet, Pesanggrahan Village,
Batu District, Batu City, East Java, is one of the areas for dairy farmers in Batu City that
utilizes cow dung as renewable energy. Researchers in collecting data using observation and
in-depth interviews. The researcher conducted in-depth interviews with the Head of Planning
for Economic Development, Natural Resources, Infrastructure, Territorial Service, and Re-
gional Research and Development Planning Agency (Bapelitbangda) Batu city. The in-depth
interview also with Environmental Impact Controllers, Young Experts in the Field of Environ-
mental Management and Compliance at the Batu City Environment Service, Head of Toyo-
merto Hamlet, Pesanggarahan Village, Batu District, Batu City, and the Farmers’ Gapoktan
or farmer groups association. Dairy Cows, Toyomerto Hamlet, Pesanggrahan Village, Batu
District, Batu City. The result of this study is that biogas energy from animal waste is a
natural material that exists in the environment as renewable energy, capable of supporting
sustainable development that is economical and environmentally friendly.

Keywords: Sustainable development, Development of biogas energy, Appropriate
Communication for Development of Communities (ACDC)

PENDAHULUAN

SDGs kerangka agenda pembangu-
nan dan kebijakan PBB yang harus diim-
plementasikan mulai 2016 sampai dengan
tahun 2030, SDGs sendiri memiliki 17 tar-
get. Pembangunan berkelanjutan sendiri
menurut Cangara (Cangara: 2020) pemban-
gunan yang memberikan peningkatan nya-
ta dalam kualitas kehidupan manusia, pada
saat yang sama melestarikan vitalitas dan
keragaman di bumi. Maka hal ini bisa kita
sikapi bahwa hidup dibumi adalah mencari
harmoni antara manusia dan alam.

Cangara (Cangara:2020) menge-
mukakan SDGs nomor 7, energi, menja-

min akses terhadap energi yang terjangkau
(terbeli), andal, berkelanjutan dan modern
bagi semua. Kemudian di Indonesia sum-
ber energi yang ada di dikuasai oleh negara
sebagaimana diatur dalam Undang Undang,
yaitu pada pasal 33 ayat (3) Undang Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “ bumi dan airdan
kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “

Energi memiliki peranan penting
bagi masyarakat, pergeseran kebutuhan
energi di masyarakat tampak nyata tatkala
peradapan era industri 1.0 dimulai. Saat ini-
pun kita berada di era industri 4.0, dengan
kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat
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akan energi semakin beragam, mulai dari
kebutuhan sehari hari rumah tangga sampai
kebutuhan energi yang menyangkut hajat
hidup orang banyak.

Matahari pada hakikatnya adalah
sumber energi yang terus tersedia selama
matahari menyinari planet bumi. Indonesia
sendiri memiliki sumber energi alam dalam
jumlah besar, baik energi yang tidak ter-
barukan maupun energi yang terbarukan.
Terkait energi tak terbarukan adalah suatu
energi yang akan bisa habis jika dikonsum-
si/digunakan oleh masyarakat. Upaya Pe-
merintah mengenai hal ini adalah adanya
transisi pada energi terbarukan. Sebagaima-
na kajian yang dilakukan oleh Suhendi
dkk (Suhendi dkk : 2017) tertulis Peratur-
an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ten-
tang Kebijakan Energi Nasional Pasal u
ayat 2 yang menjelaskan tentang prioritas
pengembangan energi nasional sebagai
berikut : - Memaksimalkan penggunaan
energi terbarukan dengan memperhatikan
tingkat keekonomian; - Meminimalkan
penggunaan minyak bumi; - Memanfaatkan
pemanfaatan gas bumi dan energi baru; -
Menggunakan batu bara sebagai andalan
pasokan energi Nasional.

Dalam sebuah Pembangunan per-
an komunikasi sangat dibutuhkan, sumber
informasi yang relevan harus didapatkan
masyarakat untuk membuat suatu kepu-
tusan bagi masyarakat itu sendiri dan bagi
komunitas di dalam masyarakat. Kosep
konsep pemberdayaan yang ada hendaknya
bersifat aktif, sehingga masyarakat mampu
berpartisipatif dalam memberikan umpan
balik atas kemampuan dan kebutuhan suatu
pembangunan sesuai dengan daerahnya. Se-
bagaimana yang dikemukakan oleh Cangara
(Cangara:2020) komunikasi pembangunan
sebagai proses berkelanjutan menekankan
partisipatif sebagai landasan operasional
dimana komunikator dan khalayak pada
posisi yang setara serta pengenalan inova-
si dengan mempertimbangkan kebutuhan
dan kondisi lokal para penerimanya. Begitu
pula menurut Quebral (Cangara: 2020) ko-

(Acdc)

munikasi pembangunan diharapkan dapat
mendorong kearah penciptaan pemerataan
kesempatan dan penghasilan melalui pem-
berian kesempatan sehingga setiap individu
mampu mengembangkan potensi dirinya.

Untuk mewujudkan komunikasi
partisipatif maka diperlukan strategi ko-
munikasi dalam pembangunan. Salah satu
strategi partisipatif dan dialogis bisa kita li-
hat sebagai contoh riset yang dilakukan oleh
Muchtar (2016) PENERAPAN KOMUNIKA-
SI PARTISIPATIF PADA PEMBANGUNAN
DI INDONESIA. Kemudian Dalam konteks
komunikasi pembangunan maka Perenca-
naan komunikasi menjelaskan bagaimana
cara menyebarluaskan pesan yang tepat dari
komunikator kepada khalayak yang tepat,
melalui saluran yang tepat, dan waktu yang
tepat pula. Model Appropriate Communi-
cation for Development of Communication
menurut Cangara (Cangara:2020) adalah
suatu model komunikasi “tepat guna” da-
lam proses interaksi sosial yang demokratis
dan horizontal melalui media yang dipro-
duksi, dikelola dan dikendalikan oleh mas-
yarakat sendiri dan ikut serta menentukan
nilai nilai serta tujuan yang akan dicapai.
Model komunikasi ini beorientasi pada
emansipatif (komunikasi horizontal). Mod-
el ini dirasa cukup relevan dalam strategi
komunikasi pembangunan.

Dinas lingkungan Hidup Kota Batu
Jawa Timur ( wawancara dengan Pengenda-
li Dampak lingkungan Ahli Muda Bidang
Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu) adalah
Dinas yang memiliki tugas pokok mulai
dari pelayanan persampahan, pengendalian
pencemaran, mengawal kebijakan PPLH
(Perlindungan dan Pengelolaan Lingkun-
gan Hidup), peningkatan peran serta Kota
melalui ADIPURA. Secara geografis Kota
Batu berada di hulu das Brantas, dan akan
mengaliri Kabupaten yang ada dibawahnya
(17 Kabupaten sampe ke Surabaya), dengan
demikian limbah yang masuk pada badan
air penerima (sungai, selokan, tanah) harus
mencukupi nilai batas minimal IQA (indeks
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qualitas air).

Kota Batu Jawa Timur, Kota den-
gan masyarakat yang salah satunya memili-
ki mata pencarian sebagai peternak hewan
(sapi potong dan sapi perah). Peternak
menjadi salah satu pilihan mata pencarian
masyarakat di Kota Batu, hal ini melihat
adanya potensi tanah yang subur, terbentan-
gnya lahan lahan hingga kebutuhan pakan
sapi bisa tercukupi. Berdasarkan data bps
Kota Batu(batukota.bps.go.id) 2021 populasi
ternak sapi potong di Kota Batu berjumlah
2550 ekor dan populasi ternak sapi perah
12759 ekor. Maka Kota Batu adalah tempat
yang tepat untuk dikaji terkait pengemban-
gan energi biogas.

Dusun Toyomerto Desa Pesang-
grahan Kecamatan Batu Kota Batu adalah
salah satu Dusun yang masyarakatnya ban-
yak bermata pencarian sebagai peternak,
ternak di Dusun Toyomerto yang dimiliki
masyarakat ditahun 2021 (sebelum penyakit
PMK menyerang hewan ternak sapi) sekitar
1700 ekor. Dengan limbah kotoran sapi yang
berlimpah maka harus ada solusi yang efek-
tif baik bagi masyarakat setempat maupun
Pemerintah sebagai lembaga pembangu-
nan.

Kemudian sebagai contoh riset yang
pernah dilakukan terkait pengembangan
biogas di Kota Batu adalah riset yang dilaku-
kan oleh Sari dkk (Sari dkk :2020) Analisis
Supply Energi Terbarukan Biogas dari Lim-
bah Kotoran Ternak Sapi Perah di Dusun
Wonorejo. riset yang dilakukan oleh Per-
danasari (Perdanasari: 2018) PROFITABIL-
ITAS PEMANFAATAN LIMBAH TERNAK
MENJADI BIOGAS (Studi Kasus: Dusun
Dresel, Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu).
Riset yang dilakukan Sutan dkk (Sutan dkk:
2021) Pengembangan Desa Mandiri Energi
(DME) Berbasis Energi Terbarukan (Bio-
gas) di Desa Gunungsari Kota Batu yang
mendapat perhatian dari program Doktor
Mengabdi LPPM Universitas Brawijaya. Dan
Riset yang dilakukan Meidiana dkk (Medi-
anadkk : 2020) PEMANFAATAN KOTORAN

TERNAK SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN
MELALUI PEMBANGUNAN BIODIGEST-
ER KOMUNAL.

Berdasarkan latar belakang diatas maka
tujuan dari penelitian ini adalah melihat
bagaimana Pembangunan Berkelanjutan
Pengembangan energi Biogas di Kota Batu
: interpretasi Appropriate Communication
for Development of Community (ACDC)?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, desain pene-
litian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan ini dirasakan tepat
untuk mengidentifikasi suatu komunitas
lalu meneliti bagaimana komunitas terse-
but mengembangkan pola pola perilaku
. Creswell (Creswell: 2014a) mengemuka-
kan pendekatan kualitatif adalah mencak-
up klaim pengetahuan konstruktivisme/
transformatif . Dan Creswell (Creswell:
2014b) juga mengemukakan kaum kon-
struksi sosial meyakini bahwa individu in-
dividu selalu berusaha memahami dunia
dimana mereka hidup dan bekerja. Data
primer diperoleh melalui teknik wawancara
mendalam (in-dept interview). Wawancara
mendalam menurut Bungin (Bungin: 2017)
merupakan suatu cara mengumpulkan data
atau informasi dengan cara langsung bertat-
ap muka dengan informan, dengan maksud
mendapatkan gambaran lengkap tentang
topik yang diteliti.

Kemudian masih menurut Cre-
swell (Creswell : 2014¢) peneliti kualita-
tif berusaha membangun makna tentang
suatu fenomena berdasarkan pandangan
pandangan daripada para pertisipan. Salah
satu metode pengumpulan data untuk
strategi semacam ini adalah peneliti den-
gan mengobservasi perilaku para informan
dengan cara terlibat langsung dalam aktivi-
tas aktivitas mereka. Observasi partisipasif
menurut Sugiyono (sugiyono: 2018a) peneli-
ti terlibat dengan kegiatan sehari hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan
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sebagai sumber data penelitian. Pihak nara-
sumber adalah informan yang berpengala-
man,memiliki wawasan luas dan juga ahli.
Menurut Sugiyono (Sugiyono: 2018b) Infor-
man kunci (key informants) adalah orang
yang memiliki kekuasaan, pengetahuan
umum dan mau membukakan pintu kepada
peneliti untuk bisa menjelajahi semua objek
yang diteliti. Informan kunci yang dipilih
dalam penelitian ini adalah Kabid Perenca-
naan Pembangunan Perekonomian Sumber
Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan
Dinas Bapelitbangda Kota Batu, Pengenda-
li Dampak lingkungan Ahli Muda Bidang
Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Kepa-
la Dusun Toyomerto Desa Pesanggarahan
Kecamatan Batu Kota Batu, dan Gapok-
tan Peternak Sapi Perah Dusun Toyomerto
Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota
Batu. Tempat dilakukan penelitian ini yai-
tu di Kota Batu Jawa Timur, Kota Batu dip-
ilih karena wilayah ini merupakan wilayah
otonom baru dimana pola pola kehidupan
di masyarakat bergerak menuju peradapan
baru.

Table Key Informan yang dikaji

No | Key Informan Alamat
Kabid Peren- Balai Among Tani JI.
canaan Pem- Panglima Sudirman
bangunan No.507 Pesanggra-
Perekonomian | han Kota Batu Jawa
Sumber Daya Timur
Alam Infra-
struktur dan
Kewilayahan
Dinas Bapelit-
bangda Kota
Batu

(Acdc)

Pengenda- Balai Among Tani JI.
li Dampak Panglima Sudirman
lingkungan Ahli | No.507 Pesanggra-
Muda Bidang han Kota Batu Jawa
Penataan Timur

dan Penaatan

Lingkungan

Hidup Dinas

Lingkungan

Hidup Kota

Batu

Kepala Dusun
Toyomerto Desa

Dusun Toyomerto
Desa Pesanggra-

Pesanggarahan | han Kecamatan
Kecamatan Batu | Batu Kota Batu
Kota Batu Jawa Timur
Gapoktan Dusun Toyomerto
Peternak Sapi Desa Pesanggra-

han Kecamatan
Batu Kota Batu

Perah Dusun
Toyomerto Desa

Pesanggrahan | Jawa Timur
Kecamatan Batu
Kota Batu
HASIL DAN DISKUSI
Membangun Diri Pada Level Desa
Pembangunan sebagaimana
dikemukakan Gunnar Myrdal (Canga-

ra:2020) ialah gerakan peningkatan dari
keseluruhan sistem, dimana peningkatan
ekonomi akan membawa pemerataan sosial
dan keadilan.

Maka yang bisa disikapi oleh periset
dalam pembangunan di Kota Batu adalah:

1. Sesuai dengan Visi Misi Kepala
Daerah Kota Batu DESA BERDAYA
KOTA BERJAYA, memiliki 19 Desa
dan 5 Lurah. Maka pembangunan
dan terkait pembangunan berkelan-
jutan juga menjadi prioritas Pemer-
intah.

2. Desadan Lurah di Kota Batu sebagai
institusi pemerintah pada level yang
rendah, maka pembangunan yang
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terencana dan di implelemntasikan
pada Desa dan Lurah di Kota Batu
akan mampu menompang pemban-
gunan nasional.

Salah satu andalan dalam pemban-
gunan di Kota Batu adalah penge-
lolaan limbah ternak yang diman-
faatkan sebagai energi biogas. Hal
ini juga terkait dengan program na-
sional yang diimplementasi di Kota
Batu.

Pembangunan terkait energi terba-
rukan lainnya juga berjalan di Kota
Batu.

Pembangunan terkait kebutuhan
masyarakat di Kota Batu melibatkan
partisipasi aktif dari masyarakat.

Pembangunan di Kota Batu yakni
pembangunan materiil dan pem-
bangunan spiritual(pembangunan
kualitas dari manusia dalam mas-
yarakat tersebut).

Dalam sebuh pembangunan akan
terjadi perubahan sosial di dalam
masyarakat Kota Batu ketika ide ide
baru diperkenalkan.

Pembangunan Berkelanjutan Dinas
Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu
isu yang dicanangkan oleh PBB dan dikenal
dengan istilah Sustainable Development
Goals (SDGs). Cangara (Cangara :2020)
mengemukakan prinsip prinsip kunci un-
tuk strategi pembangunan berkelanjutan
adalah :

1
2
3.
4

Berpusat pada manusia.
Konsesus pada visi jangka panjang
Komprehensif dan terintegrasi

Target dengan prioritas anggaran
yang jelas

Berdasarkan analisis yang kompre-
hensif dan andal.

Menggabungkan pemantauan,

10.
11.

12.

pembelajaran dan peningkatan.
Keterlibatan pemerintah (negara)

Komitmen pemerintah tingkat ting-
gi.

Membangun proses dan strategi
yang ada.

Partisipasi efektif

Hubungan tingkat nasional dan lo-
kal

Kembangkan dan bangun berdasar-
kan kapasitas yang ada.

Maka yang dapat periset sikapi terkait prin-
sip prinsip strategi pembangunan berkelan-
jutan adalah:

1.
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Manusia sebagai aktor dalam peng-
gerak pembangunan maka perlu
diperhatikan baik dari segi Pendi-
dikan dan ekonomi.

Program program yang ada pada
Lembaga Pembangunan mengarah
pada pembangunan yang berkelan-
jutan, berjalan namun belum mak-
simal.

Dalam langkah mengimplementa-
sikan sebuah pembangunan yang
berkelanjutan, maka pembangunan
harus disinergikan sehingga menja-
di kekuatan yang komprehensif.

Anggran program hibah Pemerintah
berasal dari APBN, APBD, ADD dan
DD.

Pendekatansosial, budaya, ekonomi,
politik, pertahanan dan keamanan
diharapkan mampu mewujudkan
pembangunan yang komprehensif.

Dalam mengimplementasikan pro-
gram hibah, pihak terkait sebagai
Lembaga Pembangunan melaku-
kan pemantauan, pembelajaran dan
peningkatan.

Komitmen Pemerintah dalam pem-
bangunan yang berkelanjutan

Pemerintah dalam sebuah perenca-



Pembangunan Berkelanjutan Pengembangan Energi Biogas Di Kota Batu:

Interpretasi Appropriate Communication For Development Of Communities

naan pembangunan berkelanjutan
dan terkait program nasional diim-
plementasi pada daerah daerah.

9. Pembangunan yang berkelanju-
tan memiliki jangka panjang serta

mengembangkan strategi komu-
nikasi yang tepat untuk mengatasi
masalah.

10. Masyarakat dalam kedaulatan yang
demokratis diharapkan mampu ber-
peran serta aktif dalam sebuah pem-
bangunan sesuai dengan kemam-
puan dan keahlian yang dimiliki.

11. Kebijakan pembangunan terintegra-
si dari pemerintah nasional kepada
pemerintah lokal hingga mampu
menciptakan keharmonisan sebagai
good Governance.

12. Pembangunan berkelanjutan di Kota
Batu disesuaikan dengan kondisi
status sosial masyarakat yang berva-
riasi dan RPJMD.

Komunikasi Lingkungan menurut
Cangara dan Flor (Cangara & Flor : 2018)
konsep komunikasi lingkungan dimulai dn-
gan istilah enviromentalisme. Komunikasi
lingkungan adalah penggunaan pendekat-
an, prinsip dan strategi dan Teknik Teknik
komunikasi untuk pengelolaan dan perlind-
ungan lingkungan.

Maka yang dapat periset sikapi ter-
kait Dinas Lingkungan Hidup dalam konsep
komunikasi lingkungan adalah:

1. Program pengendalian pence-
maran sebagai bentuk perlind-
ungan lingkungan yang dilaku-
kan oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kota Batu menggunakan
strategi dan Teknik Teknik ko-
munikasi.

2. Program pengendalian pence-
maran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batu terkait industri yang
meliputi UMKM, industri besar,
limbah domestik, limbah hewan

(Acdc)

ternak yang akan dibuang pada
badan air penerima (sungai, sel-
okan tanah) , maka kualitas air
menjadi tanggung jawab Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batu.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batu, adalah Dinas yang memi-
liki anggaran cukup besar hal ini
sebagai bentuk implementasi
program pembangunan berke-
lanjutan dalam penyelesain
konflik lingkungan.

Energi Biogas Dusun Toyomerto Desa
Pesanggrahan

Biogas menurut Nugraha dan Su-
nardi (Nugraha & Sunardi : 2013) adalah se-
bagaimana jelas dari namanya, merupakan
bahan bakar berbentuk gas yang dihasilkan
dari biomassa. Dalam hal ini biogas adalah
salah satu bentuk sumber energi terbaru-
kan. Terkait energi biogas di Dusun Toyo-
merto Desa pesanggrahan Kecamatan Batu
yang dapat periset sikapi adalah :

1. Dusun Toyomerto salah satu Dusun
yang berada di Desa Pesanggrahan
Kecamatan Batu Kota Batu. Mas-
yarakat dusun Toyomerto yang mana
masyarakatnya bermata pencarian
sebagai peternak sapi dan menjadi
mata pencarian utama. Jumlah ter-
nak sapi pada tahun 2021 hingga ta-
hun 2022 sekitar 1700 ekor (sebelum
penyakit PMK menyerang).

2. Berlimpahnya limbah kotoran sapi
dari ternak masyarakat dusun Toyo-
merto mendapatkan perhatian
secara prioritas dari Pemerintah
setempat, pihak swasta serta Civi-
tas Akademika sebagai antisipasi
pencemaran lingkungan.

3. Program hibah pengembangan en-
ergi biogas sebagaimana dikemuka-
kan oleh narasumber Kepala dusun
Toyomerto dan Ketua gapoktan pe-
ternak sapi perah dusun Toyomerto,
yang pada awal mendapatkan pro-
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gram hibah sebesar Rp.38.000.000,-
. Program Hibah yang didapatkan
kemudian dipergunakan untuk
membeli bahan material pembua-
tan digester.

4. Energi terbarukan sebagai transisi
energi tak terbarukan, maka ener-
gi biogas yang terdapat pada mas-
yarakat Dusun Toyomerto, beras-
al dari kotoran ternak sapi adalah
salah satu energi terbarukan.

5. Energi terbarukan biogas yang be-
rasal dari limbah/kotoran hewan
ternak sapi di dusun Toyomerto
dikonversi pada penggunaan kom-
por(pengganti kompor LPG).

6. Masyarakat Dusun Toyomerto ada-
lah masyarakat yang memiliki kes-
adaran individu terhadap suatu ide
ide baru dan inovasi.

Menurut Suhendi dkk (Suhendi dkk :
2017) tertulis Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional Pasal 11 ayat 2 yang menjelaskan
tentang prioritas pengembangan energi
nasional sebagai berikut : - Memaksimal-
kan penggunaan energi terbarukan dengan
memperhatikan tingkat keekonomian; -
Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
- Memanfaatkan pemanfaatan gas bumi dan
energi baru; - Menggunakan batu bara se-
bagai andalan pasokan energi Nasional.

Maka yang dapat periset sikapi terkait
Peraturan pemerintah ini adalah:

1. Adanya wupaya memaksimalkan
pengembangan energi biogas lim-
bah/kotoran hewan ternak sapi di
dusun Toyomerto.

2. Energi biogas yang berasal dari ko-
toran/limbah ternak sapi di dusun
Toyomerto merupakan energi terba-
rukan.

3. Masyarakat Dusun Toyomerto
mendapatkan manfaat pengemban-
gan energi biogas mulai dari tahun
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2004 dari pihak Petronas, tahun
201-2015 dari Dinas lingkungan
Hidup hingga tahun 2014 dari Di-
nas Sosial.

4. Adanya perhatian pengembangan
terhadap energi terbarukan biogas
yang berasal dari limbah/kotoran
hewan ternak sapi , hingga saat ini
Dusun Toyomerto memiliki 35 di-
gester, dengan masing masing di-
gester digunakan 3 KK,5/6 KK, 9/ 10
KK.

5. Energi terbarukan lainnya yang
ada di Kota Batu seperti mikrohi-
dro, energi matahari (solar cell).

s al
Sumber : Dokumentasi penulis

Gambar 1. Foto Digester di dusun Toyomer-
to
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Sumber : Dokumentasi Penulis
Gambar 2 : Penampungan Limbah/pem-
buangan (digester) - dusun Toyomerto

Sumber : Dokumentasi Penulis
Gambar 3 . Foto Kompor dengan energi
biogas kotoran/limbah sapi ternak

Sumber : Dokumentasi Penulis

Gambar 4. Foto Sapi Perah di dusun Toyo-
merto, penghasil limbah sebagai bahan
baku energi biogas

Interpretasi Appropriate Communica-
tion for Development of Cmommunities
(ACDC) pada Pengembangan Biogas

Manfred Oepen mempraktikkan model Ap-
propriate Communication for Development
of Communities sebagaiman dikutip Cang-
ara (Cangara :2020) model komunikasi ini
dikenal istilah komunikasi tepat guna untuk
mengembangkan masyarakat. Model ko-

(Acdc)

munikasi ini berorientasi pada emansipatif
(komunikasi horizontal).

Maka yang dapat periset sikapi terkait mod-
el Appropriate Communication for Devel-
opment of Communities adalah :

1. Di dalam pengembangan biogas di
Dusun Toyomerto Desa Pesanggrah-
an Kecamatan Batu Kota Batu, pihak
pemberi manfaat atas terbentuknya
digester energi biogas dalam proses
interaksi dengan masyarakat pener-
ima manfaat digester energi biogas
berjalan secara demokratis dan ter-
cipta komunikasi horizontal.

2. Perangkat Desa Dusun Toyomerto
dan ketua gapoktan peternak sapi
perah Dusun Toyomerto mencip-
takan komunikasi horizontal den-
gan warga setempat terkait pemba-
ngunan dan pemeliharaan digester
energi biogas yang dimiliki.

Kemudian Cangara mengemukakan lang-
kah langkah dalam pendekatan Appropriate
Communication for Development of Com-
munities) meliputi

1. Identifikasi masalah dan analisis ke-
butuhan.
2. Inventarisasi produksi media visual.

3. Diskusi kelompok tentang temuan
masalah.

4. Penyajian masalah menggunakan
media visual.

Dekofikasi: analisis masalah.

6. Diskusi kelompok tentang pemeca-
han masalah.

7. Penelitian kelompok tentang pe-
mecahan masalah.

8. Penyajian pemecahan masalah
kelompok dengan media visual.

9. Produksi akhir media visual.

10. Penyajian pemecahan akhir dengan
media visual.
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11.

12.

13.

14.

Penerapan pemecahan masalah se-
cara kolektif.

Diskusi kelompok mengenai pener-
apan pemecahan masalah.

Dokumentasi kegiatan pemecahan
masalah

Penyajian kemajuan program.

Maka yang dapat Periset sikapi ter-

kait langkah langkah pendekatan Appro-
priate Communication for development of
Communities pada pengembangan energi
biogas adalah

1.

Berkenaan dengan isu isu strategis,
dalam tataran kebijakan, komuni-
kasi yang dibangun adalah komuni-
kasi kepada pemerintah atau kepala
daerah, DPRD terkait masalah ma-
salah yang dihadapi dan kebutuhan
didalam masyarakat.

Memproduksi media visual sebagai
inventarisasi seperti foto dalam se-
buah program pembangunan.

Mediskusikan temuan masalah
dengan tim/kelompok terkait yang
ditemukan dilapangan, seperti men-
cakup penyelidikan, opini, sikap dan
perilaku pihak pihak terkait.

Dalam menyajikan masalah hasil
temuan pada sebuah program pem-
bangunan menggunakan media vi-
sual.

Mempergunakan proses analisis
situasi, hingga pernyataan masalah
bisa didefinisikan secara jelas dan
spesifik. Analisis ini meliputi kekua-
tan (strength), kelemahan (weak-
ness), peluang(opportunity) dan
ancaman (threat).

Pemecahan masalah pada program
pembangunan dilakukan dengan
perencanaan strategis.

Penelitian/riset terkait pemecahan
masalah pada suatu program pem-
bangunan bisa digunakan sebuah

10.

11.

12.

13.

14.

kajian dengan skala luas secara in-
ternal maupun secara eksternal.

Dalam penyajian pemecahan mas-
alah dalam satu (1) kelompok pada
program pembangunan bisa mem-
pergunakan media visual.

Media visual di produksi sesuai den-
gan kebutuhan pada program pem-
bangunan yang dilakukan .

Penyajian pemecahan akhir yang
melibatkan pimpinan mempergu-
nakan media visual hal ini diharap-
kan mampu mentransmisikan lapo-
ran secara efektif.

Pemecahan masalah secara kolektif
dilakukan dalam tataran perenca-
naan pada sebuah program pemba-
ngunan.

FGD (focus group Disscussion) bisa
dilakukan dalam pencarian pe-
mecah masalah pada sebuah pro-
gram pembangunan.

Mendokumentasikan ~ dalam ke-
giatan pemecahan masalah pada
sebuah program pembangunan se-
bagai salah satu alat komunikasi
yang digunakan.

Kemajuan program bisa disajikan
dalam bentuk evaluasi program se-
bagai hasil yang dapat diukur pada
sebuah program pembangunan.

KESIMPULAN

1.

80

Energi biogas yang berasal dari lim-
bah kotoran hewan ternak sapi per-
ah merupakan bahan alami yang ada
dilingkungan, menjadi salah satu
transisi energi tak terbarukan ke en-
ergi terbarukan.

Dusun Toyomerto Desa Pesanggra-
han Kecamatan Batu Kota Batu se-
bagai salah satu sentra peternak sapi
perah di Kota Batu.

Energi biogas yang berasal dari ko-
toran/limbah ternak sapi perah di



Pembangunan Berkelanjutan Pengembangan Energi Biogas Di Kota Batu:

Interpretasi Appropriate Communication For Development Of Communities (Acdc)

dusun Toyomerto merupakan solu- penunjang pembangunan berke-
si terkait pengendalian pencemaran lanjutan yang ekonomis dan ramah
lingkungan. lingkungan.

4. Energi biogas adalah salah satu
energi terbarukan, mampu sebagai
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Abstrak

Indonesia terus berperan aktif dalam upaya penurunan gas emisi, hal ini dicerminkan da-
lam prioritas Presidensi G20 Indonesia khususnya transisi energi. Dengan adanya peranan
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesinitas WCO (waste cooking oil)
yang berpotensi sebagai feedstock biofuel dengan tingkat keterjangkauan dan efisiensinya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literasi. Pengum-
pulan data merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan hasil penelitian. Data
yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan reduksi data yang akan peneliti re-
view dan hanya dipilah hal-hal yang pokok, dan disajikan dalam bentuk data naratif kemu-
dian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Hasil yang didapatkan adalah data dari berbagai
jurnal serta berbagai teori pengaksesan WCO sebagai feedstock biofuel menjawab berbagai
permasalahan seputar sektor energi berkelanjutan. WCO mengandung asam lemak bebas
(Free Fatty Acid, FFA) dari hasil reaksi oksidasi dan hidrolisis ketika penggorengan. WCO
mempunyai rantai hidrokarbon panjang, sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan
sebagai bahan bakar nabati terbarukan (biofuel). Hal itu, akan menjadi solusi untuk kea-
manan energi di masa depan, pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan
perekonomian masyarakat mendatang.

Kata Kunci: Biofuel, WCO (waste cooking oil), biaya, dan efisiensi.
Abstract

Indonesia continues to play an active role in reducing greenhouse gas emissions, as reflected
in the priorities of the Indonesian Presidency in Gz2o, particularly the energy transition. In
this context, this research aims to investigate the accessibility of waste cooking oil (WCO) as
a potential biofuel feedstock, its affordability, and efficiency. This study used a literature re-
view method or literature study. Data collection involved documents, archives, and research
results. The collected data were analyzed by data reduction, where only the essential things
were reviewed, and presented in narrative form. Conclusions were then drawn from the data.
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The results of this study show that data from various journals and theories regarding ac-
cessing WCO as a biofuel feedstock provide solutions to various problems in the sustainable
energy sector. WCO contains Free Fatty Acid (FFA) resulting from oxidation and hydroly-
sis reactions during frying. WCO has a long hydrocarbon chain, which makes it a suitable
renewable vegetable fuel (biofuel). This solution would help ensure future energy security,

environmental preservation, and increase economic welfare for future communities.

Keyword: Biofuels, WCO (used cooking oil), cost, and efficiency.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Energi menjadi suatu komoditas pal-
ing berharga di kehidupan manusia sampai
pada kehidupan modern saat ini yang san-
gat dibutuhkan seluruh industri di seluruh
dunia. Di mana secara langsung mengatur
pertumbuhan ekonomi suatu negara.* Ener-
gi yang berasal dari fosil adalah energi yang
telah lama dan banyak digunakan sebagai
bahan bakar, sehingga pengambilan energi
ini akan terus menerus dilakukan dengan
ketersediaannya yang semakin menipis. Di
abad ke-21 ini, dunia mengalami krisis ba-
han bakar fosil. Telah diperkirakan, bahwa
cadangan bahan bakar fosil di Indonesia
akan habis dalam kurun waktu 10-15 tahun
ke depan. Hal itu dibuktikan dengan adanya
krisis BBM di beberapa daerah Indonesia.
Kelangkaan tersebut sudah dipastikan akan
menaikkan harga BBM tersebut.

Di samping itu, bahan bakar fosil
menghasilkan emisi yang sangat mengkha-
watirkan bagi kesehatan dan kelestarian.
Selama dekade terakhir ini, emisi global
CO, meningkat sebesar 2,5% per tahun yang
mengakibatkan peningkatan suhu dunia se-

besar 2°C.# Dalam rangka menurunkan emi-
si gas rumah kaca ini, Pemerintah Indonesia
menuangkan komitmen dan partisipasinya
dalam Dokumen Nationally Determined
Contribution (NDC) sebagai tindak lan-
jut Paris Agreement yang disahkan melalui
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016,
sebagai aksi real. Dalam pelaksanaannya,
Pemerintah Indonesia telah memasukan
pendekatan “berkelanjutan” pada setiap ke-
bijakan pembangunan sektoral dan regional
termasuk dalam kebijakan penganggaran
di sektor energi.> Indonesia terus berperan
aktif dalam upaya penurunan gas emisi. Hal
ini dicerminkan dalam prioritas Presidensi
G20 Indonesia khususnya transisi energi.
Indonesia terus mendorong pertumbuhan
hijau berkelanjutan di sektor energi dan
non-energi.°®

Dalam sektor energi ini, para peneli-
ti terus bereksperimen dalam membangun
Indonesia rendah karbon. Biofuel ada-
lah salah satu wujud dari penelitian yang
diperkirakan menjadi solusi dari permas-
alahan tersebut, karena merupakan bahan
bakar tidak beracun dengan tingkat emisi
lebih rendah.” Dalam hal ini, peneliti lebih
tertarik terhadap pengaksesan WCO (waste

2 Arivalagan Pugazhendhi Azhaham Perumal Saravanana, Thangavel Mathimanib, Garlapati Deviramc, Karthik Rajen-
drande, “Biofuel policy in India: A review of policy barriers in sustainable marketing of biofuel” (2018): 734-747.

3 EdiHaryono etal., “Kajian Ekperimental Perbandingan B2o Multi Feedstock Biodiesel Terhadap Unjuk Kerja Two Stroke
Marine Diesel Engine pada Beban Simulasi Balast Load” 12, no. 2 (2022).

4 Azhaham Perumal Saravanana, Thangavel Mathimanib, Garlapati Deviramc, Karthik Rajendrande, “Biofuel policy in
India: A review of policy barriers in sustainable marketing of biofuel”

5  Pelatihan Dasar dan Bagi Konsultan, “Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK)” (1998): 1-7.

6 Candra, “Policy Brief Policy Brief,” Pancanaka 1, no. o4 (2019): 14, https://kebijakankesehatanindonesia.net/imag-
es/2019/policy_brief_penguatan_kbk_dalam_meningkatkan_mutu_rujukan_non_spesialistik.pdf.

7  Azhaham Perumal Saravanana, Thangavel Mathimanib, Garlapati Deviramc, Karthik Rajendrande, “Biofuel policy in
India: A review of policy barriers in sustainable marketing of biofuel”

8  Haryono et al., “Kajian Ekperimental Perbandingan B2o Multi Feedstock Biodiesel Terhadap Unjuk Kerja Two Stroke
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cooking oil) sebagai feedstock biofuel, se-
bagai langkah untuk mengurangi pencema-
ran hasil pembuangan WCO.*

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk men-
getahui aksesinitas WCO yang berpotensi
sebagai feedstock biofuel dengan tingkat
keterjangkauan dan efisiensinya.

Kajian Teori

WCO (waste cooking oil)

WCO atau minyak jelantah yang di-
maksud disini adalah minyak goreng yang
dulunya digunakan untuk menggoreng di
restoran dan hotel, dan tidak lagi digunakan
untuk tujuan yang sama yang seringkali
dibuang begitu saja ke lingkungan. Produk-
si biodiesel dari WCO ramah lingkungan
karena mendaur ulang minyak jelantah dan
menghasilkan energi terbarukan dengan
polusi yang lebih rendah.” Baru-baru ini,
laporan dalam literatur menunjukkan bah-
wa hasil yang memuaskan diperoleh ketika
campuran minyak kanola dan minyak jelan-
tah digunakan sebagai bahan baku untuk
produksi biofuel. Produksi biodiesel dengan
biokatalis menghasilkan biodiesel dengan
tingkat kemurnian yang sangat tinggi."

Biofuel

Biofuel adalah pengganti bahan ba-
kar yang berasal dari trigliserida minyak
nabati atau lemak hewani. Biofuel dapat
dihasilkan dari berbagai minyak nabati sep-
erti minyak kelapa sawit, sunfower, kedelai,

rapeseed dan minyak jarak menggunakan
jenis katalis yang berbeda.”

Penelitian Terdahulu

Jurnal Natalia Erna S, Wasi Sakti Wiwit
P; 2017

Penelitian berjudul “Pengolahan
Minyak Goreng Bekas (Jelantah) sebagai
Pengganti Bahan Bakar Minyak Tanah (Bio-
fuel) bagi Pedagang Gorengan di Sekitar
FMIPA UNNES” ini berisi tentang peman-
faatan minyak goreng jelantah sebagai bah-
an bakar pengganti minyak tanah (biofuel).
Supaya dapat dijadikan sebagai bahan bakar
pengganti minyak tanah, minyak jelantah
harus memiliki karaketristik yang hampir
sama dengan minyak tanah. Penelitian ini
adalah sebagai bentuk pengabdian terhadap
masyarakat. Mitra dalam kegiatan pengab-
dian ini adalah para pedagang gorengan di
sekitar kampus FMIPA UNNES. Di mana
para pedagang tersebut banyak menggu-
nakan minyak goreng dalam usahanya, bah-
kan mungkin digunakan berkali-kali dan
limbah minyak goreng bekas akan dibuang
secara sembarangan, sehingga mencemari
lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini,
dengan melakukan pengabdian peneliti
berharap dapat membantu para pedagang
di sekitar FMIPA UNNES dapat mengolah
limbah minyak goreng bekas menjadi bah-
an bakar pengganti minyak tanah (biofuel),
seingga akan meminimalisir pencemaran
lingkungan.s

Adapun persamaan penelitian terse-
but dengan penelitian ini adalah meng-

Marine Diesel Engine pada Beban Simulasi Balast Load.”

9 Jurnal Mechanical, “Distribusi Ukuran Droplet Bahan Bakar Minyak Jelantah Sepanjang,” Jurnal Mechanical 9 (2018):

16-21.

10  Tadesse Anbessie Degfie, Tadios Tesfaye Mamo, dan Yedilfana Setarge Mekonnen, “Optimized Biodiesel Production
from Waste Cooking Oil (WCO) using Calcium Oxide (CaO) Nano-catalyst,” Scientific Reports 9 (2019): 1-9.

11 Aditya Kolakoti, Muji Setiyo, dan Budi Waluyo, “Biodiesel Production from Waste Cooking Oil: Characterization, Mod-
eling and Optimization,” Mechanical Engineering for Society and Industry 1, no. 1 (2021): 22-30.

12 A N Indrawijaya et al., “Sedekah Jelantah: Sebuah Inisiatif untuk Mempromosikan Sistem ‘Waste Management’ dan
untuk Menciptakan Komunitas Mandiri melalui Biofuel,” Jurnal Pengabdian ... 5, no. 2 (2020): 577-586, http://ppm.ejournal.
id/index.php/pengabdian/article/view/529%0Ahttps://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/download/529/220.
13 Natalia Erna S dan Wasi Sakti Wiwit P, “Pengolahan Minyak Goreng Bekas (Jelantah) sebagai Pengganti Bahan Bakar
Minyak Tanah (Biofuel) bagi Pedagang Gorengan di Sekitar Fmipaunnes” (2017).
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gunakan variabel yang sama, yakni meng-
gunakan minyak goreng bekas atau WCO
sebagai bahan baku pembuatan biofuel.
Sedangkan perbedaannya terdapat pada tu-
juan dan metode yang dilakukan.

Jurnal Wanggi Jaung, et al; 2018

Penelitian berjudul “Penilaian Spa-
sial Lahan Terdegradasi untuk Produksi
Bahan Bakar Nabati di Indonesia” ini mem-
perkirakan secara spasial lahan terdegradasi
di Indonesia yang memiliki fungsi terbatas
dalam memproduksi pangan, menyimpan
karbon, dan konservasi keanekaragaman
hayati dan vegetasi asli, serta mengkaji kes-
esuaiannya untuk menumbuhkan spesies
biodiesel yakni Calophyllum inophyllum,
Pongamia pinnata, dan Reutealis trisperma,
juga spesies biomassa yakni Calliandra calo-
thyrsus dan Gliricidia sepium. Hasil menun-
jukkan 3,5 juta ha lahan terdegradasi berpo-
tensi cocok untuk spesies ini di Indonesia.
Analisis dua skenario menunjukkan bahwa
produksi energi biomassa maksimum dari
C. calothyrsus dan G. sepium dapat men-
dukung peningkatan pasokan biofuel di In-
donesia. Penemuan studi ini, mendukung
studi di masa depan tentang pemodelan
pertumbuhan spesies biofuel di lahan ter-
degradasi, dalam membandingkan beragam
spesies biofuel potensial, dan memodelkan
penyerapan karbon dari restorasi lahan ter-
degradasi.*

Adapun persamaan penelitian terse-
but dengan penelitian ini adalah membahas
tentang biofuel untuk pengembangan bah-
an bakar rendah emisi dalam membangun
potensi biofuel di Indonesia. Dan adapun
perbedaannya terdapat pada metode dan
pembahasan, yakni penelitian tersebut leb-
ih membahas tentang pemetaan lahan un-
tuk membandingkan beragam spesies bio-

Karbon di Indonesia

fuel.

Jurnal Putri Rachma Auliya, et al; 2021

Penelitian berjudul “Analisis Potensi
Limbah Pertanian dalam menghasilkan Bio-
fuel dari proses Fermentasi” ini merupakan
penelitian yang mengulas tentang BBN.
Latar belakang dalam penelitian ini adalah
untuk mencari bahan bakar alternative yang
lebih ramah lingkungan dengan sifatnya
yang terbarukan, yakni bioetanol. Peneli-
tian ini menggunakan metode studi litera-
tur, di mana artikel di database pada google
scholar adalah instrument pengumpul data.
Hasil dari studi literatur yang didapatkan
adalah etanol yang diproduksi dengan cara
fermentasi menggunakan bahan baku ha-
yati contohnya limbah pertanian. Bioeta-
nol tergolong mudah (low technology) juga
biaya produksinya relatif rendah, sehingga
konversi biomassa menjadi biodiesel dan
bioetanol layak diterapkan di manapun.’

Adapun persamaan penelitian yang
dilakukan adalah menggunakan metode
studi literatur dan objek penelitian yang
sama, yakni biofuel. Sedangkan perbedaan-
nya penelitian tersebut menggunakan lim-
bah pertanian sebagai variabelnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penelitian yang digu-
nakan yaitu metode penelitian kepustakaan
atau dikenal dengan studi literasi.

Metode kepustakaan vyaitu sama
dengan metode penelitian kualitatif yang
daerah penelitiannya dilakukan di pustaka
atau diliterat, dokumen, arsip, dan lain se-
jenisnya. Menurut pendapat Nyoman Kutha
Ratna metode kepustakaan adalah metode
penelitian untuk mengumpulkan datanya

14  Wanggi Jaung et al., “Spatial assessment of degraded lands for biofuel production in Indonesia,” Sustainability (Switzerland) 10,

no. 12 (2018): 1-17.

15 Putri Rachma Auliya, Rezi Nabilah, dan Windi Maulana Putri, “Analisis Potensi Limbah Pertanian dalam Menghasilkan Biofuel

dari Proses Fermentasi,” no. 2006 (2021): 1105-1111.
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dilaksanakan dengan melewati lokasi loka-
si dimana sebagai tempat menyimpan hasil
penelitian, yaitu perpustakaan.’

Penelitian kualitatif ialah metode
penelitian yang berdasarkan pada filsafat
postpositivisme, dipakai untuk meneliti
pada keadaan objek yang alamiah (sebagai
lawannya adalah eksperimen) yang mana
peneliti adalah menjadi kunci utama dari
sebuah alat.” Penelitian deskriptif ialah
gambaran secara sistematis tentang teori
dan hasil-hasil penelitian yang sesuai den-
gan variabel yang diteliti.”®

Pendekatan penelitian yang dipa-
kai dalam penelitian ini ialahpendekatan
diskriptif. Alasan memilih pendekatan ini
ialah karena pendekatan deskriptif sesuai
dengan tujuan penelitian ini, yaitu ingin
menguraikan kenyataan berdasarkan pen-
galaman dibelakang masalah secara menda-
lam, rinci dan tuntas. Penggunaan pendeka-
tan diskriptif dalam penelitian ini adalah
dengan menganalisisaksebilitas minyak
jelanta sebagai bahan baku biofuel yang
efektif dan terjangkau.

Dalam ungkapan Nazir studi pus-
taka adalah teknik pengumpulan data
dengan menggunakan studi penelaah
terhadap buku-buku, literatur- literatur,
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang
mempunyai hubungan dengan masalah
yang diteliti. Teknik ini dipakai untuk
mendapatkan dasar-dasar dan argumen
secara tertulis yang dilaksanakan dengan
cara membaca berbagai literatur yang ber-
hubungan dengan topik yang diteliti.” Stu-
di literal dalam penelitian ini ialah dengan
menganalisis Aksebilitas minyak jelantah

16
17
18
19
Tjdidukasi 7, no. 1 (2017): 153-170.
20  Ibid.

21

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian (deepublish, 2018).
Ibid.

sebagai bahan baku biofel yang efektif dan
terjangkau.

Pendapat Sugiyono, dokumen ada-
lah tulisan kejadian tentang masa lalu. Do-
kumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan
karya karya yang abadi yang berasal dari
manusia. Dokumen dengan bentuk tulisan
contohnya tulisan kegiatan harian, sejarah
kehidupan (life histories), cerita, biogra-
fi, peraturan, kebijakan. Dokumen dengan
bentuk gambar contohnya foto, gambar
hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen den-
gan bentuk hasil karya misalnya karya seni,
yang dapat berupa gambar, patung, film dan
lain- lain. Studi dokumen adalah yang me-
lengkapi dari pemakaian metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitat-
if.>> Keabsahan data dibutuhkan pengorek-
sian pada data tersebut. Pada penelitian ini
peneliti memakai kevaliditas data dengan
metode triangulasi data.

Triangulasi data ialah kegiatan ke-
absahan data yang mengambil materi yang
lain di luar data untuk mengecek atau mem-
bandingkan terhadap data tersebut. Trian-
gulasi ialah cara yang paling baik untuk
mengurangi perbedaan-perbedaan realitas
yang ada dalam konteks suatu studi pada
saat mengumpulkan data tentang berma-
cam macam peristiwa dan hubungan dari
berbagai asumsi. Dengan bahasa lain bah-
wa dengan triangulasi, peneliti bisa men-
goreksi temuannya dengan cara melakukan
perbandingan dengan berbagai sumber,
metode, atau teori.”

Teknikanalisis data ialah rangkaian
kegiatanmengolah data yang sudah dikum-
pulkandaripustaka menjadiuraian hasil,

Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Anak Hebat Indonesia, 2020).

Anisa Dwi Makrufi, “Model Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multiple Intelligences Perspektif Munif Chatib,”

Mutiani Mutiani et al., “Membangun Komunitas Belajar Melalui Lesson Study Model Transcript Based Learning Anal-

ysis (TBLA) dalam Pembelajaran Sejarah,” Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah 3, no. 2 (2020): 113-122.
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baikberbentukpenemuan-penemuanbaru-
maupundalambentukkebenaranhipotesa.>
Pengumpulan data ialah data kesemuanya
yang diperoleh untuk membagi data men-
jadi bagian selanjutnya memilah data mana
saja yang akan diambil digunakan sebagai
bahan dari penelitian yang sedang ber-
langsung. Pengumpulan data merupakan
data yang diperoleh dari dokumen, arsip,
hasil hasil penelitian.

Reduksi data ialah proses memilih,
memfokuskan, menyederhanakan, abstrak-
si dan pentransformasian “data mentah”
yang terjadi dalam catatan-catatan yang
tertulis di dalam dokumen, arsip dan hasil
penelitian. Reduksi data ialah suatu ben-
tuk analisis untuk mempertajam, memilih,
memfokuskan, membuang, dan menyusun
data untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Penyajian data dalam penelitian ini
yaitu kegiatan menyusun secara sistematis
untuk memperoleh hasil kesimpulan dan
analisis. Penyajian data yang diperoleh ada-
lah dari dokumen, arsip dan hasil penelitian
terdahulu.

Data yang diperoleh dari penelitian
ini akan dianalisis dengan reduksi data yang
akan peneliti review dan hanya dipilah hal-
hal yang pokok, dan akan disajikan dalam
bentuk data naratif kemudian ditarik kesi-
mpulan dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi WCO sebagai Feedstock Biofu-
el

e Solusi Pelestarian Lingkungan

Biofuel lebih mampumempertah-
anakan kelestarian lingkungan diband-
ingkan energi fosil.> Berbeda dengan ba-
han bakar fosil yang sulfur dioksida (SO2)
dan mengakibatkan polusi udara mening-
kat, biofuel bebas sulfur, dengan smoke
number rendah sesuai isu-isu global, asap
buangan biofuel tidak hitam dan asap buan-
gnya berkurang 75% dibandingkan solar bi-
asa, serta mempunyai sifat biodegradable
baik, karena lebih dari 90% biofuel dapat
terurai dalam 21 hari.** Penggunaan WCO
sebagai feedstock biofuel secara langsung
dapat menurunkan konsumsi bahan bakar
fosil.» Di samping itu, WCO adalah limbah
yang berpotensi mencemari lingkungan be-
rupa naiknya kadar COD (Chemical Oxygen
Demand) dan BOD (Biology Oxygen De-
mand) dalam perairan, serta menimbulkan
bau busuk akibat degradasi biologi.*

Produksi biofuel dari WCO ramah
lingkungan merupakan proses mendaur
ulang limbah minyak goreng dan member-
ikan energi terbaru dengan polusi yang leb-
ih rendah. Selain itu, produksi biofuel dari
limbah minyak goreng memiliki tiga solusi
yaitu ekonomi, lingkungan dan pengelolaan
limbah rapeseed dan minyak jarak menggu-
nakan jenis katalis yang berbeda.

¢ Solusi Keamanan energi (Energy
Security)

Dalam perkembangannya, biofuel
tidak lepas dari berbagai faktor pendorong,
motivasi, dan manfaat yang timbul, di mana

22 Rukayat Yayat, “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gamping,” Jurnal Ilmiah
Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), no. 2 (2017): 56-65, http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf.
23 Nuva et al.,, “Ekonomi Politik Energi Terbarukan dan Pengembangan Wilayah: Persoalan Pengembangan Biodiesel di

Indonesia,” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 4 (2019): 110-118.

24 Joni Prasetyo, “Studi Pemanfaatan Minyak Jelantah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Biodiesel,” Jurnal Ilmiah Teknik

Kimia 2, no. 2 (2018): 45.

25  dan Nazarudin N Arifandy, M. I., Eka P. C, Sarbaini S, Fitriani M, “Potensi Limbah Padat Kelapa Sawit sebagai Sumber
Energi Terbarukan dalam Implementasi Indonesian Sustainability Palm Oil,” SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri

19, no. 1 (2021): 16-122, http://dx.doi.org/10.24014.

26  Prasetyo, “Studi Pemanfaatan Minyak Jelantah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Biodiesel.”
27  Tadesse Anbessie Degfie, Tadios Tesfaye Mamo, dan Yedilfana Setarge Mekonnen, “optimized Biodiesel production
from Waste cooking oil (Wco) using calcium oxide (cao) nano- catalyst tadesse,” Scientific Reports 9, no. 1 (2019): 1-8.
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peran biofuel dalam mengatasi permasalah-
an keamanan energi.?® Keberadaan bahan
bakar fosil yang semakin menipis dengan
resiko gas emisi beracun yang dihasilkan,
biofuel menjadi landasan energi baru terba-
rukan yang ramah lingkungan.

Di Indonesia, feedstock utama bio-
fuel saat ini berbasis kelapa sawit, yakni
mencapai 90%.? Hal ini disebabkan bio-
fuel berbasis kelapasawit dirasa lebih efisien
kompetitif untuk skala komersial diband-
ing sumber daya lainnya. Di mana Indonesia
adalah produsen minyak kelapa sawit terbe-
sar kedua di dunia, sehingga suplai bahan
bakunya cukup besar.>°

WCO mengandung asam lemak be-
bas (Free Fatty Acid, FFA) dari hasil reaksi
oksidasi dan hidrolisis ketika penggoren-
gan.3' WCO mempunyai rantai hidrokarbon
panjang, sehingga memungkinkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati
terbarukan (biofuel). Kandungan asam le-
mak dalam minyak sawit yang paling tinggi
ialah asam oleat 32,192 % dan asam palmi-
tat 14,939%. Hal itu menjadi dasar pertim-
bangan dalam menggunakan WCO sebagai
feedstock biofuel >*

* Peningkatkan Perekonomian

Masyarakat

Pengembangan biofuel juga  se-
cara langsung dan tidak  langsung dapat
meningkatkan perekonomian mas-
yarakat dan daerah di Indonesia. Biofuel

merupakan salah satu solusi dalam mengu-
rangi tekanan impor. Dengan mensubstitu-
si sejumlah impor minyak petrokimia dan
juga menurunkan biaya pengelolaan lim-
bah.» Permasalahan yang diangkat dalam
pengembangan biofuel tidak lepas dari
adanya potensi trade-off. Di sisi lain, bio-
fuel sebagai bioenergi merupakan peluang
bagi pemerintah dan masyarakat Indone-
sia guna mengurangi ketergantungan terha-
dap bahan bakar fosil impor, serta memacu
pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan
kerja baru, peningkatan pendapatan ru-
mah tangga, dan berimplikasi positif bagi
pembangunan daerah. Peningkatan pro-
duksi biofuel juga dipengaruhi oleh pers-
pektif negara berkembang terhadap biofuel
sebagai peluang dalam menghubungkan
ke pasar internasional dengan adanya per-
mintaan baru di pasar energi.>*

Analisis Biaya Produksi WCO sebagai
Feedstock Biofuel

Data Statistik Perkebunan Indone-
sia menyebutkan bahwa jumlah produksi
minyak goreng sebesar 35,3 juta ton perta-
hun dan di Jakarta 390.000 liter WCO ter-
buang setiap bulannya. Disebutkan oleh
Kementerian Perdagangan (2022) bahwa
secara nasional kebutuhan minyak goreng
untuk pangan sekitar 5,7 juta kL/tahun, ter-
diri atas minyak goreng untuk kebutuhan
rumah tangga 3,9 juta kL dan industri 1,8
juta kL3¢

Karena itu, diperlukan adanya pe-

28  Nuva et al., “Ekonomi Politik Energi Terbarukan dan Pengembangan Wilayah: Persoalan Pengembangan Biodiesel di

Indonesia.”
29  Ibid.

30  Prasetyo, “Studi Pemanfaatan Minyak Jelantah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Biodiesel.”

31  Minyak Jelantah, “Pengaruh Blending Biofuel dari Minyak Jelantah Terhadap Kerosin” 2, no. 2 (2019): 90-98.

32 M Asyraf Hazzamy, Ida Zahrina, dan Yelmida, “Pembuatan Biofuel dari Minyak Goreng Bekas Melalui Proses Catalytic
Cracking dengan Katalis Fly Ash,” Jurnal Teknik 4, no. 2 (2013): 1-5.

33 Degfie, Mamo, dan Mekonnen, “optimized Biodiesel production from Waste cooking oil (Wco) using calcium oxide

(cao) nano- catalyst tadesse.”

34 Nuva et al.,, “Ekonomi Politik Energi Terbarukan dan Pengembangan Wilayah: Persoalan Pengembangan Biodiesel di

Indonesia.”

35  Lisa Adhani et al., “Analisis Efektivitas Katalis Fe/Zeolit pada Cracking Minyak Jelantah dalam Pembuatan Biofuel,”

PENDIPA Journal of Science Education 4, no. 1 (2020): 7-11.

36 Arifandy, M. I, Eka P. C, Sarbaini S, Fitriani M, “Potensi Limbah Padat Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan
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manfaatan limbah industri makanansebagai
feedstock pembuatan bahan bakar alterna-
tif (biofuel) merupakan salah satu solusi
terbaik.’” Seiring dengan tingginya pertum-
buhan penduduk Indonesia, dan banyakn-
ya restoran siap saji, serta industri rumah
tangga yang menggunakan bahan minyak
goreng menyebabkan tingginya permintaan
minyak goreng. Tingginya komsumsi min-
yak goreng akan menghasilkan WCO yang
banyak pula. Seperti WCO yang di hasilkan
oleh KFC per harinya ialah sebesar 33.750
liter, dan dalam setahun Indonesia dapat
menghasilkan 4 juta ton minyak jelantah.®
Di samping itu, harga WCO yang cukup
rendah, yakni Rp. 4000,- s.d. Rp. 5000,- per
kg merupakan suatu potensi untuk dijad-
ikan feedstock biofuel yang terjangkau.®
Selain biaya feedstock, terdapat biaya feed-
stock biaya lain dalam suatu produksi juga
harus diperhatikan biaya peralatan seperti
tangki penyimpanan, pompa, mixer, heater,
reactor, decanter, evaporator.# Diperlukan
adanya pemilihan peralatan yang berkual-
itas agar produk yang dihasilkan terjamin
efisiensinya dan mengantisipasi adanya
hambatan selama proses produksi.

KESIMPULAN

Penggunaan WCO sebagai feedstock
biofuel ini merupakan strategi pemulihan
global dari pencemaran dan krisis energi.
WCO menjadi feedstock yang efisien dan
terjangkau, sehingga produksi biofuel dari
WCO ini perlu dikembangkan untuk mem-
bangun masa depan yang terjamin dan lebih
baik dengan usaha yang kompeten. Dengan
diketahui bahwa penggunaan WCO sebagai
feedstock biofuel menjadi solusi dalam
meningkatkan keamanan energi, mengolah
limbah dan melestarikan lingkungan, serta

Karbon di Indonesia

menjadi penyongsong dalam membangun
kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian
yang merujuk terhadap hasil penelitian-pe-
nelitian terdahulu. Di mana hal tersebut
menjadi titik lemah dari penelitian ini. Un-
tuk penelitian selanjutnya, diharap peneli-
tian ini dapat menjadi pertimbangan dan
menjadi sumber informasi.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak perkembangan sektor keuangan berupa
perbankan (kredit bank), pasar saham (kapitalisasi pasar saham), dan pasar obligasi (nilai
outstanding obligasi), serta variabel makroekonomi lainnya berupa pertumbuhan ekonomi
dan investasi asing terhadap pengembangan energi listrik rendah emisi di Indonesia.
Data time series selama 26 tahun dari tahun 1995-2020 dianalisis dengan menggunakan
pendekatan Error Correction Model (ECM) untuk mengetahui pengaruh jangka panjang
dan jangka pendek variabel sektor keuangan terhadap perkembangan energi listrik rendah
emisi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang,
perkembangan pasar saham dan pasar obligasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam
meningkatkan produksi energi listrik bertenaga rendah emisi di Indonesia jika diband-
ingkan dengan sektor perbankan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai
variabel yang menghambat perkembangan energi listrik bertenaga ramah lingkungan di
Indonesia dan investasi asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Meskipun demiki-
an, dalam model jangka pandek, pengaruh variabel independen terhadap pengembangan
energi listrik rendah emisi di Indonesia sebagian besar tidak signifikan.

Kata Kunci: Energi listrik rendah emisi, kredit bank, kapitalisasi pasar saham, out-
standing obligasi, pertumbuhan ekonomi, investasi asing

Abstract

This study aims to examine the impact of financial sector developments in the form of bank-
ing (bank credit), stock market (stock market capitalization), and bond market (bond out-
standing value), as well as other macroeconomic variables in the form of economic growth
and foreign investment on the development of low-emission electrical energy in Indonesia.
Time series data for 26 years from 1995-2020 were analyzed using the Error Correction Model
(ECM) approach to determine the long-term and short-term effects of financial sector vari-
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ables on the development of low-emission electric energy. Overall, this study concludes that
in the long term, the development of the stock market and bond market has a significant
influence in increasing the production of low-emission energy in Indonesia when compared
to the banking sector. In addition, economic growth is stated as a variable that hinders the
development of environmentally friendly electric energy in Indonesia and foreign investment
does not have a significant effect. Nonetheless, in the short term model, the influence of inde-
pendent variables on the development of low emission electric energy in Indonesia is largely

insignificant.

Keywords: Low emission electricity, bank credit, stock market capitalization, out-
standing bonds, economic growth, foreign investment

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi isu yang
mengemuka di ranah global akhir-akhir ini.
Hal ini menyusul pada fenomena mening-
katnya jumlah emisi karbon dunia dalam
dua dekade terakhir. Menurut Laporan (In-
ternational Energy Agency, 2021), jumlah
emisi karbon global tercatat sebesar 36,3
gigaton COz2 pada 2021 atau meningkat se-
besar 46,96% jika dibandingkan dengan
dua dekade lalu. Meskipun jumlah ini sem-
pat menurun pada 2020 sebagai akibat dari
pandemi Covid-19, namun emisi karbon
diprediksi akan terus meningkat di masa
depan seiring dengan semakin meningkat-
nya kebutuhan energi global.

Sebagai negara dengan jumlah pen-
duduk terbesar keempat di dunia, Indo-
nesia juga turut serta dalam menyumbang
emisi karbon global dalam jumlah yang
cukup besar. (Carbon Crief, 2021) melapor-
kan bahwa Indonesia menempati peringkat
kelima sebagai negara penyumbang emisi
karbon terbesar di dunia mencapai 102,562
GtCO2. Menurut Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), lebih
dari 90% total emisi karbon di Indonesia
bersumber dari sektor energi dan kerusakan
lahan. Dalam menyikapi masalah ini, pe-
merintah menargetkan penurunan emi-
si karbon sebesar 29% pada 2030, net zero
emission di sektor lahan pada 2045-205,
dan net zero emission di sektor energi pada
2045-2070 (Katadata, 2021a).

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa
sektor energi menjadi fokus pengurangan
emisi dalam beberapa tahun ke depan dari
pada sektor kehutanan. Hal ini karena en-
ergi merupakan kebutuhan pokok yang
menyangkut ke banyak sektor lainnya sep-
erti transportasi, industri, hingga gaya hid-
up. Selain itu, sepanjang tahun 2015-2018,
KLHK mengklaim bahwa jumlah emisi kar-
bon di Indonesia paling banyak dihasilkan
dari pembangkit listrik berbahan dasar fo-
sil, sedangkan dari sektor kehutanan jus-
tru menurun (Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, 2020). Namun di
sisi lain, kebutuhan energi dalam negeri
justru meningkat. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS), kebutuhan energi Indonesia
diprediksi mencapai 2,9 Miliar Setara Barel
Minyak (SBM) pada 2050 atau meningkat
lebih dari 236% dari pada kebutuhan pada
2020 (Katadata, 2021b). Oleh karena itu, un-
tuk mengatasi masalah ini, pemerintah ber-
komitmen untuk melakukan transisi energi
dari yang semula sebagian besar energi yang
dihasilkan berbahan dasar fosil menuju
energi yang ramah lingkungan dan rendah
emisi karbon. Diharapkan dengan adanya
program transisi energi ini, kebutuhan en-
ergi domestik dapat terpenuhi, namun tetap
memerhatikan aspek lingkungan.

Meskipun skenario transisi ener-
gi ramah lingkungan dapat memberikan
manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan,
namun implementasinya menghadapi se-
jumlah kendala, terutama di negara-neg-
ara berkembang, seperti Indonesia. Salah
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satu kendala tersebut adalah pembiayaan
(Brunnschweiler, 2010); dan (Geddes et al.,
2018). Hal ini karena dalam mengembang-
kan energi rendah emisi karbon, diperlu-
kan pendanaan yang besar. Berdasarkan
data Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
Indonesia membutuhkan dana investasi
sekitar Rp 3.500 Triliun untuk menjalank-
an program transisi energi terbarukan yang
rendah emisi karbon (Solopos, 2022).

Lebih lanjut, Kemenkeu menjelaskan
bahwa skema Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tidak mampu untuk
mendanai program transisi energi rendah
emisi karena besaran APBN setiap tahunn-
ya saat ini yang hanya sekitar Rp 3.000 Tri-
liun. Adanya kesenjangan pembiayaan yang
signifikan ini mendorong banyak pembuat
kebijakan khawatir bahwa investasi untuk
penerapan teknologi energi rendah karbon
dalam skala besar tidak akan terwujud den-
gan cukup cepat (Geddes et al., 2018). Oleh
karena itu, kontribusi dari sektor swasta
khususnya sektor keuangan dibutuhkan da-
lam mengisi kesenjangan pembiayaan yang
cukup besar (Shahbaz et al., 2021)

Sektor keuangan dinilai memiliki
peran yang positif bagi negara-negara da-
lam mengembangkan proyek transisi energi
rendah emisi yang efektif, serta dapat di-
gunakan untuk prediksi kuantitatif dalam
pengembangan proyek transisi energi di
masa depan (Fangmin & Jun, 2011). Menurut
(Belaid & Elsayed, 2019), transisi menuju
energi terbarukan yang ramah lingkungan
membutuhkan sistem keuangan yang leb-
ih maju yang mendorong dan mengem-
bangkan teknologi energi terbarukan yang
menjanjikan. Tidak adanya sektor keuangan
yang berkembang dengan baik, maka nega-
ra akan kesulitan dalam membiayai proyek.
Mengingat, pembiayaan yang diakibatkann-
ya merupakan salah satu hambatan terpent-
ing dalam mempromosikan proyek energi
terbarukan di negara berkembang (Becker
& Fischer, 2013).

Di Indonesia, perkembangan sek-

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

tor keuangan khususnya perbankan, pasar
saham, dan pasar obligasi berjalan cukup
pesat. Hal ini dibuktikan dengan nilai aset
perbankan konvensional, kapitalisasi pasar
saham, dan total outstanding obligasi yang
terus meningkat. Berdasarkan data Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), nilai aset perbankan
konvensional per Desember 2021 telah men-
capai Rp 10,112 Kuadriliun, atau meningkat
lebih dari 8 kali lipat dibandingkan 2001. Se-
mentara itu, nilai kapitalisasi pasar saham
Indonesia mencapai Rp 8,252 Kuadrilliun
(meningkat 33,4 kali lipat dibanding 2001)
dan total outstanding obligasi sebesar Rp
4,957 Kuadrilliun pada 2021 (meningkat 58
kali lipat dibanding 2001). Meningkatnya
sektor keuangan Indonesia memberikan
potensi pendanaan dalam mengembangkan
energi rendah emisi karbon.

Hal ini dikuatkan pada studi sebel-
umnya yang menyatakan bahwa perkem-
bangan sektor keuangan terutama perbank-
an, pasar saham, dan pasar obligasi mampu
berkontribusi terhadap pengembangan pro-
gram energi rendah emisi karbon. Secara
khusus, dalam penelitian-penelitian sebel-
umnya, sektor perbankan khususnya dalam
hal penyaluran kredit, lebih banyak dipilih
sebagai proksi untuk mengukur perkem-
bangan sektor keuangan disamping sektor
keuangan makro lainnya seperti pertumbu-
han ekonomi dan investasi asing. Menurut
(Daszynska-Zygadlo et al., 2021) instrumen
keuangan yang digunakan oleh bank adalah
yang paling efektif dalam pembiayaan. Hal
ini didasarkan pada penyusunan peringkat
berbagai instrumen yang digunakan bank
dalam proses pembiayaan energi terbarukan
yang ramah lingkungan, dengan menilai
struktur dan nilai kebutuhan pembiayaan
berbasis energi terbarukan pada skenario
masa depan. Hal ini sesuai dengan hasil stu-
di (Brunnschweiler, 2010); (Fangmin & Jun,
20m1); (Belaid & Elsayed, 2019); (Shahbaz
et al., 2021) dan (Samour et al., 2022) yang
menyatakan bahwa pembiayaan dan kredit
perbankan memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap perkembangan energi
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rendah emisi karbon, meskipun dalam studi
(Le etal., 2020), pengaruh kredit perbankan
tidak signifikan di negara berkembang.

Meskipun kredit perbankan adalah
proksi yang umum digunakan untuk menilai
perkembangan sektor keuangan, namun
sektor pasar modal (seperti pasar saham dan
obligasi) juga memiliki potensi besar dalam
mengembangkan energi rendah emisi kar-
bon. (Kim & Park, 2016) menyimpulkan bah-
wa di negara-negara dengan pasar keuangan
yang berkembang dengan baik (khususnya
kredit perbankan dan pasar modal) cend-
erung mengalami pertumbuhan di sektor
energi terbarukan yang ramah lingkungan
karena akses yang lebih mudah dan besar ke
pendanaan eksternal. Selain itu, menurut
temuan (Ji & Zhang, 2019), perkembangan
sektor keuangan (kredit perbankan, pasar
modal, investasi asing) sangat penting dan
berkontribusi secara keseluruhan sebesar
42,42% terhadap variasi pertumbuhan en-
ergi terbarukan yang ramah lingkungan di
China. Dalam penelitian tersebut, secara
khusus, pasar modal adalah sektor yang
dominan dalam memengaruhi perkemban-
gan energi terbarukan yang rendah emisi.
Penelitian (Anton & Nucu, 2020) mengung-
kapkan hasil yang berbeda di mana ketiga
dimensi pembangunan keuangan (sektor
perbankan, pasar obligasi, dan pasar modal)
secara bersama-sama berpengaruh positif
terhadap pengembangan energi terbaru-
kan ramah lingkungan, namun setelah diuji
secara parsial, perkembangan sektor pasar
modal justru merupakan sektor yang tidak
signifikan dalam memengaruhi perkem-
bangan energi yang rendah emisi karbon.
Dalam penelitian lainnya, (Zafar et al., 2019)
menjelaskan bahwa perkembangan sektor
perbankan berhasil menurunkan emisi kar-
bon di negara-negara G-7, namun mening-
katkan emisi karbon di negara-negara N-11.
Demikian pula, pengembangan pasar sa-
ham justru meningkatkan emisi karbon di
negara-negara G-7, namun di negara-negara
N-11 menurun.

Berdasarkan permasalahan mengenai

pentingnya program transisi energi yang
rendah emisi karbon namun menemui mas-
alah dalam aspek pembiayaan di Indonesia,
maka penelitian bertujuan untuk menga-
nalisis bagaimana kontribusi sektor keuan-
gan khususnya perbankan, pasar saham,
dan pasar obligasi terhadap perkembangan
energi yang rendah emisi karbon. Meski-
pun penelitian mengenai hubungan sektor
keuangan dengan energi rendah emisi kar-
bon cukup berkembang, namun penelitian
belum banyak dilakukan di Indonesia.

Dengan merujuk pada penelitian-pe-
nelitian sebelumnya, secara spesifik, peneli-
tian ini mengukur sektor perbankan dari sisi
kredit yang disalurkan, sementara pasar sa-
ham direpresentasikan oleh nilai kapitalisasi
pasar saham, dan pasar obligasi diproksikan
dengan jumlah nilai outstanding obligasi.
Sedangkan, untuk variabel energi rendah
emisi karbon direpresentasikan oleh ener-
gi listrik dengan tenaga pembangkit yang
dikategorikan rendah emisi seperti tenaga
air, mikro hidro, tenaga surya, tenaga panas
bumi, dan tenaga pembangkit listrik rendah
emisi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga
menyertakan variabel control berupa per-
tumbuhan ekonomi dan investasi asing.
Untuk mengecek kekokohan model yang di-
hasilkan, penelitian ini mengganti variabel
dependen (energi listrik rendah emisi) den-
gan variabel dependen baru berupa energi
listrik rendah emisi tanpa tenaga air.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan di dalam pe-
nelitian adalah data time series tahunan
dengan rentang waktu selama 26 tahun dari
1995-2020. Sumber data berjenis sekunder
yang berasal dari data Badan Pusat Statis-
tik (BPS) Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan World Bank. Teknik pengumpu-
lan data menggunakan teknik dokumentasi
di mana data diperoleh dengan cara diun-
duh dari laman resmi BPS dan OJK kemu-
dian ditabulasi sesuai dengan pengukuran
variabel yang ditetapkan. Variabel terikat
dalam penelitian ini adalah energi listrik
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rendah emisi karbon. Namun, untuk mem-
berikan hasil penelitian yang lebih spesifik,
variabel ini dipecah ke dalam 7 sub variabel
dependen (Lihat Tabel 1).

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

Sementara itu, variabel penjelas be-
rupa sektor keuangan yang terdiri dari kred-
it perbankan konvensional, nilai kapitalisasi
pasar saham, dan total outstanding obligasi.
Berdasarkan literatur sebelumnya (Kim &

Park, 2016); (Belaid & Elsayed, 2019); (Ji & Zhang, 2019); (Le et al., 2020); dan (Samour,
Baskaya, & Tursoy, 2022), variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi asing per-
lu disertakan dalam permodelan agar hasil lebih akurat. Oleh karena itu, penelitian ini
menyertakan variabel lainnya berupa PDB dan investasi asing sebagai variabel kontrol (Li-

hat Tabel 1).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel Simbol Pengukuran
Dependent variable
Energi Listrik Rendah Emisi
- Tenaga Surya LogPLTS Log-Kapasitas listrik tenaga surya (MW)
- Tenaga Air LogPLTA Log-Kapasitas listrik tenaga air (MW)
. LogPLTP Log-Kapasitas listrik tenaga panas bumi
- T P B g g-Rkap ga p
Tenaga N‘;‘.rllas Hu;m LogPLTMH  (MW)
- _¢ehaga Vikro Hidro LogPLTO Log-Kapasitas listrik tenaga mikro hidro
- Tenaga Lainnya LogPLTEB (MW)
- Tenaga Keseluruhan  LogPLTEB_A Log-Kapasitas listrik tenaga rendah emisi
- Tenaga Keseluruhan, lain (MW)
tanpa Tenaga Air Log-Kapasitas listrik seluruh tenaga rendah
emisi (MW)
Log-Kapasitas listrik seluruh tenaga rendah
emisi dikurangi tenaga air (MW)
Independent variable
Sektor keuangan
- Kredit perbankan Credit Total kredit perbankan konvensional diba-
- Kapitalisasi saham Capital giPDB(%) o
- Outstanding obligasi Bonds "ll)“([))tgl((r)};;al kapitalisasi pasar saham dibagi
Total nilai outstanding obligasi dibagi PDB
(%)
Control variable
- PDB GDP Pertumbuhan PDB per kapita (%)
- Investasi Asing FDI Total investasi asing (masuk) dibagi PDB

(%)

Sumber: Penulis, 2023
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Teknik analisis yang pertama yaitu
data dianalisis dengan menggunakan anal-
isis statistik deskriptif untuk melihat secara
lebih detail bagaimana perkembangan seti-
ap variabel dari tahun ke tahun. Pada taha-
pan selanjutnya, karena data berupa runtun
waktu atau time series, maka data dianalisis
dengan menggunakan Metode Error Cor-
rection Model (ECM).

Metode ECM adalah metode yang
digunakan untuk melihat pengaruh vari-
abel penjelas terhadap variabel terikat da-
lam jangka waktu panjang maupun pendek.
Penggunaan ECM untuk data runtun waktu
dalam analisis ekonometrika dinilai tepat
karena metode ini mampu mengindenti-
fikasi banyak variabel untuk menganalisis
fenomena ekonomi dalam jangka panjang.
Selain itu, ECM juga dapat mengkaji kekon-
sistenan model dengan teori ekonometrika
serta dapat mengatasi masalah variabel
runtun waktu yang tidak stasioner dan re-
gresi lancung (Ranto, 2019).

Sebelum menentukan model regre-
si linear dengan menggunakan pendekatan
ECM, terdapat dua asumsi dasar yang ha-
rus dipenuhi yaitu kestasioneran data dan
kointegrasi. Dalam data time series, data
harus bersifat stasioner yaitu bebas dari
gejala autokorelasi dan heterokedastisitas
agar terhindar dalam menghasilkan model
regresi yang lancung (Gujarati, 201). Un-
tuk menguji kestasioneran data, penelitian
ini menggunakan uji akar unit. Uji akar unit
dilakukan pada tiga tingkatan yaitu level,
difference 1 dan difference 2. Jika pada ting-
kat level data belum stasioner, maka dilaku-
kan pada tingkat difference 1 dan seterusnya.
Pada penelitian ini, uji akar unit dilakukan
dengan metode Individual Fisher-ADF di
mana data dikatakan stasioner jika nilai
probabilitynya lebih kecil dari o,05.

Sementaraitu, uji kointegrasi adalah
metode yang digunakan untuk menginden-
tifikasi sejauhmana hubungan keseimban-
gan antara variabel ekonomi dalam jangka
panjang. Pada penelitian ini, uji kointegra-

Karbon di Indonesia

si pada setiap model dilakukan dengan
metode Johansen System Cointegration Test
di mana jika nilai probability pada Unre-
stricted Cointegration Rank Test (Trace) <
0,05, dan/atau nilai trace statistic > critical
value, maka terdapat kointegrasi di antara
variabel-variabel yang digunakan di dalam
model.

Model ECM dapat dibentuk apabila
di antara variabel bebas terhadap variabel
terikat terjadi hubungan jangka panjang
(kointegrasi). Selain itu, jika semua varia-
bel bersifat stasioner pada tingkat diferrence
yang sama, maka Model ECM dapat diter-
apkan. Adapun bentuk umum, Model ECM
jangka panjang dan jangka pendek adalah
sebagai berikut:

Model Jangka Panjang

Ye =Bo+ B1x1+ Baxz + -+ PBrx; + e
(1)

Keterangan:

Ve : Variabel terikat
Bo : Konstanta

Bi, Ba, .., Bn  :Koefisien regresi
X1, X2, ..., X5 : Variabel penjelas
e : Residual

Model Jangka Pendek

D(y,) = Bo + B1D(x1) + B2D(x2) + - +

BnD(x;) +ver 1+, (2)
Keterangan:

Ay, : Diferensiasi variabel terikat
Bo : Konstanta

B1, Bz, .. Bn  :Koefisien regresi

D(x;), D(x3), ..., D(x,): Diferensiasi variabel

e—1 :Residual jangka panjang periode t-1
v : Eror persamaan jangka pandek
HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Energi Listrik Rendah
Emisi Indonesia 1995-2020

Hasil deskripsi data yang pertama
yaitu perkembangan energi listrik rendah
emisi karbon menurut tenaga pembangk-
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it dari tahun 1995-2020. Energi listrik dip-
ilih karena berdasarkan data Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
kebutuhan konsumsi listrik setiap tahun
meningkat sebesar 6,9% (Tempo.co, 2019).
Meskipun demikian, sebagian besar tena-
ga pembangkit listrik di Indonesia masih
berasal dari tenaga pembangkit yang ting-
gi emisi karbon seperti Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU). Sumber energi yang di-
hasilkan dari PLTU diperoleh dari bahan ba-
kar batu bara atau minyak bumi yang dapat
mencemari lingkungan (Lihat Grafik 1).

Berdasarkan data BPS per 2020, to-

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

tal kapasitas terpasang listrik di Indonesia
mencapai 65,236 GW, namun lebih dari 50%
di antaranya berasal dari PLTU, sementara
dari tenaga pembangkit listrik yang ramah
lingkungan (surya, air, mikro hidro, panas
bumi, dan tenaga rendah emisi lainnya) ha-
nya 12,28% atau 8,010 GW (Lihat Grafik 1).
Per 2020, sebagian besar energi listrik den-
gan tenaga pembangkit rendah emisi ma-
sih didominasi oleh tenaga pembangkit air
(68,83%) dan panas bumi (24,71%), semen-
tara tenaga surya hanya 0,2%, tenaga mikro
hidro sebesar 2,55% dan tenaga pembangkit
rendah emisi lainnya sebesar 3,69% (Lihat
Grafik 2).

Grafik 1. Persentase Kontribusi Kapasitas Pembangkit Listrik Menurut Jenis Pembangkit,

2020

Persentase Kontribusi Kapasitas Pembangkit Listrik Menurut Jenis
Pembangkit, 2020
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Grafik 2. Persentase Kapasitas Pembangkit Listrik Rendah Emisi Jenis Pembangkit, 2020

Persentase Kapasitas Pembangkit Listrik Rendah Emisi Jenis Pembangkit, 2020

0,800
0,688
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

0,002
Surya Air

Sumber: Data BPS 2020, diolah

Mikro Hidro

0,247

0,037
|

0,025

Panas Bumi Lainnya

99

—



Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia

Grafik 3. Perkembangan Kapasitas Terpasang Energi Listrik Rendah Emisi Menurut Tena-

ga Pembangkit 1995-2020, GW
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Sumber: Data BPS 1995-2021, diolah

Jika dilihat dari Grafik 3, perkem-
bangan energi listrik tenaga rendah emisi
karbon di Indonesia dari tahun 1995-2020
secara keseluruhan menunjukkan adanya
peningkatan untuk semua tenaga pemban-
gkit rendah emisi. Pada tahun 1995, total en-
ergi listrik dari tenaga pembangkit rendah
emisi hanya 2486 MW, kemudian mening-
kat menjadi 8.010 MW pada 2020. Pengem-
bangan energi listrik bertenaga surya, mikro
hidro dan tenaga pembangkit rendah emisi
lainnya baru ada di tahun 2011, sementara
untuk tenaga air dan panas bumi sudah ada
sejak lama dikarenakan dua tenaga pem-
bangkit listrik ini pada dasarnya tidak ter-
barukan namun dinilai rendah emisi jika
dibandingkan dengan tenaga pembangkit
listrik berbahan dasar batu bara atau min-
yak bumi.

Pada tahun 20m, kapasitas terpas-
ang energi listrik menurut tenaga surya di
Indonesia hanya 1 MW, namun, angka ini
kemudian meningkat sepuluh tahun kemu-
dian menjadi sebesar 18 MW pada 2020.
Meskipun mengalami peningkatan, namun
menurut Kementerian ESDM, jumlah kap-
asitas terpasang listrik dari tenaga surya
masih sangat rendah dan jauh dari potensi
yang dapat mencapai 207,8 GW. Sementara

Mikro Hidro
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Panas Bumi e lainnya

dari tenaga mikro hidro pada 201, tercatat
kapasitas terpasang listrik seebsar 15 MW,
kemudian meningkat menjadi 204 MW
pada 2020 dan untuk pembangkit listrik
rendah emisi lainnya dari yang semula han-
ya berkapasitas 38 MW pada 2011, mening-
kat menjadi 296 MW di tahun 2020.

Sementara itu, kapasitas terpasang
listrik bertenaga air dan panas bumi juga
meningkat jika dibandingkan dengan tahun
1995. Pada tahun 1995, kapasitas terpas-
ang listrik bertenaga air-mikro hidro han-
ya sebesar 2.178 MW, namun di tahun 2020
meningkat menjadi 5513 MW. Sedangkan
untuk tenaga panas bumi, kapasitas terpas-
ang listrik di tahun 1995 hanya sebesar 308
MW, kemudian pada tahun 2021 meningkat
menjadi 1979 MW.

Hasil Uji Akar Unit

Teknik analisis berikutnya yaitu
pengujian regresi dengan data runtun wak-
tu. Sebelum dilakukan pengujian regresi
runtun waktu dengan metode ECM, setiap
variabel harus dicek stasioneritasnya ter-
lebih dahulu dengan menggunakan Unit
Root Test melalui pendekatan Individual
Fisher-ADF pada tingkat level.
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Tabel 2. Hasil Uji Akar Unit (Level)

Variabel Probability
Credit 0.2738
Capital 0.0688
Bonds 0.7202
FDI 0.3004
GDP o.oun8*
LogPLTS 0.7684
LogPLTA 0.5169
LogPLTP 0.8502
LogPLTMH 0.9648
LogPLTO 0.9346
LogPLTEB 0.7330
LogPLTEB_A 0.8929

*)Signifikan di 5%
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji akar unit pada
tingkat level dengan pendekatan Individu-
al Fisher-ADF, seluruh variabel yang diteliti
dalam penelitian ini (kecuali GDP) memili-
ki probability > 5%, sehingga data tidak sta-
sioner di tingkat level dan harus diuji kem-
bali pada tingkat 1** difference.

Tabel 3. Hasil Uji Akar Unit (1* Difference)

Variabel Probability
D(Credit) 0.0318*
D(Capital) 0.0000*
D(Bonds) 0.0037*
D(FDI) 0.0009*
D(GDP) 0.0001*
D(LogPLTS) 0.0010%
D(LogPLTA) 0.0000%
D(LogPLTP) 0.0000*
D(LogPLTMH) 0.0202%
D(LogPLTO) 0.0004*
D(LogPLTEB) 0.0036*
D(LogPLTEB_A) 0.0000*

*)Signifikan di 5%
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pada hasil uji akar unit di tingkat 1*
difference, seluruh variabel yang diteliti tel-
ah memenuhi asumsi stasioneritas data. Hal
ini karena tingkat probability pada semua
variabel menunjukkan angka < 5% sehing-
ga data dapat dianalisis lebih lanjut dengan
pengujian kointegrasi.

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

Hasil Uji Kointegrasi

Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi Setiap Mod-
el (Unrestricted Cointegration Rank Test
(Trace))

Model Probability
(Trace Statistic- 5%
Critical Value)
Model PLTS 0.0000%
(139.8453 > 95.75366)
Model PLTA  o0.0000*
(158.2327 > 95.75366)
Model PLTP 0.0000%
(156.8295> 95.75366)
Model PLT- 0.0000%*
MH (165.9283 > 95.75366)
0.0000%
Model PLTO  (149.6530 > 95.75366)
0.0000%
Model PLTEB  (163.7236 > 95.75366)

*)Signifikan di 5%
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil uji kointegrasi dengan meng-
gunakan Johansen System Cointegration
Test menunjukkan bahwa semua model
yang dikembangkan dalam penelitian ini
memiliki kointegrasi atau hubungan jangka
panjang. Hal

ini karena nilai probability pada Unrestrict-
ed Cointegration Rank Test (Trace) < 5%
dan nilai Trace Statistic lebih besar dari 5%
Critical Value 95,75366. Dengan demiki-
an maka seluruh model akan diuji dengan
menggunakan metode ECM.

Berdasarkan hasil uji akar unit,
semua variabel telah stasioner di 1** differ-
ence, seluruh model dinyatakan memiliki
hubungan jangka panjang. Oleh karena itu,
seluruh model diestimasi dengan Mod-
el ECM. Berikut merupakan hasil uji ECM
jangka panjang untuk setiap model.
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Hasil Uji ECM Jangka Panjang dan

Pendek

Tabel 5. Hasil Uji ECM Jangka Panjang

Variabel Model PLTEB
(Prob./Coef)
Constant 0.0000™**
(3.328643)
Credit 0.9030
(0.034269)
Capital 0.0016***
(0.666167)
Bonds 0.0098***
(0.973664)
FDI 0.8604
(-0.412409)
GDP 0.0953*
(-1.001504)
Adjusted R2 0.582246
Prob. (F-Stat)  0.000287***
F-Statistik 7.968780
Y Tahun Obs. 26

***)Signifikan di 1%, **) 5%, *) 10%
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Tabel 6. Hasil Uji ECM Jangka Panjang untuk Setiap Tenaga Pembangkit Rendah Emisi

Variabel Model PLTS Model PLTA Model PLTP Model PLMH Model PLTO
(Prob./Coef)  (Prob./Coef) (Prob./Coef) (Prob./Coef) (Prob./Coef)
Constant 0.0170™* 0.0000*** 0.0000*** 0.0057*** 0.0060***
(-1.586153) (3.371222) (2.135409) (-3.017990) (-3.102860)
Credit 0.0725" 0.7687 0.8236 0.0397** 0.0431%*
(2.397208) (-0.062519)  (0.141734)  (4.447001)  (4.530979)
Capital 0.0165** 0.0056™** 0.0013*** 0.0040*** 0.0038***
(2.176090) (0.428488)  (1.537978)  (4.318532) (4.509198)
Bonds 0.0142** 0.0065*** 0.1153 0.0052*** 0.0054***
(4173653) (0.782747)  (1.269442)  (7.793412) (8.037113)
FDI 0.4054 0.8766 0.8251 0.2819 0.2785
(-8.960292) (0.274983) (-1.171682) (-18.63877) (-19.48142)
GDP 0.9083 0.0323** 0.5503 0.8545 0.8684
(0.303942) (-0.993873)  (-0.785405) (0.773614)  (0.725082)
Adjusted R2  0.403138 0.592835 0.464782 0.505726 0.503451
Prob. 0.007454***  0.000225"**  0.002808*** 0.001360***  0.001419***
(F-Stat) 4.377144 8.280025 5.341980 6.115845 6.069501
F-Statistik 26 26 26 26 26
Y Tahun
Obs.

***)Signifikan di 1%, **)Signifikan di 5%, *)Signifikan di 10%

Sumber: Data sekunder diolah, 2023
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Berdasarkan hasil Uji ECM jangka
panjang, variabel kredit yang disalurkan
oleh perbankan konvensional (Credit) ti-
dak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap produksi energi listrik bertena-
ga rendah emisi secara keseluruhan dalam
jangka panjang (Model PLTEB). Meskipun
demikian, apabila dirinci, kredit bank kon-
vensional yang disalurkan berdampak sig-
nifikan dalam meningkatkan pembangunan
energi listrik rendah emisi untuk tenaga
surya (PLTS), mikro hidro (PLTA), dan tena-
ga pembangkit listrik rendah emisi lainnya
(PLTO), sementara untuk tenaga pemban-
gkit air dan panas bumi, kredit bank kon-
vensional yang disalurkan tidak berefek sig-
nifikan. Apabila kredit bank konvensional
yang disalurkan dapat ditingkatkan sebesar
1%, maka dalam jangka panjang, produksi
kapasitas PLTS, PLTMH, dan PLTO mening-
kat masing-masing sebesar 2.397208%,
4.447001%, dan 4.530979%. Secara keseluru-
han, penelitian ini menemukan bukti bah-
wa kredit perbankan konvensional hanya
berdampak terhadap pengembangan energi
listrik rendah emisi karbon di Indonesia da-
lam jangka panjang, khususnya untuk PLTS,
PLTMH, dan PLTO, namun untuk tenaga
pembangkit listrik rendah emisi secara kes-
eluruhan tidak berdampak signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
(Le et al., 2020) yang menemukan bahwa
di negara-negara berpenghasilan rendah
dan menengah, seperti Indonesia, keuan-
gan perbankan belum cukup memobilisa-
si pembiayaan untuk proyek investasi dan
industri yang mempromosikan teknologi
lingkungan yang ramah lingkungan. Meski-
pun nilai kredit perbankan konvensional
semakin meningkat setiap tahun, namun
berinovasi dan beradaptasi dengan energi
yang ramah lingkungan tidak hanya ten-
tang masalah besarnya nilai kredit, tetapi
mekanisme keuangan canggih yang dapat
mengatasi risiko kompleks yang terkait
dengan teknologi yang terus berkembang.
Hal ini karena nilai pembiayaan untuk en-
ergi ramah lingkungan cenderung besra

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

khususnya untuk energi air dan panas bumi
(Ji & Zhang, 2019). Selain itu, risiko yang
terkait dengan proyek investasi energi ra-
mah lingkungan seringkali dianggap terlalu
tinggi dibandingkan keuntungannya. Ter-
lebih, bunga bank di Indonesia yang dinilai
masih terlalu tinggi. Akibatnya, perbankan
dan lembaga keuangan besar lainnya belum
memberikan perhatian penuh terhadap en-
ergi terbarukan.

Berikutnya, dari sektor pasar saham,
variabel kapitalisasi pasar saham (Capital)
dalam jangka panjang menunjukkan pen-
garuh positif dan signifikan untuk semua
model tenaga pembangkit listrik rendah
emisi di Indonesia. Setiap peningkatan kap-
italisasi pasar saham sebesar 1%, maka akan
meningkatkan produksi listrik PLTS, PLTA,
PLTP, PLTMH, PLTO, dan PLTEB mas-
ing-masing sebesar 0.666167%, 2.1776090%,
0.428488%, 4.318532%, dan 4.509198%.

Hasil penelitian ini sejalan den-
gan (Anton & Nucu, 2020) yang menya-
takan bahwa perkembangan pasar saham
berdampak signifikan terhadap mening-
katnya perkembangan energi terbarukan
yang ramah lingkungan. Pasar saham
yang berkembang dengan baik mendorong
efisiensi investasi bisnis dan pengendalian
risiko proyek energi terbarukan. Perusa-
haan dapat mengumpulkan dana yang dib-
utuhkan untuk mengembangkan inovasi
teknologi dan penggunaan energi bersih
dengan biaya lebih rendah dan efisiensi leb-
ih tinggi dibandingkan dengan meminjam
langsung dari bank.

Menurut (Zafar et al., 2019), kebi-
jakan bursa saham yang efektif akan men-
garah pada perbaikan kualitas lingkungan.
Hal ini karena kebijakan pasar saham turut
memprakarsai dan memastikan adapta-
sinya kebijakan proyek ramah lingkungan
di perusahaan bursa saham yang terdaft-
ar. Kecenderungan ini akan meningkatkan
adaptasi teknologi hijau, sehingga mening-
katkan produksi energi terbarukan yang
rendah emisi.
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Pada sektor pasar obligasi, variabel
nilai outstanding obligasi (Bonds) dalam
jangka panjang berpengaruh positif dan
signfikan terhadap pengembangan energi
listrik rendah emisi karbon secara keseluru-
han (Model PLTEB). Hal ini ditunjukkan
oleh nilai probability pada variabel tersebut
sebesar 0.0098 atau kurang dari taraf keper-
cayaan penelitian di tingkat 1%, sementara
koefisien regresi menujukkan angka sebesar
0.973664. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa apabila nilai outstanding obligasi
meningkat sebesar 1%, maka dalam jangka
panjang, terjadi peningkatan pada produksi
kapasitas energi listrik rendah emisi karbon
di Indonesia sebesar 0.973664%.

Secara spesifik, pengaruh signifikan
positif dan signifikan variabel Bonds meng-
arah pada semua tenaga pembangkit listrik
beremisi rendah kecuali PLTP. Apabila nilai
outstanding obligasi meningkat sebesar 1%,
maka dalam jangka panjang terjadi pen-
ingkatan produksi energi listrik bertenaga
surya, air, mikro hidro, dan tenaga pem-
bangkit listrik rendah emisi lainnya mas-
ing-masing sebesar 4.173653%, 0.782747%,
7.793412%, dan 8.037113%.

Seperti halnya pasar saham, pas-
ar obligasi yang berkembang dengan baik
dapat mendorong efisiensi investasi bisnis
dan pengendalian risiko proyek energi ter-
barukan yang ramah lingkungan (Anton
& Nucu, 2020). Dengan berkembangnya
pasar obligasi, perusahaan memiliki alter-
natif pendanaan lain selain bank, untuk
mengembangkan inovasi teknologi dan
penggunaan energi ramah lingkungan den-
gan biaya yang relatif lebih rendah.

(Ng & Tao, 2016) mengemuka-
kan beberapa alasan mengapa pasar ob-
ligasi memiliki potensi yang besar dalam
mengembangkan teknologi energi terbaru-
kan yang ramah lingkungan di masa depan.
Pertama, instrumen obligasi dinilai lebih
fleksibel sehingga memungkinkan peng-
umpulan dana dalam membiayai proyek
energi yang ramah lingkungan semakin

Karbon di Indonesia

luas. Kedua, instrumen obligasi memiliki
kemampuan untuk menarik kelompok in-
vestor tertentu (seperti investor institusi)
yang berkepentingan dengan proyek energi
terbarukan yang ramah lingkungan. Hal ini
karena para investor tersebut akan memer-
hatikan prospek risiko jangka panjang dari
instrumen obligasi.

Ketiga, biaya pembiayaan obligasi
dalam proyek energi terbarukan yang ramah
lingkungan relatif lebih rendah jika diband-
ingkan dengan investasi ekuitas lain. Selain
itu, obligasi juga menawarkan jangka waktu
yang lebih panjang (berkisar 7 hingga 15 ta-
hun). Hal ini sesuai dengan tipikal periode
pengembalian proyek energi terbarukan
yang rendah emisi yang sebagian besra juga
memiliki jangka waktu yang panjang.

Hasil penelitian lainnya menunjuk-
kan bahwa variabel investasi asing (FDI) ti-
dak memiliki pengaruh signifikan terhadap
energi listrik bertenaga rendah emisi untuk
seluruh model. Hal tersebut dibuktikan
dengan nilai probability > taraf kepercayaan
1%, 5%, atau 10%, untuk seluruh model. Hal
ini karena di negara-negara berkembang
seperti Indonesia, investasi asing yang dike-
luarkan perusahaan lebih banyak mengarah
pada inovasi teknologi dan belum mengar-
ah pada energi terbarukan yang rendah emi-
si sehingga tidak berdampak pada produksi
energi listrik yang ramah lingkungan (Salim
etal., 2017).

Variabel lainnya yaitu pertumbu-
han ekonomi (GDP) menunjukkan hasil
yang berbeda. Hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa pertumbuhan ekonomi berpen-
garuh negatif dan signifikan terhadap pro-
duksi energi listrik bertenaga rendah emisi
secara keseluruhan. Hal tersebut dapat di-
lihat dari nilai probability sebesar 0,0953
atau kurang dari taraf kepercayaan peneli-
tian 10%, dengan koefisien regresi bernilai
-1.001504. Dengan kata lain, jika pertumbu-
han ekonomi Indonesia meningkat sebesar
1%, maka terjadi penurunan pada produksi
energi rendah emisi secara keseluruhan se-
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besar 1.001504%. Meskipun demikian, pen-
garuh negatif ini hanya terjadi pada PLTA,
sementara untuk tenaga pembangkit listrik
rendah emisi lainnya tidak berpengaruh sig-
nifikan.

Menurut (Le et al.,, 2020), untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi secepat
mungkin, negara-negara berpenghasilan
rendah hingga menengah seringkali sangat
bergantung pada sumber energi yang mu-
rah dan kotor, yang sebagian besar tidak
dapat diperbarui. Hal ini sejalan dengan
pernyataan (Madyan etal., 2022 ) yang men-
emukan bahwa negara-negara berkembang,
seperti Indonesia masih sangat bergantung
pada konsumsi energi yang tidak ramah
lingkungan. Dengan kata lain, negara-neg-
ara berkembang cenderung tidak memer-
hatikan dampak lingkungan dalam usaha
meningkatkan pertumbuhan ekonomi mer-
eka.

Adjusted R-Square pada mas-
ing-masing model memiliki rentang nilai
di antara 0,41-0,60. Itu artinya, setiap model
yang diajukan dalam penelitian ini memili-
ki kekuatan yang sedang dalam menjelas-
kan variabel energi listrik bertenaga rendah
emisi, meskipun hanya 5 variabel indepen-
den yang diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu, nilai Prob.(F-Statistik)
pada seluruh model menunjukkan nilai ku-
rang dari 1% yang berarti apabila seluruh
variabel independen diuji secara bersa-
ma-sama, maka berdampak signifikan ter-
hadap variabel energi listrik bertenaga
rendah emisi, untuk setiap model. Meski-
pun dalam model jangka panjang, variabel
independen yang diteliti dalam penelitian
memiliki pengaruh signifikan yang berag-
am, namun pengaruh tersebut tidak terli-
hat apabila variabel independen diuji dalam
model jangka pendek (Lihat Tabel 7-8).

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

Tabel 7. Hasil Uji ECM Jangka Pendek

Variabel Model D(PLTEB)
(Prob./Coef)
Constant 0.0384**
(0.017844)
D(Credit) 0.0888*
(-0.290190)
D(Capital) 0.8678
(0.011074)
D(Bonds) 0.2454
(-0.237861)
D(FDI) 0.2177
(1.106552)
D(GDP) 0.0004***
(-0.781835)
Adjusted R2 0.393192
Prob. (F-Stat) 0.010658**
F-Statistik 4.110247

Y Tahun Obs. 26
***)Signifikan di 1%, **) 5%, *) 10%
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji ECM jangka
pandek, variabel independen yang memen-
garuhi produksi energi listrik bertenaga
rendah emisi secara keseluruhan (Model
PLTEB) adalah variabel kredit bank den-
gan koefisien regresi bernilai -o0.290190
dan variabel pertumbuhan ekonomi yang
juga memiliki pengaruh negatif dengan
koefisien sebesar -0.781835. Hal ini meny-
iratkan bahwa dalam jangka pendek, kred-
it bank yang disalurkan dan pertumbu-
han ekonomi berkontribusi besar dalam
menurunkan produksi energi listrik berte-
naga rendah emisi di Indonesia. Sementara
itu, untuk hasil uji ECM jangka pendek pada
masing-masing tenaga pembangkit listrik
beremisi rendah, secara keseluruhan tidak
menunjukkan pengaruh yang signifikan.
Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 8.
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Tabel 8. Hasil Uji ECM Jangka Pendek untuk Setiap Tenaga Pembangkit Rendah Emisi

Variabel  Model Model Model Model Model
D(PLTS) D(PLTA) D(PLTP) D(PLMH)  D(PLTO)
(Prob./Coef) (Prob./Coef) (Prob./Coef) (Prob./Coef) (Prob./

Coef)

Constant  0.3948 0.0191** 0.4100 0.0932 0.2150
(0.058842) (0.013817) (0.031524) (0.101979) (0.101867)

D(Credit)  0.4777 0.8605 0.0438** 0.5331 0.8933
(0.987893) (-0.019408)  (-1.630241) (0.739175) (0.217835)

D(Capital) 0.8322 0.7420 0.8199 0.9778 0.7398
(0.118835) (-0.014759) (0.070723) (-0.013300) (-0.219101)

D(Bonds) 0.9566 0.3994 0.3251 0.8144 0.9621
(-0.092126)  (-0.115144) (-0.935230)  (-0.339862)  (-0.094556)

D(FDI) 0.6922 0.7225 0.0656* 0.8762 0.9314
(-2.940874)  (-0.210543) (7-914425) (-0.986353)  (0.749702)

D(GDP) 0.7031 0.0000*** 0.7991 0.8000 0.9270
(0.590962) (-0.839653) (-0.218204) (0.335032) (-0.166600)

Adjusted  -0.227367 0.715259 0.137450 -0.222992 -0.244893

Rz 0.988550 0.000013*** 0.168440 0.985044 0.997682

Prob. 0.110811 13.05743 1.764894 0.124800 0.055754

(F-Stat) 26 26 26 26 26

F-Statistik

Y Tahun

Obs.

***)Signifikan di 1%, **)Signifikan di 5%, *)Signifikan di 10%

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Robustness Check

Untuk menguji kekokohan temuan
empiris dalam model ECM jangka panjang
yang telah ditemukan sebelumnya, peneli-
tian ini mengembangkan ukuran alternatif
untuk mewakili perkembangan struktur
energi listrik rendah emisi di Indonesia. Di
sini ukuran kapasitas listrik rendah emisi
tanpa tenaga air digunakan. Sesuai dengan
penelitian (Ji & Zhang, 2019) yang men-
yatakan bahwa biaya proyek pembangkit
listrik tenaga air seringkali membutuh-
kan investasi negara yang besar. Selain itu,
prosedur persetujuannya panjang dan ber-
potensi melibatkan banyak cabang berbe-
da di pemerintahan. Selain itu, meskipun
PLTA dapat memecahkan beberapa masalah
lingkungan, namun pada saat yang sama
juga dapat menghasilkan energi listrik ber-
tenaga rendah emisi yang lain. Karakteris-
tik khusus PLTA menjadikan non-hidro se-

bagai arah yang lebih penting dari reformasi
struktur energi. Di samping itu, pembangu-
nan energi terbarukan yang ramah lingkun-
gan bertenaga non-air sudah mengambil
peran yang lebih besar. Seperti yang ditun-
jukkan oleh data (Grafik 4), PLT non-air
dari energi terbarukan telah meningkat pe-
sat dalam 10 tahun terahir. Oleh karena itu,
penting untuk memeriksa seberapa banyak
sistem ekonometrik bekerja tanpa tenaga
air. Model ECM jangka panjang pada lima
variabel yang sama dan diestimasi dengan
menggunakan total kapasitas energi listrik
rendah emisi non-PLTA menggantikan total
kapasitas energi listrik rendah emisi. Hasil-
nya dilaporkan dalam Tabel 9.
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Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

Grafik 4. Total Kapasitas Pembangkit Listrik Bertenaga Rendah Emisi Tanpa Tenaga Air
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Sumber: Data BPS 1995-2020, diolah
Tabel 9. Hasil Robustness Check

Variabel Model PLTEB_A
(Prob./Coef)
Constant 0.0000***
(2.000719)
Credit 0.6093
(0.354996)
Capital 0.0011***
(1.706429)
Bonds 0.0675*
(1.623687)
FDI 0.6843
(-2.351763)
GDP 0.6043
(-0.741415)
Adjusted Rz 0.482208
Prob. (F-Stat) 0.002079***
F-Statistik 5.656393

Y Tahun Obs. 26
***)Signifikan di 1%, **) 5%, *) 10%
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Dari hasil uji robustness check,
dapat dilihat bahwa Model PLTEB jangka
panjang (Tabel 5) ketika diganti dengan
Model PLTEB tanpa tenaga air (PLTEB_A)
tetap konsisten. Dari kedua model ini, varia-
bel kapitasalisasi pasar saham (Capital) dan
outstanding obligasi adalah variabel yang
berdampak signifikan dalam meningkatkan

O H DA D h o O
(=) () <§) Q@
$ '1?9’190'15‘9’1 A S

produksi energi listrik rendah emisi di In-
donesia dibandingkan dengan sektor per-
bankan. Meskipun pada Model PLTEB_A,
variabel GDP tidak memengaruhi energi
listrik rendah emisi di Indonesia, sementara
dalam model PLTEB variabel GDP berpen-
garuh negatif dan signifikan, namun secara
keseluruhan tidak terjadi perubahan yang
berarti di antara Model PLTEB jangka pan-
jang dengan Model PLTEB tanpa Tenaga Air

KESIMPULAN

Secara keseluruhan studi ini mene-
mukan bukti empiris bahwa dalam jangka
panjang, perkembangan pasar saham dan
pasar obligasi di Indonesia memiliki kontri-
busi yang positif dalam meningkatkan pro-
duksi energi listrik rendah emisi di Indone-
sia. Perkembangan pasarsaham dan obligasi
dapat menjadi alternatif pendanaan bagi
perusahaan untuk mengembangkan proyek
energi listrik bertenaga ramah lingkun-
gan, bahkan untuk hampir semua tenaga
pembangkit listrik. Sementara itu, dari sisi
perbankan, variabel kredit tidak signifikan
berpengaruh terhadap perkembangan en-
ergi listrik bertenaga rendah emisi secara
keseluruhan, namun berdampak positif dan
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signifikan terhadap produksi energi listrik
bertenaga surya, dan tenaga pembangkit
rendah emisi lainnya.

Penelitian ini memiliki beberapa ket-
erbatasan yang dapat menjadi peluang bagi
penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian
ini hanya terbatas pada satu objek. Untuk
selanjutnya, penelitian lain dapat mem-

Karbon di Indonesia

juga gencar dalam mengembangkan energi
terbarukan. Kedua, Berdasarkan nilai Ad-
justed R-Square, variabel independen hanya
mampu menjelaskan variabel terikat den-
gan kekuatan sedang. Hal ini karena pene-
litian ini hanya menyertakan lima variabel
independen saja. Oleh sebab itu, peneli-
tian lain dapat menambah atau mengganti
variabel lainnya (dalam lingkup keuangan)

perluas objek ke banyak negara, mengingat

yang berpotensi memengaruhi produksi
saat ini banyak negara-negara di dunia yang

energi listrik bertenaga rendah emisi.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Deskripsi Data

Kontribusi Sektor Keuangan Dalam Mengembangkan

Energi Listrik Rendah Emisi Karbon

Variabel Rata-rata Maksimal Minimal Standar Deviasi
PLTS (MW) 3,05 26 0 7,749193506
PLTA (MW) 3791,576923 5513 2178 973,8185939
PLTP (MW) 44,88461538 204 0 68,5170501
PLTMH (MW)  557,1333333 1503 305 404,9486505
PLTO (MW) 55,19230769 296 o 90,98088557
PLTEB (MW) 4770,961538 8o10 2486 1661,432261
PLTEB_A (MW)  979,3846154 2497 305 725,6947059
Credit (%) 0,324287676 0,602416299 0,174066944 0,11291535
Capital (%) 0,357526359 0,512679274  0,134647299  0,12586968
Bonds (%) 0,127329923 0,278732024 0,014367496  0,074242554
FDI (%) 0,012566213 0,020161148  -0,027574399  0,015045021
GDP (%) 0,042905084 0,082200074 -0,131267255 0,040578866
Lampiran 2. Hasil Uji Korelasi
Log-
Credit | Capital |Bonds [FDI GDP LogPLTEB | PLTEB_A

Credit 1

Capital 0.08755 |1

Bonds -0.34579 | 0.28138 |1

FDI 0.51405 |0.49216 |0.25665 |1

GDP -0.13156 | 0.153825 [ 0.11962 [ 0.34650 |1

LogPLTEB -0.07765 | 0.63582 [ 0.58817 [0.27725 [-0.14524 |1

LogPLTEB_A | 0.00898 | 0.69506 [ 0.46637 | 0.33654 |-0.00048 |0.94467 1

m
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dua skema pembiayaan
yakni tradisional dan khusus untuk mengimplementasikan program transisi energi baru
terbarukan, sehingga dapat terlihat skema pembiayaan manakah yang lebih inovatif un-
tuk diterapkan di Indonesia. karena dana yang diperlukan sangat besar dan tidak mun-
gkin hanya diperoleh dari satu bentuk pembiayaan saja, melainkan oleh berbagai alternatif
pembiayaan. Data yang diolah dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan melalui
buku, artikel, peraturan perundang-undangan, atau literatur hukum lainnya, serta situs
online yang relevan dengan topik dari penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digu-
nakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, dengan teknik analisa data yakni
naratif literatur review dan uji t-test independent untuk mendukung hasil kajian pusta-
ka dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pembiayaan khusus
memiliki nilai t-test lebih besar yakni 5.80 dibandingkan dengan skema pembiayaan tra-
disional yaitu sebesar 4.40. Serta, beberapa instrumen skema khusus diantaranya crowd-
funding, carbon financing, revenue bond dan green bond yang mencerminkan enam aspek
skema pembiayaan transisi energi terbarukan yang inovatif. Skema pembiayaan khusus
tersebut juga mewujudkan pembiayaan inovatif dengan aspek affect affordability, due-pro-
cess, transparency, inter-generational equity, spatial equity dan financial system resillience.

Kata Kunci: Biofuel, WCO (waste cooking oil), biaya, dan efisiensi.

Abstract

This study aims to dig deeper into the two financing schemes namely traditional and special
for implementing the new renewable energy transition program, so that it can be seen which
financing scheme is more innovative to implement in Indonesia. because the funds needed
are very large and it is impossible to obtain only from one form of financing, but from various
alternative financing. The data processed in this study came from literature studies through
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books, articles, laws and regulations, or other legal literature, as well as online sites that are
relevant to the topic of this research. The research method used in this study was explorative
qualitative, with data analysis techniques namely narrative literature reviews and indepen-
dent t-tests to support the results of the literature review in this study. The results showed
that the special financing scheme had a higher t-test score of 5.80 compared to the tradi-
tional financing scheme, which was 4.40. Also, several special scheme instruments including
crowdfunding, carbon financing, revenue bonds and green bonds which reflect six aspects
of innovative renewable energy transition financing schemes. This special financing scheme
also embodies innovative financing with aspects of affect affordability, due-process, trans-
parency, inter-generational equity, spatial equity and financial system resilience.

Keywords: Traditional Schemes; Specialized Schemes; Energy Transition; Innova-

tive Financing.
PENDAHULUAN

Kenaikan suhu bumi yang diakibat-
kan oleh pemanasan global (global warm-
ing) dari GRK telah menjadi perhatian besar
dunia. Kondisi tersebut yang menginisiasi
tujuan dari Paris Climate Agreement tahun
2015 yang mengungkapkan bahwa pihak-pi-
hak yang terlibat dalam perjanjian tersebut
menyepakati kesediaan untuk menjaga pen-
ingkatan suhu rata-rata bumi jauh di bawah
2°celcius di atas tingkat pra-industri, dan be-
rupaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh
ke 1,5° celcius. (UNFCCC, 2015) Upaya dari
adanya perjanjian Paris ini spesifik kepada
program NZE (Net Zero Emissions) atau nol
bersih emisi, yang mendorong berbagai reg-
ulasi baru di berbagai negara berkaitan den-
gan penyediaan energi yang lebih efisien.
(Aprilianto and Ariefianto, 2021) Hal ini juga
sejalan dengan adanya transformasi energi
global dengan energi terbarukan (ET) yang
berlangsung dengan sangat cepat dalam ku-
run waktu lima tahun terakhir. Selain itu,
di tahun 2019, Badan Internasional Energi
Terbarukan (International Renewable Ener-
gy Agency-IRENA) mencatat bahwa dalam
lima tahun berturut-turut terjadi penamba-
han pembangkit baru global berasal dari en-
ergi bersih sebesar 50%. (IRENA, 2020)

Namun, kesiapan Indonesia dalam
melakukan transformasi pada sektor en-
ergi tersebut dinilai masih jauh dibawah
negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Pernyataan tersebut merujuk pada Indeks

Transisi Energi tahun 2019, Indonesia bera-
da pada posisi kedua terakhir delapan nega-
ra Asia Tenggara, serta berada pada pering-
kat 63 dari 115 negara di dunia. (Giwangkara,
2021) Kondisi tersebut masih sangat kontras
dengan potensi energi terbarukan yang di-
miliki oleh Indonesia, mulai dari potensi
akumulatif energi terbarukan yang men-
capai 441,7 GW, serta kondisi geografi dan
geologi Indonesia yang sangat menjanjikan
bagi pengembangan energi surya, angin,
air, bioenergi, hingga potensi pasar energi
terbarukan di sektor komersil dan indus-
tri yang ditunjukkan pada gambar 1 bahwa
energi surya, angin, panas bumi dan bio-
masa telah menyumbang 19% dari pasokan
energi Indonesia, sehingga pangsa energi
terbarukan meningkat sekitar 65% dalam
lima tahun terakhir. Dan tentunya seharus-
nya potensi seperti ini dapat dikelola den-
gan baik untuk menghadirkan kemandirian
dan ketahanan energi terbarukan yang lebih
efisien bagi masyarakat Indonesia. (Kalpi-
kajati and Hermawan, 2022)

rgy demand (exajoules)
A
A‘I o
i
¢

Primary energy demand (Exajoules

Gambar 1. Kerangka Transisi Energi Global
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Sumber: (Global Commission on the Geo-
politics of Energy Transformation & IRENA,

2019)

Secara global, perkembangan energi
terbarukan meningkat signifikan diband-
ingkan dengan energi fosil yang penggu-
naannya kian menurun. Namun, di Indo-
nesia sendiri perkembangan transisi energi
terbarukan tersebut dianggap cukup lam-
ban disebabkan oleh tantangan pembiayaan
dan kebijakan pemerintah yang seringkali
dinilai kurang efektif sehingga justru me-
nimbulkan berbagai persoalan. (Nunuk
Febriananingsih, 2019) Hal ini dikarenakan
biaya pengembangan energi dari sumber
EBT masih relatif lebih mahal dibandingkan
dengan biaya pengembangan energi kon-
vensional berbasis fosil yang berasal dari
minyak bumi, batu bara dan gas alam. (Sugi-
yono, 2016) Seperti yang disampaikan oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
bahwa untuk mewujudkan Net Zero Emis-
sion pada 2060 mendatang membutuhkan
biaya yang sangat besar hingga mencapai
Rp. 3,500 triliun untuk menurunkan tiga
perempat dari 41% komitmen penurunan
emisi di tahun 2030. (Anissa Indraini, 2021)

Kurangnya kesiapan Indonesia dalam
melakukan program transisi energi tersebut
tidak terlepas dari faktor pembiayaan, yang
dilihat sangat penting dalam rangka transisi
energi terbarukan di Indonesia, dimana In-
donesia memiliki sumberdaya energi terba-
rukan yang sangat melimpah namun tidak
dimaksimalkan dengan baik hingga saat ini.
Melihat pentingnya program transisi terse-
but, Pemerintah harus secara aktif berperan
meyakinkan investor untuk dapat memban-
tu implementasi program ini, salah satun-
ya adalah menyediakan skema pembiayaan
yang memiliki payung hukum yang jelas.
(Trapsila, 2021) Solusi pun turut direkomen-
dasikan oleh berbagai penelitian terdahulu,
seperti penelitian (Endarto et al., 2019) yang
merekomendasikan skema pembiayaan
yang dikenal dengan Green Bond yang tel-
ah didukung oleh landasan yuridis pada
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

Upaya Mewujudkan Transisi Ebt Indonesia

Keuangan ataupun Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, bahwa skema ini dapat dijad-
ikan sebagai salah satu pembiayaan menuju
Energi Baru Terbarukan yang diharapkan
memberikan kepastian kepada calon inves-
tor karena sudah ada landasan hukum yang
jelas.

Begitu juga beberapa negara-negaradi
Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand,
Singapura serta Viet Nam yang telah mam-
pu mengembangkan skema pembiayaan
transisi energi terbarukan. Misalnya, Thai-
land yang memprakarsai program EEREF,
lalu Malaysia yang memiliki program EPCF
dan Energy Efficiency (SAVE), kemudian
Singapura yakni program Energy Efficien-
cy Fund dan Green Mark Incentive Scheme
serta Viet Nam yang memiliki program
NATIF dan VEPF. (Liu and Xia, 2017) Be-
berapa negara ASEAN tersebut telah men-
gadopsi program pembiayaan dalam rangka
efisiensi energi dan transisi energi terbaru-
kan dengan landasan hukum dan peratur-
an yang disesuaikan oleh masing-masing
negara tersebut. (ERIA, 2017) Namun, pro-
gram-program tersebut juga memiliki ken-
dala seperti kurangnya minat dan kesadaran
dari calon investor dikarenakan kerangka
kebijakan pemerintah yang kurang adaptif
dan inovatif. (ACE, 2019) Dalam menjawab
persoalan tersebut, penelitian (Liu and Xia,
2017) mengungkapkan bahwa skema pem-
biayaan transisi energi dapat diefisiensikan
dengan merubah instrumen pembiayaan
tradisional menjadi instrumen pembiayaan
secara khusus (khusus) sesuai dengan kebu-
tuhan implementasi program sehingga ske-
ma pembiayaan menjadi lebih efisien dan
inovatif. Adapun perbedaan dua kategori
tersebut dijelaskan pada Tabel 1. dibawah
ini.
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Tabel 1. Instrumen Pembiayaan Tradisional

dan Khusus

Traditional Financ-
ing Instruments

Specialized Fi-
nancing Instru-
ments

Debt, including Ded-
icated Credit Lines

Payment Security
Schemes, e.g.,

(Soft Loans) On-bill Repay-
ment, PACE

Grants, e.g., Project Crowdfunding

Development

Leasing Results-Based

Financing (RBF)/
Carbon Pricing

Infrastructure, EE,
and Revolving Funds;
Risk Sharing Facilities

Asset-backed
Securities (ABS)/
Revenue Bonds

Energy Performance

Green Bond

Contracting (EPC),
Public Energy Service
Companies (ESCO’s),
Energy Service Agree-
ments (ESA’s)

Guarantees Insurance | v

Equity, e.g., Venture |V

Capital (VC)
Sumber: Data diolah peneliti dan hasil pe-
nelitian dari (Liu and Xia, 2017)

Meskipun sebelumnya para pembuat
kebijakan, regulator maupun lembaga pem-
biayaan telah terbiasa menggunakan skema
pembiayaan tradisional, tetapi hal tersebut
tidak bisa selalu diterapkan karena banyak-
nya tantangan perkembangan teknologi
yang terjadi saat ini di dunia. Adapun, ske-
ma pembiayaan khusus tersebut telah dia-
dopsi oleh beberapa negara maju seperti di
Amerika Serikat dan Eropa. Misalnya, ske-
ma pembiayaan on-bill yang telah diadop-
si terlebih dahulu di negara-negara maju
tersebut. (ACE, 2019) Adanya inovasi pada
skema pembiayaan juga merupakan bagian
dari “Strategic Framework for Development
and Climate Change” yang dipelopori oleh
Bank Dunia untuk memberikan cara inova-
tif bagi energi terbarukan kepada investor,

misalnya merekomendasikan instrumen
Green Bond. (Hariyanto Eri, 2015) Selain itu,
instrumen pembiayaan yang berkelanju-
tan memang diperlukan untuk membantu
pengembangan proyek-proyek yang ramah
lingkungan seperti mengurangi emisi kar-
bon di Indonesia atau transisi energi terba-
rukan. (Karina, 2019) Berbagai sumber en-
ergi terbarukan berasal dari sumber energi
yang dapat digunakan tanpa batas waktu
dan tidak akan pernah habis karena dapat
dipulihkan kembali dalam waktu yang rela-
tif singkat. (Azhar and Satriawan, 2018) Se-
hingga, untuk memanfaatkan sumber en-
ergi yang ada tersebut, pemerintah melalui
kementerian, pemerintah daerah, BUMN,
BUMS, ataupun lembaga donasi lainnya un-
tuk membangun infrastruktur energi terba-
rukan dengan berbagai skema pembiayaan,
melalui dana alokasi khusus dari APBN,
program dana dari beberapa kementerian
terkait, dana CSR, atau menerima hibah
luar negeri.

Komitmen negara melalui berbagai
bentuk pengelolaan APBN ataupun lainnya,
menunjukkan keseriusan Pemerintah un-
tuk menjalankan proses transisi energi baru
dan terbarukan di Indonesia. (Kementerian
ESDM RI, 2022) Namun, Indonesia mem-
butuhkan skema pembiayaan yang inovatif,
seperti model blended finance untuk mem-
fasilitasi perolehan dana dari donor hibah
luar negeri. (Dadan Kusdiana, 2022) Hal ini
juga diperkuat oleh pernyataan Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa
Indonesia butuh uluran tangan dari nega-
ra-negara maju untuk melakukan transfor-
masi di sektor energi, dengan pengemban-
gan skema yang inovatif. (CNN INdonesia,
2022)
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Sumber: (Convergence, 2018)

Melihat besarnya dana yang diper-
lukan dalam rangka implementasi transisi
energi tersebut, tidak mungkin diperoleh
hanya dari satu bentuk pembiayaan saja,
melainkan oleh berbagai alternatif pem-
biayaan yang bisa didapatkan dari sektor
subnasional maupun internasional. Maka,
penelitian ini ditujukkan untuk menggali
lebih dalam lagi mengenai kedua bentuk
skema pembiayaan yakni tradisional dan
khusus yang telah digunakan juga oleh be-
berapa negara lainnya ketika melaksanakan
program transisi energi, sehingga dapat
terlihat skema pembiayaan manakah yang
lebih inovatif untuk diterapkan di Indone-
sia untuk menarik investor dalam negeri
maupun luar negeri (blended finance) dalam
rangka pengembangan dan transisi energi
baru terbarukan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah
di atas, penelitian ini akan mengarah pada
jenis penelitian eksploratif, dimana pene-
litian ini dimaksudkan untuk menggali se-
buah fenomena baru yang mungkin belum
atau jarang dijadikan sebagai objek peneli-
tian sebelumnya. (Irwansyah, 2021) Kemu-
dian, metode yang digunakan yakni naratif
literatur review yang objektif sebagai acuan
dalam melakukan kajian pustaka. Sehing-
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ga, teknik pengumpulan data yang akan
digunakan ialah studi kepustakaan melalui
buku, artikel, peraturan perundang-undan-
gan, atau literatur hukum lainnya, serta situs
online yang relevan dengan topik dari pene-
litian ini. (Kalpikajati and Hermawan, 2022)
Lalu, teknik analisis data yang akan digu-
nakan adalah teknik analisis data deskrip-
tif, dimana nantinya akan memberikan
gambaran tentang data yang dikumpulkan
melalui penguraian kalimat agar mendapa-
tkan kesimpulan dari permasalahan yang
ada dalam penelitian ini. (Aprilianto & Ari-
efianto, 2021) Kemudian, untuk mendukung
kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti
mengolah kembali data sekunder terse-
but menggunakan teknik analisis data Uji
T-Test Independent dengan SPSS 25 guna
menguji perbandingan antara dua skema
pembiayaan berdasarkan indikator skema
pembiayaan transisi energi inovatif.

Adapun tahapan dalam penelitian ini
meliputi pengumpulan informasi dan liter-
atur, analisis informasi, pengolahan data,
pengujian komparasi dengan Uji T-Test
Independent, serta penulisan review dan
kesimpulan di akhir penelitian. Informasi
dan literatur yang akan digunakan sesuai
dengan variabel-variabel yang dibahas da-
lam penelitian ini yakni skema pembiayaan
tradisional dan skema pembiayaan khusus
yang dikaitkan dengan program transisi en-
ergi terbarukan yang akan dilakukan di In-
donesia. Pembahasan dalam penelitian ini
diawali dengan menggali lebih dalam men-
genai skema pembiayaan tradisional dan
khusus yang telah dijalankan dalam rangka
program transisi energi terbarukan di Indo-
nesia, kemudian peneliti akan memband-
ingkan kedua skema pembiayaan tersebut
untuk melihat manakah skema pembiayaan
yang paling inovatif untuk digunakan di
Indonesia dengan tujuan memperoleh in-
vestasi pembiayaan transisi energi baru ter-
barukan di Indonesia.
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HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini dianalisis secara literatur
dengan mengidentifikasi tujuh instrumen
pada skema pembiayaan tradisional dan
enam instrumen pada skema pembiayaan
khusus yang akan dikaitkan dengan enam
indikator skema pembiayaan transisi en-
ergi yang inovatif yakni diantaranya Affect
Affordability (Pengelolaan dana investasi
yang terjangkau), Due-Process (Prosedur
hukum), Good Governance (Transparan-
si), Inter-Generational Equity (Kesetaraan
antar generasi), Spatial Equity (Pembangu-
nan ekonomi global), dan Financial System
Resillience (Ketahanan sistem keuangan).
Keenam indikator tersebut berasal dari pe-
nelitian (Hall et al., 2018) yang menemukan
bahwa indikator-indikator di atas paling
relevan dalam menyempurnakan skema
pembiayaan transisi energi, sehingga se-
buah negara dapat secara proaktif menarik
investor untuk mendapatkan dana investasi
dalam implementasi program transisi ener-
gi terbarukan. Kemudian, penelitian akan
diolah menggunakan literatur review ber-
dasarkan identifikasi instrumen pada skema
pembiayaan tradisional dan khusus yakni
sebagai berikut:

1. Skema Pembiayaan Tradisonal
a. Debt (Credit Lines/ Soft Loans)

Adanya materialitas dan isu
perubahan iklim dari energi fosil
ke energi baru terbarukan, turut
mempengaruhi fasilitas  kredit
yang diberikan oleh industri per-
bankan kepada industri energi
fosil, karena dikhawatirkan akan
mengurangi kemampuan perusa-
haan industri energi fosil dalam
mengelola keuangan dan mengem-
balikan hutang atau kredit yang
telah diberikan oleh Bank sebel-
umnya. (Mahardika, 2022) Kecend-
erungan perbankan dalam meny-
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alurkan kredit pada sektor bisnis
yang ramah lingkungan ini tidak
terlepas dari adanya Peraturan
Bank Indonesia Nomor 14/15/2012
tentang pengelolaan lingkungan
hidup oleh debitur, lalu MoU an-
tara Bank Indonesia dan Kemen-
terian Lingkungan Hidup (KLH)
tahun 2011-2013, serta relevansi
penerapan green banking ber-
dasarkan Peraturan OJK nomor 51/
POJK.03/2017. (Savitri, 2021) Pen-
yaluran dana berupa kredit terse-
but merupakan salah satu peranan
bank dalam meningkatkan per-
ekonomian suatu negara, maka
untuk meminimalisir terjadinya
masalah dalam penyaluran kred-
it tersebut, diperlukan tata kelola
perusahaan yang baik (good corpo-
rate governance). (Turuis, Pangem-
anan and Affandi, 2017) Namun, di
sisi lain adanya kredit atau hutang
yang semakin besar padarealitanya
hanya menangguhkan beban neg-
ara sementara waktu, tetapi akan
membebani generasi yang akan
datang dengan beban berat yang
semestinya tidak mereka pikul.
(Muhajirin, 2021) Di sisi lain, pe-
nelitian dari (Pellu, 2019) mengkaji
secara teoritis bahwa hutang nega-
ra berimplikasi negatif pada pem-
bangunan ekonomi global. Hal
ini dikarenakan hutang tersebut
akan menjadi kendala fiskal bagi
Pemerintah dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan men-
jalankan fungsi negara pada berb-
agai sektor. Meskipun, tidak dapat
dipungkiri bahwa dengan peman-
faatan hutang dapat menjadi alter-
natif dari keterbatasan anggaran.
Misalnya pada dana APBD sehing-
ga pembangunan perekonomian di
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daerah dapat berjalan efektif dan
efisien. Hutang memang merupa-
kan sesuatu yang biasa terjadi da-
lam dunia bisnis, tetapi perlu diin-
gat bahwa manajemen hutangyang
tidak hati-hati akan menyebabkan
berada pada posisi sulit bahkan ti-
dak mungkin melunasi hutangnya.
(Hanif, 2016)

. Grants (Project Development)

Indonesia, sebagai salah satu
negara berkembang yang masih
mengandalkan bantuan dari luar
negeri melalui hutang ataupun
hibah (grants) untuk mendanai
pembangunan di Indonesia. (Pellu,
2019) Hibah yakni merupakan ban-
tuan modal dalam bentuk barang
ataupun uang yang tidak perlu
membayar kembali. Namun, adan-
ya hibah seperti ini sering menim-
bulkan konflik antara negara pen-
donor dan negara penerima donor,
dimana Pemerintah sering meng-
ganti hibah dengan bentuk pinja-
man jangka panjang. (Ahsin, 2018)
Pada umumnya hibah diberikan
untuk membantu negara penerima
untuk membangun proyek kese-
jahteraan sosial, pengembangan
sumber daya manusia, kerjasama
teknis, maupun bantuan kemanu-
siaan darurat, seperti yang tercan-
tum dalam White Paper China’s
Foreign Aid tahun 2014. (Budiar-
to, 2022) Contoh bantuan hibah
yang berasal dari bentuk kerjasa-
ma Indonesia dengan negara lain
adalah proyek MRT dase 1 antara
Pemerintah Indonesia dan Jepang
melalui program bantuan japan
International Cooperation Agency
berupa Official Development Assis-
tant dengan tujuan memberikan
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sumbangsih dalam berbagai ben-
tuk bantuan untuk meningkatkan
taraf hidup negara berkembang.
(JICA, 2018)

Disamping itu, skema hibah
tersebut juga dianggap perlu dalam
kegiatan riset EBT, yang tidak han-
ya berupa penelitian dan pengem-
bangan, namun juga berupa pen-
erapan teknologi sebagai bentuk
dari hilirisasi atau pemanfaatan
hasil riset yang mencakup semua
elemen utama ekosistem riset, yak-
ni tata kelola, SDM, kelembagaan
dan pendanaan. Sehingga, untuk
menstimulus  kegiatan tersebut
diperlukan skema hibah infras-
truktur riset yang berbasis luaran.
(Firdus, 2022) Selain itu, penelitian
mengungkapkan kerjasama Indo-
nesia dengan USAID (United States
Agency for International Develop-
ment) dikatakan cukup berhasil
dalam rangka pemanfaatan energi
terbarukan di Indonesia, terlihat
dari adanya program lanjutan In-
donesia Clean Energy Development
II (ICED II), dimana program ini
dinilai telah berhasil menyediakan
akses energi alternatif di bebera-
pa wilayah Indonesia yang masih
minim ketersediaan energi terse-
but. Adapun bantuan hibah yang
diberikan dalam bentuk cash dan
bantuan teknis. (Rhamanda, 2020)
Begitu juga kerjasama Indone-
sia-Selandia Baru dalam rangka
pengembangan energi panas bumi
periode 2012-2016 berbentuk ban-
tuan teknis kepada tenaga kerja
Indonesia mulai dari bantuan bea-
siswa, penelitian hingga pengiri-
man tenaga ahli selandia baru ke
Indonesia untuk melatih kemam-



puan adaptasi teknologi, dan ban-
tuan dana hibah kepada Indonesia
untuk membiayai pelatihan dan
penelitian yang dilakukan di Indo-
nesia. Serta, menanamkan modal
investasi di sektor panas bumi di
Indonesia dengan menjalin ker-
jasama bersama sektor swasta.
(Shabrina, 2017) Kemudian, Pene-
litian (Salma et al., 2020) juga mer-
ekomendasikan salah satu bentuk
dukungan yang dapat dipilih oleh
Pemerintah yakni bantuan hibah
internasional untuk mengeksplor-
asi energi terbarukan (panas bumi)
di Indonesia.

. Leasing

Menanggapi bahwa biaya en-
ergi terbarukan yang menurun,
menjadikan peluang untuk pe-
rusahaan di bidang teknologi hi-
jau untuk menciptakan integrasi
sistem yang lebih baik. Seperti
yang dilakukan oleh pemerintah
Korea dan Taiwan, mengupayakan
berbagai tindakan untuk mening-
katkan target energi terbarukan
dengan menciptakan skema leas-
ing ESS. (Vence and Pereira, 2019)
Penelitian (Kim, 2021) menjelas-
kan bahwa potensi dari eco-inno-
vations memungkinkan transisi
energi terbarukan dengan biaya
yang lebih efisien, salah satunya
dengan merekonfigurasi model
layanan baru dengan skema leas-
ing, agar memberikan mobilitas
yang lebih ramah lingkungan. Se-
lain itu juga, mengubah cara mas-
yarakat untuk berinteraksi dengan
produk dan layanan menggunakan
skema leasing. (Hepburn, 2020)
Sementara itu, skema leasing atau
sharing merupakan sebuah gabun-
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gan dari konsep perbaikan dan
pemeliharaan sebagai pendekatan
untuk mempromosikan layanan
model bisnis yang baru. (Vence
and Pereira, 2019)

. Revolving Funds (Risk Sharing Fa-

cilities)

Adanya fasilitas dana bergulir
menawarkan alternatif lain dari
sumber pembiayaan yang dimun-
gkinkan dapat mendukung me-
kanisme pembiayaan yang sedang
berjalan. (Alviya et al., 2020) Dana
bergulir itu sendiri merupakan
dana yang menggerakan kesinam-
bungan siklus aktivitas bisnis, di-
mana dana bergulir dimanfaatkan
untuk membiayai kembali pengel-
uaran tanpa persyaratan anggaran
tahunannya. Dana bergulir terdiri
dari dua jenis yakni dana perusa-
haan publikdandanabergulirintra-
governmental. (The White House,
2018) Adapun dana bergulir di In-
donesia berasal dari rupiah murni,
hibah, penarikan kembali pokok
dana bergulir, pendapatan dari
dana bergulir, saldo pokok pem-
biayaan yang diterima dari APBN,
dan atau sumber lainnya. (Narar-
ia & Waluyo, 2015) Mekanisme
dana bergulir ini ditujukkan agar
masyarakat dapat memanfaatkan
dana bergulir yang diterima untuk
meningkatkan tingkat usaha dan
perekonomian mereka, dan se-
cara yuridis tercantum pada Pera-
turan Menteri Keuangan No. 99/
PMK.05/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bergulir sebagai
upaya menanggulangi kemiskinan,
pengangguran, dan pengemban-
gan ekonomi daerah maupun na-
sional. (Robuwan, 2019) Dengan
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diberikannya dana bergulir kepa-
da masyarakat, tentunya dihara-
pkan ada pelaporan pertanggung
jawaban setiap tahunnya dalam
bentuk softfile maupun hardfile
sebagai wujud tata kelola keuan-
gan yang baik (transparansi). (As-
tuti et al., 2021) Selain itu, skema
dana bergulir tersebut juga pernah
digulirkan untuk pembangunan
perekonomian masyarakat di ka-
bupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan untuk mengelola program
PLTMH vyakni pembangkit listr-
ik skala kecil yang memanfaatkan
aliran air sungai atau air terjun di
pedesaan sebagai sumber energi al-
ternatif baru. (Arifatul et al., 2019)

. Energy Performance Contracting ,
Public Energy Service Companies
atau Energy Service Agreements

Urgensi dari pengembangan
energi terbarukan merupakan wu-
jud dukungan pada ketahanan en-
ergi nasional, mengingat perma-
salahan yang dihadapi Indonesia
seperti ketergantungan impor en-
ergi yang besar, proporsi batubara
yang dieskpor terlalu besar, hingga
masih lamanya keterikatan pada
kontrak-kontrak ekspor jangka
panjang yang masih lama. (Faisal,
2021) Salah satu contoh perjan-
jlan atau kontrak seperti di atas,
pernah dilakukan oleh Indonesia
pada pengadaan proyek RES of grid
untuk produksi listrik di daerah
terpencil dan tertinggal dengan
melakukan perjanjian investasi
bersama perusahaan energi. (Si-
hombing, 2021) Namun, penelitian
(Harris, 2018) menemukan 70 kon-
trak pengembangan energi baru
terbarukan yang ditandatangani
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oleh para pengembang dengan
PLN di tahun 2017 dan 45 kontrak
di bulan juli tahun 2018 dikhawa-
tirkan gagal karena terkendala oleh
tiadanya pengelolaan pendanaan.

Serupa dengan hal tersebut,
Public Energy Service Companies
(ESCO’s) juga menawarkan kon-
trak komprehensifyang mencakup
sistem informasi dan kontrol ener-
gi, audit energi, instalasi operasi,
pemeliharaan peralatan, keuangan
yang kompetitif dan pembelian ba-
han bakar listrik. (Hannon, 2015)
Biasanya, kontrak tersebut berlaku
jangka panjang yang memungk-
inkan klien mengurangi biaya en-
ergi, mengalihkan risiko, dan fokus
pada kegiatan intinya saja. (Maha-
patra, 2013) Model ESCO’s ini men-
awarkan berbagai keuntungan,
baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Manfaat langsung yang
didapatkan adalah penghematan
biaya energi dan operasi, serta pe-
meliharaan yang lebih rendah. Se-
dangkan, manfaat tidak langsung
dapat mencakup peningkatan
produktivitas, tingkat keamanan
yang lebih tinggi dan perbaikan
lingkungan. (Kindstrém, 2016)
Namun, hasil riset Delphi mengo-
mentari bahwa konsep ESCO’s ini
tidak begitu dikenal oleh calon in-
vestor, dikarenakan lambatnya di-
fusi pasar ESCO’s dalam mengenal-
kan bahwa konsep ini menjadi
pemasok investasi efisiensi energi.
(Patari & Sinkonen, 2014) Ketida-
ktahuan seputar konsep ini turut
mempengaruhi kesiapan calon
investor untuk menginvestasikan
sumber daya mereka pada mod-

el ESCO’s. (Robinson, 2015) Oleh



karena itu, pengenalan konsep ini
harus memperlihatkan penekanan
manfaat melalui berbagai kegiatan
seperti adanya analisis dan audit
energi, manajemen energi, desain
dan implementasi proyek, peme-
liharaan dan operasi, pemantauan
dan evaluasi penghematan, mana-
jemen properti dan pasokan ener-
gi dan peralatan. (Kindstrom et al,
2017) Dengan begitu, model ESCO’s
ini akan dianggap sebagai layanan
jasa energi yang terintegrasi atau
disebut one stop shop karena men-
cakup berbagai hal, dan dimungk-
inkan akan menarik minat calon
investor. (Nolden, 2016)

. Guarantees Insurance

Skema asuransi untuk memit-
igasi risiko geogolis pada peru-
sahaan energi banyak digunakan
di negara-negara Eropa seperti di
Prancis, Jerman, Islandia, Belanda,
Denmark, Turki dan Swiss. (Du-
mas and Garabetian, 2018) Serupa
dengan pensiun dana, skema asu-
ransi dijadikan sebagai investasi
karena akan memberikan dividen
yang dapat diandalkan. Nantinya,
asuransi ini menyalurkan sumber
keuangan investor institusional
menjadi energi bersih dengan ke-
bijakan lingkungan dan ekonomi
yang jelas dengan kerangka yang
strategis, seperti Taksonomi Hijau
Eropa. (Kaminker, 2013) Dengan
adanya model asuransi tradision-
al seperti ini, akan membantu
mengurangi biaya transaksi di
luar perhitungan dan meningkat-
kan kelayakan investasi, sehingga
asuransi bisa menjadi alternatif
skenario yang lebih efisien untuk
memitigasi berbagai risiko usaha.
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(Hepburn, 2020)

Sebagai contoh, skema asuran-
si seperti ini pernah diterapkan di
negara Denmark, yang mengenal-
kan jaminan kompensasi untuk
proyek panas bumi apabila terdapat
risiko pengeboran, kerusakan dan
risiko lainnya. Begitu juga Pran-
cis, yang telah efektif mengandal-
kan skema asuransi ini selama 30
tahun untuk proyek energi mere-
ka. Kemudian, Turki yang menye-
diakan polis asuransi untuk proyek
pengembangan energi panas bumi.
(Polzin and Sanders, 2020a) Selain
itu, dapat dipahami bahwa jaminan
asuransi ini akan diberikan apabila
kejadian yang diasuransikan terja-
di, dan akan mencakup presentase
tertentu dari biaya awal. Misalnya,
pengembalian sebesar 90% dari bi-
aya pengeboran apabila terjadi ke-
gagalan total. (Fuentes, Blazquez
and Adjali, 2019)

. Equity (Venture Capital)

Di Indonesia, pembiayaan
modal ventura diprioritaskan pada
sektor-sektor usaha yang ingin
mengembangkan usaha yang be-
nar-benar baru di berbagai bidang
dan memiliki risiko usaha yang
tinggi. Sehingga, modal ventu-
ra menjadi aspek penting dalam
kegiatan operasional perusahaan
karena apabila perusahaan salah
memilih sumber dana, nantinya
akan menyebabkan perusahaan
mengalami  financial  distress.
(Nasrullah, 2021) Secara sederha-
na mekanismenya adalah suatu
perusahaan yang disebut dengan
Perusahaan Modal Ventura (PVM)
membeli saham perusahaan yang
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sedang membutuhkan dana un-
tuk bisa mengembangkan usaha-
nya, dan selanjutnya perusahaan
penerima dana tersebut dikenal
dengan Perusahaan Pasangan Usa-
ha (PPU). (Irnawati & Safitri, 2022)
Pengelolaan modal ventura me-
mang cukup menguntungkan bagi
PPU, karena modal yang diberi-
kan tanpa jaminan pengembalian
modal atau keberhasilan di masa
yang akan datang, hanya pemba-
gian dividen saja dengan PVM, se-
hingga aspek keberanian pemilik
modal menjadi hal utama dalam
pengambilan keputusan. (Benny &
Yesi, 2010)

“Venture capital (VC) is seen as
vital to the clean-tech industry
and research indicates that VC
investments are more effective
than (public) R&D with regard
to patenting, and thus could
be applied to target emerging
electrochemical and mechani-
cal storage systems.”

Pernyataan di atas adalah pe-
nelitian dari (Schock, 2014) yang
menunjukkan bahwa investasi
Modal Ventura lebih efektif diband-
ingkan dengan R&D, dan dapat dit-
erapkan untuk sektor elektronika
dan teknis. Selama beberapa tahun
terakhir, investasi modal ventura
pada teknologi energi bersih men-
galami peningkatan sebesar 46%,
yakni sekitar 1 milliar dollar men-
jadi 5 milliar dollar. (L. Mills, 2015)
Penelitian (Kittner, Lill and Kam-
men, 2017) juga mengungkapkan
bahwa  perusahaan-perusahaan
teknologi pengembangan energi
paling sering didanai oleh modal
ventura, dibandingkan perusahaan
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dari sektor lainnya didanai oleh
hutang.

Adapun landasan hukum pada
instrumen pembiayaan modal ven-
tura ini yakni Peraturan Menteri
Keuangan Nomor18/PMK.o10/2012
sebagaimana yang diatur dalam
pasal 1 butir 2, serta dalam Peratur-
an Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nomor 34/POJK.o5/2015 tentang
Perizinan usaha dan kelembagaan
perusahaan modal ventura pada
pasal g ayat 1. (M. Zamroni, 2019)
Disamping itu, modal ventura juga
dianggap sebagai salah satu jenis
pendanaan yang didapat untuk
memulai pengembangan bisnis
baru, misalnya bagi perusahaan
rintisan/ startup, namun di be-
berapa negara pemberian modal
ventura ini menjadi sangat selektif.
Contohnya, US Small Business Ad-
ministration mengungkapkan bah-
wa kurang dari 0.1% bisnis berha-
sil mendapatkan pendanaan dari
modal ventura. (Gaddy et al., 2016)

2. Skema Pembiayaan Khusus

a. Payment Security Schemes, On-Bill

Repayment, dan PACE

Penerapan model Payment
Security Schemes (PSS) menunjuk-
kan perlunya Pemerintah menye-
diakan kerangka kerja yang trans-
paran, sehingga meminimalisir
risiko keterlambatan pembayaran.
(Ali et al., 2016) Model seperti ini
pernah dilakukan di India, dimana
Pemerintah memberikan dukun-
gan keuangan melalui model PSS
untuk mendukung pengadaan lis-
trik dengan inisiatif tenaga surya,
yang dinamakan Jawaharlal Na-



tional National Solar Mission
(JNNSM) oleh entitas pusat NTPC
Vidyut Vyapar Nigam dan Peru-
sahaan Energi Surya India. (SECI,
2014) Namun, (Livemint, 2015)
mengungkapkan bahwa model ini
belum banyak menarik minat in-
vestor asing, hal ini dikarenakan
pemeriksaan mekanisme ini tidak
mudah dilakukan dan kerangka
kerja mekanisme ini tidak tersedia
untuk umum, sehingga mungkin
kurangnya transparansi ini telah
menghalangi minat investor.

Selain itu, model pembiayaan
lain yang serupa yakni On-Bill Re-
payment, dimana entitas pihak ke-
tiga menyediakan modal di awal
untuk investasi efisiensi energi,
kemudian dilunasi oleh pemilik
properti melalui biaya tambahan
yang muncul pada tagihan utilitas
bulanan pemilik. (Nostrand, 2014)
Secara teknis, risiko finansial dan
risiko reputasi ditanggung oleh
lembaga keuangan yang terlibat
dalam program, dan diperlukan
pengaturan kontrak khusus un-
tuk mengamankan modal mereka.
(Sandeep, 2014) Dikarenakan men-
gandalkan entitas pihak ketiga, di-
haruskan memodifikasi teknologi
informasi sistem penagihan, untuk
menghindari hambatan yang ber-
hubungan dengan utilitas. (Fried-
rich, 2014) Sehingga, karakteristik
utama dari model On-Bill Repay-
ment terletak pada perjanjian khu-
sus oleh lembaga keuangan untuk
menyediakan modal yang diperlu-
kan pada pengembangan program.
(Bianco et al., 2022)

Selanjutnya, dikenal juga
model pembiayaan lain yakni
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PACE (Property Assesed Clean En-
ergy). Model ini sudah ada sejak
tahun 2008, yang ditujukkan un-
tuk membiayai berbagai efisiensi
energi dan air, energi terbarukan
dan peningkatan pengurangan
bahaya yang melekat secara per-
manen pada properti perumah-
an dan komersial. (Winecoff and
Graff, 2020) Di Amerika Serikat,
untuk pertama kali legislatif melo-
loskan undang-undang dan diak-
tifkan oleh pemerintah lokal, dan
setelah itu PACE banyak diadopsi
dan diterapkan ke seluruh negara
bagian. (Ameli, 2017) PACE adalah
mekanisme pembiayaan inovatif
yang berfungsi sebagai penilaian
pajak properti sukarela dan secara
khusus dirancang ditandatangani
untuk menyebarkan teknologi en-
ergi hijau dan instalasi energi ter-
barukan. (Hendrick, 2018) Pada
umumnya, tujuan PACE ini dian-
taranya merenovasi rumah untuk
meningkatkan efisiensi energi dan
mengurangi tagihan energi, serta
meningkatkan jumlah energi yang
dihasilkan sendiri dengan mema-
sang produk pembangkit energi
terbarukan, seperti solaratap di ru-
mah pribadi. (Deason, 2018) PACE
telah berkembang secara signifikan
dalam beberapa tahun terakhir se-
bagai alternatif penjaminan pem-
biayaan yang adil, karena diber-
ikan berdasarkan nilai properti
dan kualifikasi nilai kredit, maka
pinjaman konvensional ini tersedia
secara aman. (Rose and Weli, 2020)
Namun, PACE ini juga memiliki
risiko, seperti terjadi wanpresta-
si hipotek utama dan penyitaan
pemilik properti. (Wrapp, 2013)
Padahal, risiko tersebut hanya
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akan berlaku pada penilaian tahu-
nan yang lewat jatuh tempo saja.
(Kangas, Lazarevic and Kivimaa,
2014) Selain itu, biasanya penilaian
PACE tidak dapat melebihi 10-15%
dari nilai pasar wajar properti,
dan gabungan rasio pinjaman ter-
hadap dasar dari nilai hipotek, ti-
dak dapat melebihi 9o-10%, tetapi
tergantung pada undang-undang
PACE di beberapa negara bagian.
(Kirkpatrick, 2014)

. Crowdfunding

Di luar dari struktur pem-
biayaan tradisional, banyak alter-
natif struktur pembiayaan yang
muncul saat ini, yakni salah sa-
tunya adalah crowdfunding atau
pembiayaan partisipatif yang be-
berapa kali pernah memfasilitasi
pembiayaan untuk proyek-proyek
ekologis pada skala bawah hing-
ga atas. (Lam and A. Law, 2016)
Crowdfunding ini pun berkembang
cukup pesat di Jerman dan Belan-
da, serta Prancis yang semakin
populer. Proyek yang diutamakan
adalah proyek energi terbarukan
dari mulai proyek yang relatif ke-
cil hingga besar.(Vasileiadou, ]J.
Huijben and R. Raven, 2016) Pene-
litian (Polzin & Taube, 2017) juga
mengungkapkan bahwa struktur
pembiayaan crowdfunding seper-
ti ini memungkinkan penerima
dana untuk mendapatkan lebih
banyak ekuitas dan hutang yang
lebih sedikit. Hal ini dikarenakan
aliran dana pada inovasi akan
meningkat, sehingga penerima
dana terdorong untuk melakukan
eksperimen pada proyek transisi
yang berkelanjutan. Contohnya, di
Eropa, salah satu federasi crowd-
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funding yang cukup berkembang
yakni Rescoop.eu yang memfasil-
itasi sektor usaha energi terbaru-
kan dan memberikan dana den-
gan skala yang besar. (European
Commission, 2018) Meski begitu,
apabila crowdfunding ini dari segi
volume masih belum cukup untuk
membiayai proyek transisi ener-
gi, namun adanya struktur crowd-
funding dapat mendorong minat
dan insentif bagi Pemerintah dan
sektor keuangan lainnya, misalnya
saja proyek berkelanjutan seperti
ini dapat menjadi peluang investa-
si yang baik bagi sektor swasta,
dimana Pemerintah dapat menun-
jukkan proyek yang bermanfaat
bagi sosial dan lingkungan, seh-
ingga menarik minat investasi sek-
tor swasta. (Schoenmaker & Schra-
made, 2019)

Di Indonesia, saat ini berkem-
bang pembiayaan crowdfunding
melalui situs-situs online yang
diperuntukkan pada berbagai
proyek kreatif anak bangsa. (In-
driasari, Suryanti and Afriana,
2017) Namun, di tengah maraknya
situs online pembiayaan crowd-
funding, model pembiayaan seperti
ini juga memiliki beberapa prinsip
yang harus dipenuhi oleh peneri-
ma dana, yakni prinsip profitable,
accountable dan sustainable da-
lam hal pengelolaan dana investa-
si yang diberikan. (Pamesti and
Heradhayksa, 2020) Kemudian,
inovasi model pembiayaan ini juga
didukung oleh OJK melalui aturan
dalam POJK No. 37 tahun 2018 ten-
tang Penawaran Saham Berbasis
Teknologi Informasi dan POJK No.
57 tahun 2020 tentang Penawaran



Efek melalui Layanan Urun Dana
Berbasis Teknologi Informasi. Dari
kedua kebijakan tersebut dijadikan
acuan regulasi dalam mengimple-
mentasikan model pembiayaan
crowdfunding yang lebih aman.
(Dandy, Saputra and Annisa Qur-
rata, 2021) Selain dari segi yuridis,
penelitian (Hamdani, 2019) men-
gungkapkan bahwa pembiayaan
crowdfunding seperti ini didukung
oleh prinsip good corporate gov-
ernance pada mekanisme pem-
biayaannya, yakni transparency,
accountable, independency, dan
lain-lain. Hal tersebut juga dikare-
nakan adanya sistem administrasi
dan akuntansi yang fleksibel serta
sumber daya manusia yang kom-
peten untuk mengadaptasi prin-
sip good corporate governance.
(Rukminastiti et al., 2021) Di sisi
lain, penelitian (Ardhiwinda et al.,
2020) menjelaskan bahwa inisiatif
crowdfunding ini memiliki pros-
pek ke depan yang baik, khususnya
dalam hal pertumbuhan ekonomi
nasional serta pembangunan pada
kawasan pedesaan, namun an-
caman pada crowdfunding ini juga
tidak dapat dipungkiri, maka per-
lu adanya elaborasi dengan sek-
tor lainnya agar kedepannya ti-
dak menghambat pertumbuhan
ekonomi. Adapun ancaman terse-
but dikarenakan model crowd-
funding berbasis dana partisipatif
ini persaingannya sangat tinggi,
mengingat sistem yang kurang
memikat banyak calon investor se-
cara ekonomi dan hanya mengacu
pada tujuan sosial saja, sehingga
akan kurang sesuai apabila model
pembiayaan ini hanya dijadikan al-
ternatif pembiayaan utama, perlu
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adanya kombinasi dengan skema
pembiayaan lainnya. (Prasastisiwi
etal., 2021)

. Results-Based Financing atau Car-

bon Pricing

The World Bank menerang-
kan bahwa carbon pricing dibagi
menjadi beberapa instrumen, yai-
tu pajak karbon, emissions trading
system (ETS), results-based cli-
mate finance (RBCF), dan carbon
pricing internal, dimana instrumen
carbon pricing yang paling umum
digunakan oleh berbagai negara
di dunia adalah pajak karbon dan
ETS. (The World Bank, 2022) Di
sisi lain, inisiatif carbon pricing ini
juga telah dikaji oleh Pemerintah
Indonesia sejak tahun 2018, dengan
merumuskan empat instrumen
yang dapat diterapkan di Indonesia
yakni cap and trade, energy efficien-
cy certificate, cap and tax dan off-
setting. (Ummini & Utomo, 2022)
Kemudian, Pemerintah Indonesia
juga menguatkan inisiatif carbon
pricing ini dalam RUU KUP, dengan
menerapkan pajak karbon dioksi-
da ekuivalen, serta mengesahkan
Undang-Undang Nomor 7 tahun
2021, dan mulai berlaku efektif
pada 1 April 2022. (Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara Badan Kebija-
kan Fiskal, 2022) Melalui regulasi
tersebut, mekanisme jalannya car-
bon pricing memiliki acuan untuk
transparan bagi masyarakat. (Sala-
ma, 2022) Serta, menurut (UNF-
CCC, 2022) dengan menerapkan
langkah-langkah akuntansi yang
kuat, akan menghindari perhitun-
gan ganda, pengurangan emisi dan
peningkatan transparansi, seh-
ingga memastikan adanya carbon
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pricing ini memiliki integritas.

Penelitian merekomendasikan
bahwa carbon pricing ini efektif
untuk memobilisasi sumberdaya
domestik, membiayai transisi en-
ergi hijau, ataupun konsolidasi an-
ggaran. (Heine et al., 2019) Skema
penetapan carbon pricing ini mem-
berikan dorongan kepada semua
industri untuk mengurangi peng-
gunaan bahan bakar fosil dalam
proses produksinya atau beralih
ke lini bisnis rendah karbon, seh-
ingga akan menjadi prospek yang
baik bagi Indonesia kedepannya.
(Eaton, 2021) Melalui dana carbon
pricing yang didapatkan, tentun-
ya akan menambah investasi da-
lam proyek transisi energi terba-
rukan, selain itu juga bermanfaat
untuk mengurangi polusi iklim
secara alami, dan diyakini secara
bertahap permintaan bahan ba-
kar fosil akan menurun akibat dari
peralihan industri ke emisi rendah
karbon. (Muttitt, 2020) Hal ini juga
didukung oleh penelitian (Murray,
2015) yang menyimpulkan bahwa
di Kanada, carbon pricing yang dit-
erapkan pada tahun 2008 cukup
berdampak positif pada pertum-
buhan ekonomi dan sektor lainnya.

d. Asset-Backed Securities atau Reve-

nue Bonds

Seiring dengan energi terba-
rukan yang sedang gencar dipro-
mosikan, proyek energi terbaru-
kan diprediksi akan memiliki arus
kas yang stabil, sehingga dimun-
gkinkan dapat menerbitkan as-
set-backed securities dalam pasar
modal. (Zhang et al., 2023) Secara
umum, jaminan ini adalah se-
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buah proses berlandaskan hukum
untuk mengubah aset berwujud
menjadi keuangan aktiva, dimana
ketika aset tersebut dijaminkan,
pemilik dapat menjualnya di pas-
ar modal. (Utami, Cakhyaneu and
Rohmana, 2018) Penelitian dari
(Shah, 2016) menyampaikan bah-
wa asset-backed securities dapat
dijadikan pembiayaan di masa
depan untuk infrastruktur energi
terbarukan, dimana pemberi pin-
jaman dapat menjual aset tersebut
ke pihak ketiga atau pada pasar
sekunder, sehingga dapat mem-
perluas modal dan secara teoritis
dapat berkembang tanpa batas
waktu apabila bisnisnya berhasil.
Model pembiayaan ini juga dire-
komendasikan oleh bahwa untuk
memenuhi dana infrastruktur en-
ergi bersih, dapat menggunakan
investasi secara langsung pada
proyek atau asset backed securities.
(OECD, 2017)

Beberapa perusahaan sektor
energi terbarukan di China seperti
diantaranya Kaidi Electric Power,
China Huaneng Group, dan Shen-
zhen Energy Nanjing Holding Co.,
Ltd telah menerbitkan asset backed
securities dengan menggunakan
piutang dan hak penghasilan atas
proyek pembangkit listrik sebagai
aset dasar. (Zhang et al, 2023)
Contoh lain terdapat di Amerika
Serikat, yang bereksperimen me-
nerbitkan asset-backed securities
di tahun 2010, yakni SolarCity, di-
mana eksperimen tersebut dapat
bersaing secara luas dengan pro-
posal sektor lainnya, dengan men-
awarkan proyek energi terbaru-
kan. (Lowder, 2013) Daya tarik dari



model pembiayaan asset backed
securities ini memungkinkan arus
kas dari aset rill tersebut menjadi
sebuah aset keuangan berupa surat
utang atau ekuitas, dan keamanan
terjaga karena aset tersebut dijad-
ikan sebagai jaminan. (McInerney
and Bunn, 2019) Fungsi dari adan-
ya asset-backed securities terse-
but adalah ekspansi dana sekuler
secara permanen daripada hanya
pada periode spekulatif saja, dan
membuat modal tersebut menja-
di produktif. (Christophers, 2013)
Kemudian, asset-backed securities
ini juga merupakan salah satu ben-
tuk sekuritisasi untuk menjawab
masalah pendanaan dan permoda-
lan sebagai sumber pembiayaan
pada sektor rill dan melikuiditasi
aset tidak likuid, dengan menye-
barluaskan sekuritas pada pasar
modal untuk kepemilikan aset
tertentu sebagai persediaan dana.
(Utami, Cakhyaneu and Rohmana,
2018)

. Green Bond

Green Bond merupakan sub
bagian dari sistem green financ-
ing yang saat ini dikembangkan
di Pasar Modal Indonesia, yang
memiliki dua unsur yaitu investasi
ramah lingkungan dan pembangu-
nan berkelanjutan, dimana kedua
unsur tersebut sejalan dengan ga-
gasan transisi energi baru terbaru-
kan di Indonesia. (Endarto et al.,
2022) Pada dasarnya, green bond
ini sama dengan obligasi secara
umum, dimana ada pihak pemin-
jam, pemerintah, lembaga atau
korporasi yang menerbitkan surat
berharga untuk memperoleh pem-
biayaan sebuah proyek, hanya yang
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berbeda adalah pada tujuan obli-
gasi yang diperuntukan membiayai
kegiatan pembangunan keberlan-
jutan, misalnya pemanfaatan ener-
gi yang efisien, pencegahan polusi
dan lain-lain. (Budi et al., 2022)
Meskipun masih tergolong baru,
namun green bond ini menuai ban-
yak reaksi positif dari calon-calon
investor. Dalam penelitian (Veto-
tama, Abraham and Rosana, 2022)
mengungkapkan bahwa terdapat
tiga faktor yang dianggap sebagai
pemicu popularitas dan preferensi
investor pada beberapa waktu ter-
akhir, yakni financing cost channel,
atensi dari investor, dan firm fun-
damental yang dapat menunjuk-
kan dedikasi dalam mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan
dan bermanfaat bagi perusahaan
dalam jangka waktu panjang. Se-
lain faktor-faktor tersebut, pene-
litian (Niko, 2014) menyampaikan
ada beberapa keuntungan yang
didapat dari adanya pembiayaan
green bond. Misalnya, bagi inves-
tor, memberikan dampak positif
terhadap tata kelola internal yang
dapat meningkatkan secara ke-
seluruhan kredit emiten. Begitu
juga, keuntungan dari sisi repu-
tasi perusahaan, green bond akan
memberikan label positif kepada
perusahaan sebagai climate action.
(BlackRock, 2020)

Adapun untuk menentukan
kriteria proyek yang layak untuk
dibiayai oleh green bond, Bank
Dunia menunjuk The Center for
International Climate and Environ-
mental Research at The University
of Oslo (CICERO) untuk mem-
berikan opini terkait persyaratan
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investasi dalam green bond, seh- masing-masing instrumen skema tradision-
ingga diharapkan investasi green al dankhusus. Hasil analisis data yang telah
bond akan tepat sasaran. (Rizaldi, diolah peneliti pada skema pembiayaan tra-
2017) Selain itu, The International disional, adalah sebagai berikut:

Capital Market Association (ICMA)
menerbitkan prinsip green bonds
yang merekomendasikan trans-
paransi dan keterbukaan pada |Skema Pembiayaan Tradisional

Tabel 2. Hasil Analisis Data Skema
Tradisional

proses pengembangan pasar green Indikator
bond, prinsip transparansi tersebut | No | Instrumen 1 12 |3 lals |6
tercermin dalam empat komponen ;

. 1 | Dedicated VIV V-V ]-
yakni use of proceeds, process of for oo

. . ; Credit Lines
project evaluation and selection, A DY DV DY VR YR Y
management of proceeds dan re- |* |Grants (Proj-

. . ect Develop-
porting. (Hadi, etal., 2022) Namun, ment)
penelitian (Natswa, 2021) men- .
jelaskan bahwa tidak semua neg- |3 Leasmg 0 S e e N
ara yang menerbitkan green bond, |4 |Revolving VIV IV [VVIY
sanggup menerapkan kebijakan Funds
pendukung, salah satunya kebija- |5 |[EPC, ESCO'S, |- |V [V |V [V [-
kan pajak yang seringkali menjadi ESA'S
sumber pendapatan besar negara. |6 |Guarantees VIV |- VIV Y
Hambatan green bond ini juga ter- Insurance
jadi di negara-negara berkembang, |7 [Equity (Ven- |V |V |V [V |V [V
seperti permasalahan ukuran min- ture Capital)

imum (funding size), mata uang Sumber: Data olahan peneliti, tahun
green bond yang diterbitkan dan 2023

tingginya biaya transaksi atas green
bond. (Banga J, 2018) Tetapi, bukan
berarti penerapan ini tidak mun-
gkin dilakukan, penelitian (Agliar-
di E, 2019) menyimpulkan bahwa
dengan menerapkan free tax policy Tabel 3. Hasil Analisis Data Skema
di beberapa negara seperti Amer- Khusus

ika dan India, dan terbukti efektif
menarik masyarakat untuk berin- |Skema Pembiayaan Khusus

Kemudian, peneliti juga men-
gidentifikasi penerapan indikator pada
skema pembiayaan khusus yakni se-
bagai berikut :

vestasi pada green bond, mengin- Indikator
. . No | Instrumen
gat bahwa kebijakan pajak selalu 1(2(3]4]5/6
menjadi perhatian besar para in- [, [pss on-Bill |+ [v]|v]v[V]-
vestor ketika memilih instrumen Repayment,
investasi. PACE
Selanjutnya, berdasarkan systematic re- |2 Crowdfunding | v | V| V|V VIV
view yang telah dilakukan, peneliti men- |3 |RBF/Carbon | - [V |V [V |V ]|V

gidentifikasi penerapan indikator dari ske- Financing
ma pembiayaan transisi energi inovatif pada

129

—



Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah

4 |ABS/Revenue | V |V |V [V [V]V
Bond
5 | Green Bond NIVvIVvIVIVIY
Sumber: Data olahan peneliti, tahun
2023

Maka, berdasarkan data yang tersedia
di atas, peneliti menganalisis data menggu-
nakan aplikasi SPSS 25 untuk menguji T-Test
Independent Sample. Berdasarkan hasil
yang dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah
ini, bahwa nilai signifikansi 2 arah (t-tailed)
atau p-value pada skema tradisional dan
khusus adalah 0.000 < 0.05. Angka tersebut
menunjukkan adanya perbedaan rata-rata
antar subjek dalam penelitian ini. Kemu-
dian, terdapat perbedaan skor poin mean,
dimana nilai deskriptif skema pembiayaan

Karbon di Indonesia

dilihat pada berbagai proyek kreatif anak
bangsa melalui situs-situs online tentang
pembiayaan crowdfunding, sehingga skema
ini dapat diperuntukkan untuk berbagai
generasi saat ini. (Indriasari, Suryanti and
Afriana, 2017) Selanjutnya, indikator spatial
equity ditunjukkan dalam penelitian bah-
wa crowdfunding ini memiliki prospek da-
lam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi
nasional dan pembangunan pada kawasan
pedesaan. (Ardhiwinda et al., 2020) Serta,
indikator financial system resillience yang
tercermin dalam crowdfunding, dikare-
nakan aliran dana akan meningkat apabila
penerima dana mendorong inovasi eksper-
imen pada proyek transisi yang sustainable.
(Polzin and Sanders, 2020b)

Tabel 4. Hasil Uji T-Test Independent

khusus yakni sebesar 5.80, lebih besar
dll?andlngkan d'er}gan skerpa 'tradlslonal Skema Pem-
yaitu 4.40. Hal ini dapat diartikan bahwa biayaan Tra- Skema Pem-
skema pembiayaan khusus lebih mencakup disional biayaan Khusus
banyak indikator dari skema pembiayaan
transisi energi yang inovatif. Kondisi terse- g:::u' p- | Instrumen p-
but dimungkinkan karena skema khusus |pgn,. mean | val- | Pem- mean | val-
cenderung menerapkan Affect Affordability, | biayaan ue | biayaan ue
Due-Process, Good Governance (Transpar- [credit |0.67 |0.04 | PSS, OBR, | 0.83 |0.02
ansi), Inter-Generational Equity, Spatial Eq- | Lines PACE
uity dan Financial System Resillience. Grants |1.00 [0.07 | crowd- 1.00 |0.07
funding
Seperti contohnya Crowdfunding, di- 7 2C ™1 653 o 04 [REF/ CF | 0.83 |0.01
mana indikator affect affordability yang
. . : . A1 Re- 1.00 [0.10 | Revenue 1.00 |0.10
tercermin pada riset dari yakni fasilitas i Bond
. R X volving on
pembiayaan yang diberikan pada (Lam and | gypds
A. ]jaw, 2016) Prqyek—proyek ekolpgw mulai EPC, 067 10.03 | Green 100 lo.01
dari skala kecil hingga besar, sehingga pen- | gsco, Bond
gelolaan dana investasi ini cenderung fleksi- | ESA
bel. Lalu, indikator lainnya yaitu due-pro- |[Guar- [0.83 [0.02 |- - -
cess tercermin pada aturan POJK No. 57 [antee
tahun 2020 tentang penawaran efek melalui | [nsur-
layanan urun dana (crowdfunding) berbasis [22<¢
teknologi informasi. (Dandy, Saputra and | Ventury [1.00 |0.01 |- - -
Annisa Qurrata, 2021) Kemudian, indikator Capital
transparency juga tercermin karena adan- |Skema |[4.40 |0.04 Slgema 5.80 10.03
ya sistem administrasi dan akuntansi serta gir;'onal Khusus
sumberdaya manusia yang kompeten un- - —
A yang komp Sumber: Hasil Analisis SPSS 25, tahun
tuk mengelola pengaplikasian crowdfund-
ing ini. (Rukminastiti et al., 2021) Selain itu, 2023
indikator inter-generational equity dapat
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Selain itu, Tabel 4 juga menunjuk-
kan perbedaan dari beberapa instrumen.
Misalnya, instrumen pembiayaan leas-
ing dan result-based financing/carbon
financing yang memiliki skor berbeda
yaitu 0.33 dan 0.83. Perbedaan tersebut
dimungkinkan karena instrumen leas-
ing hanya mencerminkan dua indikator
dari skema pem-biayaan transisi energi
inovatif. Seperti, indikator affect afford-
ability, yang tercermin pada penelitian
(Kim, 2021) bahwa potensi dari skema
leasing dapat memungkinkan biaya tran-
sisi energi terbarukan menjadi efisien,
apabila model layanan direkonfigurasi
agar memberikan mobilitas yang lebih
ramah lingkungan. Selain itu, leasing
mencerminkan indikator spatial equity,
karena skema leasing ini cukup mengu-
bah cara masyarakat untuk berinteraksi
dengan produk dan lingkungan, sehing-
ga turut mempengaruhi perkembangan
daya ekonomi. (Hepburn, 2020) Namun,
indikator lainnya kurang tercermin pada
instrumen pembiayaan leasing, sehing-
ga instrumen ini kurang sesuai dengan
skema pembiayaan transisi energi yang
inovatif.

Sedangkan, instrumen  re-
sults-based financing atau carbon financ-
ing ini mencerminkan lima indikator,
yakni diantaranya indikator due-process
yang ditunjukkan melalui regulasi ten-
tang penerapan pajak karbon dioksida
pada RUU KUP dan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2021, dan berlaku efektif
pada 1 April 2022. Regulasi tersebut juga
menjadi acuan agar penerapan carbon
financing ini menjadi lebih transparan
bagi masyarakat, tentunya dengan lang-
kah-langkah akuntansi yang kuat juga.
(Salama, 2022) Kemudian, indikator in-
ter-generational equity tercermin dalam
penelitian (Eaton, 2021) bahwa carbon
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financing ini memberikan dorongan ke-
pada semua industri secara keseluruhan
untuk mengalihkan proses produksinya
ke lini bisnis rendah karbon, sehing-
ga berbagai industri harus beradaptasi
nantinya dengan adanya penetapan in-
strumen carbon financing ini. Selain itu,
dengan adanya dana dari carbon financ-
ing yang diperoleh, akan menambah
investasi dalam proyek transisi energi
terbarukan, dan selanjutnya berdampak
positif pada pertumbuhan ekonomi dan
sektor lain kedepannya. Hal tersebut
mencerminkan dua indikator sekaligus
yakni spatial equity dan financial sys-
tem resillience. (Muttitt, 2020), (Murray,
2015)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur
review yang telah dilakukan sebelumnya,
pembiayaan transisi energi terbarukan in-
ovatif dapat dilihat melalui beberapa as-
pek yakni diantaranya affect affordability,
due-process, transparency, inter-generation-
al equity, spatial equity dan financial system
resillience. Kemudian, melalui beberapa as-
pek tersebut, skema pembiayaan tradisional
dinilai kurang mencerminkan aspek pem-
biayaan transisi energi terbarukan yang in-
ovatif. Hasil literature review tersebut juga
didukung oleh nilai uji T-Test Independent
yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai
uji T-Test Independent dari skema pem-
biayaan khusus yakni sebesar 4.40 dan 5.80,
dengan nilai signifikansi 2 arah (t-tailed)
yaitu 0.04 dan 0.03 < 0.05. Maka, dapat di-
simpulkan bahwa skema pembiayaan khu-
sus ini lebih sesuai jika digunakan untuk
menginisiasi pembiayaan transisi energi
terbarukan yang lebih inovatif di Indonesia.
Selain itu, dari penelitian ini juga menun-
jukkan bahwa instrumen dari skema pem-
biayaan khusus yang paling mendekati kes-
eluruhan aspek pembiayaan inovatif adalah
crowdfunding, carbon financing, revenue
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bond, dan green bond, dimana instrumen
tersebut telah berhasil diterapkan di berb-
agai negara Eropa, Kanada, Amerika Serikat
dan China untuk menjadi salah satu skema
pembiayaan dalam program transisi ener-
gi terbarukan. Adapun, penelitian ini juga
memiliki implikasi bagi investor dalam neg-
eri dan luar negeri serta sektor lainnya un-
tuk berperan dalam program transisi energi
terbarukan di Indonesia. Melalui adanya
skema pembiayaan yang lebih inovatif ini,
akan menarik calon investor tersebut untuk
mengalokasikan dana investasinya karena
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Abstrak

Pemerintah telah berkomitmen untuk mereduksi emisi di sektor energi. Salah satu us-
aha yang dilakukan menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar pengganti minyak so-
lar. Namun, penggunaan bahan baku tunggal, yakni minyak sawit dalam memproduksi
biodiesel berpotensi memperburuk emisi Indonesia. Diperlukan pengembangan bahan
bakar rendah emisi lain yang dapat menjadi alternatif, salah satunya adalah penggunaan
minyak jelantah. Pengembangan biodiesel berbasis minyak jelantah masih minim, salah
satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah dalam pengembanganya.
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan matematis untuk mengetahui kebutuhan pendanaan pengembangan biodies-
el berbasis minyak jelantah yang bersumber dari dana perkebunan sawit yang dikelola oleh
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Penelitian ini menggunakan
skenario substitusi realisasi volume biodiesel berbasis minyak sawit pada 2021 sebesar 5%,
10%, dan 15% dengan biodiesel berbasis minyak jelantah. Dari hasil penghitungan didapa-
tkan bahwa pembiayaan biodiesel berbasis minyak jelantah dengan skenario 5%, 10%, dan
15% berpotensi membutuhkan dana masing-masing sebesar Rp. 5,17 triliun, Rp. 10,33 trili-
un, dan Rp. 15,5 triliun. Dibandingkan dengan jumlah pendapatan dana perkebunan sawit
pada 2021, kenaikan beban subsidi akibat masuknya biodiesel berbasis minyak jelantah
dalam skema mandatori biodiesel dapat tercukupi. Dana perkebunan sawit dapat menjadi
salah satu solusi sumber pembiayaan biodiesel berbasis minyak jelantah.

Kata Kunci: biodiesel, minyak jelantah, pembiayaan, dana perkebunan sawit.

Abstract

The government has committed to reducing emissions in the energy sector, one of which
is by using biodiesel as a substitute for diesel oil. However, the use of single raw material,
namely palm oil in producing biodiesel, has the potential to worsen emissions in Indonesia.
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The development of low-emission alternative fuels is needed, one of which is the use of waste
cooking oil. The development of waste cooking oil-based biodiesel is still minimal, mainly
due to the lack of government support. This study aims to address this challenge by using
a mathematical approach to determine the funding needed for the development of waste
cooking oil-based biodiesel sourced from the plantation fund managed by the Indonesian
Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS). The study examines the scenari-
os of substituting 5%, 10%, and 15% of palm oil-based biodiesel with waste cooking oil-based
biodiesel. The results show that the development of waste cooking oil-based biodiesel with
scenarios of 5%, 10%, and 15% may require funding of IDR 5.17 trillion, IDR 10.33 trillion, and
IDR 15.5 trillion, respectively. Compared to the income of the palm oil plantation fund in 2021,
the increase in subsidy costs due to the inclusion of waste cooking oil-based biodiesel in the
mandatory biodiesel scheme can be covered. The plantation fund can be a solution to finance

waste cooking oil-based biodiesel.

Keyword: biodiesel, used cooking oil, financing, palm oil plantation fund.

PENDAHULUAN

Indonesia telah berkomitmen un-
tuk menurunkan tingkat emisi gas rumah
kaca di sektor energi. Melalui dokumen En-
hanced Nationally Determined Contribution
(ENDC), pemerintah Indonesia menjabar-
kan strateginya menuju masa depan yang
rendah karbon dan tahan iklim pada sektor
energi.

Terdapat berbagai macam aksi pe-
merintah untuk menurunkan sektor energi,
antara lain peningkatan penggunaan Energi
Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangk-
it Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, cofiring
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ba-
tubara, pemanfaatan langsung biomasa dan
biogas dalam pembangkit listrik off grid,
dan peggunaan bahan bakar nabati.

Berdasarkan Peraturan Menteri En-
ergi dan Sumber Daya Mineral (Permen
ESDM) Nomor 32 Tahun 2008, terdapat be-
berapa bahan bakar nabati yang dapat digu-
nakan untuk menjadi bahan bakar lain, sep-
erti biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati
murni.

Biodiesel di Indonesia adalah bahan
bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor
diesel berupa fatty acid methyl ester (FAME).
Menurut Budiman et al. (2018), saat ini, ba-
han baku biodiesel di Indonesia berasal dari

minyak sawit (Crude Palm Oil - CPO).

Sejak tahun 2009, pemerintah mulai
mengimplementasikan program mandato-
ri biodiesel dengan kadar campuran pada
minyak solar sebesar 2,5%. Kadar campuran
tersebut dinaikkan secara bertahap, pada
tahun 2010 menjadi 10%, 2015 sebesar 15%,
2016 sebesar 20%, pada 2020 sebesar 30%
(Latisya, 2022). Berdasarkan Keputusan
Menteri ESDM (Kepmen ESDM) Nomor
205.K/EK.05/DJE/2022 pemanfaatan bio-
diesel sebagai bahan bakar campuran akan
ditingkatan menjadi 35% pada 2023.

Menurut penelitian Halimatussadiah,
et al. (2021), penggunaan CPO sebagai basis
program mandatori biodiesel dapat men-
dorong perluasan lahan sebesar 48% hingga
76% dari area perkebunan sawit produktif.
Kebijakan biodiesel yang membutuhkan
perluasan area perkebunan sawit tersebut
menimbulkan risiko lingkungan yang besar.
Karena pengembangan perkebunan kelapa
sawit di Indonesia memiliki hubungan erat
dengan masalah lingkungan seperti defor-
estasi, mengurangi keaneragaman hayati,
dan menyebabkan polusi udara (Petrenko,
etal., 2016).

Penggunaan limbah sebagai bahan
bakar nabati adalah solusi yang lebih efek-
tif untuk memenuhi tujuan iklim dan tu-
juan lingkungan lainnya. Hasil penelitian
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Tsoutsos, et al., (2019), minyak jelantah
adalah limbah rumah tangga yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar
alternatif biodiesel. Penggunaan minyak
jelantah dapat mengurangi ketergantungan
terhadap minyak sawit.

Harga minyak jelantah yang sudah
menjadi biodiesel (Bioo)/Used Cooking Oil
Methyl Ester (UCOME) di pasar internasi-
onal lebih mahal daripada minyak solar dan
biodiesel berbasis CPO (lihat Gambar 1).
Beberapa penelitian menyebut bahwa harga
jual UCOME sebenarnya bisa lebih rendah
dari pasaran, seperti dalam penelitian Ast-
hasari (2008) yang sebesar Rp. 5.100,-/liter,
Rp. 14.809-15.804,-/liter (Widodo, 2011), dan
Rp. 13.000,-/liter (Riyandanu, 2022).

Meskipun  beberapa  penelitian
menyebutkan bahwa harga UCOME dapat
lebih rendah dari pasar internasional, teta-
pi harga tersebut masih relatif lebih tinggi
daripada harga minyak solar. Oleh karena
itu, diperlukan skema pembiayaan untuk
menutup selisih harga antara UCOME dan
minyak solar. Seperti kebijakan yang telah
diterapkan pada biodiesel berbasis CPO.

Gambar 1. Perbandingan Harga Biodiesel
CPO, Minyak Solar, dan UCOME

Sumber: ESDM, BPDPKS, dan greenea (di-
olah)

Dalam penelitian ini, jumlah pem-
biayaan untuk UCOME dalam skema
program mandatori biodiesel disajikan.
Penjelasan tentang jumlah subsidi dengan
skenario alokasi volume UCOME terhadap
alokasi total biodiesel tertentu dihitung
dan dibandingkan dengan realisasi subsidi
biodiesel berbasis CPO serta kemampuan
pembiayaan yang dimiliki dana perkebunan
sawit pada 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan  kuantitatif
deskriptif. Penghitungan dilakukan den-
gan menggunakan skenario penggunaan
UCOME sebagai biodiesel campuran min-
yak solar sebesar 5%, 10%, dan 15% terhadap
total realisasi volume biodiesel pada tahun
2021 untuk B3o.

Sesuai dengan Kepmen ESDM No.
149.K/EK.05/DJE/2021 tentang Perubah-
an Ketiga Atas Keputusan Menteri ESDM
No. 252.K/10/MEM/2021 tentang Peneta-
pan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan
Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Bio-
diesel serta Alokasi Besaran Volume untuk
Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis
Minyak Solar Periode Januari - Desember
2021 yang terbit pada 30 November 2021.
Alokasi biodiesel untuk mendukung ke-
bijakan B3o pada 2021 ditetapkan sebesar
9.413.032 kilo liter (kL). Dari jumlah alokasi
tersebut, sebanyak 6.940.000 telah tereal-
isasi. UCOME diasumsikan akan memiliki
5%, 10%, dan 15% pangsa dari total realisasi
tersebut.

Tabel 1. Skenario Alokasi Volume UCOME
pada Realisasi Volume Biodiesel B3o

Kebutuhan pembiayaan untuk subsi- | Skenario | Jumlah alokasi (kL)
di selisih harga antara UCOME dan minyak 0,05 347-000.
solar tersebut masih belum diketahui besa- 0,10 694.000.
ranya. Mengingat masih terbatasnya studi 0,15 1.041.000.
tentang pembiayaan UCOME dalam skema
program mandatori biodiesel.
143

—



Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia

Jumlah subsidi yang dibutuhkan un-
tuk membiayai biodiesel UCOME pada
skenario tertentu kemudian dihitung dan
dibandingkan dengan realisasi subsidi bio-
diesel dan kemampuan pembiayaan melalui
dana perkebunan sawit pada 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam peneli-
tian adalah data kuantitatif, yaitu data da-
lam angka-angka yang menunjukkan nilai
variabel yang akan diteliti. Data dikumpul-
kan dengan menggunakan teknik dokumen-
tasi. Data diperoleh langsung dari lampiran
Kepmen ESDM No. 149.K/EK.o5/DJE/2021
untuk data alokasi biodiesel pada 2021, data
realisasi biodiesel, subsidi dan pendapatan
dana perkebunan sawit pada 2021 diperoleh
dari Annual Report BPDPKS 2021 yang ada
di situs resmi BPDPKS.

Teknik Analisis Data

Jumlah subsidi yang diberikan untuk
UCOME didasarkan pada penghitungan
jumlah subsidi biodiesel eksisting, yakni
dengan mempertimbangkan selisih harga,
dalam hal ini antara UCOME dan minyak
solar serta ongkos angkut. Dalam penelitian
ini, selisih harga antara UCOME dan minyak
solar diasumsikan tetap pada Rp. 14.389,95/
liter (rata-rata selisih harga UCOME dan
minyak solar pada periode Januari 2019 -
Desember 2021) dan ongkos angkut diasum-
sikan tetap pada Rp. 500/liter.

Penghitungan subsidi dilakukan den-
gan rumus sebagai berikut:

S.= A x SH x OA(persamaan 1)

Dimana S adalah jumlah biodiesel
menurut skenario tertentu (5%, 10%, dan
15%), A, adalah jumlah alokasi biodiesel
UCOME pada skenario tertentu, SH ada-
lah selisih harga antara biodiesel UCOME
dan minyak solar yang diasumsikan Rp.
14.389,95/liter, dan OA adalah biaya ongkos
angkut yang diasumsikan sebesar Rp. 500/
liter.

Jumlah subsidi UCOME dengan ske-
nario tertentu tersebut kemudian dibandin-
gkan dengan realisasi subsidi biodiesel ber-
basis CPO pada 2021. Perbandingan tersebut
digunakan untuk mengetahui perbedaan
antara realisasi subsidi dan potensi realisa-
si subsidi apabila biodiesel UCOME masuk
dalam skema program mandatori biodiesel.
Kemampuan pembiayaan dana perkebunan
sawit apabila biodiesel UCOME masuk da-
lam skema program mandatori biodiesel
juga diukur dengan basis pendapatan pun-
gutan dana perkebunan sawit pada 2021.

Tabel 2. Pendapatan dan Beban Dana Per-
kebunan Sawit Pada Tahun 2021

Kegiatan Realisasi Belanja

(Rp)
Pendapatan pungu-
tan dana perkebu- 71.643.064.954.957
nan kelapa sawit
Beban pembayaran
selisih harga bio- 51.951.617.007.640
diesel

Beban penyaluran

dana riset 55.772-500.942

Beban promosi

kelapa sawit 83.496.874.043
Beban pengemban-

gan SDM kelapa 64.559.840.897
sawit

Beban penyaluran

dana peremajaan 1.341.787.655.325
kebun kelapa sawit

Beban sarana dan

prasarana 8.982.839.634
Penghimpunan & 2.738.722.763

Pengelolaan Dana
Sumber: Annual Report BPDPKS 2021 (dio-
lah)
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HASIL DAN DISKUSI

UCOME memiliki potensi untuk
menjadi bahan baku alternatif dari biodie-
sel berbasis CPO yang saat ini menjadi pro-
gram strategis pemerintah. Menurut Yoshio
(2022), potensi minyak jelantah nasional
mencapai 1,2 juta kL/tahun.

Jumlah minyak jelantah tersebut cuk-
up untuk mendukung program mandatori
biodiesel. Penggunaan minyak jelantah se-
bagai bahan baku alternatif dari biodiesel
dapat meminimalisir risiko perluasan lah-
an akibat penggunaan CPO sebagai bahan
baku tunggal biodiesel.

Harga jual UCOME yang tinggi dipa-
sarinternasional dapat di intervensi oleh pe-
merintah melalui skema dana perkebunan
sawit. Hampir seluruh dana tersebut saat
ini digunakan untuk mensubsidi biodies-
el berbasis CPO. Memasukkan UCOME ke
dalam skema mandatori biodiesel tersebut
tentu bisa dilakukan dengan menggunakan
skema yang sama untuk membiayai selisih
harga UCOME dan minyak solar.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa
untuk mensubsidi UCOME sebesar 5% dari
total realisasi biodiesel pada 2021 membu-
tuhkan anggaran sebesar Rp. 5,17 triliun, se-
mentara untuk UCOME sebesar 10% mem-
butuhkan anggaran sebesar Rp. 10,33 triliun,
dan untuk UCOME sebesar 15% membutuh-
kan Rp. 15,5 triliun. Apabila UCOME masuk
dalam skema realisasi subsidi biodiesel pada
2021, maka jumlah subsidi yang diperlukan
untuk masing-masing skenario (5%, 10%,

DAFTAR PUSTAKA

dan 15%) akan meningkatkan jumlah real-
isasi subsidi menjadi masing-masing sebe-
sar Rp. 54,52 triliun, Rp. 57,09 triliun, dan
Rp. 59,66 triliun.

Memasukan UCOME dalam realisasi
subsidi biodiesel pada 2021 akan meningkat-
kan total beban pembiayaan oleh BPDPKS
pada 2021 untuk masing-masing skenario
menjadi sebesar Rp. 56,08 triliun (skenario
5%), Rp. 58,65 triliun (skenario 10%), dan
Rp. 61,22 triliun (skenario 15%).

Dibandingkan = dengan  jumlah
pendapatan dana perkebunan sawit pada
2021 yang sebesar Rp. 71.643.064.954.957,
kenaikan jumlah beban subsidi akibat ma-
suknya UCOME dalam skema program
mandatori biodiesel masih dapat ditutupi.

KESIMPULAN

Pembiayaan biodiesel berbasis min-
yak jelantah dengan dana perkebunan sawit
pada skema realisasi subsidi biodiesel pada
2021 dengan skenario 5%, 10%, dan 15% dari
total realisasi biodiesel berbasis CPO pada
2021 menunjukkan bahwa dana perkebu-
nan sawit berpotensi untuk menjadi sum-
ber pembiayaan biodiesel berbasis minyak
jelantah. Kenaikan beban subsidi akibat
masuknya UCOME dalam skema mandato-
ri biodiesel masih dapat tercukupi dengan
jumlah dana perkebunan sawit pada 2021.
Biodiesel berbasis minyak jelantah dapat
menjadi alternatif untuk mengurangi risiko
perluasan lahan akibat penggunaan CPO
sebagai bahan baku tunggal dalam skema
program mandatori biodiesel.
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Abstrak

Tujuan SDG’s disajikan sebagai data atas, yang merupakan target Pengurangan Emisi Kar-
bon. Oleh beberapa Negara yang telah menandatangani Perjanjian Internasional yang
diadakan di Paris. Mereka berjanji untuk menekan persentase Emisi Karbon di negara
mereka. Untuk Indonesia, Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa target yang dapat
dicapai adalah 26%.

Dari tabel-tabel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Pengurangan Emisi Karbon
berfluktuasi. Dengan kisaran -195,72% pada tahun 2015 sebagai pencapaian terendah dan
137,41% sebagai pencapaian tertinggi pada tahun 2012. Persentase peningkatan terbesar
terjadi pada tahun 2012 sebesar 110%, sedangkan di sisi lain penurunan tajam terjadi pada
tahun 2015 sebesar 55%.

Sumber emisi karbon dibagi berdasarkan energi; industri; pertanian; limbah; dan hutan
(Kementerian Kehutanan, 2021).

Persentase minimum ruang terbuka hijau adalah 20% di setiap lokasi, sementara 10% ada-
lah persentase minimum ruang terbuka abu-abu. (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penata-
an Ruang).

Periode pengamatan selama 2010 - 2020, dengan mempertimbangkan ketersediaan data,
ruang lingkup penelitian adalah 34 provinsi di Indonesia. Kami telah mengumpulkan data
untuk beberapa variabel yang diprediksi menjadi penyebab Emisi Karbon. Sebagai beri-
kut: Persentase Emisi Karbon Nasional, Konsumsi rumah tangga, Pengeluaran pemerintah,
Indeks pembangunan manusia, Nilai ekspor, Nilai impor, Jumlah penduduk, Laju inflasi,
Jumlah menara listrik, dan Jumlah jaringan listrik.
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Address: Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga 50714
E-mail: destaritaindah@gmail.com; denra.starital I@gmail.com
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Metodologi Terdiri dari langkah analisis, standar pengambilan hasil: Langkah penelitian
terdiri dari: Mengelompokkan data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dari file
yang berbeda menjadi satu file untuk setiap variabel; Mengelompokkan wilayah berdasar-
kan penelitian saya sebelumnya yang berkaitan dengan keberadaan kawasan andalan kota
untuk memperbesar pengelolaan sebagai wilayah yang lebih luas; Menggabungkan setiap
variabel menjadi satu lembar menjadi satu file; Membuat identifikasi dengan mengatur se-
suai dengan kolom yang diprediksi berdasarkan tingkat dampaknya terhadap pengurangan
emisi karbon; Memberi tanda pada setiap cell dengan warna tertentu untuk memastikan
perbedaan dari ketiga kelompok tersebut: Langkah terakhir adalah memberikan nilai pada
setiap sel dengan aturan sebagai berikut: 1 untuk nilai di bawah rata-rata, 2 untuk nilai
tengah, dan 3 untuk nilai atas, serta membuat hasil dari analisis yang telah dilakukan se-
belumnya.

Terdapat 6 gugus wilayah (sub pulau/kepulauan) yang dikategorikan sebagai wilayah maju,
sedangkan 7 lainnya diklasifikasikan sebagai wilayah berkembang, dan tidak ada satupun
yang merupakan wilayah kemiskinan.

Mereka adalah: Daerah Berkembang (inflasi minimal sekali dalam 10 tahun lebih dari 10%):
klaster 1 (Aceh - Sumatera Utara); klaster 2 (Sumatera Barat - Riau - Kepulauan Riau);
klaster 3 (Jambi - Sumatera Selatan - Bengkulu - Kepulauan Bangka Belitung); klaster 4
(Lampung - Banten); klaster 7 (Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tengga-
ra Timur); dan klaster 10 (Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Kalimantan Utara);
Daerah Berkembang (inflasi minimal sekali dalam 10 tahun kurang dari 10%): : Klaster 5
(DKI Jakarta - Jawa Barat); klaster 6 (Jawa Tengah - DIY); klaster 8-9 (Kalimantan Barat -
Kalimantan Tengah); klaster 11 (Sulawesi Utara - Gorontalo - Sulawesi Tenggara); klaster
12 (Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat); dan klaster 13 (Maluku - Maluku
Utara - Papua Barat - Papua); Daerah kemiskinan (inflasi minimal 1 kali dalam 10 tahun
lebih dari 5%): tidak ada dari 13 klaster.

Pencapaian target emisi karbon selama 2010-2020 diasumsikan dipengaruhi oleh ruang-ru-
ang publik dan privat: Emisi karbon: <0%, 0,01-100%, dan > 100,01%; Konsumsi Rumah
Tangga : 100.000.000-300.000.000; Pengeluaran Pemerintah : 188.000.000-44.000.000;
PHT : 66%-72%; Ekspor : 4.000-6.000; Impor : 4.000-6.000; Jumlah Penduduk: >7.000.000;
Inflasi : <o, >5, >10; Menara : 1.000-2.000; Jaringan : 4.500 - 7.250.

Penambahan dan pengurangan stok ruang diusulkan dengan pencapaian arsiran hijau (ra-
ta-rata atas) atau arsiran kuning (di bawah antara rata-rata bawah dan atas) dan arsiran
merah muda (di bawah rata-rata). Tingkat kekayaan di zona hijau di Sumatera Utara, Bant-
en, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur; zona kuning di Aceh, Sumatera Barat, Riau,
Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Timur; dan zona merah muda di Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DIY,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Ka-
limantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawe-
si Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Pengeluaran
Pemerintah di zona hijau di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua; zona kuning di Aceh, Sumatera Barat,
Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DIY, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan zona merah muda Kepulauan Riau, Jam-
bi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi
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Barat, Maluku, Papua Barat;

Keterkaitan antara masing-masing variabel sehingga baris kolom dapat dikelompokkan
sebagai kebijakan baru untuk masing-masing provinsi. Untuk zona hijau: mengurangi ka-
wasan perumahan, ruang pendidikan, pusat industri dan perdagangan, dan perkantoran,
memperbesar ruang untuk rekreasi, hutan dan lahan basah, infrastruktur publik, ruang
terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dan ruang terbuka abu-abu; Untuk
zona kuning: mempertahankan semua kawasan dan menjaga eksistensi semua fungsi ru-
ang; Untuk zona merah jambu: membalikkan dari poin a.

Kata Kunci: Emisi Karbon; Daerah Maju; Daerah Berkembang; Ruang Terbuka Hi-
jau; Ruang Terbuka Abu-Abu; dan Tujuan SDG’s

Abstract

The SDG’s Goals are served as the datas upper,which Carbon Emission Reduction’s targets.
By some Countries which are already signed an International Agreement held in Paris. They
promising to push down the percentages of Carbon Emission percentages in their country.
For Indonesia’s Governments announced that they could be attained at 26 %.

From the tables, we can conclude that the Carbon Emission Reduction are fluctuated. With
the range from by -195, 72 % at 2015 as the bottom attainment and by 137, 41 % as the top
attainment at 2012. The most increasing percentage contributed at 2012 by 10 %, while at the
other side the sharply decreasing happened at 2015 by 55 %.

The sources of carbon emission is divided by energy; industry, agriculture; waste, and forest.
(Ministry of Forest, 2021).

The minimum of percentages of green open spaces is 20 % in every sites while 10 % is the
minimum percentages of grey open spaces. (Law 2007 about Spatial Planning).

The period of observation are during 2010 — 2020, considering the datas availability. The scope
of research is 34 provinces in Indonesia. We are already collected data for several variables
which are predicted to be the causes of Carbon Emission. As follows : The percentage of Car-
bon Emission Nationally;The household consumption;The government spending;The human
development index;The value of export;The value of import;The total population; The pre-
sentage of inflation;The number of electricity tower; and The number of electricity network.

Methodology Consist of the step of analysis, the standar of taking the results : The Step of
research concist of : grouping the datas gathered from National Stathystical Board from di-
feerent file into one file each variable;Clustering the region by my previous research related
to existance of city flagship area to enlarge the management as greater area; Combine each
variables into one sheet become 1 file; Making identification by setted that according the pre-
dicted columns based on the level of impact to carbon emission reduction reduction; Highlist
every cell by certain coloured in order to make sure the differentiaton by these three groups
: below mean, middle mean, and upper mean; The last step is give scores each each cell with
this rule : 1 for below mean; 2 for midle mean; and 3 for upper mean, and make results regard-
ing the analysis before.
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There are 6 cluster of region ( sub island / islands) categorized as developed areas, while the
other 7 classified as developing areas, and none of them is poverty areas.

They are :Developed Areas (inflations minimum once in 10 years more than 10 %): cluster
1 ( Aceh - Sumatera Utara); cluster 2 (Sumatera Barat - Riau - Kepulauan Riau); cluster 3
(Jambi - Sumatera Selatan - Bengkulu - Kepulauan Bangka Belitung); cluster 4 ( Lampung
- Banten); cluster 7 (Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat — Nusa Tenggara Timur); dan
cluster 10 ( Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur- Kalimantan Utara);Developing Areas
(inflations minimum once in 10 years less than 10 %): : Cluster 5 ( DKI Jarta - Jawa Barat);
cluster 6 ( Jawa Tengah — DIY); cluster 8-9 (Kalimantan Barat - Kalimantan Tengah); cluster
11 (Sulawesi Utara- Gorontalo- Sulawesi Tenggara); cluster 12 ( Sulawesi Tengah - Sulawesi
Selatan - Sulawesi Barat); dan cluster 13 ( Maluku- Maluku Utara-Papua Barat-Papua);Pov-
erty areas (inflations minimum once in 10 years more than 5 %): none of 13 cclusters.

The attainment of carbon emission targets during 2010-2020 are assumed impacted of the
spaces both public and privates : Carbon emission : <o %,0,01-100 %, and > 100,01 %; Household
Consumption : 100.000.000-300.000.000; Government Spending : 188.000.000-44.000.000;
IPM : 66 % - 72 %; Expor : 4.000-6.000; Impor : 4.000-6.000; Penduduk : >7.000.000; Infla-
tion : <o, >5, >10; Towers : 1.000-2.000; Networks : 4.500 — 7.250.

The enlargement and reducing stock of spaces are proposed by the achievement of green
shading (upper mean) or yellow shading (below in between bottom and top mean) and pink
shading (below mean). Level of wealth in green zone at Sumatera Utara, Banten, DKI Jakar-
ta, Jawa Tengah,Jawa Timur; yellow zone at Aceh,Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Su-
matera Selatan, Lampung,Jawa Barat,Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ; and pink
zone at Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DIY, Nusa Tenggara Barat, Nusa Teng-
gara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,Sulawesi Utara,
Gorontalo,Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku,
Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Govermenment Spending in green zone in Sumatera
Utara, DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara,
dan Papua ; yellow zones in Aceh,Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DIY,
Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Ten-
gah and pink zones Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten,
Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat,;

The linkage between each variables as so the row of columns can be grouped as new policies
for each provinces. For Green zone : reduce the housing estates, education spaces, industrial
and trade centres, and office complex, enlarge the spaces for recreational, forest and wet
lands, public infrastructures, green public free and rent areas; and grey private open spaces;
For Yellow zone : maintain all area dan keep existance of the all function spaces; For the pink
zone : reverse back from the point a.

Keyword: Carbon Emission; Developed Areas; Developing Areas; Green Open
Spaces; Grey Open Spaces;and SDG’s Goals
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PENDAHULUAN

Tabel 1. Profil Capaian Pengurangan Emisi GRK Terhadap Target Pengurangan Emisi GRK

pada CMI Di tahun 2010 - 2020

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BAU (Juta ton CO€) 1.334,00 1.519,85 1.569,38 1.611,30

1.671,00 1.702,37 1.768,91 1.820,49 1.862,96 1911,40

ER CM1 (Juta ton CO»e) 1.334,00 1.332,00 1.333,00 1.338,00

1.347,00 1.359,00 1.375,00 1.394,00 1.418,00 1.445,58

Target ER €M1 (Juta ton €0,<) 187,85 236,38 273,30

224,00 343,37 303,01 426,42 444,96 465,82

Inventory (Juta ton CO,€) 809,98 1.054,08 1.244,58 1.331,41

1.508,97 2.374,40 1.335,52 1.353,85 1.615,57 1.866,55

Persentase Target ER terhadap
CM1

247% 137,41%

102,41%

50,01% -195,72% 110,02% 109,41% 55,60%! 9,63%

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Target Sustainable Development Goals
dalam kurun waktu tahun 2010 hingga den-
gan tahun 2020 adalah seperti yang tersaji
pada table di atas. Dimana diantara bebera-
panegarayang telah menanda tangani suatu
Perjanjian Internasional di negara Perancis.
Inti dari perjanjian tersebut, adalah bahwa,
mereka berjanji untuk menurunkan target
presentase penurun emisi karbon di masing
- masing negara mereka. Untuk Indonesia
sendiri, juga mengumumkan bahwa pada
akhir periode 10 tahun tersebut dapat men-
capai target pada 26 %.

Masih dari table di atas, kita dapat
menyimpulkan bahwa Pengurangan Emisi
Karbon berfluktuasi. Dengan rentang kisa-
ran dari -195,72 % pada tahun 2015 sebagai
titik terendah dan 137,41 % sebagai titik
tertinggi pada tahun 2012. Peningkatan ter-
besar, dicapai pada tahun 2012 dengan ke-
naikan di angka 110 %. Dimana di sisi lain,
penurunan paliang tajam terjadi pada tahun
2015, dengan angka penurunan 55 %.

Dikarenakan fluktuasi tersebut telah
terjadi, kami mencoba untuk menemukan
factor - factor yang mempengaruhi situasi
dan kondisi tersebut.

STUDI LITERATUR

Berbagai sumber dari Emisi Karbon
dibagi menjadi: energi, industry, pertanian,
sampah, dan hutan. (Kementerian Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Dimana untuk meminimalisir terjad-

inya Emisi Karbon, dibutuhkan keberadaan
Ruang Terbuka Publik (Ruang Terbuka
Hijau public sebesar 20 % dari total luas
wilayah masing - masing Kabupaten / Kota
dan 10 % diantaranya menjadi Ruang Ter-
buka Privat ( Ruang Terbuka Non Hijau).
( Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.

DATA DAN HIPOTESIS
1. Data

Periode dari observasi adalah selama 10
tahun, yaitu dimulai sejak tahun 2010
dan berakhir pada tahun 2020, hal ini
dilakukan dengan mempertimbang-
kan ketersediaan data. Ruang lingkup
wilayah penelitian adalah sebanyak 34
provinsi yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, kami telah mengum-
pulkan beberapa variable dimana
diperkirakan mempengaruhi Emisi
Karbon. Variabel - variable tersebut
adalah sebagai berikut :

a. Persentase pencapaian nasional

Pengurangan Emisi Karbon;

b. Nilai Konsumsi Rumah Tangga di
masing - masing provinsi;

c. Pengeluaran Pemerintah  per
provinsi;

d. Data provinsi dalam hal Indeks
Pembangunan Manusia;

e. Nilai Ekspor dilihat per provinsi;

f.  Nilai Impor dari data masing -
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masing provinsi;

Total Populasi di setiap provinsi;

a

h. Presentase Inflasi di semua provin-
si;

i. Data provinsi dalam hal Jumlah
Menara Listrik; dan

j. Data provinsi dari Jumlah Jaringan
Listrik.

Hipotesis

Sedangkan dalam hal Hipotesis, dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Presentase Pengurangan Emisi
Karbon secara nasional mungkin
dipengaruhi oleh variable - vari-
able berikut ini: komsumsi rumah
tangga, pengeluaran pemerintah,
indeks pembangunan manusia,
nilai ekspor, nilai immpor, total
populasi, presentase inflasi, jum-
lah Menara listrik, dan jumlah ja-
ringan listrik;

b. Jumlah dari variable - wvariable
tersebut dapat dikelompokkan
dari jumlah seluruh Indonesia atau
masing — masing provinsi;

c. Proksi dari masing - masing vari-
able yang dimaksud dapat dirinci
selanjutnya sebagai berikut: Emisi
Karbon dengan proksi Keberlan-
jutan Lingkungan, menggambar-
kan Kebutuhan Hutan dan Lahan
Basah; konsumsi rumah tangga
engan proksi tingkat kesejahter-
aan ( kebutuhan akan ruang un-
tuk rekreasdi dan ruang terbuka
public); pengeluaran pemerintah
dengan proksi subsidi pemerintah
( kebutuhan ruang untuk infras-
truktur public); indeks pemban-
gunan manusia dengan proksi ke-
butuhan untuk ruang Pendidikan;
nilai ekspor dengan proksi kebu-
tuhan ruang untuk industry; nilai
impor dengan proksi kebutuhan

Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia

untuk ruang perdagangan; jumlah
penduduk dengan proksi kebutu-
jan akan ruang permukiman dan
kawasan perumahan; presentase
inflasi dengan proksi kebutuhan
akan ruang perkantoran; jumlah
Menara listrik dengan proksi ke-
butuhan akan ruang terbuka hijau
public; dan jumlah jaringan listrik
dengan proksi jumlah ruang terbu-
ka privat abu - abu.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian terdiri dari

beberapa tahapan analisis, dengan standar
pengambilan keputusan seperti berikut:

1.
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Tahapan penelitian terdiri dari: pen-
gelompokan data yang dikumpulkan
dari Badan Pusat Statistik dari berbagai
macam file menjadi 1 file dari masing -
masing variable;

Mengelompokkan berdasarkan wilayah
ari penelitian sebelumnya yang terkait
dengan keberadaan wilayah Kawasan
strategis untuk memperluas pengelo-
laannya menjadi wilayah yang lebih
luas

(pengelompokkan beberapa provinsi
menjadi sub pulau / kepulauan);

Mengkombinasikan semua variable
menjadi 1 file kertas kerja;

Membuat identifikasi dengan mengatur
bahwa saesuai kolom yang diprediksi
berdasarkan tingkat dampak dari pen-
gurangan emisi karbon;

Menandai setiap sel data dengan warna
- warna tertentu (hijau / kuning / pink)
dalam rangka untuk memastikan per-
bedaaan diantara data tersebut dengan
kelompok: di bawah rata - rata, tengah
rata - rata; dan di atas rata - rata;

Tahap selanjutnya adalah dengan mem-
berikan skor setiap sel data dengan
aturan sebagai berikut: nilai 1 untuk
angka di bawah rata - rata; nilai 2 un-
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tuk angka tengah rata - rata; dan nilai 3
untuk angka di atas rata - rata.

HASIL DAN DISKUSI

1)

Dari ke- 34 Provinsi yang ada di In-
donesia dibagi menjadi 13 cluster,
sebagai berikut :

a. Cluster 1 (Aceh - Sumatera
Utara);

b. Cluster 2 (Sumatera Barat -
Riau - Kepulauan Riau);

c. Cluster 3 (Jambi - Bengkulu -
Kepulauan Bangka Belitung -
Sumatera Selatan);

d. Cluster 4 (Lampung - Banten);

e. Cluster 5 (DKI Jakarta - Jawa
Barat);

f.  Cluster 6 (Jawa Tengah - DIY);

g. Cluster 7 (Jawa Timur - Bali
- Nusa Tenggara Barat - Nusa
Tenggara Timur);

h. Cluster 8 (Kalimantan Barat);
i.  Cluster g (Kalimantan Tengah);

j. Cluster 10 (Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur - Kaliman-
tan Utara);

k. Cluster 1 (Sulawesi Utara -
Gorontalo - Sulawesi Tengga-
ra);

l.  Cluster 12 (Sulawesi Tengah
— Sulawesi Selatan - Sulawesi
Barat); dan

m. Cluster 13 (Maluku - Maluku
Utara - Papua Barat - Papua).

Ada 6 cluster (sub Pulau / Kepu-
lauan) yang dikategorikan sebagai
wilayah yang maju, dimana ada
7 yang diklasifikasikan menjadi
wilayah berkembang, dan tidak ada
yang dikategorikan wilayah miskin.

a. Wilayah maju (inflasi dalam
kurun waktu 10 tahun di atas 10
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3)

%); terjadi di : Cluster 1 ( Aceh-
Sumatera Utara); cluster 2 ( Su-
matera Barat _ Riau- Kepulauan
Riau); cluster 3 ( Jambi - Suma-
tera Selatan - Bengkulu - Kepu-
lauan Bangka Belitung); cluster
4 ( Lampung - Banten); cluster
7 ( Jawa Timur - Bali - Nusa
Tenggara Barat - Nusa Tengga-
ra Timur); dan cluster 10 ( Ka-
limantan Selatan - Kalimantan
Timur- Kalimantan Utara);

b. Wilayah berkembang (dimana
inflasi dalam kurun waktu 10 ta-
hun kurang dari 10 %). Hal ini
terjadi di cluster -cluster lainn-
ya. Yaitu: cluster 5 (DKI Jakarta
- Jawa Barat); cluster 6 ( Jawa
Tengah - Daerah Istimewa Yog-
yakarta); cluster 8-9 ( Kaliman-
tan Barat - Kalimantan Ten-
gah); cluster u (Sulawesi Utara
- Gorontalo - Sulawesi Tengga-
ra); cluster 12 (Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan - Sulawesi
barat); dan cluster 13 (Maluku
- Maluku Utara - Papua Barat -
Papua);

c. Wilayah miskin (dimana in-
flasinya dalam kurun waktu 10
tahun kurang dari o % (tidak
ada).

Pencapaian dari target penurunan
emisi karbon selama tahun 2010
sampai dengan tahun 2020 diasum-
sikan berdampak pada kebutuhan
ruang, baik public maupun privat.

a. Emisi karbon: < 0 %; 0,01 % -
100 %; dan > 100 %;

b. Konsumsi rumah tangga:
100.000.000 — 300.000.000;

c. Pengeluaran pemerintah:
188.000.000 - 300.000.000;

d. Indeks Pembangunan Manusia:
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4)

66 % - 72 %;
e. Nilai Ekspor: 4.000 - 6.000;
f.  Nilai impor: 4.000 - 6.000;

g. Total penduduk :< 7.000.000 - >

7.000.000;

h. Inflasi: <0 %, 0 % - 10 %, dan >
10 %;

i. Jumlah Menara listrik: 1.000 -
2.000;

j. Jumlah jaringan listrik: 4.500 —
7.250.

Perangkuman data dilakukan karena

terjadi fluktuasi dari setiap provin-

si untuk masing - masing variable

adalah sebagai berikut:

Emisi karbon dengan proksi ke-
butuhan akan lingkungan yang
berkelanjutan secara tren dapat
dirangkum sebagai berikut: untuk
semua Provinsi secara tren dom-
inan hijau (hijau pada tahun 201,
2012, 2013, 2016, dan 2017), (kuning
pada tahun 2014, 2018, 2019, dan
2020), dan pink pada tahun 2010
dan 2015;

Konsumsi Rumah Tangga dengan
proksi tingkat kesejahteraan secara
tren dapat dirinci sebagai berikut:

1) Provinsi Aceh secara tren bera-
da di zona pink, dimana pada
hampir semua tahun sejak ta-
hun 2010 sampai dengan ta-
hun 2019, rata - rata konsumsi
rumah tangganya kurang dari
100.000.000, di tahun 2020
baru berhasil mencapai zona
kuning dimana rata - rata kon-
sumsi rumah tangganya di atas
100.000.000, namun masih di
bawah 300.000.000;

2) Provinsi Sumatera Utara se-
cara tren hampir berimbang
antara berada di zona kuning
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3)

5)

6)

7)

pada tahun 2010 - 2014 den-
gan konsumsi rumah tangga di
atas 100.000.000 tetapi masih
kurang dari 300.000.000, dan
berada di zona hijau pada ta-
hun -tahun berikutnya (2015
-2020), dimana berhasil men-
catatkan nilai rata - rata di atas
300.000.000;

Provinsi Sumatera Barat, secara
tren berada di zona pink, di-
mana sejak tahun 2010 hingga
dengan tahun 2015, rata - rata
konsumsi rumah tangganya di
bawah 100.000.000, kemudi-
an di tahun - tahun selanjutn-
ya, dari tahun 2016 dan sampai
tahun 2020, yang merupakan
tahun akhir penelitian, berha-
sil berpindah ke zona kuning,
dimana di tahun - tahun terse-
but, rata - rata konsumsi rumah
tangganya di atas 100.000.000.
namun masih berada di bawah
300.000.000;

Provinsi Riau selalu berada
di zona kuning, dengan kon-
sisten, selama 11 tahun masa
penelitian ini, rata - rata kon-
sumsi rumah tangganya lebih
dari 100.000.000 tapi masih di
bawah 300.000.000;

Provinsi ~ Kepulauan Riau,
menunjukkan adanya pening-
katan dari berada di zona pink
diantara tahun 2010 - 2018, dan
zona kuning pada 2 tahun beri-
kutnya (2019 dan 2020);

Provinsi Jambi, selalu berada di
zona pink, dengan rata - rata
konsumsi rumah tangga di
bawah 100.000.000 sejak tahun
2010 hingga tahun 2020;

Provinsi Sumatera Selatan se-
lalu berada di zona kuning,



8)

9)
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karena dalam waktu 11 tahun
penelitian, rata - rata konsum-
si rumah tangganya berkisar
antara 100.000 000 - sampai
300.000.000;

Provinsi Bengkulu, konsisten
berada di zona pink, dimana
sejak tahun 2010 hingga dengan
tahun 2020, tercatat konsumsi
rumah tangga rata - ratanya se-
lalu di bawah 100.000.000;

Dengan rata - rata konsum-
si rumah tangga di bawah
100.000.000, Provinsi Bangka
Belitung selalu berada di zona
pink;

Provinsi Lampung, berhasil
berpindah dari zona pink ke
zona kuning, pada tahun 2018,
dimana, di tahun - tahun sebel-
umnya (2010 - 2017), provinsi
ini memiliki rata - rata kon-
sumsi rumah tangga di bawah
100.000.000;

Provinsi Banten berada di zona
hijau pada tahun 2018 - 2020
dengan rata - rata konsumsi di
atas 300.000.000, setelah pada
periode sebelumnya, 2010 -
2017, berada di zona kuning;

Sama halnya, dengan provinsi
Banten, provinsi ini, DKI Jakar-
ta juga selalu berada di zona hi-
jau, dimana rata - rata konsum-
si rumah tangganya selalu lebih
dari 300.000.000;

Dari tahun 2010 sampai dengan
2020, provinsi Jawa Barat juga
berada di zona hijau, dengan
data terekam pada konsumsi
rumah tangga konsisten jauh
lebih tinggi dari 300.000.000;

Provinsi Jawa Tengah menun-
jukkan warganya memiliki rata
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15)

16)

18)

19)

- rata konsumsi rumah tangga
selalu di zona hijau dengan kon-
sisten melebihi 300.000.000;

Provinsi DIY, sayang sekali, ma-
sih jauh tertinggal dari provinsi
- provinsi lain, dikarenakan se-
lalu berada di zona pink, dima-
na rata - rata konsumsi rumah
tangga seluruh penduduknya
kurang dari 100.000.000;

Provinsi Jawa Timur, selalu be-
rada di zona hijau, dengan rata
- rata konsumsi rumah tang-
ganya selalu lebih tinggi dari
300.000.000;

Provinsi Bali, mengalami per-
pindahan dari zona pink ke
zona kuning pada tahun 2017,
sehingga dapat dirinci bah-
wa sejak tahun 2010 sampai
dengan tahun 2016, provinsi
ini memiliki rata - rata kon-
sumsi rumah tangga di bawah
100.000.000. Sedangkan pada
tahun 2017 - 2020, berdasar-
kan data yang ada, provinsi ini
mengalami peningkatan, dima-
na rata - rata konsumsi rumah
tangganya naik menjadi lebih
dari 300.000.000;

Sama halnya dengan Provin-
si DIY, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, juga selalu berada di zona
pink, semenjak tahun 2010 hing-
ga dengan tahun 2020, dikare-
nakan rendahnya konsumsi rata
- rata masyarakatnya, yang ma-
sih di bawah 100.000.000;

Provinsi Nusa Tenggara Timur
juga selalu berada di zona pink,
dikarenakan masih rendahnya
konsumsi rumah tangga mas-
yarakatnya, dimana rata - rat-
amua masih berkisar di bawah
100.000.000;
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Provinsi Kalimantan Barat,
mengalami kenaikan dari zona
pink ke zona kuning pada tahun
2018, dimana telah terjadi pen-
ingkatan konsumsi rata - rata
penduduknya dari kurang dari
100.000.000, menjadi lebih dari
100.000.000, walaupun masih
kurang dari 300.000.000;

Menyusul, provinsi - provin-
si lainnya, Provinsi Kaliman-
tan Tengah, juga selalu berada
di zona pink. Selalu di bawah
100.000.000 untuk konsumsi
rumah tangga rata - rata mas-
yarakat di sana;

Provinsi Kalimantan Selatan,
dengan rata - rata konsumsi ru-
mah tangga selalu kurang dari
100.000.000, provinsi ini belum
berhasil keluar dari zona pink;

Provinsi Kalimantan Timur baru
berhasil melepaskan diri dari
zona pink di tahun 2018, karena
terjadi kenaikan konsumsi rata
- rata rumah tanggnya menjadi
lebih dari 100.000.000, walau-
pun masih belum tercapai atau
melebihi 300.000.000;

Kalimantan Utara, secara kon-
sisten, selalu berada di zona
pink, dikarenakan rata - rata
konsumsi rumah tanggnya sela-
lu kurang dari 100.000.000;

Provinsi Sulawesi Utara, masih
tertinggal juga, disebabkan ma-
sih belum bisa lepas dari zona
pink, dengan catatan rata - rata
konsumsi rumah tangganya se-
lalu kurang dari 100.000.000;

Provinsi Gorontalo juga ma-
sih berada di zona pink, sama
halnya dengan tahun 2010 dan
berakhir di tahun 2020, kon-
sumsi rata - rata rumah tang-
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

ga setempat masih di bawah
100.000.000;

Di Provinsi Sulawesi Tenggara
sebagai salah satu provinsi den-
gan predikat pink, sejak 2010
hingga 2020, konsumsi rumah
tangganya selalu berada lebih
rendah dari 100.000.000;

Provinsi Sulawesi Tengah, juga

masih berada di zona pink,
dibuktikan dari data yang
ada, konsumsi rumah tang-
ga rata - ratanya kurang dari
100.000.000;

Untuk Provinsi Sulawesi Sela-
tan, sebagai provinsi berpre-
dikat kuning di tahun 2012,
setelah 2 tahun sebelumnya be-
rada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Barat, tetap
tidak bergerak dari zona pink,
karena selama tahun 2010 hing-
ga 1 tahun kemudian. Rata
- rata konsumsi rumah tang-
ganya terjadi kenaikan, teta-
pi tidak bisa melampaui dari
100.000.000;

Provinsi Maluku juga berada
di zona pink, selama 1 tahun,
dikarenakan masih rendahn-
ya rata - rata konsumsi rumah
tangga penduduknya, yaitu ku-
rang dari 100.000.000;

Masih dari Kepulauan Maluku,
provinsi Maluku Utara, juga
berada di zona pink, dikare-
nakan rendahnya konsumsi
rumah tangganya, kurang dari
100.000.000;

Provinsi Papua Barat, juga ma-
sih tertinggal, dimana konsum-
si rumah tangga secara rata
- ratanya masih jauh di bawah
100.000.000;
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34) Provinsi Papua, berhasil lepas

35)

dari zona pink di tahun 2019,
setelah sebelumnya g tahun be-
rada di zona pink. Hal ini terja-
di karena adanya kenaikan rata
- rata konsumsi rumah tangga
dari kurang dari 100.000.000,
menjadi lebih dari 100.000.000;

Dari data — data di atas dapat di-
simpulkan bahwa:

a) 7 Provinsi dimana pada akhir
periode penelitian, yaitu ta-
hun 2020 berada di zona hi-
jau : Sumatera Utara, Banten,
DKI, Jawa Barat, Jawa Ten-
gah, Jawa Timur, dan Balj;

b) 1 Provinsi setelah berakh-
irnya periode penelitian be-
rada di zona kuning, sebagai
berikut : Aceh, Sumatera
Barat, Riau, Kepulauan Riau,
Sumatera Selatan, Lampung,
Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Tengah, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, dan
Papua;

c¢) 17 Provinsi berada di zona
pink, pada saat selesainya
1n tahun waktu peneletian,
terdiri dari : Jambi, Bengku-
lu, Bangka Belitung, DIY,
Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, Maluku, Ma-
luku Utara, dan Papua Barat.

Pengeluaran pemerintah dengan
proksi kebutuhan akan infrastruk-
tur public;

1)

Provinsi Aceh, dengan penge-
luaran pemerintahnya kurang
dari 188.000.000, berada di
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zona pink, selama 1 tahun (2010
- 2020);

Provinsi Sumatera Utara, juga
berada di zona pink, dimana
pengeluaran  pemerintahnya,
masih kurang dari 188.000.000;

Provinsi Sumatera Barat, berada
di zona pink, dikarenakan ma-
sih kurangnya pengeluaran pe-
merintahnya dari 188.000.000;

Provinsi Riau, juga berada di
zona pink dari tahun 2010 hing-
ga tahun 2020, dengan masih
rendahnya pengeluaran pemer-
intahnya, di bawah 188.000.000;

Provinsi Kepulauan Riau, tetap
berada di zona pink, hal ini
terjadi disebabkan oleh total
pengeluaran pemerintah per
tahunnya masih lebih rendah
dibandingkan standar zona
kuning, yaitu 188.000.000;

Provinsi Jambi, dengan penge-
luaran pemerintah kurang dari
188.000.000, statusnya ada di
zona pink;

Provinsi Sumatera Selatan ma-
sih berada di zona pink, ber-
dasarkan data sejak tahun 2010
sampai dengan 2020, pengelu-
aran pemerintahnya masih leb-
ih rendah dari 188.000.000;

Provinsi Bengkulu masih bera-
da di zona pink, dengan penge-
luaran pemerintahnya masih
kurang dari 188.000.000;

Provinsi Bangka Belitung, den-
gan pengeluaran pemerintah
kurang dari 188.000.000, ada di
zona pink;

Provinsi Lampung, dengan sta-
tus di zona pink, selama n ta-
hun penelitian, pengeluaran
pemerintahnya kurang dari



Skema Pembiayaan Transisi Energi Rendah Karbon di Indonesia

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

188.000.000;

Provinsi Banten, dengan penge-
luaran pemerintah kurang dari

188.000.000, berada di zona
pink;
Provinsi DKI Jakarta, mengala-

mi pergerakan yang semakin
meningkat, dimana dari berada
di zona pink pada tahun 2010 -
2012, meningkat ke zona kuning
pada tahun 2013 - 2016, dan be-
rakhir di zona hijau pada tahun
2017 - 2020;

Provinsi Jawa Barat, selalu bera-
da di zona pink, dimana pengel-
uaran pemerintahnya per tahun
kurang dari 188.000.000;

Provinsi Jawa Tengah, selalu
berada di zona pink, dengan
pengeluaran ~ pemerintahnya
lebih rendah dari 188.000.000;

Provinsi DIY, selalu berada
di zona pink, karena masih
rendahnya pengeluaran pemer-
intahnya, selalu tidak lebih dari
188.000.000;

Provinsi Jawa Timur, juga ter-
perangkap di zona pink, belum
bisa melampauii standar min-
imal pengeluaran pemerintah
188.000.000, untuk mencapai
zona kuning;

Provinsi Bali, masih berada di
zona pink, dengan pengeluaran
pemerintahnya tidak lebih dari
188.000.000;

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
masih berada di zona pink,
dengan pengeluaran pemerin-
tahnya berada di zona tersebut
karena kurang dari 188.000.000;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
ada di zona pink. Hal ini terjadi,
karena masih rendahnya penge-
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luaran pemerintahnya,
kurang dari 188.000.000;

yaitu

20) Provinsi Kalimantan Barat, be-
rada di zona pink, dikarenakan
masih kurang dari 188.000.000;

21) Provinsi Kalimantan Tengah,
masih di zona pink, karena jauh
tetinggalnya pengeluaran pe-
merintah, dimana masih lebih
rendah dari 188.000.000;

22) Provinsi Kalimantan Selatan,
dengan pengeluaran pemerin-
tah tidak lebih dari 188.000.000,
masih berada di zona pink;

23) Provinsi Kalimantan Timur,
dengan pengeluaran pemerin-
tahnya belum bisa mencapai
188.000.000, sekarang berada di
zona pink;

24) Provinsi Kalimantan Utara, di-
mana, berdasarkan data, penge-
luaran pemerintahnya tidak
memenuhi 188.000.000, seka-
rang ada di zona pink;

25) Provinsi Sulawesi Utara, belum
bisa melampaui standar min-
imal pengeluaran pemerintah
188.000.000, saat ini ada di zona
pink;

26) Provinsi Gorontalo, mencatat-
kan pengeluaran pemerintahn-
ya di bawah 188.000.000. Se-
hingga sampai dengan tahun
2020, ada di zona pink;

27) Provinsi  Sulawesi Tenggara,
berada di zona pink, dengan
pengeluaran pemerintahn-
ya dari tahun 2010 sampai ta-
hun 2020, tidak lebih dari
188.000.000;

28) Provinsi Sulawesi Tengah, be-
rada di zona pink, dikarenakan
pengeluaran pemerintahnya ti-
dak lebih dari 188.000.000;
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29) Provinsi Sulawesi Selatan, den-
gan pengeluaran pemerintahn-
ya kurang dari 188.000.000, ma-
sih berada di zona pink;

30) Provinsi Sulawesi Barat, ma-
sih ada di zona pink, dengan
pengeluaran pemerintahnya ti-
dak lebih dari 188.000.000;

31) Provinsi  Maluku, dengan
pengeluaran pemerintah ku-
rang dari 188.000.000, masih
ada di zona pink;

32) Provinsi Maluku Utara, masih
ada di zona pink, karena penge-
luaran pemerintahnya kurang
dari 188.000.000;

33) Provinsi Papua Barat juga bera-
da di zona pink, dimana penge-
luaran pemerintahnya tidak
sampai 188.000.000;

34) Provinsi Papua ada di zona pink
juga, dikarenakan pengeluaran
pemerintahnya masih di bawah
188.000.000;

35) Dari data ke-34 provinsi di In-
donesia dapat disimpulkan se-
bagai berikut :

a) Hanya provinsi DKI Jakarta
yang berada di zona hijau;

b) Tidak ada provinsi yang be-
rada di zona kuning; dan

c) 33 provinsi di zona pink.

d) Indeks Pembangunan ma-
nusia dengan proksi Kebutu-
han ruang akan Pendidikan;

1)  Provinsi Aceh, dengan kon-
sisten berada di zona kun-
ing;

2) Provinsi Sumatera Utara,
juga berada di zona kuning;

3) Provinsi Sumatera Barat,
secara meyakinkan, juga

159

—

4)

6)

7)

8)

9)

ada di zona kuning;

Provinsi Riau, pada periode
2010 - 2017 berada di zona
kuning. Baru pada tahun
2018, berpindah ke zona hi-
jau;

Provinsi Kepulauan Riau,
pada tahun 2010 - 201 ma-
sih berada di zona kuning.
Selanjutnya pada tahun
2012 -2020 naik ke zona hi-
jau;

Provinsi Jambi, hanya pada
tahun 2010, berada di zona
pink, setelahnya, tahun 2011
sampai dengan tahun 2020,
berada di zona kuning;

Provinsi Sumatera Selatan,
ada di zona pink selama 3
tahun awal penelitian, dan
pada tahun - tahun selan-
jutnya, berada di zona kun-
ing;

Provinsi Bengkulu, ada di
zona pink selama 2 tahun
awal penelitian, dan pada
tahun - tahun selanjutnya,
berada di zona kuning;

Provinsi Bangka Belitung,
selalu berada di zona kun-
ing;

Provinsi Lampung, ada di
zona pink pad atahun 2010
- 2013, sedangkan pada ta-
hun 2014 - 2020, naik ke
zona hijau;

Provinsi Banten, berada
pada zona kuning pada
periode 2010 - 2018. Se-
dangkan pada tahun 2019 -
2020 berada di zona hijau;

Provinsi DKI Jakarta, selalu
berada di zona hijau;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Provinsi Jawa Barat, berada
di zona kuning di tahun -
tahun berikut : 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, dan 2018; sementara
di tahun - tahun selanjut-
nya (2019, 2020), beralih ke
zona hijau;

Provinsi Jawa Tengah, sela-
lu berada di zona hijau, di-
antara tahun 2010 dan 2020;

Provinsi DIY, juga selalu
berada di zona hijau dalam
kurun waktu, 11 tahun pe-
nelitian;

Provinsi Jawa Timur, ada di
zona kuning;

Provinsi Bali, sejak tahun
2010 - 2012, berada di zona
kuning, sementara pada
tahun 2013 - 2020, naik ke
zona hijau;

Provinsi Nusa Tengga-
ra Barat, ada di zona pink
pada tahun 2010 - 2016, se-
mentara pada tahunn 2017
- 2020 ada di zona kuning;

Provinsi Nusa Tenggara
Timur, selalu ada di zona
pink;

Provinsi Kalimantan Barat,
memulai berada di zona
pink pada tahun 2010 -
2016, kemudian naik ke
zona kuning, pada tahun
2017 - 2020;

Provinsi Kalimantan Ten-
gah, ada di zona kuning, se-
cara konsisten, sejak tahun
2010, hingga tahun 2020;

Provinsi Kalimantan Sela-
tan, pada awaknya berada
di zona pink di 2 tahun per-
tama penelitian, tapi akh-
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

irnya berhasil naik ke zona
kuning, pada tahum 2012;

Provinsi Kalimantan Timur,
hanya pada tahun 2010 ada
di zona kuning, selanjutnya
mencapai zona tertinggi,
yaitu zona hiijau;

Provinsi Kalimantan Utara,
ada di zona pink pada ta-
hun 2010 - 2012, sedangkan
di tahun - tahun selanjutn-
ya: 2013 - 2020, berpindah
ke zona kuning;

Provinsi Sulawesi Utara,
pada periode berikut (2010
- 2017) ada di zona kuning,
sementara di periode lainn-
ya (2018 -2020) ada di zona
hijau;

Provinsi Gorontalo, pada
periode 2010 - 2015 ada di
zona pink, naik jadi zona
kuning di tahun 2016 -
2020;

Provinsi Sulawesi Tengga-
ra, secara meyakinkan ada
di zona kuning, semenjak
tahun 2010 hingga tahun
2020;

Provinsi Sulawesi Tengah,
pada tahun 2010 - 2013, ada
di zona pink, sementara
pada tahun 2014 - 2020 ada
di zona kuning;

Provinsi Sulawesi Selatan,
berada di zona kuning dari
tahun 2010 - 2020;

Provinsi Sulawesi Barat,
baru ada di zona kuning
pada tahun 2020, setelah 10
tahun sebelumnya, berada
di zona pink;

Provinsi Maluku, dari awal
tahun penelitian hingga
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akhir tahun penelitian, se-
lalu ada di zona kuning;

32) Provinsi Maluku Utara, ada
di zona pink (2010 - 2015)
dan zona kuning (2016 -
2020);

33) Provinsi Papua Barat, selalu
berada di zona pink;

34) Provinsi Papua, juga masih
ada di zona pink;

35) Dari ke-34 provinsi, dapat
disimpulkan sebagai beri-
kut:

a) 9 provinsi yang berada di
zona hijau: Riau, Kepulau-
an Riau, Banten, DKI Ja-
karta, Jawa Barat, DIY, Bali,
Kalimantan Timur; dan
Sulawesi Utara;

b) 22 provinsi yang berada
di zona kuning: Aceh, Su-
matera Utara, Sumatera
Barat, Jambi, Sumatera Se-
latan, Bengkulu, Bangka
Belitung, Lampung, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Barat, Kaliman-
tan Barat, Kalimantan Ten-
gah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, Goron-
talo, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Barat,
Maluku, dan Maluku
Utara; serta

c) 3 provinsi yang berada di
zona pink: Nusa Tenggara
Timur, Papua Barat, dan
Papua.

2)
3)
4)

5)

6)

7)

9)

10)

1)

Provinsi Sumatera Utara,selalu
berada di zona hijau;

Provinsi Sumatera Barat, selalu
di zona pink;

Provinsi Riau, selalu berada di
zona hijau;

Provinsi Kepulauan Riau, selalu
ada di zona hijau;

Provinsi Jambi, mengalami
penurunan. Dari zona kuning
pada 2010 - 2019, menjadi zona
pink di tahun 2020;

Provinsi Sumatera Selatan,
mengalami fluktuasi, dari zona
pink, ke zona kuning, dan kem-
bali ke zona pink. Pada periode
berikut: 200; 2011 - 2012; dan
2013 - 2020;

Provinsi Bengkulu, juga men-
galami fluktuasi. Dari zona
kuning pada tahun 2010 - 2015,
turun ke zona kuning pada ta-
hun 2016, kemudian kembali ke
zona kuning pada tahun 2017 -
2020;

Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, mengalami fluktua-
si bertahap. Dari zona kuning,
menjadi zona pink, kembali ke
zona kuning. Dan berakhir ke
zona pink. Tercatat, provinsi ini
berada di zona pink pada tahun:
2016 dan 2020. Sementara pada
tahun - tahun lainnya, berada
di zona kuning;

Provinsi Lampung, berada di
zona pink;

Provinsi Banten, berada di zona
pink;

e. Nilai ekspor dengan proksi kebu-

tuhan akan ruang untuk kegiatan 12) Provinsi DKI Jakarta, berada di

industry; zona hijau;
1) Provinsi Aceh, selalu berada di B) Provin.si Jawa Barat, berada di
zona pink; zona pink;
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14)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Provinsi Jawa Tengah mengala-
mi kenaikan dari zona pink ke
zona kuning, pada tahun - ta-
hun berikut : 2010 di zona pink,
kemudian di tahun - tahun se-
lanjutnya di zona kuning;

Provinsi DIY, berada di zona
pink pada tahun - tahun ini:
2010. 2011, 2012, 2013, dan 2020.
Dan di tahun - tahun lainnya
berada di zona kuning;

Provinsi Jawa Timur, selalu di
zona hijau;

Provinsi Bali, selalu di zona
pink;

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selalu berada di zona pink;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selalu di zona pink;

Provinsi Kalimantan Barat, se-
lalu di zona pink;

Provinsi Kalimantan Tengah
mengalami kenaikan yang kon-
sisten, dari zona pink (2010),
menjadi zona kuning (2011 -
2014), dan berlanjut ke zona hi-
jau (2015 - 2020);

Provinsi Kalimantan Selatan,
di luar dugaan, mengalami
penurunan, dari zona hijau
pada tahun 2010 - 2015, zona
pink di tahun 2016 dan 2020,
serta zona kuning di tahun 2017
- 2019;

Provinsi Kalimantan Timur, se-
lalu berada di zona hijau;

Provinsi Kalimantan Utara,
berada di zona kuning (2010 -
2011), selanjutnya naik ke zona
hijau (2012 - 2020);

Provinsi Sulawesi Utara, selalu
berada di zona pink;

Provinsi Gorontalo, mengejut-
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27)

kan, dari zona pink pada 2010
- 2017, langsung melejit ke zona
hijau, pada tahun 2018 - 2020;

Provinsi Sulawesi Tenggara, se-
lalu berada di zona pink;

28) Provinsi Sulawesi Tengah, sela-

lu berada di zona pink;

29) Provinsi Sulawesi Selatan, sela-

30)
31)
32)
33)
34)

35)

lu berada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Barat, selalu
berada di zona pink;

Provinsi Maluku, selalu berada
di zona pink;

Provinsi Maluku Utara, selalu
berada di zona pink;

Provinsi Papua Barat, selalu be-
rada di zona pink;

Provinsi Papua, selalu berada di
zona pink;

Dari ke-34 provinsi di Indone-
sia, untuk Indeks Pembangu-
nan Manusianya, dapat dirang-
kum sebagai berikut :

a) 10 provinsi yang berada di
zona hijau : Sumatera Utara,
Riau, Kepulauan Riau, DKI
Jakarta, Jawa Timur, Kali-
mantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, dan
Gorontalo;

b) 6 provinsi yang berada di
zona kuning : Jambi, Sumat-
era Selatan, Bengkulu, Kepu-
lauan Bangka Belitung, Jawa
Tengah, dan DIY; serta

¢) 18 provinsi yang berada di
zona pink: Aceh. Sumatera
Barat, Lampung, Banten,
Jawa Barat, Bali, Nusa Teng-
gara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Barat,
Sulawesi Utara, Sulawesi
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Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawe-
si Barat, Maluku, Maluku
Utara, Papua Barat, dan Pap-
ua.

Nilai impor dengan proksi kebu-
tuhan akan ruang untuk Kawasan
perdagangan;

1)

2)

3)
4)

5)

6)

8)

9)

13)

Provinsi Aceh, selalu berada di
zona pink;

Provinsi Sumatera Utara, be-
rada di zona pink pada tahun
- tahun berikut ini : 2010; 2015
- 2016; dan 2020, berada di zona
kuning pada tahun 2015 - 2016,
dan zona hijau pada tahun 2017
- 2019;

Provinsi Sumatera Barat, selalu
berada di zona pink;

Provinsi Riau, selalu berada di
zona pink;

Provinsi Kepulauan Riau, bera-
da di zona pink pada tahun 2010
- 2014, kemudian meningkat
menjadi zona hijau pada tahum
2015 - 2020;

Provinsi Jambi, selalu berada di
zona pink;

Provinsi Sumatera Selatan, sela-
lu berada di zona pink;

Provinsi Bengkulu, selalu bera-
da di zona pink;

Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, selalu berada di zona
pink;

Provinsi Lampung, selalu bera-
da di zona pink;

Provinsi Banten, selalu berada
di zona hijau;

Provinsi DKI Jakarta, selalu be-
rada di zona hijau;

Provinsi Jawa Barat, sempat
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18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)
26)
27)
28)

29)

berada di zona pink pada ta-
hun 2010, kemudian meningkat
menjadi zona hijau, sejak tahun
2011 hingga sampai tahun 2020;

Provinsi Jawa Tengah, selalu be-
rada di zona hijau;

Provinsi DIY, selalu berada di
zona hijau;

Provinsi Jawa Timur, selalu be-
rada di zona hijau;

Provinsi Bali,selalu berada di
zona pink;

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
tetap berada di zona pink;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
masih berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Barat, be-
lum bisa keluar dari zona pink;

Provinsi Kalimantan Tengah,
juga ada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Selatan,
masih juga belum bisa naik ke
zona kuning dan hijau;

Provinsi Kalimantan Timur, be-
rada di zona pink pada tahun
2016 - 2020, di zona kuning pada
tahun 2010 dan 2015, dan zona
hijau pada tahun 2011 - 2014;

Provinsi Kalimantan Utara, se-
lalu berada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Utara, ada di
zona pink juga;

Provinsi Gorontalo, masih ter-
dapat di zona pink;

Provinsi Sulawesi Tenggara, ada
di zona pink;

Provinsi Sulawesi Tengah, juga

ada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Selatan, ada
di zona pink pada 2 periode
berikut (2010 - 2016) dan (2018
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- 2020); sedanglam pada tahun
2017 sempat melejit ke zona hi-
jau;

30) Provinsi Sulawesi Barat, ada di
zona pink;

31) Provinsi Maluku, ada di zona
pink;

32) Provinsi Maluku Utara, tetap
ada di zona pink;

33) Provinsi Papua Barat, masih ada
di zona pink;

34) Provinsi Papua, juga ada di zona
pink;

35) Dari ke-34 provinsi tersebut,
dapat dikelompokkann sebagai
berikut:

a) 10 provinsi yang beada di
zona hijau: Sumatera Utara,
Kepulauan Riau, Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DIY, Jawa Timur,
Kalimantan Timur, dan Su-
lawesi Selatan;

b) Tidak ada provinsi yang be-
rada di zona kuning;

c) 24 provinsi yang berada di
zona pink: Aceh, Sumatera
Barat, Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Kepulau-
an Bangka Belitung, Lam-
pung, Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Barat, Ma-
luku, Maluku Utara, Papua
Barat, dan Papua.

g. Jumlah penduduk dengan prok-
si kebutuhan ruang untuk per-
mukiman dan Kawasan perumah-
an;
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

Provinsi Aceh, berada di zona
kuning;

Provinsi Sumatera Utara, be-
rada di zona hijau;

Provinsi Sumatera Barat, bera-
da di zona kuning;

Provinsi Riau, berada di zona
kuning;

Provinsi Kepulauan Riau, be-
rada di zona hijau;

Provinsi Jambi, berada di zona
pink;

Procimsi Sumatera Selatan,
berada di zona hijau;

Provinsi Bengkulu, berada di
zona pink;

Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, berada di zona pink;

Provinsi Lampung, berada di
zona hijau;

Provinsi Banten, berada di
zona hijau;

Provinsi DKI Jakarta, berada
di zona hijau;

Provinsi Jawa Barat, berada di
zona hijau;

Provinsi Jawa Tengah, berada
di zona hijau;

Provinsi DIY, berada di zona
pink;

Provinsi Jawa Timur, berada di
zona hijau;

Provinsi Bali, berada di zona
kuning;

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berada di zona kuning;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berada di zona kuning;

Provinsi Kalimantan Barat,
berada di zona kuning;



21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)

b)
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Provinsi Kalimantan Tengah,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Selatan,
berada di zona kuning;

Provinsi Kalimantan Timur,
berada di zona kuning;

Provinsi Kalimantan Utara,
berada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Utara, bera-
da di zona pink;

Provinsi Gorontalo, berada di
zona pink;

Provinsi Sulawesi Tenggara,
berada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Tengah, be-
rada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Selatan, be-
rada di zona hijau;

Provinsi Sulawesi Barat, bera-
da di zona pink;

Provinsi Maluku, berada di
zona pink;

Provinsi Maluku Utara, bera-
da di zona pink;

Provinsi Papua Barat, berada
di zona pink;

Prrovinsi Papua, berada di
zona pink;

Dari ke -34 provinsi di Indone-
sia, diperoleh kelompok data
seperti ini:

10 Provinsi yang berada di
zona hijau: Sumatera Utara,
Kepulauan Riau, Sumatera
Selatan, Lampung, Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Su-
lawesi Selatan;

9 provinsi yang berada di
zona kuning: Aceh, Suma-
tera Barat, Riau, Bali, Nusa
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Tenggara Barat, Nusa Teng-
gara Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan,
dan Kalimantan Timur;

c) 15 provinsi yang berada di
zona pink: Jambi, Bengkuluy,
Kepulauan Bangka Belitung,
DIY, Kalimantan Utara, Ka-
limantan Tengah, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, Maluku, Ma-
luku Utara, Papua Barat, dan
Papua.

h. Inflasi dengan proksi kebutuhan
akan ruang perkantoran;

1)

3)

4)

5)

Provinsi Aceh, berada di zona
pink pada periode berikut ini:
2010 - 2012 dan 2015 - 2020;
sedangkan pada periode yang
lain, yaitu 2013 - 2014, berada
pada zona kuning;

Provinsi Sumatera Utara, be-
rada di zona pink, pada tahun
- tahun itu (2011, 2012, 2015,
2017, 2018, 2019, dan 2020),
berada di zona kuning pada:
2010, 2014, dan 2016, serta
meningkat pada zona hijau
di tahun 2013;

Provinsi Sumatera Barat, berada
pada zona pink, di tahun - ta-
hun berikut ini (2012, 2015, 2017,
2018, 2019, 2020), zona kuning
(2010, 2011, dan 2016), serta pen-
capaian tertinggi di zona hijau
pada tahun 2013 dan 2014;

Provinsi Riau, berada di zona
pink pada tahun - tahun itu:
2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
dan 2020; serta di zona kuning
pada tahun - tahun berikut:
2010, 2011, 2013, dan 2014;

Provinsi Kepulauan Riau, pada
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6)

8)

9)

10)

tahun 2011, 2012, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, dan 2020, bera-
da di zona pink, 2010 dan 2014,
berada di zona kuning, serta
pada tahun 2013 meningkat ke
zona hijau;

Provinsi Jambi, di tahun - ta-
hun berikut ini berada di zona
pink (2011, 2012, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, dan 2020); mening-
kat ke zona kuning pada tahun
2013 dan 2014, dan meningkat
lagi ke zona hijau di tahun 2010;

Provinsi Sumatera Selatan, pada
2 periode berikut ini berada di
zona pink. Periode yang dimak-
sud adalah pada 2011 - 2012 dan
2015 - 2020, sedangkan pada 2
periode lainnya, berada di zona
kuning: 2010 dan 2013 - 2014;

Provinsi Bengkulu, baik pada
periode 2011 - 2012 maupun
periode 2015 - 2020, berada
di zona pink; sedangkan pada
periode = periode yang lainn-
ya berada di zona kuning (2010
dan 2013), dan hijau (2014);

Provinsi Kepulauan Bangka Be-
litung, di tahun 2011, 2015, dan
sejak 2017 sampai dengan 2020,
berada di zona pink; kemudian
meningkat ke zona kuning pada
tahun 2010, 2012 - 2014, dan
2016;

Provinsi Lampung, baik pada
periode 2011- 2012, juga pada
periode berikut (2015-2020) be-
rada di zona pink, sedangkan
pada periode - periode lainnya
(2010; 2013 - 2014), berada di
zona kuning;

Provinsi Banten, pada 3 periode
yang telah berlalu di zona pink
(2011 -2012; 2015 - 2016; dan 2018
- 2020); berada di zona kuning
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12)

16)

17)

18)

(2010; 2013; dan 2017). Dan di
tahun 2014, meningkat ke zona
hijay;

Provinsi DKI Jakarta, pada ta-
hun 2011, juga pada tahun - ta-
hun berikut (2015, 2016, 2017,
2018, 2019, dan 2020), berada
di zona pink, sedangkan pada 2
periode lainnya, berada di zona
kuning (2010, 2013, dan 2014);

Provinsi Jawa Barat, di 2 periode
berikut: 2010 -2012 dan 2016 -
2020, berada di zona pink, se-
mentara di 1 periode lainnya :
2013 — 2014, berada di zona kun-
ing;

Provinsi Jawa Tengah, baik pada
periode 2011- 2012 maupun peri-
ode 2015 - 2020, berada di zona
pink, sementara pada 2010,2013,
dan 204, di ke-3 tahun tersebut,
berada di zona kuning;

Provinsi DIY, berada di 2 zona,
yaitu zona pink (2011 - 2012 dan
2015 - 2020) maupun zona kun-
ing (2010, 2013, dan 2014);

Provinsi Jawa Timur, pada peri-
ode 2011- 2012 juga pada peri-
ode 2015 - 2020, berada di zona
pink, kemudian di periode yang
lainnya: 2010 dan 2013 - 2014,
berada di zona kuning;

Provinsi Bali, berada di zona
pink pada 2 periode berikut ini,
yaitu: periode 2011 - 2012 dan
2015 - 2020, sedangkan pada
periode 2010 maupun 2013 -
2014, provinsi ini berada di zona
kuning;

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
pada tahun 2012, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, dan 2020, bera-
da di zona pink; berada di zona
kuning pada 2011, 2013, dan



19)

20)

21)

22)

23)

24)
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2014, terakhir berada di zona hi-
jau pada tahun 2010;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
meskipun pada awalnya berada
di zona kuning (2010), berulang
lagi pada tahun (2012, 2013,
2014, dan 2015), pada tahun 20n
turun ke zona pink, dan bera-
khir di zona pink juga (2016 -
2020);

Provinsi Kalimantan Barat,
hampir sama dengan provinsi
NTT, berawal pada tahun 2010,
berada di zona kuning, berlan-
jut di zona pink (2011), naik lagi
ke zona kuning (2012 - 2015),
dan turun lagi ke zona pink
(2016 - 2020);

Provinsi Kalimantan Tengah,
2 periode berada di zona pink
dan 2 periode berada di zona
kuning. Berikut periode - peri-
ode di zona pink: 2011 dan 2015
- 2020, selain itu periode - peri-
ode di zona kuning: 2010 dan
2012 -2014;

Provinsi Kalimantan Selatan, di
tahun kedua (20m), di 5 tahun
terakhir ( 2016 - 2020) berada
di zona pink, selain itu di tahun
pertama ( 2010) juga di tahun
ketiga sampai dengan tahun
keenam ( 2012 - 2015), berada di
zona kuning;

Provinsi Kalimantan Timur,
pada tahun 2012 dan tahun
2020, berada di zona pink, di ta-
hun 2010, 2011, dan 2014, berada
di zona kuning, serta tahun 2013
di zona hijau;

Provinsi Kalimantan Utara,
pada periode awal berada di
zona kuning (2010 - 2012),

meningkat ke zona hijau (2013
- 2014), kemudian turun drastic
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

ke zona pink (2015 - 2020);

Provinsi Sulawesi Utara, pada
2010 berada di zona kuning,
kemudian turun ke zona pink
(20m), di 4 tahun berikutnya,
naik lagi ke zona kuning (2012
- 2015), kemudian jatuh lagi

ke zona pink ke 5 tahun ter-
akhir;

Provinsi Gorontalo, pada tahun
2011 maupun tahun - tahun
berikut ini: 2015 -2020, berada
di zona pink, walaupun di awal
tahun penelitian (2010) ada
di zona kuning, dan sempat
naik lagi ke zona kuning,
pada tahun 2012 - 2014;

Provinsi Sulawesi Tenggara, be-
rada di zona pink, pada tahun
2010, maupun pada 6 tahun ter-
akhir (2015 - 2020), sedangkan
diantara ke -2 periode tersebut
(2011 - 2014), berada di zona
kuning;

Provinsi Sulawesi Tengah, 2
periode di zona pink dan 3 peri-
ode di zona kuning. Kedua peri-
ode di zona pink, yaitu: 2011 dan
2015 - 2017, sedangkan ketiga
periode di zona kuning, adalah
: 2010; 2012 - 2014; dan 2018 -
2020;

Provinsi Sulawesi Selatan, pada
periode kedua (2011 - 2012) dan
keempat (2016 - 2020), berada
di zona pink, sedangkan pada
periode pertama (2010) dan
ketiga (2013 - 2015), berada di
zona kuning;

Provinsi Sulawesi Barat, pada
periode kedua (2011 - 2012) dan
keempat (2016 - 2020), berada
di zona pink, sedangkan pada
periode pertama (2010) dan
ketiga (2013 - 2015), berada di
zona kuning;
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31) Provinsi Maluku, pada periode
kedua (2011) dan keempat (2016
- 2020), berada di zona pink, se-
dangkan pada periode pertama
(2010) dan ketiga (2012 - 2015),
berada di zona kuning;

32) Provinsi Maluku Utara, pada
periode kedua (2011 - 2012) dan
keempat (2015 - 2020), berada
di zona pink, sedangkan pada
periode pertama (2010) dan
ketiga (2013 - 2014), berada di
zona kuning;

33) Provinsi Papua Barat, pada peri-
ode kedua (2014) dan keempat
(2018 - 2020), berada di zona
pink, sedangkan pada periode
pertama (2010 - 2013) dan keti-
ga (2015 - 2017), berada di zona
kuning;

34) Provinsi Papua, pada periode
kedua (2013 - 2014) dan ke-
empat (2018 - 2020), berada
di zona pink, sedangkan pada
periode pertama (2010 - 2012)
dan ketiga (2015 - 2017), berada
di zona kuning;

35) Dari ke - 34 provinsi yang ada di
Indonesia, dapat dikelompok-
kan sebagai berikut:

9 provinsi berada di zona hijau,
antara lain: Sumatera Utara, Su-
matera Barat, Kepulauan Riau,
Kepulauan Riau, Jambi, Bengkuluy,
Banten, Nusa Tenggara Barat, Ka-
limantan Timur, dan Kalimantan
Utara;

25 provinsi berada di zona kuning,
diantaranya : Aceh, Riau, Suma-
tera Selatan, Kepulauan Bangka
Belitung, Lampung, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa
Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur.
Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Su-
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lawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah, Su-
lawesi Selatan, Sulawesi Barat, Ma-
luku, Maluku Utara, Papua Barat,
dan Papua.

Jumlah Menara listrik dengan
proksi kebutuhan akan ruang ter-
buka hijau public; dan

1) Provinsi Aceh, berada di zona
pink;

2) Provinsi Sumatera Utara, bera-
da di zona hijau;

3) Provinsi Sumatera Barat, berada
di zona pink,

4) Provinsi Riau, berada di zona
pink;

5) Provinsi Kepulauan Riau, pada
9 tahun awal (2010 - 2018) be-
rada di zona pink, di 2 tahun
terakhir (2019 - 2020), berada di
zona hijau;

6) Provinsi Jambi, berada di zona
pink;

7) Provinsi Sumatera Selatan, be-
rada di zona hijau;

8) Provinsi Bengkulu, berada di
zona pink;

9) Provinsi Kepulauan Bangka Be-
litung, berada di zona pink;

10) Provinsi Lampung, berada di
zona pink;

1) Provinsi Banten, berada di zona
hijay;

12) Provinsi DKI Jakarta, berada di
zona hijau;

13) Provinsi Jawa Barat, berada di
zona hijau;

14) Provinsi Jawa Tengah, berada di
zona hijau;

15) Provinsi DIY, berada di zona
pink;



19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)
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Provinsi Jawa Timur, berada di
zona hijau;

Provinsi Bali, pada periode awal,
yaitu tahun 2010 - 2014, berada
di zona pink, kemjudian di peri-
ode akhir (2015 - 2020), berada
di zona kuning;

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berada di zona pink;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Barat, be-
rada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Tengah,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Selatan,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Timur,
pada periode awal: 2010 - 2014,
berada di zona pink, kemudian
di periode berikutnya (2015 -
2020), berada di zona kuning;

Provinsi Kalimantan Utara be-
rada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Utara, berada
di zona pink;

Provinsi Gorontalo, berada di
zona pink;

Provinsi Sulawesi Tenggara, be-
rada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Tengah, pada
8 tahun pertama (2010 - 2017),
berada di zona pink, dan pada
3 tahun terakhir (2018 - 2020).
Berada di zona kuning;

Provinsi Sulawesi Selatan, bera-
da di semua zona. Di zona pink,
pada tahun (2010, 201, dan
2014); berada di zona kuning
pada tahun (2018, 2019, 2020,
2015, 2016, dan 2017). Dan be-
rada di zona hijau, pada tahun
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30)
31)
32)
33)
34)

35)

2018, 2019, dan 2020;

Provinsi Sulawesi Barat, berada
di zona pink;

Provinsi Maluku, berada di
zona pink;
Provinsi Maluku Utara, berada

di zona pink;

Provinsi Papua Barat, berada di
zona pink;

Provinsi Papua, berada di zona
pink;

Dari ke-34 provinsi, dapat diba-
gi menjadi 3 kelompok, sebagai
berikut :

a) 9 Provinsi berada di zona
hijau:  Sumatera  Utara,
Kepulauan Riau, Sumatera
Selatan, Banten, DKI Jakar-
ta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Sulawesi Se-
latan;

b) 3 provinsi di zona kuning:
Bali, Kalimantan Timur, dan
Sulawesi Tengah; dan

c¢) 22 provinsi di zona pink:
Aceh, Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Bengkulu, Kepulauan
Bangka Belitung, Lampung,
DIY, Nusa Tenggara Barat.
Nusa Tenggara Timur, Kali-
mantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat,
Maluku, Maluku Utara, Pap-
ua Barat, dan Papua.

Jumlah jaringan listrik dengan
proksi kebutuhuan akan ruang ter-
buka privat abu - abu.

1)

2)

Provinsi Aceh, berada di zona
pink;

Provinsi Sumatera Utara, pada
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

periode 2010 - 2011, berada di
zona kuning, baru di tahun -
tahun berikutnya (2012 - 2020),
berada di zona hijau;

Provinsi Sumatera Barat, berada
di zona pink;

Provinsi Riau, pada periode
2010 -2018, berada di zona pink,
dan periode 2019 - 2020, berada
di zona kuning;

Provinsi Kepualauan Riau, be-
rada di zona pink;

Provinsi Jambi, berada di zona
pink;

Provinsi Sumatera Selatan, be-
rada di zona pink (2010 - 2014)
dan zona kuning (2015 - 2020);

Provinsi Bengkulu, berada di
zona pink;

Provinsi Kepulauan Bangka Be-
litung, berada di zona pink;

Provinsi Lampung, pada peri-
ode 2010-2018, berada di zona
pink, dan periode 2019 - 2020,
berada di zona kuning;

Provinsi Banten, berada di zona
hijauy;

Provinsi DKI Jakarta, berada di
zona hijau;

Provinsi Jawa Barat, berada di
zona hijau;

Provinsi Jawa Tengah, berada di
zona hijau;

Provinsi DIY, berada di zona
pink;

Provinsi Jawa Timur, berada di
zona hijau;

Provinsi Bali, berada di zona
pink pada periode berikut (2010
- 2014), dan periode berikutn-
ya ada di zona kuning (2015 -
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18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)

30)

31)
32)
33)

34)

2020);

Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berada di zona pink;

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Barat, be-
rada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Tengah,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Selatan,
berada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Timur, be-
rada di zona pink;

Provinsi Kalimantan Utara, be-
rada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Utara, berada
di zona pink;

Provinsi Gorontalo, berada di
zona pink;

Provinsi Sulawesi Tenggara, be-
rada di zona pink;

Provinsi Sulawesi Tengah, bera-
da di zona pink;

Provinsi Sulawesi Selatan, pada
periode 2010 - 2016, berada di
zona pink, sedangkan di peri-
ode lainnya (2017 - 2020), bera-
da di zona kuning;

Provinsi Sulawesi Barat, hanya
pada tahun 2010, berada di zona
kuning, sedangkan di 10 tahuan
berikutnya, 2011 - 202, berada di
zona pink;

Provinsi Maluku, berada di
zona pink;
Provinsi Maluku Utara, berada

di zona pink;

Provinsi Papua Barat, berda di
zona pink;

Provinsi Papua, berada di zona
pink;
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35) Dari ke-34 provinsi tersebut,

dapat dibagi menjadi 3 zona:

a) 7 provinsi yang berada di
zona hijau: Sumatera Utara,
Lampung, Banten, DKI Ja-
karta, Jawa Barat, Jawa Ten-
gah, dan Jawa Timur;

b) 5 provinsi yang berada di
zona kuning: Riau, Sumatera
Selatan, Bali, Sulawesi Sela-
tan, dan Sulawesi Barat; dan

c) 22 provinsi yang ada di zona
pink: Aceh, Sumatera Barat,
Kepulauan Riau, Jambi,
Bengkulu, Bangka Belitung,
DIY, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Kali-
mantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Kaliman-
tan Utara, Sulawesi Utara,
Gorontalo, Sulawesi Teng-
gara, Sulawesi Tengah, Ma-
luku, Maluku Utara, Papua
Barat, dan Papua.

36) Perluasan dan pengurangan

ketersediaan dari ruang diusul-
kan untuk disesuaikan dengan
pencapaian dari kelompok hi-
jau (di atas rata - rata), kelom-
pok kuning (di tengah rata -
rata), dan kelompok pink (di
bawah rata - rata).

37) Hubungan dari masing - mas-

ing variable sebagai satu baris
dari kolom - kolom yang dapat
dikelompokkan sebagai berikut
berdasarkan kebijakan dari seti-
ap provinsi.

a) Untuk zona hijau: men-
gurangi luas wilayah per-
mukiman dan Kawasan
perumahan, ruang Pendi-
dikan, ruang industry dan
perdagangan, dan kompleks
perkantoran, = memperluas
ruang untuk rekreasi, ru-
ang Kawasan hutan dan la-
han basah, infrastrukgtur
public, ruang terbuka hijau
public dan wilayah yang di-
saewakan, dan ruang terbu-
ka privat abu - abu;

b) Untuk zona kuning: mem-
pertahankan semua wilayah
dan memjaga keberadaan
dari semua fungsi ruang;

c¢) Untuk zona pink: mengu-
rangi ruang untuk rekreasi,
hutan dan lahan basar, infra-
struktur public, ruang terbu-
ka hijau public dan Kawasan
yang disewakan, dan ruang
terbuka pribvat abu - abuy;
memperluas ruang Kawasan
permukiman dan perumah-
an, ruang Pendidikan, ruang
industry dan perdagangan.
serta ruang perkantoran.
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